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PENGANTAR  REDAKSI 


PENINGKATAN  perdagangan  internasional  melalui  akselerasi  ekspor  Indonesia 
menjadi  bagian  penting  dalam  kerangka  pembangunan  ekonomi.  Jumal  Analisis 
CSIS  edisi  ini  mengambil  tema  Perdagangan  Internasional  dan  Daya  Saing  Industri 
Indonesia.  Pada  intinya  edisi  ini  membahas  berbagai  isu  yang  terkait  dengan  perdagangan 
internasional  dan  strategi  peningkatan  daya  saing  beberapa  produk  industri  yang  sebagian 
di  antaranya  untuk  ekspor.  Di  dalam  melakukan  analisis  daya  saing  dan  melihat  prospek 
ekspor  terhadap  beberapa  komoditi,  metodologi  yang  digunakan  dalam  dua  tulisan  adalah 
Constant  Market  Share  Analysis  atau  CMSA. 

Pada  tulisan  pertama  dibahas  fasilitasi  perdagangan  sebagai  bagian  penting  dalam 
perdagangan  internasional.  Fasilitasi  perdagangan  pada  intinya  adalah  proses  untuk 
menyederhanakan  lingkungan  dan  pengelolaan  perdagangan  internasional.  Agenda  penting 
dalam  pertemuan  anggota  WTO  yang  membahas  fasilitasi  perdagangan  terutama 
menyangkut  mekanisme,  jenis  serta  pelaksanaannya.  Untuk  Indonesia  pelaksanaan  fasilitasi 
perdagangan  dihadapkan  pada  berbagai  persoalan  di  antaranya  adalah  persoalan  mana- 
jemen,  penyederhanaan  prosedur  serta  koordinasi  antar  lembaga.  Pelaksanaan  fasilitasi 
perdagangan  juga  diperumit  oleh  tingginya  ketidakpastian  serta  keberagaman  penerapan 
aturan  dan  prosedur  yang  terkait  dengan  perdagangan  internasional. 

Pada  tulisan  berikutnya  dibahas  daya  saing  produk  Indonesia  di  pasar  Jepang. 
Analisis  ini  penting  mengingat  Jepang  merupakan  pasar  ekspor  Indonesia  terbesar.  Selain 
itu  hasil  studi  ini  diharapkan  dapat  dipakai  untuk  menentukan  strategi  ekspor  Indonesia. 
Melalui  metodologi  CMSA,  studi  ini  antara  lain  mengidentifikasikan  produk-produk  yang 
mempunyai  daya  saing  dan  penetrasi  pasar  yang  tinggi  serta  menunjukkan  terjadinya 
perubahan  struktur  ekspor  ke  Jepang  yang  disebabkan  perubahan  daya  saing  dan  perubahan 
dinamika  pasar  Jepang. 

Produk  ekspor  yang  juga  dianalisis  adalah  tekstil.  Tulisan  ketiga  ini  membahas  tentang 
dampak  yang  ditimbulkan  oleh  penghapusan  kuota  terhadap  ekspor  tekstil  dan  produk 
tekstil.  Indonesia  tidak  terlepas  dari  dampak  penghapusan  kuota  tersebut,  karena  selama 
ini  Indonesia  cenderung  tidak  mampu  memenuhi  batasan  impor  sedangkan  untuk  barang- 
barang,  dimana  Indonesia  mempunyai  pangsa  cukup  besar,  juga  merupakan  produk  dimana 
para  pesaing  telah  mencapai.batas  kuotanya.  Tulisan  ini  menjelaskan  bahwa  penurunan 
daya  saing  tekstil  dan  produk  tekstil  berakar  pada  adanya  kendala  dalam  negeri  yang 
menyangkut  kekakuan  peraturan,  persoalan  tenaga  kerja,  keterbatasan  teknologi  maupun 
pemasaran.  Sedangkan  pemecahan  yang  ditawarkan  untuk  memperbaiki  keadaan  adalah 
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melalui  diversifikasi  pasar,  perbaikan  sinergi  industri  hulu  dan  hilir,  serta  penempatan 
peran  pemerintah  secara  tepat,  antara  lain  dengan  menghilangkan  kebijakan  yang  bersifat 
ad  hoc. 

Dua  tulisan  terakhir  masing-masing  membahas  industri  elektronik  dan  industri  farmasi. 
Tulisan  tentang  industri  elektronik  antara  lain  untuk  melihat  ada  tidaknya  perubahan 
subsektor-subsektor  terhadap  perubahan  industri  elektronik  secara  keseluruhan,  selain 
dibahas  faktor-faktor  yang  menyebabkan  perubahan  daya  saing.  Sedangkan  tulisan  tentang 
industri  farmasi  menyoroti  peranan  industri  farmasi  yang  unik,  yaitu  di  satu  sisi  sebagai 
industri  yang  dituntut  untuk  dapat  berkompetisi  secara  nasional  dan  internasional 
sedangkan  di  sisi  lain  dipakai  sebagai  alat  kebijakan  sosial  pemerintah,  karena  terkait 
langsung  dengan  kondisi  kesehatan  masyarakat.  Dalam  posisi  industri  yang  demikian, 
analisis  terhadap  industri  farmasi  difokuskan  pada  pembahasan  tentang  karakteristik, 
struktur  dan  persaingan  serta  peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi. 
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Penulis:  M.  Sadli 

Diterbitkan  oleh  Centre  for  Strategic  and  International 
Studies  (CSIS),  Jakarta. 

Buku  ini  merupakan  kumpulan  beberapa  tulisan  M.  Sadli 
yang  berisi  analisa  atas  berbagai  masalah  yang  dihadapi 
bangsa  Indonesia. 

Sebanyak  98  tulisan  yang  terangkum  dalam  buku  ini  bu- 
kan  saia  mencerminkan  ketajaman  analisa  M.  Sadli  ter- 
hadap berbagai  masalah  tersebut,  melainkan  juga  mencatat 
proses  dan  perkembangan  yang  terjadi  dalam  periode 
2004-2006,  terutama  menjelang  pemilihan  presiden  secara 
langsung  yang  pertama  kalinya,  yang  menghasilkan  .pa- 
sangan  Presiden  Susilo  Bambane  Yudhoyono  (SBY)  dan 
WaRil  Presiden  Jusuf  KallaGK).  /        v  / 

Penerbitan  buku  ini  dimaksudkan  untuk  menyebar- 
luaskan  analisa  dan  pandangan-pandangan  M.  Sadli  yang 
sangat  bermanfaat  bagi  mereka  yang  berminat  untuk  me- 
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ANALISIS  PERISTIWA 


TINJAUAN  PERKEMBANGAN  POLITIK 

Penataan  Hukum  dan  Politik 
Selama  Sewindu  Reformasi 

I  Made  Leo  Wiratma  dan  Indra  J.  Piliang 


A.  PENDAHULUAN 

DELAPAN  tahun  sudah  Indonesia 
memulai  reformasi  di  bidang 
politik,  hukum,  ekonomi  dan 
pemerintahan.  Isu-isu  seputar  reformasi  itu 
kembali  mewarnai  perkembangan  politik 
selama  tiga  bulan  terakhir  (Juli,  Agustus  dan 
September).  Isu-isu  itu,  secara  umum, 
terkait  dengan  sejumlah  perubahan  yang 
dilakukan  sejak  awal  reformasi,  terutama 
perubahan  konstitusi.  Terdapat  tuntutan 
dari  sejumlah  kalangan  untuk  kembali 
kepada  naskah  asli  UUD  1945. 

Terjadinya  pergantian  sejumlah 
menteri  tahun  lalu,  tepatnya  tanggal 
7  Desember  2005,  kembali  mengapungkan 
wacana  reshuffle  kabinet.  Hal  ini  mentm- 
jukkan  keinginan  partai-partai  politik  untuk 
menjadikan  kabinet  sebagai  salah  satu  posisi 
yang  paling  diincar,  selain  tentunya  kursi 
presiden  dan  wakil  presiden.  Masalah 
reshuffle  ini  diperkirakan  akan  terns  menaik 
menjelang  usia  2  tahun  pemerintahan,  yakni 
20  Oktober  2006. 

Yang  juga  rumit  dan  memasuki  "dapur" 
militer  adalah  seputar  penemuan  senjata  di 


kediaman  Wakil  Asisten  Logistik  Kepala  Staf 
Angkatan  Darat  (Wakaaslog  KSAD)  Brigjen 
TNI  Koesmayadi  (aim.)  yang  kemudian 
dikenal  dengan  the  Koesmayadi  Gate.  Terjadi 
tarik-menarik  kepentingan  antara  pihak  TNI, 
DPR,  dan  pemerintah,  terutama  menyangkut 
pengadaan  logistik  militer. 

Dalam  menata  hubungan  antara 
pemerintah  pusat  dengan  pemerintah 
daerah,  pengesahan  UU  No.  11/2006 
ten  tang  Pemerintahan  Aceh  membuka  jalan 
bagi  proses  implementasi  kesepakatan 
damai  di  Helsinki  tanggal  15  Agustus  2005 
lalu.  Hal  ini  menjadi  prestasi  terbaik  pe- 
merintahan SBY-JK,  karena  mampu  mem- 
berikan  penyelesaian  jangka  panjang  atas 
konflik  yang  sudah  terjadi  selama  tiga 
dekade  di  Aceh. 

Keempat  isu  di  atas  ini  diambil  ber- 
dasarkan  konteks  nasional,  baik  dalam  level 
UUD,  eksekutif  dan  militer,  serta  konteks 
lokal.  Sekalipun  terdapat  perkembangan 
politik  dan  hukum  lainnya,  apa  yang  bisa 
dilihat  atas  masa  depan  politik  dan  hukum 
Indonesia  dalam  era  reformasi  tergambar- 
kan  dari  keempat  isu  itu. 


ANAUSIS  PERISTIWA:  PERKEMBANGAN  POLITIK  (Wiratma  &  Piliang) 


197 


B.   URGENSI  KONSTITUSI  BAKU 

Sejumlah  tuntutan  reformasi  yang  di- 
sampaikan  mahasiswa  tahun  1998  adalah: 
I  (1)  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945; 
(2)  penghapusan  Dwifungsi  ABRI;  (3) 
penegakan  supremasi  hukum,  penghor- 
;  matan  hak  asasi  manusia  (HAM),  dan 
'  pemberantasan  korupsi,  kolusi,  dan  ne- 
potisme  (KKN);  (4)  desentralisasi  dan 
hubungan  yang  adil  antara  Pusat  dan 
Daerah  (otonomi  daerah);  (5)  mewujudkan 
kebebasanpers;  (6)  mewujudkan  kehidupan 
demokrasi.^  Akan  tetapi  indikator  untuk 
pemenuhan  tuntutan  reformasi  itu  sulit  di- 
susun,  karena  rumusan-rumusan  awalnya 
tidak  konseptual  dan  hanya  berupa  tuntut- 
an sepihak. 

Tuntutan  perubahan  atas  UUD  1945, 
misalnya,  langstmg  dipenuhi  tahun  1999. 
Akan  tetapi,  masih  terdapat  rumusan  yang 
kabur,  seperti:  pertama,  konstitusi  tidak  kon- 
sisten  dalam  mengatur  pemilihan  Presiden 
secara  langsung  oleh  rakyat  karena  dalam 
keadaan  tertentu  kewenangan  memiUh 
masih  diberikan  kepada  MPR.^  Selain  itu, 
proses  rekrutmen  calon  Presiden  dan  Wakil 


'  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik 
Indonesia,  "Panduan  Dalam  Memasyarakatkan 
lindang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  1945"  Qakarta:  Sekretariat  Jenderal  MPR-RI, 
2003),  hal.  6. 

^  Misalnya,  ketika  terjadi  kekosongan  Wakil 
Presiden  atau  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat, 
berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan 
kewajibannya  dalam  masa  jabatannya  secara 
bersamaan  (Pasal  8  ayat  (2)  dan  (3)  UUD  1945  (Setelah 
Perubahan). 

Lihat  juga  I  Made  Leo  Wiratma,  "Purifikasi 
Sistem  Presidensiil",  dalam  Indra  J.  Piliang  dan  TA. 
Legowo  (Ed.),  Disain  Baru  Sistem  Politik  Indonesia 
Qakarta:  CSIS,  2006),  hal.  40. 


Presiden  masih  disiasati  oleh  partai  politik 
{political  party  system),  sehingga  sulit  men- 
dapatkan  calon  independen  (non  polical 
party  system).^  Kedua,  struktur  parlemen 
bikameral  yang  dicita-citakan  tidak  dukuti 
oleh  kewenangan  yang  setara  antara  dua 
kamar  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan 
Dewan  Perwakilan  Daerah).^  Ketiga,  pem- 
bentukan  lembaga  negara  baru,  seperti 
Komisi  Yudisial  yang  justru  menimbulkan 
konflik  baru  dengan  lembaga  lainnya  dalam 
wilayah  yudikatif.^  Keempat,  pemilihan 
kepala  daerah  secara  langsung  (pilkada) 
tidak  termasuk  sebagai  rezim  pemilu  se- 
hingga hubimgan  Komisi  Pemilihan  Umimi 
(KPU)  terputus  dengan  Komisi  Pemilihan 
Umum  Daerah  (KPUD)  dalam  pelaksanan 
pilkada. 


^  Pasal  6 A  ayat  (2)  UUD  1945  mengatakan  bahwa 
pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan 
oleh  partai  politik  atau  gabimgan  partai  politik  peserta 
pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan 
umum.  Dengan  demikian,  kalaupun  terdapat  calon 
independen,  maka  yang  bersangkutan  mau  tidak  mau, 
suka  atau  tidak  suka  harus  ikut  berkompetisi  dalam 
pencalonan  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik 
peserta  pemilu  yang  berhak  mencalonkan. 

*  Lihat  misalnya  I  Made  Leo  Wiratma,  "MPR: 
Apakah  Masih  Perlu?",  dalam  Hadi  Soesastro,  J. 
Kristiadi,  dan  Arief  Priyadi  (Penyunting),  Budi  dan 
Nalar:  70  Tahun  Harry  Tjan  Silalahi  Qakarta:  CSIS,  2004), 
hal.  321. 

^  Ketegangan  antara  Komisi  Yudisial  (KY)  dan 
Mahkamah  Agung  (MA)  misalnya,  muncul  setelah 
terungkapnya  beberapa  kasus  korupsi  di  MA.  Pun- 
caknya  terjadi  ketika  dilakukan  penyidikan  terhadap 
Ketua  MA,  Bagir  Manan  dan  KY  akhimya  mengu- 
sulkan  untuk  diadakan  seleksi  baru  bagi  hakim-hakim 
agung.  Meski  usul  itu  ditolak  oleh  Komisi  II  DPR-RI, 
KY  tetap  bertekad  melakukan  penyelidikan  atas  kinerja 
MA,  sehingga  ketegangan  terus  meningkat.  Lihat 
Christine  Susanna  Tjhin  &  TA.  Legowo,  "Tinjauan 
Perkembangan  Politik:  Rekonstruksi  Aceh,  Poso  dan 
Isu  Politik  Awal  2006",  dalam  Analisis  CSIS,  Vol.  35, 
No.  1,  Maret  2006,  hal.  17-18. 


198 

  ANALISIS  CSIS,  Vol.  35,  No.  3.  2006  : 19ft-?ns 


Hal  ini  bemjung  kepada  tiga  pendapat 
umum.  Pertama,  mengaplikasikan  UUD  hasil 
perubahan  itu  sebelum  dilakukan  perubahan 
berikutnya.  Kalau  diperhatikan,  pendapat  ini 
mayoritas,  terutama  di  kalangan  partai- 
partai  politik,  kaum  ilmuwan  (intelektual) 
dan  masyarakat.  Argumen  yang  digunakan, 
antara  lain,  momentum  amandemen  kon- 
stitusi  sudah  lewat,  masyarakat  lebih 
menginginkan  perbaikan  ekonomi  ketim- 
bang  perumusan  konstitusi  yang  bagus, 
sampai  kepada  kekhawatiran  kalau  aman- 
demen dilakukan  akan  membuka  peluang 
bagi  kelompok-kelompok  kepentingan 
tertentu  mempengaruhi  anggota  MPR  RI. 

Kedua,  melakukan  amandemen  atas 
UUD  yang  sudah  diubah  itu,  baik  secara 
terbatas  (spasial)  atau  keseluruhan  (kom.- 
prehensif).  Suara  untuk  menyempurnakan 
UUD  secara  terbatas  disampaikan  oleh 
kelompok  DPD  RI,  yakni  lewat  tanda- 
tangan  128  orang  anggotanya,  khususnya 
menyangkut  kedudukan  DPD  RI.  Hanya 
saja,  untuk  mencapai  angka  sepertiga  dari 
anggota  MPR  (yang  terdiri  dari  550  anggota 
DPR  dan  128  anggota  DPD)  sebagai  syarat 
untuk  mengusulkan  perubahan  UUD 
tidaklah  mudah.  Partai-partai  politik  lebih 
menyukai  rumusan  yang  sekarang,  ter- 
utama karena  hak  dan  kewenangan  DPR  RI 
lebih  besar  ketimbang  hak  dan  kewenangan 
DPD  RI  {weak  bicameral).  Ketiga,  menerapkan 
kembali  UUD  1945  berdasarkan  naskah  asli 
tanggal  18  Agustus  1945.  Kelompok  ini 
membangun  Gerakan  Revolusi  Nurani 
dengan  salah  satu  penggagasnya,  Jenderal 
(Pum)  Tyasno  Sudarto,  mantan  Kepala  Staf 
Angkatan  Darat.  Menurut  Tyasno,  GRN 
merupakan  gerakan  revolusi  hukum  dan 


budaya  yang  memiliki  banyak  cara,  antara 
lain  melakukan  sosialisasi  kepada  MPR 
sebagai  pihak  yang  mengamandemen  UUD 
1945  atau  mendesak  presiden  untuk 
mengeluarkan  dekrit.^  Presiden  Susilo 
Bambang  Yudhoyono  sudah  menanggapi 
isu  itu.  "Kalau  sekarang  muncul  pikiran 
baru,  harus  kembali  ke  UUD  1945,  solusinya 
bukan  dengan  dekrit  presiden,"  kata  Presi- 
den dalam  sambutarmya,  pada  pembekalan 
kursus  singkat  Lemhannas  angkatan  XIV  di 
Istana  Negara  Jakarta,  awal  Juli  2006. 

Menurut  Presiden,  persoalan  menge- 
luarkan dekrit  untuk  kembali  ke  UUD  45 
bukan  masalah  berani  atau  tidak  berani, 
karena  harus  mengacu  pada  mekanisme 
konstitusional  yangberlaku.  Dikatakarm)/a, 
di  dalam  UUD  yang  berlaku  saat  ini,  pada 
pasal  3  disebutkan  MPR  yang  berwenang 
menetapkan  UUD,  bukan  presiden.  Me- 
ngenai  pikiran  untuk  kembali  ke  UUD  45 
yang  asli,  Presiden  mengatakan  sebaiknya 
ihi  diserahkan  pada  kehendak  rakyat  sesuai 
tantangan  jaman  pada  saat  ini  dan  melalui 
prosedur  yang  benar.'' 

Terlepas  dari  kontroversi  itu,  penyem- 
pumaan  terhadap  UUD  1945  merupakan 
suatu  keharusan.  Usui  untuk  kembali 
kepada  naskah  lama  UUD  1945  sebelum 
perubahan  merupakan  tindakan  reformasi 
"balik  kanan."  Agar  didapatkan  naskah 
konstitusi  yang  lengkap  dan  komprehensif, 
selayaknya  ditempuh  cara-cara  yang  elegan. 


*  "Tyasno  Sudarto  Siap  Komando  Gerakan 
Kembali  ke  Pancasila  -  UUD  1945",  Antara  News,  14 
Agustus  2006. 

http:  /  /suaramerdeka.com/20Q6. 
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antara  lain  dengan  menggelar  banyak  per- 
temuan  akademis,  melakukan  polemik 
secara  substantif,  atau  bahkan  menyusun 
Komisi  Konstitusi  independen  dengan  batas 
waktu  tertentu  untuk  menyelesaikan  pe- 
kerjaannya.  Bagaimanapun,  Indonesia 
membutuhkan  konstitusi  baru  yang  lebih 
visioner,  prospektif  dan  komprehensif . 

I  Apalagi  dengan  adanya  Mahkamah 
Konstitusi  (MK)  yang  menjadi  semacam 
"pengawal  konstitusi"  {constitution  guard), 
semakin  terbuka  kesempatan  untuk  mener- 
jemahkan  atau  mengintrepretasikan  rumus- 
an-rumusan  konstitusi  sesuai  dengan  ke- 
sepakatan  sembilan  hakim  konstitusi  yang 
berasal  dari  Mahkamah  Agung,  DPR  dan 
Presiden.  Padahal,  dari  sejumlah  keputusan 

,  yang  sudah  diambil  oleh  MK  itu  terdapat 
resistensi  dari  kalangan  ahh  dan  aktifis. 
Misalnya,  melalui  Putusan  Nomor  005  / 
PUU-IV/2006,  MK  mengabulkan  hampir 
semua  permohonan  hak  menguji  materi 
yang  diajukan  oleh  Mahkamah  Agung. 
Hampir  semua  kewenangan  Komisi  Yudi- 

.  sial  yang  termuat  dalam  UU  No.  22/2004 
tentang  Komisi  Yudisial  dibatalkan  oleh  MK 
dengan  alasan  bertentangan  dengan  UUD 
1945. 

Dengan  persoalan-persoalan  itu,-se- 
betulnya  konstitusi  baru  jauh  lebih  mem- 
berikan  jawaban,  ketimbang  melakukan 
perubahan  secara  spasial,  kembali  kepada 
UUD  versi  18  Agustus  1945,  atau  tetap 
menggunakan  UUD  hasil  perubahan  yang 
sekarang.  Hanya  saja,  jalan  ke  arah  pe- 
rumusan  konstitusi  baru  ini  masih  panjang. 
Apalagi,  momentum  perubahan  konstitusi 
layak  diperjuangkan,  termasuk  dengan 


memaksimalkan  masukan  dari  lembaga- 
lembaga  negara,  universitas  dan  masya- 
rakat.  Konstitusi  baru  itu  layak  menjadi 
bingkai  keindonesiaan  baru. 

C.  RESSHUFFLE  KABINET 

Dibandingkan  dengan  kabinet  era 
Soeharto  yang  murni  berisikan  menteri- 
menteri  pilihan  Presiden  Soeharto,  terutama 
dari  kalangan  teknokrat,  maka  kabinet 
Indonesia  pasca-reformasi  kemudian  diisi 
oleh  orang-orang  partai  politik.  Hanya  saja, 
perhatian  anggota  kabinet  menjadi  ter- 
pecah,  yakjii  sebagai  pembantu  presiden 
dan  pelayan  partai  politik.  Hal  itu  juga  me- 
ngemuka  ketika  Partai  Golkar  kembali 
mengajukan  keinginan  untuk  reshuffle  ka- 
binet. Bahkan  Syamsul  Muarif,  Ketua  Sen- 
tral  Organisasi  Karyawaii  Swadiri  Indonesia 
(SOKSI)  yang  menjadi  salah  satu  organisasi 
pendiri  Golkar,  mengatakan  agar  Partai 
Golkar  mengevaluasi  dukimgan  terhadap 
pemerintah  yang  dinilai  tidak  bekerja  mak- 
simal.  Ujung-ujungnya,  evaluasi  itu  meng- 
arah  kepada  reshuffle  kabinet.  Tuntutan 
reshuffle  ini  menjadi  ritual  tahunan  menje- 
lang  dua  tahun  usia  Kabinet  Indonesia 
Bersatu  (KIB)  yang  jatuh  pada  tanggal  21 
Oktober  2006  nanti. 

Wacana  lain -seputar  reshuffle  kabinet 
adalah  perlunya  penambahan  sejumlah 
menteri  muda,  dengan  alasan  menteri  yang 
ada  sulit  ditemui.  Dengan  cara  itu,  jumlah 
menteri  akan  ditambah,  sekaligus  tentunya 
anggarannya.  Sebaliknya,  Partai  Keadilan 
Sejahtera  (PKS)  yang  juga  mendukung 
pemerintah  lebih  menginginkan  adanya 
perampingan  kabinet.  Namun  belum  jelas, 
perampingan  seperti  apa?  Apakah  pengu- 
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rangan  jumlah  departemen  dan  kemen- 
terian  negara,  atau  pergantian  sejumlah 
menteri  dengan  menteri  baru?  Dalam 
bulan-bulan  ini,  para  menteri  juga  terlihat 
selalu  bepergian  secara  berombongan,  baik 
dalam  mengikuti  kunjungan  kerja  presiden 
dan  atau  wakil  presiden,  atau  dalam 
melakukan  kegiatan  lainnya.  Iklan-iklan 
juga  muncul  di  media  massa  berkaitan 
dengan  prestasi  yang  sudah  dicapai  oleh 
kementerian  yang  bersangkutan.  Selain  itu 
ada  sejumlah  menteri  yang  memang  tidak 
begitu  terdengar  kiprahnya. 

Adanya  kepentingan  politik  atas 
reshuffle  kabinet  terlihat  dari  daftar  nama 
para  menteri  yang  diusulkan  untuk  diganti. 
Ketua  Umum  Partai  Amanat  Nasional 
(PAN)  yang  makin  menggulirkan  isu  ini, 
setelah  bertemu  Presiden  SBY,  menyebut- 
kan  bahwa  posisi  tiga  menteri  dari  PAN 
aman,  yakni  Mendiknas  Bambang  Sudibyo, 
Menteri  Perhubungan  Hatta  Rajasa,  dan 
Menteri  Kesehatan  Siti  Fadillah  Soepari. 
Sutrisno  menyebut  menteri-menteri  bidang 
perekonomianlah  yang  kinerjanya  kurang 
bagus. 

Sementara,  fungsionaris  DPP  Partai 
Golkar  Yuddy  Chrisnandi  mengusulkan 
agar  Jaksa  Agimg  Abdul  Rachm.an  Saleh, 
Menkum  dan  HAM  Hamid  Awaluddin 
serta  tujuh  menteri  laiimya  diganti.  Dia 
mengusulkan  agar  Abdurrahman  Saleh 
digantikan  oleh  Muladi  yang  kini  menjabat 
Gubemur  Lemhannas  dan  Andi  Mattalatta 
menggantikan  Hamid  Awaluddin.  Menurut 
dia,  ketujuh  menteri  yang  harus  diganti  itu 
adalah  Mendiknas  Bambang  Sudibyo, 
Menkes  Siti  Fadilah  Supari,  Mendagri  Moh. 


Ma'ruf,  Menpera  Yusuf  Asy'ary,  Menristek 
Kusmayanto  Kadiman,  Mentan  Anton 
Apriantono  dan  Menteri  Perdagangan  Mari 
Pangestu. 

Sedangkan  Ketua  F-PDIP  Tjahjo  Ku- 
molo  mengusulkan  agar  Menpora  digabimg 
dengan  Mendiknas,  Menpera  dan  Menneg 
Pembangiman  Daerah  Tertinggal  digabung 
dengan  Departemen  PU,  Departemen  Per- 
dagangan disatukan  lagi  dengan  Depar- 
temen Perindustrian.^ 

Menteri  lain  yang  juga  disebut  adalah 
Menteri  Dalam  Negeri  M.  Ma'ruf.  Penyebut- 
an  nama  M.  Ma'ruf  juga  terkait  dengan 
tidak  jelasnya  penyelesaian  masalah  guber- 
nur  Lampung.  Padahal,  penyelesaian  kasus 
itu  telah  memiliki  landasan  hukum  yang 
jelas  yakni  keputusan  kasasi  MA  Nomor  437 
K/ TUN/ 2004  yang  memen?»ngkan  Alzier 
Tabrani.  Konsekuensinya,  Alzier  harus 
kembali  ke  posisinya  sebagai  Gubernur 
Lampung.  Padahal,  Lam.pung  sendiri  sudah 
memiliki  gubemur,  yakni  Sjahroedin  AP. 
Pilihannya  adalah  SBY  segera  mencabut 
keputusan  presiden  menyangkut  peng- 
angkatan  Sjahroeddin  AP,  lalu  mengangkat 
kembali  Alzier  atau  pemerintah  menggelar 
pilkada. 

Sementara,  Federasi  Serikat  Pekerja 
(FSP)  BUMN  Bersatu  menyatakan  kinerja 
Menneg  BUMN,  Sugiharto  buruk  alias  gagal 
total.  Untuk  itu,  mereka  mendesak  agar 
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  se- 
gera melakukan  reshuffle  menteri  di  Kabinet 


http:  /  /  www.hariansinggalang.co.id  /2G06. 
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Indonesia  Bersatu.  Kandidat  yang  diajukan 
untuk  mengganti  Sugiharto  antara  lain 
Akhmad  Syakhroza  dan  Iwan  Pontjo 
Winoto.^  Di  kalangan  pengamat  dan  aktifis 
sendiri,  desakan  reshuffle  paling  keras  adalah 
terhadap  Menhukham  Hamid  Awaluddin.^° 
Apalagi  setelah  adanya  kesaksian  mantan 
anggota  Komisi  Pemilihan  Umum  Daan 
Dimara  tentang  keterUbatan  Hamid  dalam 
tuduhan  korupsi  yang  ditimpakan  kepada 
Daan  dan  anggota  KPU  lainnya,  yang 
sebagian  kasusnya  sudah  divonis.  Bahkan, 
muncul  sinyalemen  betapa  Hamid  men- 
dapatkan  perUndimgan  politik  dari  Wakil 
Presiden  Jusuf  Kalla.  Sinyalemen  itu  sudah 
ditolak  oleh  Jusuf  Kalla,  namun  adanya 
"tebang  pilih"  dalam  kasus  korupsi  itu  tetap 
menjadi  momok  di  masyarakat. 

Wacana  reshuffle  .kabinet  tentunya 
bemilai  politik  tinggi,  yakni  menyangkut 
jabatan-jabatan  struktural  di  pemerintahan. 
Ada  upaya  menjadikan  kementerian  negara 
sebagai  ajang  untuk  mempermudah 
sosialisasi  dan  komunikasi  politik,  sekaligus 
menyiapkan  kader-kader  yang  akan  duduk 
pada  posisi  lebih  tinggi  pada  periode 
berikutnya,  baik  di  tubuh  partai  politik 
sendiri  (ketua  umum,  misalnya)  atau  di 
pemerintahan.  Pergantian  menteri  memang 
perlu,  apalagi  pengurangan  jumlah  kemen- 
terian atau  departemen  (reformasi  biro- 
krasi),  namun  hendaknya  mendapatkan 
dukungan  politik  kuat.  Kalaupun  menteri 


'  http://vAvw.suarakarya-online.com/2006. 
Lihat  Tjipta  Lesmana,  "Hamid  Awaluddin  dan 
'Reshuffle'  Kabinet",  Simr  Harapan,  17  Mei  2005. 


adalah  pembantu  presiden  dalam  sistem 
presidensial,  pada  prakteknya  masih  belum 
mengarah  kepada  sistem  dan  pola  ideal  itu. 

Sementara,  kalau  dianalisis,  keinginan 
reshuffle  lebih  dimaksudkan  untuk  menekan 
SBY  guna  memberikan  konsesi  atas  du- 
kungan politik  yang  diterimanya  dari 
partai-partai  politik  di  DPR  RI.  Apalagi 
wacana  menyangkut  Pemilu  2009  sudah 
digulirkan  juga,  terutama  menyangkut 
calon  presiden  2009-2014.  Kalau  ingin 
melanggengkan  kekuasaannya,  SBY  harus 
memberikan  konsesi  maksimal  kepada 
partai-partai  politik,  bukan  hanya  demi 
tujuan  jangka  pendek,  melainkan  juga 
jangka  mehengah,  yakni  menyusun  ke- 
kuatan  dalam  pemilihan  presiden  tahun 
2009  nanti.  Padahal,  dalam  sistem  kabinet 
presidensial,  konsesi  politik  justru  harus 
diberikan  oleh  menteri-menteri  yang  di- 
timjuknya,  bukan  malah  sebaliknya.  Ter- 
jemahan  konstitusional  ini  masih  belum 
menemukan  padanarmya  dalam  praktek 
politik  riil. 

D.  THE  KOESMAYADI  GATE: 

SKANDAL  ATAU  KONSPIRASI? 

Pusat  Polisi  Militer  (Puspom)  TNI-AD 
menemukan  145  pucuk  senjata  (yang  terdiri 
dari  96  pucuk  senjata  laras  panjang,  7  pucuk 
senjata  laras  panjang  tak  beralur  (licin),  42 
pucuk  senjata  laras  pendek),  28.985  buah 
amunisi,  9  buah  granat  tangan,  dan  28  buah 
teropong  di  kediaman  pribadi  Waaslog 
KSAD  Brigjen  (TNI)  Koesmayadi  (aim.)  di 
Jalan  Pangandaran  V  Nomor  15,  Ancol, 
Jakarta  Utara.  Penemuan  tersebut  terjadi 
ketika  Puspom  TNI-AD  melakukan  pro- 
sedur  penarikan  barang-barang  inventaris. 
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termasuk  senjata,  dari  prajurit  yang  pensiun 
atau  meninggal  dunia."  Selain  itu,  POM 
TNI-AD  juga  menerima  penyerahan 
32  senjata  lainnya  yang  dititipkan 
Koesmayadi  kepada  Kolonel  Inf  Teddy 
yang  kini  menjabat  Asisten  Intelijen  Kodam 
III/Siliwangi,^2 

Penemuan  itu  mengejutkan  banyak 
pihak.  Berbagai  pertanyaan,  dugaan,  dan 
spekulasi  pun  muncul  seputar  penemuan 
tersebut,  seperti: 

Pertama,  kasus  ini  ditengarai  ber- 
muatan  politik.  Sebagian  kalangan  men- 
duga  penimbunan  senjata  itu  berkaitan 
dengan  tujuan-tujuan  politik,  misalnya 
pemasokan  senjata  ke  daerah-daerah 
konflik,  terjadinya  rivalitas  intern  TNI, 
hingga  persiapan  untuk  melakukan  kudeta. 
Argumen  terakhir  ini  telah  dibantah  oleh 
Menhan  Juwono  Sudarsono,  mengingat 
jumlah  senjata  yang  minim  itu  tidak  cukup 
untuk  melakukan  kudeta.^^  Kemungkinan 
memasok  senjata  ke  daerah-dnerah  konflik 
perlu  pembuktian  lagi,  agar  tidak  berhenti 
sampai  dugaan-dugaan  semata. 


"  Seperti  diketahui  bahwa  Brigjen  Kusmayadi 
meninggal  tanggal  25  Jimi  2006  dan  berdasarkan  hasil 
visum  Rumah  Sakit  Pusat  TNI-AD  (RSPAD)  karena 
serangan  jantimg.  Keesokan  harinya  tanggal  26  Juni 
2006  almarhum  dimakamkan  dan  pada  hari  yang  sama 
Puspom  TNI-AD  melakukan  prosedur  yang  semes- 
tinya  dan  terjadilah  penemuan  tersebut  (Suara 
Pembaruan,  30  Jimi  2006). 

Seperti  diungkapkan  oleh  Panglima  TNI 
Marsekal  Djoko  Suyanto  bahwa  penitipan  itu 
dilakukan  Koesmayadi  ketika  Kolonel  Teddy  bertugas 
di  Komando  Pasukan  Khusus/Kopassus,  Media 
Indonesia,  5  Juli  2006. 

"  Namun  untuk  tujuan  kudeta  ini  disanggah 
oleh  beberapa  pihak,  seperti  Yapto  Sulistyo 
Suryosoemarno,  seorang  sahabat  dekat  almarhum 
Koesmayadi  (Suara  Karya,  3  Juli  2006). 


Sementara  kemungkinan  terjadinya 
rivalitas  intern  TNI,  khususnya  TNI-AD, 
bisa  saja  terjadi.  Faktor  kedekatan  dengan 
senior  dan  pemegang  kekuasaan  politik 
sangat  memengaruhi  kiblat  perwira  TNI. 
Penemuan  senjata  di  rumaK  Koesmayadi 
bisa  jadi  merupakan  gunung  es  dari 
berbagai  persoalan  intern  TNI  yang  selama 
ini  sangat  tertutup.  Koesmayadi  adalah 
perwira  yang  loyal  kepada  mantan  KSA.D 
Jenderal  Ryamizard  Ryacudu  yang 
memiliki  pandangan  dan  kiblat  politik  yang 
berbeda  dengan  Jenderal  Djoko  Santoso, 
KSAD  sekarang.  Jenderal  Ryamizard 
Ryacudu  adalah  pendukung  mantan 
Presiden  Megawati  Soekarnoputri,  semen- 
tara Jenderal  Djoko  Santoso  adalah  teman 
dekat  dan  pendukung  Presiden  Susilo 
Bambang  Yudhoyono. 

Ketika  Megawati  Soekarnoputri  kalah 
dalam  Pemilu  2004  dan  tidak  lagi  menjadi 
presiden,  SBY  mencabut  pencalonan 
Ryamizard  sebagai  Panglima  TNI  sekaUgus 
mencopot  jabatan  KSAD  dan  memberi- 
kannya  kepada  Djoko.  Setelah  menjadi 
KSAD,  Djoko  mulai  melakukan  "pember- 
sihan",  baik  membongkar  sejumlah  kasus 
korupsi  di  tubuh  TNI-AD  maupun  meng- 
geser  personil  yang  dianggap  loyal  kepada 
Ryamizard.  Salah  satu  perwira  yang  menjadi 
sasarannya  adalah  Brigjen  Koesmayadi  yang 
gagal  dipromosikan  sebagai  Aslog  KSAD, 
sekalipun  menjadi  calon  kuat. 

Akan  tetapi,  argumen  ini  juga  lemah, 
mengingat  perseteruan  dalam  tubuh  TNI 
tidak  akan  mungkin  menggunakan  senjata 
atau  pecah  menjadi  konflik  terbuka  di  ka- 
langan para  jenderal.  Sementara  rivalitas 
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yang  menyangkut  matra  dan  angka  tahun 
menempuh  pendidikan  sudah  menjadi 
rahasia  umum,  sekalipun  bukan  menjadi 
ukuran  kepangkatan. 

Kedua,  berkaitan  dengan  status  senjata 
itu,  apakah  mempakan  senjata  milik  pribadi 
atau  bagian  dari  logistik  TNI?  Koesmayadi 
dikenal  sebagai  perwira  tempur  yang 
pemah  bertugas  di  Timor  Tunur  (sekarang 
negara  Timor  Leste)  dan  Papua.  la  juga 
gemar  memiliki  senjata  dan  ahli  dalam 
memodifikasinya.  Selain  itu,  Koesmayadi 
banyak  mengetahui  kemampuan  TNI  di 
lapangan,  kekurangan  dan  kelebihan 
pasukan  dan  persenjataan,  serta  piawai 
dalam  memobilisasi  pasukan  dan  peralatan 
militer. 

Hal  itu  dibuktikannya  ketika  Aceh  di- 
tetapkan  dalam  status  darurat  militer  dan 
setelah  provinsi  ini  dilanda  tsunami  pada 
26  Desember  2004.  Pasukan  dan  peralatan 
yang  dibutuhkan  telah  siap  dalam  waktu 
yang  singkat,  meskiptm  dana  belum  cair.^^ 
Tugas  Koesmayadi  memang  berkaitan 
dengan  persenjataan  dan  logistik,  sekaligus 
pengoleksi  senjata. Jadi  sebagai  seorang 
kolektor  senjata,  tentu  ia  memiliki  banyak 
koleksi  karena  tidak  ada  batasan  bagi 
seorang  kolektor  untuk  memiliki  barang 
koleksian.  Sebaliknya,  jika  senjata-senjata 
itu  merupakan  barang  inventaris  TNI  maka 


Dijelaskan  oleh  Kepala  Dinas  Penerangan  TNI- 
AD  Brigjen  Ricardo  Siagian  seperti  dikutip  oleh 
Majalah  Tempo,  9  Juli  2006. 

"  Seperti  diungkapkan  oleh  mantan  atasannya 
Letjen  (Pum)  Kiki  Syahnakri  (Mantan  Wakil  KSAD) 
dan  Letjen  (Pum)  Zacky  Anwar  Makarim  kepada  Suara 
Karya,  3  Juli  2006. 


kepemilikan  secara  pribadi  senjata  sebanyak 
itu  diluar  batas  kepatutan  yang  ditetapkan 
TNI.  Selain  itu,  sangat  jelas  terjadi  salah 
prosedur,  baik  dalam  hal  penyimpanan, 
penggudangan,  hingga  cara  mengelola 
senjata.^^ 

Ketiga,  penimbunan  senjata  itu  me- 
rupakan ekses  dari  kebijakan  embargo 
Amerika  Serikat  (AS)  dan  sekutu  Barat-nya 
terhadap  militer  Indonesia.  Kebijakan  itu 
menyebabkan  setiap  angkatan  mencoba 
memenuhi  kebutuhan  logistik  dengan  cara 
masing-masing.^''  Apalagi  anggaran  yang 
tersedia  sangat  minim,  yakni  hanya  30% 
dari  seluruh  kebutuhan  anggaran  TNI. 
Padahal,  pada  saat  tertentu,  mungkin  saja 
TNI  memerlukan  pengembangan,  baik 
personil  maupun  persenjataan  dalam 
menghadapi  kemimgkinan  yang  mimcul  di 
medan  pertempuran  atau  operasi  tertentu. 

Masalahnya,  anggaran  pemerintah 
bagi  TNI  sangat  terbatas  sehingga  tidak 
selalu  dapat  menutupi  keperluan  TNI. 
Sangat  boleh  jadi,  TNI  juga  dengan  caranya 
sendiri  berusaha  untuk  mencari  solusi 
dalam  menghadapi  persoalan  keterbatasan 
dana,  antara  lain  dengan  mengelola  dan 
memiliki  bisnis  tersendiri,  baik  untuk 
keperluan  kesejahteraan  prajurit  maupim 
dana  taktis  yang  dipergunakan  untuk  hal- 
hal  seperti  di  atas.  Hanya  saja,  kebutuhan 
anggaran  itu  masih  jauh  dari  menyukupi. 


Keterangan  Panglima  TNI  Marsekal  Djoko 
Suyanto  dan  KSAD  Jenderal  TNI  Djoko  Santoso  seperti 
dikutip  oleh  Bisnis  Indonesia,  1  Juli  2006. 

Seperti  yang  disampaikan  oleh  Menteri 
Pertalianan  Juwono  Sudarsono  dan  pengamat  intelijen 
Wawan  H.  Purwanto  kepada  Suara  Karya,  3  Juli  2006. 
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Keempat,  selain  menimbulkan  per- 
tanyaan  menyangkut  kemampuan  TNI 
dalam  mengatur  disiplin  organisasi  dan 
mengontrol  persenjataan,  juga  membawa 
konsekuensi  betapa  penimbunan  senjata 
membahayakan  keamanan  nasional.^^ 
Padahal  Departemen  Pertahanan  telah 
mengeluarkan  kebijakan  satu  pintu  melalui 
Keputusan  Menteri  Pertahanan  No.  KEP/ 
Ol/M/I/2005  tentang  Tata  Cara  Pengadaan 
Barang/Jasa  Militer  dengan  Fasilitas  Kredit 
Ekspor  di  Lingkungan  Dephan  dan  TNI; 
serta  Keputusan  Menteri  Pertahanan  No. 
KEP/15/M/II/2005  tentang  Pedoman  Pe- 
laksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  di 
Lingkungan  Departemen  Pertahanan/Ten- 
tara  Nasional  Indonesia.  Kasus  penimbunan 
senjata  ini  mencerminkan  masih  terdapat 
celah  yang  bisa  dimanfaatkan  dalam 
manajemen  TNI,  khususnya  mengenai 
prosedur  pensenjataan,  mulai  dari  pem- 
belian,  penyimpanan,  hingga  pengguna- 
annya. 

Kelima,  penimbunan  senjata  tersebut 
juga  diperkirakan  tidak  hanya  melibatkan 
Koesmayadi  melainkan  pihak-pihak  lain, 
seperti  rekanan  TNI  dan  pihak  pengguna 
dari  senjata-senjata  itu.  Terbukti  dengan 
peredaran  dokumen  tentang  kontrak 
pengadaan  senjata  TNI-AD  dengan  CV 
Adian  Nalambok  pada  14  Jimi  2002  dengan 
surat  kontrak  bemomor  01  /  ADA/JATMU/ 
SLOGAD-2002  bemilai  US$  209,200  dengan 
rincian  pengadaan  senjata  jenis  Ml 6  A2 


Seperti  dikatakanpengamat  militer  dari  Centre 
for  Strategic  and  International  Studies  (CSIS),  Edy 
Prasetyono  kepada  Kompas,  3  Juli  2006. 


sebanyak  20  pucuk  dan  GPMG  M58  se- 
banyak  15  pucuk.  Pihak  Slogad  diwakili 
Kolonel  Ir\fanteri  Koesmayadi,  sedangkan 
CV  Adian  Nalambok  diwakili  oleh  Direktur 
Utamanya,  ML  Tobing'^  Surat  kontrak  itu 
tembusannya  antara  lain  kepada  Inspektur 
Jenderal  Angkatan  Darat  (Irjen  AD),  se- 
hingga  pihak  Irjen  AD  akan  melaporkan 
kepada  atasannya,  yakni  KSAD.  Dengan 
demikian,  KSAD  ketika  itu  pasti  menge- 
tahui  adanya  kontrak  pengadaan  senjata 
tersebut  dan  hams  ikut  bertanggung  jawab 
atas  kejadian  itu. 

Namun  berdasarkan  hasil  pemeriksaan 
sementara  yang  dilakukan  Pusat  Polisi 
Militer  (Puspom)  TNI-AD,  terdapat  11 
personel  TNI-AD  yang  akan  menjalani 
tahap  penyidikan.  Dari  11  personel  TNI-AD 
itu  hanya  satu  yang  berpangkat  Brigjen 
yaitu  Koesmayadi,  sementara  yang  lainnya 
hanya  bawahan.^"  Pertanyaannya,  adakah 
keberanian  yang  dimiliki  oleh  KSAD  se- 
karang  imtuk  melakukan  pemeriksaan  ter- 
hadap  perwira-perwira  tinggi  yang  ber- 
potensi  terlibat?  Keberanian  untuk  meme- 
riksa  perwira  tinggi  hingga  bintang  empat 
merupakan  hal  yang  penting  guna  meng- 
ungkap  secara  gamblang  The  Koesmayadi 
Gate  ini. 

The  Koesmayadi  Gate  ini  juga  menun- 
jukkan  alur  baru  reformasi  di  tubuh  TNI. 


Terungkap  dalam  Rapat  Kerja  Komisi  I  DPR- 
RI  dengan  Menhan  Juwono  Sudarsono,  Panglima  TNI 
Marsekal  Djoko  Suyanto,  KSAD  Jenderal  Djoko 
Santoso,  KSAL  Laksamana  Slamet  Soebijanto,  dan 
KSAU  Marsekal  Herman  Prayitno,  Suara  Pembaruan, 
11  Juli  2006. 

2°  Kompas,  10  Agustus  2006. 
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Kalau  yang  dipermasalahkan  oleh  kaum 
demonstran  pada  tahiin  1998,  menyangkut 
fungsi  ekstemal  dari  TNI  (ABRI  kala  itu), 
yakni  kaitan  militer  dengan  politik,  maka 
sekarang  memasuki  fungsi  internal  TNI 
sendiri.  Pada  gilirannya,  apabila  kasus  ini 
bisa  diimgkap  dengan  jelas,  akan  terdapat 
langkah-langkah  perubahan,  bukan  hanya 
menyangkut  doktrin  dan  kurikulum  pen- 
didikan  TNI,  melainkan  juga  manajemen 
yang  lebih  mikro,  termasuk  pertanggung- 
jawaban  anggaran  TNI.  Istilah  yang  sering 
dipakai  adalah  menyangkut  pertanggimg- 
jawaban  atas  penggunaan  satu  peluru  yang 
digunakan  oleh  anggota  TNI. 

E.  UUNo.il/2006TENTANGPEME- 
RINTAHAN  ACEH 

Rancangan  Undang-undang  tentang 
Pemerintahan  Aceh  (RUU-PA)  akhirnya 
disetujui  oleh  DPR  untuk  disahkan  menjadi 
undang-undang.  Meski  demikian,  UU  No. 
11/2006  itu  masih  ada  yang  dipersoalkan 
oleh  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM).^^ 

Pertama,  berkaitan  dengan  Pasal  8  yang 
menyebutkan:  (1)  Rencana  persetujuan 
internasional  yang  berkaitan  langsung 
dengan  pemerintahan  Aceh  yang  dibuat 
oleh  pemerintah  dilakukan  dengan  kon- 
sultasi  dan  pertimbangan  DPR  Aceh;  (2) 
Rencana  pembentukan  undang-undang 
oleh  DPR  yang  berkaitan  langsung  dengan 
pemerintah  Aceh  dilakukan  dengan  kon- 


^'  Sepuluh  fraksi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat. 
Republik  Indonesia  (DPR-RI)  secara  bulat  menyetujui 
RUU  Pemerintahan  Aceh,  yang  terdiri  atas  40  bab  dan 
273  pasal  disahkan  menjadi  UU  {Koran  Tempo,  12  Juli 
2006). 


sultasi  dan  pertimbangan  DPR  Aceh.  GAM 
tidak  sepakat  dengan  penggunaan  istilah 
pertimbangan  (huruf  tebal  dan  garis  bawah 
dari  penulis),  tetapi  "persetujuan".  Ke- 
beratan  GAM  tersebut  secara  logika 
memang  dapat  dipahami,  karena  kata 
"pertimbangan"  dapat  diabaikanbegitu  saja 
oleh  Pemerintah  dan  DPR  sehingga  tidak 
bermakna  apa-apa.  Berbeda  dengan  makna 
kata  "persetujuan"  yang  mengharuskan 
Pemerintah  dan  DPR  untuk  bersepakat 
dengan  DPR  Aceh  tentang  sesuatu  hal  dan 
bersifat  mengikat. 

Kedua,  Pasal  11  ay  at  (1):  Pemerintah 
menetapkan  norma,  standar,  dan  prosedur, 
serta  melakukan  pengawasan  terhadap 
pelaksanaan  urusan  yang  dilaksanakan  oleh 
pemerintah  Aceh,  kabupaten,  dan  kota. 
GAM  menganggap  ketentuan  ini  dapat 
mereduksi  kekhususan  yang  dimiUki  Aceh 
karena  keharusan  mengikuti  norma,  stan- 
dar, dan  prosedur  yang  ditetapkan  Peme- 
rintah, dan  bahkan  pengawasan  terhadap 
pelaksanaan  urusan  yang  dilaksanakan  oleh 
pemerintah  Aceh  akan  membuat  Aceh 
menjadi  independen  atau  sangat  tergantung 
pada  Pemerintah. 

Ketiga,  jika  dikaitkan  dengan  MOU 
Helsinki  maka  jadwal  pembentukan  UU-PA 
menjadi  mundur,  dari  yang  seharusnya 
paling  lambat  tanggal  31  Maret  2006 
menjadi  11  Juli  2006.  Demikian  pula  dengan 
pemililian  lokal  yang  semestinya  dilaksa- 
nakan April  2006  menjadi  mundur  pada 
Desember  2006. 

Proses  pembahasan  RUU-PA  yang 
sempat  diwarnai  oleh  isu  suap  ini  sejak  awal 
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memang  dibenturkan  pada  dua  payung 
hukum  yang  berbeda,  yakni  harus  meng- 
ikuti  konstitusi  Republik  Indonesia  (UUD 
1945)  di  satu  pihak,  dan  di  pihak  yang  lain 
harus  sesuai  dengan  MOU  Helsinki.  Ben- 
turan-benturan  ini  tampak  jelas  pada 
klausul-klausul  berikuf  ini. 

Pertama,  kewenangan,  khususnya  ke- 
wenangan  pemerintah  Aceh  untuk  me- 
netapkan  suku  bunga  yang  berbeda  dengan 
yang  ditetapkan  oleh  Bank  Sentral  Republik 
Indonesia  (Bank  Indonesia);^^  Kebijakan 
moneter  seperti  menetapkan  suku  bunga 
adalah  kewenangan  Pemerintah  Pusat, 
sehingga  dengan  demikian  ketentuan  UU- 
PA  ini  bertentangan  dengan  UU  No.  32 
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah^^ 
sebagai  pelaksanaan  Pasal  18  ayat  (1),  (5), 
dan  ayat  (7)  UUD  1945.  Penerapan  ke- 
bijakan berbeda  dalam  suatu  daerah  dalam 
waktu  bersamaan  menimbulkan  ketidak- 
pastian  sehingga  berpotensi  menciptakan 
konflik  dan  kerawanan-kerawanan  lainnya. 

Kedua,  Aceh  menganut  pemisahan 
kekuasaan  antara  badan-badan  legislatif, 


^  Lihat  Nota  Kesepahaman  antara  Pemerintah 
Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  bagian 
1.3.  Ekonomi,  angka  1.3.1. 

^  UU  No.  32  Tahim  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah,  Pasal  10  ayat  (1)  menyatakan  bahwa 
pemerintahan  daerah  menyelenggarakan  urusan 
pemerintah  yang  menjadi  kewenangannya,  kecuali 
urusan  pemerintahan  yang  oleh  UU  ini  ditentukan 
menjadi  urusan  Pemerintah.  Selanjutnya  Pasal  10  ayat 
(3)  menyebutkan  bahwa  urusan  pemerintahan  yang 
menjadi  urusan  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud 
pada  ayat  (1)  meliputi:  a.  Politik  luar  negeri;  b. 
Pertahanan;  c.  Keamanan;  d.  Yustisi;  e.  Moneter  dan 
Fiskal  nasional;  dan  f.  Agama. 


eksekutif,  dan  yudikatif.^"  UUD  1945  me- 
mang mengenal  ketiga  badan-badan  ter- 
sebut  (legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif; 
tetapi  tidak  menganut  pemisahan  ke- 
kuasaan, akan  tetapi  menganut  pembagian 
kekuasaan  yang  memungkinkan  terjadinya 
kolaborasi  antara  dua  badan  negara. 
Misalnya,  kekuasaan  membuat  undang- 
undang  memang  berada  di  tangan  DPR, 
sebagaimana  bunyi  Pasal  20  ayat  (1)  UUC 
1945,  akan  tetapi  setiap  produk  UU  meng- 
hendaki  persetujuan  bersama  antara  DPR 
dan  Presiden,  sebagaimana  bunyi  Pasal  2C 
ayat  (2)  UUD  1945.  Demikian  pula  setiap 
Perda  (Peraturan  Daerah)  ditetapkan  oleh 
kepala  daerah  setelah  mendapat  per- 
setujuan bersama  DPRD.^s  Jika  UU-PA  ber- 
sikeras  mengadopsi  butir-butir  MOU 
Helsinki  tersebut  maka  akan  terjadi  ben- 
turan-benturan  hukum  dan  bahkan  ber- 
tentangan dengan  UUD  1945. 

Yang  juga  menarik  dan  sekaligus  me- 
rupakan  kekeliruan  adalah  penafsiran  ter- 
hadap  Pasal  18B  UUD  1945  yang  me- 
nyebutkan: (1)  Negara  mengakui  dan  meng- 
hormati  satuan-satuan  pemerintahan 
daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat 
istimewa  yang  diatur  dengan  undang- 
imdang;  (2)  Negara  mengakui  dan  meng- 
hormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat 
hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya 
sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan 


Lihat  Nota  Kesepahaman  antara  Pemerintah 
Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  bagian 
1.4.  Peraturan  Perundang-undangan,  angka  1.4.1. 

"  Pasal  136  ayat  (1)  UU  No.  32  Tahun  2004 
tentang  Pemeriiitahan  Daerah. 
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perkembangan  masyarakat  dan  prinsip 
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang 
diatur  dalam  undang-undang.  Pengakuan 
dan  penghormatan  negara  terhadap  ke- 
khususan  dan  keistimewaan  daerah  me- 
mang  harus  diatur  dalam  UU  karena  itu 
perintah  UUD  1945.  Namun,  pengaturan 
tersebut  tidak  harus  dalam  UU  khusus  atau 
UU  istimewa,  melainkan  dalam  sebuah  UU 
tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  berlaku 
umtmi  (untuk  semua  daerah)  dan  kompre- 
hensif  tanpa  melupakan  kekhususan  dan 
keistimewaan  tadi. 

Apabila  setiap  kekhususan  dan  ke- 
istimewaan harus  diatur  dalam  UU  khusus 
maka  setidaknya  menimbulkan  beberapa 
persoalan:  (1)  Indonesia  terdiri  dari  daerah- 
daerah  yang  sangat  heterogen  dan  memiliki 
keimikan  dan  kekhususan  sendiri-sendiri, 
sehingga  UU-PA  ini  akan  menjadi  ilham 
dan  konvensi  bagi  daerah-daerah  lain  untuk 
menuntut  hal  yang  sama.  Jika  itu  yang 
terjadi  maka  rimtuhlah  negara  Kesatuan 
Republik  Indonesia;  (2)  Dalam  UU-PA 
terdapat  asas  lain  yakni  pemberlakuan 
syariat  Islam  yang  nantinya  dilaksanakan 
melalui  qamm  sehingga  dapat  dipastikan 
dalam  implementasinya  tidak  akan  sesuai 
dengan  asas  yang  seharusnya  dipenuhi  oleh 
setiap  UU,  seperti  asas  pengayoman,  ke- 
manusiaan,  kebangsaan,  kekeluargaan,  ke- 
nusantaraan,  bhinneka  tunggal  ika,  ke- 
adilan,  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum 
dan  pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian 
hukum,  serta  keseimbangan,  keserasian, 
dan  keselarasan.^^ 


Pasal  6  ayal  (1)  UtJ  No.  10  Tahun  2004  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. 


Selain  itu,  judul  UU-PA  tidak  meng- 
gunakan  kata  "Daerah",  sehingga  dengan 
hanya  mencantumkan  kata-kata  "Peme- 
rintah  Aceh"  seolah-olah  Aceh  sudah  me- 
rupakan  pemerintah  suatu  negara  ter- 
sendiri,  dan  bukan  bagian  dari  Republik 
Indonesia.  Pemberlakuan  syariat  Islam, 
pengelolaan  bersama  sumber  daya  migas 
(di  mana  kedudukan  Pemerintah  Pusat  dan 
Pemerintah  Aceh  sejajar),  diperbolehkan- 
nya  partai  politik  lokal  dan  calon  inde- 
penden  dalam  pilkada  Aceh  juga  me- 
rupakan  pengecualian  dari  berbagai  per- 
aturan yang  berlaku  umimi.  Oleh  karena 
itu,  pada  prinsipnya  Pemerintah  Indonesia 
memahami  ketidakpuasan  pihak  GAM 
terhadap  UU-PA,  tetapi  pihak  GAM  juga 
harus  memahami  kepentingan  nasional 
yang  lebih  luas.  Usaha  untuk  meng- 
akomodir  klausul-klausul  dalam  MOU 
Helsinki  sudah  maksimal,  bahkan  dapat 
dikatakan  bahwa  dalam  masalah-masalah 
tertentu  sudah  melewati  rambu-rambu 
konstitusi  dan  kerangka  Negara  Kesatuan 
Republik  Indonesia. 

Apa  pim  itu,  penyelesaian  model  Aceh 
ini  tentu  masih  merupakan  langkah  awal. 
Akan  ada  upaya-upaya  perbaikan  di  masa 
yang  akan  datang  lewat  evaluasi  yang 
menyeluruh.  Karena  UU  No.  1 1  /2006  masih 
bernama  undang-undang,  kekuatannya 
tetap  berada  di  bawah  level  konstitusi. 
Apalagi,  konflik  dan  tsunami  di  Aceh  telah 
menelan  ratusan  ribu  jiwa.  Persoalan  di 
tingkat  perundang-undangan  hanya  bagian 
kecil  dari  langkah  mencapai  Aceh  baru, 
sekaligus  Indonesia  baru. 
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F.  PENUTUP 

Pembentukan  konstitusi  baru,  penyu- 
sunan  kabinet  baru  yang  lebih  profesional 
dan  presidensial,  penyelesaian  kasus 
Koesmayadi,  dan  pelaksanaan  UU  No.  11/ 
2006  akan  menjadi  barometer  dalam 
melahirkan  Indonesia  baru,  baik  dalam 
kaitannya  dengan  tuntutan  reformasi, 
maupun  dalam  upaya  mengejar  tujuan- 
tujuan  berbangsa  dan  bemegara. 

Sebagai  penutup  tulisan  ini  dapat  di- 
berikan  beberapa  catatan  sebagai  berikut: 

Pertama,  reformasi  harus  tetap  ber- 
lanjut,  terutama  reformasi  konstitusi  hingga 
Indonesia  memiliki  sebuah  konstitusi  yang 
ideal  dan  dapat  menjadi  dasar  kehidupan 
berbangsa,  bernegara,  dan  bermasyarakat 
yang  baik.  Reformasi  konstitusi  tidak  hanya 
berkaitan  dengan  konstalasi  politik,  me- 
lainkan  lebih  mengarah  kepada  penataan 
masa  depan  bangsa  Indonesia  dalam  visi 
yang  makin  jelas  dan  terarah. 

Keaua,  penegakan  hukum  terutama 
pemberantasan  korupsi  tanpa  pandang 
bulu,  termasuk  terhadap  mantan  Presiden 
sekalipun,  harus  dijalankan  karena  selain 
menjadi  salah  satu  tuntutan  reformasi  juga 
karena  menjadi  bagian  dari  proses  menuju 
pemerintahan  yang  bersih  dan  baik  {clean 
and  good  governance).  Hukum  yang  berpihak 
hanya  akan  menambah  kesemrawutan  arah 
perjalanan  bangsa  Indonesia. 

Ketiga,  perlu  diperhatikan  konsistensi 
dan  kontinuitas  kebijakan  publik  agar  rak- 


yat  tidak  bingung  dan  terombang-ambing 
oleh  berbagai  kebijakan  yang  terlalu  sering 
berubah,  tanpa  hasil  yang  jelas.  Kesabaran 
rakyat  dalam  arus  reformasi  yang  ber- 
gejolak  layak  diberikan  apresiasi  lewat 
pelayanan  publik  yang  makin  baik. 

Keempat,  perlu  peningkatan  trans- 
paransi  dalam  setiap  persoalan  strategis 
yang  menyangkut  kepentingan  publik  agar 
rakyat  dapat  menyikapinya  secara  tepat, 
sekaligus  sebagai  upaya  meningkatkan 
keiikutsertaan  masyarakat  dalam  proses 
pembentukannya,  mengkritisi,  dan  meng- 
awasi  pelaksanaannya.  Reformasi  tidak 
hanya  menuntut  hasil  yang  jelas,  melainkan 
dimulai  dari  proses  yang  transparan. 

Kelima,  dalam  menentukan  kebijakan, 
khususnya  dalam  bentuk  peraturan  per- 
undang-undangan agar  senantiasa  mengacu 
pada  konstitusi  dan  asas-asas  pembentukan 
peraturan  perundang-undangan,  sepeirti 
pengayoman  (memberikan  perlindungan 
dalam  rangka  menciptakan  ketenteraman 
masyarakat),  kemanusiaan  (perlindungan 
dan  penghormatan  terhadap  HAM),  ke- 
bangsaan  (mencerminkan  sifat  dan  watak 
bangsa  Indonesia  yang  pluralistik,  keke- 
luargaan  (musyawarah  untuk  mencapai 
mufakat),  kenusantaraan  (ifiemperhatikan 
kepentingan  seluruh  wilayah  Indonesia  dan 
merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  na- 
sional  yang  berdasarkan  Pancasila),  dan  ke- 
adilan  secara  proporsional  bagi  setiap  warga 
negara  tanpa  kecuali. 


TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 

Hubungan  Ekonomi  Indonesia 

di  Tingkat  Global: 
Perlunya  Disain  Ulang  Strategic 

Djisman  S.  Simandjuntak 


KETERBUKAAN:  BAGIAN  EVOLUSI 
HOMO  SAPIENS 

SELAMA  60  tahun  kemerdekaannya 
Indonesia  sudah  melewati  pasang 
surut  dalam  keterbukaan  ekonomi- 
nya.  Secara  populer  daur  panjang  itu  terdiri 
dari  "keterbukaan  liberal"  tahun  1950-an, 
"keterbukaan  sosialis"  dalam  bagian  ter- 
besar  tahun  1960-an,  "keterbukaan  protek- 
sionis"  tahun  1970-an  hingga  pertengahan 
1980-an  dan  "keterbukaan  global"  dalam  20 
tahun  terakhir.  Sahabat  dan  musuh 
Indonesia  pun  berganti-ganti  mengikuti 
pasang  surut  itu.  Tetapi  di  bawah  gelom- 
bang  itu  berakar  beberapa  konstanta  atau 
konstanta  kuasi. 

Pertama,  Indonesia  tidak  pernah 
menuhip  diri  secara  ketat  seperti  Myanmar. 
Pemimpin-pemimpin  Indonesia  menyadari 
bahwa  ketertutupan  bukanlah  pendekatan 
yang  menjanjikan  menuju  Indonesia  yang 


'  Makalah  ini  disampaikan  dalam  seminar 
Desain  Baru  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia,  dise- 
lenggarakan  oleh  CSIS  Jakarta,  Jakarta,  8  Februari  2006. 


sejahtera.  Kedua,  Indonesia  juga  tidak 
pemah  membuka  diri  seluas-luasnya.  Da- 
lam masa  "keterbukaan  global"  sekarang 
pun  Indonesia  masih  mempertahankan 
rupa-rupa  unsur  ketertutupan.  Unsur-imsur 
itu  memang  semakin  kurang  kentara  dalam 
kebijakan  tertulis.  Tetapi  ucapan-ucapan 
dan  tindakan  politisi,  cendekiawan,  pe- 
bisnis  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  sipil 
masih  sarat  dengan  sentimen  ketertutupan. 
Untuk  setiap  kesulitan  yang  menimpa 
Indonesia,  politisi  hampir  selalu  cepat-cepat 
mencari  dan  menuding  kambing  hitam. 
Bauran  keterbukaan  dan  ketertutupan  itu 
memang  berubah  dari  waktu  ke  waktu. 
Namim  demikian,  unsur  ketertutupan  ma- 
sih cukup  kental  dalam  ekonomi  Indonesia 
merdeka  hingga  awal  Abad  ke-21.  Baik 
dalam  perdagangan  barang,  perdagangan 
jasa,  lalu  lintas  modal,  lalu  lintas  manusia 
dan  lalu  lintas  informasi  kemenduaan 
Indonesia  mengenai  keterbukaan  tidak  da- 
pat  disembunyikan. 

Pertanyaan  pertama  yang  harus  di- 
jawab  dalam  upaya  disain  ulang  diplomasi 
ekonomi  Indonesia  adalah  arah  dasar 
hubungan  ekonomi  global.  Biarpim  politisi 
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Indonesia,  birokratnya,  cendekiawannya, 
pebisnisnya,  dan  pejuang-pejuang  masya- 
rakat  kewargaannya  sudah  sering  meng- 
ucapkan  slogan:  "Suka  atau  tidak,  globali- 
sasi  tidak  dapat  dihindari",  mereka  masih 
cepat-cepat  berpaling  ke  iinsur  ketertutup- 
an,  jika  keterbukaan  itu  disertai  oleh  ke- 
tidaknyamanan.  Benang  kusut  kemenduaan 
itu  tidak  mudah  diluruskan. 

Bagi  banyak  kalangan  di  Indonesia 
seseorang  yang  mengatakan  bahwa  keter- 
bukaan adalah  inheren  dalam  evolusi 
manusia  mungkin  dituding  sebagai  anasio- 
nalis.  Keterbukaan  yang  paling  segar  dalam 
ingatan  manusia  tentu  saja  adalah  keter- 
bukaan masa  kini  dan  masa  silam  yang 
paling  dekat.  Kebangkitan  Cina  25  tahun 
terakhir,  kebangkitan  Korea  Selatan,  ke- 
bangkitan Jepang,  kebangkitan  Amerika 
Serikat  dan  kebangkitan  Eropa  membentuk 
lapisan-lapisan  transformasi  dengan  jarak 
yang  semakin  jauh  dalam  ingatan  manusia. 
Tetapi  400  tahun  terakhir  pun  yang  dapat 
disebut  sebagai  masa  sains  Eropa  adalah 
kejadian  baru  dalam  pengembaraan  manu- 
sia modem  sekitar  120  ribu  tahun  terakhir. 

Dahulu  kala  maupim  sekarang,  tindak- 
an-tindakan  manusia  selalu  memicu  ombak 
dan  gelombang  keterbukaan.  Apakah  di . 
Mesopotamia,  Mesoamerika,  Afrika  Barat, 
Eropa,  Amerika  Utara,  Cina  purbakala 
maupun  Cina  modern  setiap  keberhasilan 
{the  best  practice)  -apakah  itu  yang  benevolent 
ataukah  malevolent-  mengandung  energi 
tinggi  imtuk  menyebar  ke  mana-mana.  Ke- 
berhasilan dalam  bentuk  tanaman  pangan, 
ternak  pedaging  dan  pesusu,  arsitektur 
bangunan,  senjata,  alat  angkutan  dan 


telekomunikasi,  obat-obat  dan  bahkan  jugi 
agama  manusia  menyebar  ke  seluruh  dunii 
bersamaan  dengan  lalu  lintas  manusia  dar 
sejumlah  kecil  tempat-tempat  asalnya. 

Penyebaran  berbagai  keberhasilan  ter 
sebut  yang  memungkinkan  pendudul 
dunia  tumbuh  hingga  menjadi  6  milyar  le 
bih  dengan  harapan  hidup  yang  semakii 
panjang.  Kecepatan  penyebaran  itu  dapa 
berbeda  dari  satu  negara  ke  negara  yanj 
lain.  Obat-obat  baru,  misalnya,  menyebar  k( 
Indonesia  belakangan  sesudah  menyebar  k< 
tetangga-tetangga  Indonesia.  Dalam  kasui 
ekstrim  seperti  ekonomi-ekonomi  Stalinii 
antara  akhir  1910-an  hingga  akhir  1980-ai 
atau  Myanmar  dewasa  ini  penyebaran  iti 
bahkan  dilawan  dengan  macam-macam  ala 
kebijakan  ketertutupan.  Tetapi  bentenj 
ketertutupan  akhirnya  runtuh  juga.  Setiaj 
keberhasilan  seolah-olah  mengandung  day; 
penyebaran  yang  tidak  dapat  dikekang  olel 
manusia  tanpa  ongkos  yang  mahal.  Pelopo 
pencapaian  keberhasilan  adalah  merek; 
yang  memiliki  rasa  ingin  tahu  tentanj 
apakah  karyanya  digemari  di  luar  bata: 
wilayahnya. 

Alasan  tambahan  membela  keter 
bukaan  tidak  perlu  dicari-cari.  Keterbukaai 
bukanlah  pilihan,  melainkan  keharusai 
historikal.  Namun  demikian,  alasan-alasai 
praktikal  juga  kiranya  perlu  dipahami.  De 
ngan  adanya  keterbukaan,  ruang  kehidup 
an  menjadi  semakin  luas.  Selanjutnya 
dalam  ruang  yang  diperluas  itu,  berbaga 
manfaat  dapat  dinikmati  dan  pembagiai 
kerja  {division  of  labour)  dapat  diperdalam 
Ketidaksempurnaan  karya  manusia  dapa 
dikurangi,  sehingga  setiap  satuan  siimbe 
yang  dipakai  diharapkan  dapat  meng 
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hasilkan  kesejahteraan  yang  lebih  tinggi 
daripada  sebelumnya.  Pemimpin-pemim- 
pin  di  masa  lalu  pun  sebenarnya  sudah 
menyadari  betapa  perluasan  ruang  ke- 
hidupan  lewat  lalu  lintas  antar  negara 
berhubungan  positif  dengan  peningkatan 
kesejahteraan  rakyat.  Tentu  saja  dalam 
ruang  kehidupan  yang  lebih  luas  ihi  setiap 
peluang  direbut  oleh  semakin  banyak  pe- 
minat.  Jumlah  pemenang  pun  pada  akhir- 
nya  selalu  berjumlah  lebih  kecil  dibanding 
jumlah  peserta  perebutan. 

Keterbukaan  telah  mendorong  terjadi- 
nya  bukan  saja  penurunan  biaya,  tetapi  juga 
peningkatan  keragaman.  Manusia  menjadi 
semakin  mampu  untuk  menentukan  dari 
sekian  banyak  keragaman  pilihan  yang 
tersedia  untuk  memenuhi  kebutuhannya. 
Peningkatan  keragaman  juga  telah  men- 
dorong terjadinya  peningkatan  probabilitas 
bahwa  pembelajaran  timbal-balik  akan 
membuahkan  produk,  layanan  dan  proses 
baru.  Dengan  inovasi-inovasi  itulah  terjadi 
lonjakan-lonjakan  kecil  atau  besar  dalam 
kemakmuran  manusia.  Merekalah,  yang 
berperan  sebagai  sumber  berkelanjutan  bagi 
pertumbuhan  modal  dan  pendapatan 
bangsa-bangsa  yang  terbuka;  dan  ketiadaan 
inovasi  menjadi  perongrong  paling  ber- 
bahaya  bagi  bangsa  yang  tertutup.  Bagi 
bangsa  yang  masih  miskin  dan  tertinggal, 
seperti  Indonesia  makna  keterbukaan  yang 
lebih  penting  kiranya  terletak  justru  dalam 
perebutan  kompetensi-kompetensi  baru 
dari  menu  keragaman  yang  sangat  panjang 
daripada  maksimasi  penggunaan  kompe- 
tensi  yang  sudah  ada  seperti  maksimasi  eks- 
por  timah.  Kebutuhan  akan  keterbukaan, 
karena  itu  juga  kebutuhan  akan  diplomasi. 


adalah  kebutuhan  untuk  merebut  kompe- 
tensi-kompetensi baru. 

Pada  saat  ini,  kiranya  agak  terlambat 
untuk  mempertanyakan  sikap  Indonesia 
tentang  keterbukaan.  Bea  masuk  Indonesia 
sudah  turun  ke  tingkat  yang  sangat  rendah, 
jauh  di  bawah  Thailand  dan  Vietnam. 
Kebijakan  investasi  Indonesia  juga  sangat 
terbuka.  Infrastruktur  pun  sudah  dibuka 
bagi  pemodal  swasta  nasional  maupun 
asiiig.  Di  samping  keanggotaan  WTO,  ke- 
anggotaan  dalam  kawasan  perdagangan 
bebas  juga  sedang  diperluas  Indonesia 
melewati  ASEAN.  Apa  lagi  yang  tersisa 
imtuk  dibuka?  Seperti  disinggimg  di  atas, 
persoalan  utama  Indonesia  tidak  terletak 
dalam  kebijakan  formal,  melainkan  dalam 
aspek-aspek  lain  kebijakan  pada  umtimnya, 
dan  kebijakan  ekonomi  luar  negeri  pada 
khususnya. 

Pertama,  keterbukaan  Indonesia 
merupakan  hasil  lapisan-lapisan  yang 
ditumpuk  satu  demi  satu  di  bawah  prag- 
matisme.  Disainnya  mirip  dengan  jalan- 
jalan  di  kota-kota  Indonesia  yang  dibangun 
mengikuti  pemukiman  penduduk.  Disain 
besar  {grand  design)  keterbukaan,  tampak- 
nya  memang  diperlukan  yang  sesuai 
dengan  jaman.  Kedua,  disain  besar  itu  harus 
dikomunikasikan  sampai  dihayati  dan 
menjadi  parameter  bagi  tindakan-tindakan 
pemerintah  pusat  dan  daerah  dan  tindakan- 
tindakan  perusahaan-perusahaan.  Ketiga, 
sumber  yang  cukup  harus  disediakan  bagi 
perwujudan  disain.  Dalam  kaitan  ini 
Indonesia  tampak  enigmatik  dewasa  ini. 
Meskipun  pajak  sebagai  pecahan  pen- 
dapatan nasional  di  Indonesia  tidak  jauh 
berbeda  dari  negara-negara  tetangganya. 
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stok  modal  publik  Indonesia  per  kepala 
tampaknya  berada  jauh  di  bawah.  Disain 
bam  diplomasi  ekonomi  Indonesia  memer- 
lukan  disain  baru  sektor  publik  dan  ke- 
uangan  publik. 

Keempat,  diplomasi  ekonomi  terlalu 
penting  untuk  ditumpukan  semata-mata  ke 
atas  pundak  diplomat  pemerintah.  Dalam 
dunia  kompleksitas  yang  menjadi  konteks 
disain  baru  diplomasi  ekonomi  Indonesia, 
diplomat  dalam  artian  tradisional  mewakili 
bagian  kecil  saja  dari  diplomasi  keseluruh- 
an.  Sebaliknya,  yang  justru  memainkan 
peran  yang  semakin  besar  adalah  "jaringan- 
jaringan  pemerintahan"  {networks  of  govern- 
ment) dalam  segala  bidang  kehidupan. 
Peran  diplomasi  publik  dibanding  diplo- 
masi perusahaan  dan  masyarakat  kewarga- 
an  juga  melemah.  Dengan  membesarnya 
pangsa  perusahaan  dalam  modal  ekonomi 
total,  pemimpin-pemimpin  bisnis  pada 
gilirannya  juga  menjadi  diplomat,  sekalipun 
lebih  didorong  oleh  kepentingan  privat 
daripada  oleh  kepentingan  umum  dalam 
berbagai  hal.  Tetapi  dalam  pemupukan 
"barang  publik  global"  pun  atau  pe- 
mupukan interaksi-interaksi  yang  berjum- 
lah  positif  {non-zeros)  peran  perusahaan  dan 
organisasi-organisasi  kewargaan  sudah 
semakin  m.enguat.    . .  — 

KETERBUKAAN  DI  TENGAH  KOM- 
PLEKSITAS ABAD  KE-21 

Membicarakan  kembali  fitur-fitur  ke- 
terbukaan  tentunya  agak  membosankan. 
Keterbukaan  dipandang  oleh  banyak  orang 
sebagai  persoalan  yang  sudah  dipahami 
secara  tuntas.  Orang  cenderung  terpecah  ke 
dalam  kubu  pro  dan  anti  dalam  pem- 


bicaraan  seperti  itu.  Mereka  yang  sedang 
menikmati  keunggulan  dicurigai  mem- 
punyai  motif  keakuan  dalam  niat  mereka 
mendorong  keterbukaan.  Namun  demi- 
kian,  pro-kontra  hanyalah  sebagian  dari 
persoalan  keterbukaan.  Kajian  tentang 
keterbukaan  adalah  kebutuhan  permanen 
manusia.  Walaupun  globalisasi  sudah  ramai 
dibicarakan  sejak  awal  1980-an,  buku 
tentangnya  yang  ditawarkan  oleh 
"amazon.com"  sebanyak  4.136  pada  6 
Februari  2006  masih  tergolong  langka, 
dibandingkan  buku  tentang  agama  yang 
berjumlah  508.056,  walaupun  sudah  men- 
dekati  popularitas  buku  tentang  nasional- 
isme  yang  mencapai  jumlah  4.326.  Dengan 
munculnya  persoalan-persoalan  baru 
seperti  rekayasa  genetika  yang  telah  me- 
lahirkan  buku  sebanyak  57.494  dan  pe- 
manasan  global  yang  dibahas  dalam  38.714 
buku  sebagaimana  tercatat  dalam  situs 
"amazon.com",  karya-karya  tentang  glo- 
balisasi dan  keterbukaan  kiranya  masih 
harus  diperbanyak  dengan  kecepatan  ting- 
gi.  Pemahaman  tentang  keterbukaan  masih 
jauh  daripada  memadai. 

Survei  lengkap  tentang  keterbukaan 
dan  globalisasi  diperlukan  dalam  disain 
ulang  diplomasi  ekonomi.  Namun  demi- 
kian.  survei  seperti  itu  adalah  upaya  besar. 
Yang  akan  dilakukan  di  bawah  adalah 
penonjolan  beberapa  aspek.  Yang  pertama 
adalah  aspek  demografis.  Dunia  awal  Abad 
ke-21  dihuni  oleh  6,5  milyar  penduduk. 
Jumlah  itu  akan  naik  menjadi  7,9  milyar 
tahun  2025  dan  9,2  milyar  dalam  2050. 
Seseorang  tidak  harus  menjadi  pengikut 
Malthus  untuk  mengantisipasi  ketegangan- 
ketegangan  yang  dapat  timbul  bersamaan 
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dengan  pertumbuhan  penduduk  ini.  Dimia 
akan  menyaksikan  kota-kota  mega  bersaing 
semakin  ketat  satu  dengan  yang  lain  mem- 
perebutkan  sumber-sumber  yang  terbatas 
atau  semakin  terbatas. 

Beberapa  sumber  daya  alam  yang 
mendukung  peradaban  sekarang  sepeiti 
minyak  dan  gas  bumi,  lapisan  ozon,  keter- 
aturan  iklim  dan  air  tawar  akan  menjadi 
semakin  langka,  sehingga  menjadi  simiber 
penajaman  konflik,  termasuk  konflik 
intemasional.  Padahal  pada  tahap  sekarang 
pim  ketika  pengaruh  kelangkaan  itu  belum 
mewujud  pembentukan  konsensus  tentang 
"global  commons"  sudah  terbiikti  sangat  snlit 
dicapai.  Antara  sekarang  dan  2025,  negara- 
negara  kaya  akan  menghadapi  peralihan 
demografik.  Jtimlah  penduduk  yang  bekerja 
akan  hams  memikul  jimilah  penduduk  usia 
lanjut  yang  semakin  besar.  Mekanisasi  dan 
otomasi  akan  harus  maju  pada  kecepatan 
tinggi.  Pekerja  negara-negara  yang  ter- 
tinggal  akan  bersaing  dengan  robot-robot 
yang  menyanyikan  lagu  majikaimya  saja. 
Kerja  keras  pada  upah  rendah  berkurang 
keampuhannya  sebagai  siomber  daya  saing 
bagi  negara-negara  yang  tertinggal. 

Aspek  kedua,  berkaitan  dengan  pe- 
naklukan  jarak  fisikal  oleh  manusia.  Boeing 
dan  Airbus  bersaing  terus-menerus  mem- 
perkenalkan  pesawat  berbadan  yang 
semakin  lebar  dengan  jarak  tempuh  yang 
semakin  panjang.  Revolusi  teknologi  komu- 
nikasi  dan  informasi  (ICT)  yang  sangat 
mencengangkan  sudah  menjadi  bagian 
kehidupan  sehari-hari  manusia.  Infra- 
struktur  transportasi  dan  telekomunikasi 
mengaiami  demasifikasi  yang  luar  biasa 


sehingga  terbuka  bagi  manajemen  modern. 
Dengan  adanya  perubahan-perubahan  ini, 
mobilitas  menjadi  semakin  mudah  dan  se- 
makin terjangkau.  Berbagai  pencapaian 
seperti  ini  akan  menyebar  dengan  kecepatan 
tinggi  ke  seluruh  dunia,  terutama  ke  negara- 
negara  yang  terbuka,  atau  penggima  {users) 
dari  berbagai  belahan  dunia  akari 
mendatangi  negara  asal  pencapaian  terbaik 
tersebut.  Dalam  proses  itu  kemungkinan 
akan  timbul  konflik  antara  kampiun  praktik 
terbaik  dengan  benteng-benteng  praktik 
lokal  yang  tidak  kompetitif. 

Aspek  ketiga  berkaitan  dengan  ke- 
kayaan  atau  modal  bangsa-bangsa.  Bangsa- 
bangsa  Abad  ke-21  mewarisi  modal  yang 
besar  hasil  kerja  keras  dan  sikap  hemat 
selama  sekitar  setengah  millennium  sejak 
Zaman  Perruagaan.  Perhatian  yang  semakin 
besar  dari  politisi  dan  diplomat  akan  di- 
curahkan  bagi  pemeliharaan  dan  pemupuk- 
an  lanjutan  dari  modal  ini.  Dalam  kaitan  itu, 
beberapa  hal  perlu  digarisbawahi.  Pertama, 
persaingan  ekonomi  perlu  dipahami  se- 
bagai persaingan  pemupukan  modal.  Kedua, 
modal  suatu  bangsa  adalah  nilai  kini  bersih 
{net  present  value)  dari  arus  pendapatan  yang 
akan  diterima  oleh  bangsa  itu.  Unsur 
pertama  adalah  modal  alam  atau  nilai  kiiu 
bersih  dari  arus  pendapatan  yang  akan 
diterima  dari  alam,  termasuk  penerimaan 
ekowisata.  Bagian  kedua  disebut  modal 
buatan  seperti  jalan  raya,  gedung,  dan 
mesin-mesin.  Bagian  ketiga  disebut  modal 
nirwujud  {intangible  capital).  Bagian  ketiga 
ini  lebih  sulit  dipahami  dan  ditaksir.  Ke 
dalamnya  termasuk  nilai  kini  bersih  dari 
pendapatan  yang  berasal  dari  penggunaan 
kesehatan,  pengetahuan  dan  keahlian, 
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pematuhan  hukum  dan  observasi  norma- 
norma  sosial  seperti  trust. 

Kedua,  komposisi  modal  suatu  bangsa 
berubah  sejalan  dengan  pendapatan  per 
kepala.  Semakin  tinggi  pendapatan  per 
kepala,  semakin  besar  pangsa  modal 
nirwujud  dalam  modal  total.  Ketiga,  antara 
pendapatan  dan  modal  memang  ada 
hubungan  erat,  tetapi  tidak  selamanya. 
Hubungan  itu  sedikit  banyak  adalah 
sirkuler.  Pendapatan  yang  tidak  dikon- 
sumsi,  pada  gilirannya  menumpuk  hingga 
menjadi  modal.  Genangan  modal  pada 
gilirannya  dipakai  secara  bertahap  untuk 
menghasilkan  pendapatan.  Bangsa-bangsa 
menunjukkan  kecenderungan  yang  berbeda 
dalam  pemupukan  modal.  Ada  bangsa 
yang  konsumsinya  selalu  dekat  dengan' 
pendapatannya,  tetapi  ada  juga  yang 
dikenal  sebagai  bangsa  yang  sangat  hemat. 

Pada  akhir  tahun  2005  lalu  Bank  Dunia 
menerbitkan  hasil  studi  tentang  modal 
bangsa-bangsa.  Menurut  studi  itu,  negara 
terkaya  di  dunia  adalah  Swiss  dengan 
modal  total  per  kepala  sebesar  US$648,241. 
Amerika  Serikat  menduduki  urutan  kedua 
dengan  modal  total  per  kepala  sebesar 
US$512,612,  terdiri  dari  modal  alam 
US$14,752,  modal  buatan  US$79,851  dan 
modal  nirwujud  US$418,009.  Indonesia 
tertinggal  jauh  di  belakang  dengan  modal 
total  per  kepala  US$13,869,  terdiri  dari 
modal  alam  US$3,472,  modal  buatan 
US$2,382  dan  modal  nirwujud  US$8,015. 
Taksiran  ini  memang  harus  dilihat  dengan 
hati-hati.  Namun  demikian  dapat  dicatat 
bahwa  modal  bangsa-bangsa  juga  terdis- 
tribusi  secara  tidak  merata.  Ketimpangan 


modal  menjadi  lebih  parah  daripada  ke- 
timpangan pendapatan.  Seperti  disinggung 
di  depan,  ada  bangsa  yang  menjadi  lahan 
subur  bagi  pemupukan  modal  yang  berke- 
lanjutan,  tapi  ada  juga  yang  gersang,  meski- 
pun  dikaruniai  kekayaan  alam  yang  relatif 
melimpah. 

Selain  itu,  perlu  juga  dicatat  bahwa 
komposisi  modal  telah  bergeser  ke  modal 
nirwujud  seperti  modal  intelektual,  modal 
kesehatan  dan  trust  ketika  pemupukan 
berlangsung  secara  berkelanjutan.  Sifat  ini 
memberi  harapan  bagi  yang  tertinggal. 
Sains  dasar  dan  sains  terapan  semakin 
ramah  pengguna  {user-friendly)  serta 
cenderung  berubah  menjadi  barang  publik 
dengan  berjalanannya  waktu,  berbeda 
misalnya  dengan  keindahan  Danau  Toba 
yang  melekat  dalam  kebangsaan  atau 
bahkan  buatan  manusia  pun  seperti  Candi 
Borobudur.  Unsur  modal  nirwujud  yang 
lain  pun  seperti  kreatifitas,  etos  kerja, 
kehematan,  ketahanan  (perseverance),  ke- 
tuntasan  (gruendlichkeit),  ketepatwaktuan, 
kehematan  (thrift),  kewirausahaan,  ke- 
ikhlasan,  kerinduan  (passion)  akan  kesem- 
purnaan  dan  kecemerlangan,  dan  nilai-nilai 
lain  yang  turut  membentuk  modal  sosial 
juga  terbuka  bagi  akselerasi  pemupukan 
modal  tersebut.  Bangsa-bangsa  Asia  Timur 
yang  bangkit  dalam  paruh  kedua  Abad  ke- 
20  adalah  contoh  sukses  dari  perebutan, 
pembentukan  dan  pemeliharaan  modal 
nirwujud  yang  dekat  dengan  Indonesia. 

Persoalan  keempat,  sekitar  pemupukan 
modal  berkaitan  dengan  "depletion".  Meski- 
pun  mewakili  hanya  sebagian  saja  dalam 
modal  total,  sesungguhnya  modal  alam 
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[inerupakan  bagian  yang  penting.  Manusia 
Itidak  dapat  bertahan  tanpa  lindungan 
lapisan  ozon.  Manusia  juga  tidak  dapat 
hidup  tanpa  ruang  serta  berbagai  unsur. 
IBahkan  manusia  itu  sendiri  merupakan 
I  bagian  dari  unsur-unsur  tersebut.  Toleransi 
!  manusia  terhadap  tmsur-unsur  toksik  dan 
:  radiasi  memang  terbatas,  demikian  juga 
■  terhadap  kejutan-kejutan  dalam  cuaca  dan 
iklim.  Kehidupan  manusia  juga  memer- 
lukan  keragaman-hayati  tertentu. 

Ciri  lain  yang  unik  Abad  ke-21  di- 
banding  abad-abad  sebelumnya  ber- 
hubimgan  dengan  kebangkitan  perusahaan 
multinasional  {Multi  National  Corporations/ 
MNCs)  sebagai  pemain  kunci  dalam 
hubimgan  ekonomi  antar  bangsa  dan  antar 
kawasan.  Di  antara  pemain-pemain  dalam 
hubungan  ekonomi  internasional,  MNCs 
kiranya  adalah  yang  paling  pragmatik. 
Mereka  memang  masih  mengenal  negara 
asal  yang  tidak  lagi  dengan  sendirinya 
menjadi  tempat  kantor  pusat.  Tetapi  per- 
geseran-pergeseran  geografis  dalam  ke- 
pentingan  bisnis  seperti  terjadi  di  awal 
kebangkitan  Cina  memaksa  MNCs  me- 
nipiskan  kebangsaan.  Memiliki  hubungan 
dengan  MNCs  merupakan  keharusan  bagi 
setiap  negara  yang  tertinggal  (lagged  behind). 
Karena  itu  pemahaman  yang  baik  tentang 
MNCs  merupakan  bagian  penting  dari 
modal  intelektual  diplomat  Abad  ke-21. 
Dalam  kaitan  itu,  perubahan-perubahan 
yang  terjadi  selanjutnya  perlu  dipelajari 
secara  mendalam. 

Jumlah  MNCs  dan  anak  perusaha- 
annya,  semakin  meningkat  dan  pada  saat 
yang  sama,  mereka  membentuk  jaringan 


yang  sangat  kompleks.  Pangsa  mereka 
dalam  modal  global,  regional  dan  nasional 
juga  meningkat,  demikian  juga  dalam 
pembentukan  modal  tetap  bruto.  Bagian 
yang  semakin  besar  dari  pendapatan  atau 
output  dimia  dihasilkan  dalam  lingkungan 
MNCs.  Mereka  adalah  produsen  perda- 
gangan  barang,  jasa  dan  karya  intelektual 
yang  semakin  besar.  Angkatan  kerja  total- 
nya  dan  angkatan  kerja  perusahaan- 
perusahaan  lain  yang  bersentuhan  dengan 
mereka  juga  meningkat.  Kekuatan  MNCs 
sesimgguhnya  lebih  besar  daripada  yang 
digambarkan  oleh  angka. 

MNCs  telah  memprakarsai  konsolidasi 
melalui  merger  dan  akuisisi  (M&A)  Untas 
batas  dan  lintas  kawasan  berskala  mega. 
Adalah  suatu  ironi  bahwa  di  bawah  sains 
dan  teknologi  demasifikasi  pemain  ter- 
penting  ekonomi  antar  bangsa  justru  rnen- 
jadi  kolosus.  Indonesia  juga  menyaksikan 
beberapa  perusahaan  nasionalnya  diambU 
alih  oleh  perusahaan  asing.  MNCs  yang 
membesar  itu  menyebarkan  kompetensinya 
ke  banyak  lokasi  di  luar  negara  asal,  atas 
dasar  pergeseran  dalam  karunia  modal 
lokasi-lokasi  itu.  Untuk  menarik  modal  sua- 
tu negara  juga  memerlukan  modal,  ter- 
utama  modal  nirwujud.  Sukses  pun  me- 
meram  sukses  yang  lebih  besar  lagi  seperti 
disaksikan  oleh  Cina  sejak  peluncuran 
Kebijakan  Ekonomi  Barunya  pada  akhir 
1970-an. 

Sebagaimana  halnya  dengan  buatan . 
manusia  yang  lain,  MNCs  juga  bukan 
sesuatu  yang  sempurna.  Keterlibatan  be- 
berapa MNCs  dalam  perbuatan-perbuatan 
melawan  hukum,  termasuk  korupsi,  masih 


216 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  35.  Nn.    ?nnA  ■  -pno^ 


segar  dalam  ingatan.  MNCs  juga  bukanlah 
mesin  sukses  yang  tanpa  retakan.  Di 
perusahaan  mana  pun  kepemimpinan 
merupakan  hal  yang  "contestable"  di  dunia 
yang  landai.  Ruang  bagi  pendatang  bam 
dalam  dunia  MNCs  masih  terbuka  untuk 
pendatang  baru  seperti  dibuktikan  oleh 
perusahaan-perusahaan  Korea  Selatan, 
Thailand  dan  Malaysia.  Mereka  tidak  dapat 
lari  dari  daur  organisasi.  Sebagian  sudah 
terlalu  besar  untuk  dibiarkan  mati,  lalu 
diselamatkan  oleh  kreditumya  atau  bahkan 
oleh  negara. 

Belajar  dari  pengalaman-pengalaman 
itu  sejenis  aksi  terpadu  {concerted  actions) 
diluncurkan  oleh  pemerintah,  organisasi 
internasional,  masyarakat  kewargaan  lokal 
dan  internasional,  kamar  dagang  dan 
industri,  perusahaan  dan  partai-partai  lain 
untuk  mereformasi  tata  kelola  perusahaan 
(corporate  governance)  serta  menemukan  dan 
menegakkan  tanggung  jawab  sosial  per- 
usahaan (corporate  social  responsibility). 
Beberapa  yayasan  yang  didirikan  oleh 
pengusaha  MNCs  terkemuka  ,misalnya, 
sudah  menjadi  pemain  penting  dalam 
pendanaan  riset  kedokteran  dan  farmasi. 

Di  negara-negara  dengan  penegakan 
hukum  yang  kuat,  prakarsa  tata  kelola 
(penadbiran)  dan  tanggung  jawab  sosial  itu 
tampaknya  berhasil.  Di  sana  MNCs  sudah 
memainkan  peran  dalam  pemupukan  "non- 
zeros"  paralel  dengan  peran  pemupukan 
kekayaan  perusahaan.  Angin  perubahan  di 
dunia  korporat  itu  adalah  riil.  Di  belakang- 
nya,  amplitudo  fluktuasi  bisnis  semakin 
mengecil  dan  hal  itu  juga  menekan  pro- 
babilitas  dari  kematian  tiba-tiba.  Di  negara- 


negara  dengan  tradisi  penegakan  hukum 
yang  lemah,  kemajuan  dalam  penadbiran 
perusahaan  dan  tanggung  jawab  sosial 
perusahaan  memang  masih  cenderung  ber- 
jalan  di  tempat  atau  berputar-putar  seperti 
karusel.  Penegakan  hukum  adalah  sama 
pentingnya  bagi  kemajuan  penadbiran 
perusahaan  seperti  air  bagi  ikan. 

Ringkasnya,  lingkungan  ekonomi  glo- 
bal Abad  ke-21  berbeda  jauh  daripada  abad- 
abad  sebelumnya,  walaupun  ada  beberapa 
konstanta  dan  konstanta  kuasi.  Persoalan- 
persoalan  baru  berbaur  dengan  persoalan- 
persoalan  yang  terbengkalai.  Pengejaran 
kekayaan  tampil  ke  garis  depan  diplomasi 
secara  terang-terangan  atau  tersembunyi. 
Sesama  pemain  terjadi  pergeseran  ke- 
kuasaan  dan  peran.  MNCs  bergeser  ke  garis 
depan  karena  keunggulannya  sebagai 
mesin  pemupukan  modal. 

REKONEKSI  KE  JARINGAN  PEMU- 
PUKAN MODAL  DUNIA 

Dari  perspektif  jangka  panjang, 
Indonesia  merupakan  contoh  kasus  sukses 
di  antara  bangsa-bangsa.  Pangsanya  yang 
menaik  dalam  "gene  pool"  manusia  mem- 
buktikan  setidak-tidaknya  kemampuan 
untuk  menyediakan  kebutuhan  pokok  yang 
mencukupi.  Pangsanya  dalam  "meme  pool" 
tampaknya  lebih  kecil  daripada  pangsa 
dalam  "gene  pool".  Sumbangan  Indonesia 
bagi  modal  nirwujud  umat  manusia  masih 
sangat  terbatas  dan  didominasi  oleh  sum- 
bangan masa  silam  yang  jauh. 

Indonesia  sedang  mengalami  erosi 
daya  sajng.  Seperti  disebut  di  awal  tulisan, 
modal  per  kepala  Indonesia  adalah  pecahan 
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kecil  dibanding  modal  negara  maju.  Di- 
bandingkan  dengan  Thailand  dan  Malaysia, 
Indonesia  sudah  tertinggal  agak  jauh. 
Deplesi  alam  tidak  diganti  dengan  me- 
madai.  Modal  buatan  naik  berjalan  amat 
lambat  jika  dikurangi  dengan  depresiasi. 
Stok  modal  nirwujud  mimgkin  bahkan  ber- 
kurang  karena  penggunaan  yang  berkurang 
dari  pengetahuan  dan  keahlian,  lemahnya 
penegakan  hukimi,  memudamya  trust,  me- 
ningkatnya  ketidakamanan  dan  mereng- 
gangnya  kohesi  sosial.  Erat  kaitan  dengan 
modal  itu  pendapatan  per  kepala  Indonesia 
masih  tergolong  rendah. 

Sudah  beberapa  kali  Indonesia  hampir 
menempati  posisi  kelompok  pendapatan 
menengah  {middle  income),  tetapi  terlempar 
kembali  ke  kelompok  pendapatan  rendah 
(low  income).  Pertumbuhan  pendapatan  per 
kepala  Indonesia  tidak  saja  jauh  lebih  ren- 
dah dibanding  Cina,  India  dan  Vietnam, 
lajunya  juga  mengalami  perlambatan. 
Dalam  perdagangan  dunia,  satu  demi  satu 
anggota  ASEAN  mengejar  dan  melampaui 
Indonesia  menurut  nilai  perdagangan 
barang  dan  jasa,  walaupun  sebagian  per- 
dagangan lepas  dari  tangkapan  statistik. 
Lebih  dari  itu,  tidak  saja  pangsa  Indonesia 
dalam  stok  investasi  asing  langsung  {Foreign 
Direct  Investment /FDT)  dunia  menurun,  jum- 
lah  absolutnya  pun  turun  selama  beberapa 
tahun  sejak  1998. 

Berhadapan  dengan  kompleksitas  eko- 
nomi  dunia  dan  bangkitnya  beberapa  bang- 
sa  berpenduduk  besar  seperti  Cina,  India 
dan  Vietnam  yang  mempesona,  pemodal- 
pemodal  dari  segala  penjuru,  termasuk 
Indonesia,  di  satu  pihak  dan  terperang- 


kapnya  Indonesia  dalam  kondisi  awal  baru 
yang  sangat  tidak  menguntungkan, 
Indonesia  seharusnya  sudah  mengum- 
pulkan  pemimpin-pemimpin  politik,  bisnis, 
akademia,  dan  masyarakat  sipil  ke  "meja 
gambar"  untuk  menyiapkan  disain  baru. 
Niat  stratejik  baru  itu  tampak  seperti 
"mission  impossible" .  Indonesia  harus  ber- 
gegas  memulihkan  koneksi  dengan  jaringan 
pemupukan  modal  yang  sedang  teralihkan 
ke  beberapa  ekonomi  yang  bekerja  seperti 
"lubang  hitam"  dari  kondisi  awal  yang 
sangat  tidak  mengimtungkan.  Pengejaran 
seperti  itu  memerlukan:  (1)  Penghayatan 
niat  rekoneksi  itu  oleh  para  pemimpin; 

(2)  Penyelesaian  berbagai  persoalan  yang 
berasal  dari  masa  silam  yang  panjang; 

(3)  Booster  atau  katalis  harus  dihimpun; 

(4)  Lintasan  dengan  energi  terendali  harus 
dikenali  dan  dijalani  dengan  konsekuen. 

Niat-niat  baik  {good  will)  memang 
sering  diungkapkan  atau  bahkan  diletakkan 
dalam  rencana.  Niat-niat  baik  itu  melimpah 
ruah  di  Indonesia,  tetapi  baru  sebatas  ke- 
inginan.  Barisan  penganggur  yang  terus 
memanjang,  jumlah  besar  penduduk  yang 
harus  lari  ke  bantuan  negara  imtuk  men- 
jangkau  kebutuhan  dasarnya  dan  gejala- 
gejala  lain  kemiskinan  yang  semakin  parah 
— seperti,  ketidakterjangkauan  jasa  kesehat- 
an,  sepinya  investasi  swasta  nasional  dan 
asing,  inersia  yang  membatu  dalam  biro- 
krasi —  tampaknya  tidak  cukup  terakomo- 
dasi  dalam  tindakan-tindakan  pemerintah. 
Bahwa  pemerintah  berbuat  sesuatu,  me- 
mang tidak  perlu  diingkari.  Bahwa  ekonomi 
masih  tvimbuh  cukup  sehat  juga  tidak  dapat 
diingkari.  Tetapi  hal-hal  tersebut  bukanlah 
tanda-tanda  pengejaran  ketertinggalan 
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yang  sungguh-sungguh.  Di  bawah  ling- 
kungan  yang  sangat  tidak  menguntung- 
kan,  perubahan  hanya  akan  efektif  kalau 
bersifat  kumulatif  dan  akseleratif.  Belum 
tampak  tanda-tanda  bahwa  pemimpin- 
pemimpin  dalam  pemerintah  pusat  dan 
daerah,  perwakilan  rakyat,  partai  politik 
dan  peradilan  man  dan  mampu  bersung- 
guh-sungguh  dalam  menyelesaikan  berba- 
gai  persoalan. 

Di  satu  pihak,  diplomat  ekonomi  Abad 
ke-21  dituntut  agar  mampu  memupuk  ba- 
rang  publik  intemasional  dan  mengarahkan 
modal  alam,  modal  buatan  dan  modal 
nirwujud  ke  ekonomi  (negara)  asalnya.  Am- 
bisi  menjadi  pemimpin  dalam  politik  inter- 
nasional,  kiranya  adalah  barang  mewah 
yang  tidak  terjangkau  bagi  negara  miskin 
seperti  Indonesia.  Bagaimanapun  kuatnya 
komitmen  suatu  bangsa  terhadap  demokra- 
si,  pangsa  dalam  modal  dunia  sering  kali 
lebih  memikat  daripada  hak  suara  politik 
bagi  bangsa-bangsa  lain.  Salah  satu  perta- 
nyaan  besar  adalah  sejauh  mana  dan  pada 
kecepatan  berapa  diplomat  politik  dapat 
ditransformasi  menjadi  diplomat  ekonomi. 


Diplomat  ekonomi  Abad  ke-21  perlu 
menghayati  niat-niat  stratejik  bangsanya, 
termasuk  niat-niat  stratejik  hubungan 
ekonomi  luar  negeri.  Diplomat  Abad  ke-21 
harus  memahami  persoalan-persoalan  baru 
yang  dihadapi  umat  manusia:  keragaman- 
hayati,  penggurunan,  perubahan  iklim, 
deplesi  ozon  karena  emisi  gas-gas  rumah 
kaca,  GMO,  budi  daya  organ,  teknologi  sel 
pangkal  dan  banyak  lagi  yang  lain.  Seperti 
diurai  di  depan  di  antara  persoalan-per- 
soalan itu  banyak  yang  memerlukan  pe- 
mahaman  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi 
dan  "search  engine"  yang  baru,  yaitu  MNCs. 
Diplomat  Abad  ke-21  harus  m.enguasai 
literasi  digital  yang  memerlukan  kefasihan 
dalam  bahasa  Inggris  sebagai  bahasa  kerja, 
satu  bahasa  asing  dan  kefasihan  dalam 
komunikasi. 

Ekselensi  memerlukan  dengan  sendiri- 
nya  investasi  dalam  sumber  daya  manusia, 
di  sampiiig  kompetensi  kelas  puncak  yang 
mengacu  pada  kinerja.  Dua-duanya  hanya 
dapat  dijangkau  kalau  birokrasi  diramping- 
kan,  keuangan  negara  dirancang  ulang,  dan 
korupsi  diperangi  secara  substansial. 


Buruknya  Kinerja  Ekonomi 

Semester  Pertama 

Ari  A.  Perdana 


PEREKONOMIAN  Indonesia  tum- 
buh  sebesar  5,2%  pada  kuartal 
kedua  tahim  2006.  Pertumbiihan  ini 
lebih  tinggi  dari  kuartal  pertama,  tetapi 
masih  lebih  rendah  dibandingkan  tahun 
2005  pada  periode  yang  sama.  Walaupun 
pemerintah  telah  merevisi  target  per- 
tumbuhan  dari  6,2%  menjadi  5,8%, 
lambatnya  laju  investasi  dan  buruknya 
kinerja  beberapa  sektor  penting  yang 
disebabkan  oleh  tingginya  tingkat  suku 
bunga,  menimbulkan  keraguan  akan 
tercapainya  target  tersebut. 


SISI  PENGELUARAN:  PERTUM- 
BUHAN  INVESTASI  YANG  NE- 
GATIF 

Pertumbuhan  konsumsi  pada  kuartal 
kedua  2006  tetap  sebesar  3%.  Pertumbuhan 
yang  tetap  ini  disebabkan  oleh  adanya 
kombinasi  dari  lambatnya  pertumbuhan 
konsumsi  makanan  serta  penurunan  tingkat 
konsumsi  non-makanan.  Daya  beli  ekonomi 
saat  ini  masih  belum  pulih  karena  kenaikan 
harga  BBM  pada  tahun  2005  serta  suku 
bunga  yang  tinggi. 


Tabel  1. 

KOMPONEN  PERTUMBUHAN  GDP:  SISI  PENGELUARAN 
(Harga  Dasar  2000;  Y-o-Y) 


Q2^ 
I  2005 
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'2,9 
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■    '  30,0 

12,  8 

Pembentukan  Modal 
tetap  Domestik  Bruto 

15,6 

.9^4 

0,9 

-1,0            9,9  ;:j 

BMM 

Ekspor  Barang  dan  jasa 

11,  2^ 

4,8'^ 

11,0 

~  '  11,  3 

■    8,6  1 

5,6 


Sumber:  BPS 
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Investasi  mengalami  pertumbuhan 
yang  negatif  sehingga  menimbulkan  ke- 
khawatiran  terhadap  kinerja  ekonomi  saat 
ini.  Setelah  menunjukkan  sedikit  perbaikan 
pada  kuartal  pertama,  investasi  justru 
mengalami  penurunan  sebesar  1%  pada 
kuartal  kedua.  Melemahnya  nilai  tukar  yang 
berkisar  pada  nilai  di  atas  Rp  9.000  per  dolar 
AS  serta  tingginya  tingkat  suku  bunga, 
berkontribusi  pada  melemahnya  kinerja 
investasi,  mengingat  barang  modal  dan 
bahan  baku  untuk  industri  masih  diimpor 
dari  luar  negeri. 

SISI PRODUKSI;  BERBAGAI  SINYA- 
LEMEN 

Sisi  produksi  menunjukkan  berbagai 
sinyalemen  dalam  perbaikan  ekonomi. 


Sektor  pertanian,  pertambangan,  kons 
truksi,  transportasi  serta  komunikasi  dar 
jasa  mengalami  pertumbuhan  yang  rendal 
sedangkan  sektor  utilities,  perdagangan  dar 
pariwisata  relatif  stagnan. 

Subsektor  migas  dari  sektor  manu 
faktur  menunjukkan  sedikit  perbaikan  dar 
pertumbuhan  negatif  ke  pertumbuhan  yan^ 
postif  yaitu  0,2%.  Hal  ini  disebabkan  olel 
adanya  kenaikan  harga  minyak  inter^ 
nasional.  Di  sisi  lain,  industri  manufaktui 
sendiri  terkena  dampak  buruk  karem 
kenaikan  harga  minyak  internasional  yan^ 
memicu  adanya  kenaikan  harga  bahar 
bakar  domestik.  Hal  ini  menyebabkar 
adanya  tingkat  pertumbuhan  negatif  dalan- 
subsektor  non-migas  dari  sektor  manu- 


Tabel  2. 

KOMPONEN  PERTUMBUHAN  GDP:  SISI  PRODUKSI 
(Harga  Dasar  2000;  Y-o-Y) 
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faktur,  dari  3,8%  di  kuartal  pertama  menjadi 
3,4%  di  kuartal  kedua.  Sebenarnya,  hampir 
seluruh  sub-sektor  non-migas  mengalami 
peningkatan  laju  pertumbuhan.  Tetapi, 
karena  adanya  penurunan  laju  pertum- 
buhan produk  semen  dari  11%  menjadi 
5,6%  yang  berkontribusi  besar  terhadap 
PDB,  maka  secara  keseluruhan,  sektor 
manufaktur  justru  mengalami  penurunan 
laju  pertumbuhan. 

Prospek 

Penurunan  tingkat  suku  bunga  diper- 
kirakan  akan  memperbaiki  kinerja  investasi 
sehingga  dapat  memicu  ekonomi  untuk 
tumbuh  lebih  cepat  di  semester  kedua.  Bebe- 
rapa  proyek  pembangunan  pemerintah  juga 
diperkirakan  akan  dapat  memicu  pertum- 


buhan sektor  konsumsi.  Di  lain  pihak,  ting- 
ginya  inflasi  dan  dampak  dari  beberapa 
bencana  alam  yang  terjadi  akan  dapat 
menghambat  pertumbuhan  ekonomi 
tersebut.  Tetapi,  pertumbuhan  ekonomi 
diperkirakan  tetap  akan  berada  pada 
kisaran  5,5%  -  5,8%  imtuk  tahun  2006,  sesuai 
target  pemerintah. 

PERKEMBANGAN  MONETER 

Otoritas  moneter  terus  menjalankan 
kebijakan  ekspansifnya  terhadap  tingkat 
suku  bunga  pada  kuartal  ketiga  dengan 
adanya  penurunan  BI  rate  dari  12,75% 
menjadi  10,75%.  Laju  inflasi  mulai  melemah 
selama  semester  pertama  2006,  berada  pada 
tingkat  14,55%  di  bulan  September  2006. 
Sementara  itu,  rupiah  mengalami  sedikit 


Table  3. 

KOMPONEN  SUB  SEKTOR  MANUFAKTUR  NON  MIGAS 

(Harga  Dasar;  Y-o-Y) 
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apresiasi  menjadi  Rp  9,177  per  dolar  AS  pa- 
da  akhir  Agustus  2006,  diikuti  oleh  adanya 
peningkatan  indeks  harga  saham. 

Inflasi  Menurun 

Untuk  pertama  kalinya  dalam  11  bulan, 
inflasi  berada  pada  level  dibawah  15%. 
Bulan  Agustus,  inflasi  berada  pada  level 
14,9%  (y-o-y),  dan  pada  September  terjadi 
inflasi  sebesar  14,55%  (y-o-y).  Produk 
makanan  masih  memberikan  sumbangan 
terbesar  pada  inflasi,  walaupun  pening- 
katan output  pada  musim  panen  sempat 
berdampak  pada  inflasi  bulanan  yang 
rendah  selama  tiga  bulan  terakhir,  bahkan 
negatif  pada  bulan  Agustus  (-0,34%).  Tetapi, 


memasuki  bulan  Ramadhan,  harga  makan 
an  dan  produk  siap  saji  diperkirakan  akai 
mengalami  peningkatan. 

Sementara  itu,  sektor  penyumban^ 
terbesar  kedua  terhadap  inflasi  adalah  sekto: 
pendidikan  karena  adanya  peningkatan  d 
atas  rata-rata  pada  konsumsi  produk  terkai 
sektor  pendidikan.  Peningkatan  ini  disebab 
kan  karena  adanya  tahun  ajaran  baru  se 
hingga  konsumsi  buku  meningkat  sertc 
adanya  biaya  masuk  sekolah.  Sejak  Januar 
hingga  September,  inflasi  berada  pada  leve 
4,  06%(y-t-d)  sehingga,  secara  mengejutkan 
target  inflasi  sebesar  7,  5-8%  selama  2006 
diperkirakan  dapat  tercapai. 


Tabel  4. 

KONTRIBUSI  KELOMPOK  PENGELUARAN 
TERHADAP  TOTAL  INFLASI, 
JAN  2006  -  JUN  2006 
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Penurunan  Suku  Bunga 

Bank  sentral  menurunkan  tingkat  suku 
bunganya  sebesar  150  basis  poin  selama  3 
bulan  terakhir,  dari  12,25%  pada  tanggal  6 
Juli  hingga  10,75%  pada  tanggal  5  Oktober 
2006.  Penurunan  BI  rate  ini  termasuk  cukup 
besar  mengingat  tingkat  suku  bunga 
tersebut  selalu  berada  di  atas  12%  selama 
semester  pertama.  Hal  ini  menyebabkan 
kemungkinan  adanya  penurunan  yang 
lebih  besar  lagi  pada  BI  rate  sehingga  biaya 
pinjaman  menurun,  dan  akhirnya  akan 
menggenjot  perekonomian  yang  lesu  saat 
ini.  Keputusan  ini  diambU  antara  lain  karena 
adanya  penurunan  inflasi,  melemahnya 
kinerja  fiskal,  serta  berkurangnya  resiko 
faktor  ekstemal  ~  terutama  karena  mulai 
stabilnya  nilai  suku  bimga  The  Fed.  BI  rate 
diperkirakan  dapat  menyentuh  kisaran  11% 
pada  akhir  tahun,  bersamaan  dengan 


penurunan  inflasi  hingga  8%  sesuai  dengan 
target  pemerintah, 

Di  lain  pihak,  sektor  riil  masih  berharap 
akan  penurunan  suku  bunga  yang  lebih 
besar  sehingga  nilai  BI  rate  dapat 
menyentuh  8%  seperti  pada  tahun  2005  lalu 
untuk  menolong  sektor  tersebut  yang  saat 
ini  semakin  lemah  kinerjanya.  Biaya  kredit 
yang  tinggi  misalnya,  dapat  menyebabkan 
penurunan  penjualan  mobil  sampai  sebesar 
49%  pada  semester  pertama  (GAIKINDO, 
2006).  Selain  itu,  penurunan  BI  rate  juga 
diharapkan  untuk  langsung  diikuti  dengan 
adanya  penurunan  tingkat  suku  bunga 
pinjaman  imtuk  memfasilitasi  pembiayaan 
kredit.  Selama  semester  pertama,  jumlah 
kredit  hanya  timibuh  sebesar  3,75%,  jauh 
lebili  rendah  jika  dibandingkan  tahim  2005 
yang  tumbuh  sebesar  28,1%  (y-o-y)  pada 
periode  yang  sama.  Saat  ini,  industri 
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Gambar  1. 
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perbankan  terlihat  mempertimbangkan 
kepentingan  komersialnya  terlebih  dahulu, 
sebelum  menurunkan  suku  bunganya 
sesuai  dengan  penurunan  BI  sehingga 
menciptakan  jeda  penurunan  antara  Bl  rate 
dan  suku  bunga  kredit. 

Walaupun  inflasi  mengalami  pe- 
nurunan, tetapi  penurunan  tingkat  suku 
bunga  juga  akan  menyebabkan  tingkat  suku 
bunga  riil  menjadi  negatif  sebesar  -3,15% 
seperti  pada  bulan  Agustus,  yang  me- 
rupakan  nilai  terendah  sejak  Maret.  Bagai- 
manapun  juga,  penurunan  tingkat  suku 
bunga  ini  diharapkan  akan  dapat  men- 
dorong  pertumbuhan  kredit  dan  meng- 
genjot  kinerja  sektor  bisnis. 


Rupiah  dan  Pasar  Saham  Menguat 

Trend  apresiasi  rupiah  tersendat  pada 
kuartal  ketiga  tahun  2006.  Nilai  tukar  rupiah 
terhadap  US  dolar  berkisar  pada  level 
Rp9.100  per  US  dolar  dengan  rata-rata  per- 
bulannya  sedikit  melemah  dari  level 
Rp9.125  pada  bulan  Juli  menjadi  Rp9.143 
pada  bulan  September  2006,  walaupun 
masih  termasuk  kategori  stabil.  Namun 
demikian,  optimis  bahwa  pertumbuhan 
ekonomi  akan  terus  berlanjut  pada  paruh 
kedua,  akibat  pengenduran  kebijakan 
moneter.  Faktor  utama  kestabilan  nilai  tukar 
disebabkan  oleh  membaiknya  indikator  ma- 
kroekonomi,  peningkatan  tingkat  pengem- 
balian  rupiah,  penurunan  tingkat  resiko, 
serta  menurunnya  tekanan  akan  kenaikan 


Gambar  2. 
Berbagai  Tingkat  Suku  Bunga 
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tingkat  suku  bunga  The  Fed.  Perkembangan 
positif  dari  faktor-faktor  tersebut,  me- 
nyebabkan  meningkatnya  insentif  bagi 
modal  iintiik  masuk  ke  pasar  uang  domestik 
walaupun  terdapat  pergeseran  penempatan 
dana  dari  Sertifikat  Bank  Indonesia  ke 
Obligasi  Ritel  Indonesia  (ORI)  milik  pe- 
merintah.  Berbagai  faktor  tersebut  juga 
menyebabkan  cadangan  negara  naik  dari 
US$34,  7  juta  pada  tahun  2005  menjadi 
US$42,1  tahun  2006.  Selain  itu,  turunnya 
inflasi  dapat  menyebabkan  ekspektasi  akan 
peningkatan  nilai  rupiah  sehingga  pada 
akhir  tahun,  rupiah  diperkirakan  dapat 
menyentuh  nilai  Rp9.200  per  US  dolar. 

Di  pasar  saham,  IHSG  ditutup  pada 
level  1510  pada  akhir  September  2006, 


menyentuh  posisi  tertinggi  sejak  12  Mei 
2006  ketika  BI  menyatakan  bahwa  laju 
inflasi  September  akan  melemah  sehingga 
terdapat  kemungkinan  yang  besar  bagi  BI 
untuk  menurunkan  BI  rate.  Pada  IHSG 
tercatat  adanya  peningkatan  tingkat  pe- 
ngembalian  dari  modal  masuk  karena 
adanya  sentimen  positif  dari  pasar.  Tetapi, 
sentimen  ini  juga  akan  mempengaruhi  per- 
kembangan pasar  obligasi  pemerintah 
sehingga  terdapat  penurunan  tingkat  pe- 
ngembalian  obligasi  pemerintah  dan  pe- 
ningkatan permintaan  pihak  asing.  Semen- 
tara  itu,  isu-isu  sensitif  yang  terkait  suku 
bunga  adalah  seperti  bank,  perusahaan- 
perusahaan  keuangan  dan  properti,  meng- 
angkat  Indeks  Harga  Saham  Gabungan 
(IHSG)  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ). 


Grafik  3. 
Nilai  Tukar  dan  Harga  Saham 
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NERACA  PEMBAYARAN 

Sepanjang  Januari-Juli  2006,  ekspor 
meningkat  sebesar  16,4%  dari  periode  yang 
sama  tahun  lalu.  Hal  ini  terutama  disebab- 
kan  oleh  peningkatan  ekspor  migas,  yang 
tumbuh  sebesar  19,2%  ,  sementara  ekspor 
non-migas  hanya  tumbuh  sebesar  15,6%. 
Sementara  itu,  pada  periode  yang  sama, 
total  impor  tumbuh  sebesar  2,42%,  di  mana 
impor  barang  modal  dan  barang  konsumsi 
masing-masing  meningkat  sebesar  2,7%  dan 
6,9%; 

Ekspor  dan  Impor 

Nilai  ekspor  Indonesia  terus  menunjuk- 
kan  catatan  positif  untuk  periode  Januari- 
Juli  2006,  dengan  tumbuh  sebesar  16,4% 
menjadi  US$55,7  miliar  dari  periode  yarig 
sama  tahun  lalu.  Ekspor  non-migas  me- 
ningkat 15,6%  ke  level  US$43,3  miliar, 
sedangkan  ekspor  migas  tumbuh  sebesar 
19,2%.  Pertumbuhan  ekspor  non-migas 


didorong  oleh  kenaikan  harga  dunia  imtul 
komoditas  pertambangan  dan  tanaman 
karet,  bahan  bakar  mineral,  tembaga,  CPC 
dan  turunannya,  serta  produk-produk  ker 
tas.  Sedangkan  pertumbuhan  ekspor  manu 
faktur  tampak  tersendat. 

Jepang  saat  ini  mengimgguli  Amerik; 
Serikat  sebagai  tujuan  utama  ekspor  Indo 
nesia;  dengan  proporsi  ekspor  14,6%  untul 
periode  Januari-Juli  2006  (proporsi  ekspo 
ke  Amerika  Serikat  sebesar  14,1%).  Singa 
pura  tetap  menempati  posisi  ketig; 
(10,33%),  sementara  Cina  secara  bertahaj 
menjadi  salah  satu  tujuan  ekspor  utam; 
(6,7%).  Di  sisi  lain,  Uni  Eropa  secara  per 
lahan  mulai  menjadi  pasar  yang  meng 
untungkan  bagi  ekspor  Indonesia.  Secar; 
keseluruhan,  pangsa  pasar  negara-negari 
Uni  Eropa  terhadap  total  ekspor  non-miga: 
Indonesia  tercatat  sebesar  15,11%,  lebil 
besar  daripada  pangsa  pasar  Jepang  dai 
Amerika  Serikat. 


Grafik  4. 

Nilai  Ekspor  Berdasarkan  Kategori,  Kuartalan  (Juta  US$) 
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Grafik  5. 

Nilai  Impor  Berdasarkan  Kategori,  Kuartalan  (Juta  US$) 
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Sementara  itu,  impor  melonjak  menjadi 
US$34,3  miliar,  sehingga  terdapat  surplus 
US$21,5  miliar  pada  neraca  perdagangan. 
Pada  periode  Januari-Juli  2006,  total  impor 
meriingkat  sebesar  2,42%  dibandingkan 
periode  yang  sama  tahim  2005.  Penurunan 
impor  non-migas  diimbangi  oleh  adanya 
periingkatan  impor  migas,  yang  tumbuh 
sebesar  14,2%.  Periode  tujuh  bulan  pertama 
mencatat  sedikit  peningkatan  pada  impor 
barang  modal  sebesar  2,7%.  Ini  menanda- 
kan  adanya  proses  perbaikan  sektor  riil 
yang  lamban  namun  pasti. 

FISKAL  , 

Revisi  APBN  2006  dan  2007 

Bersamaan  dengan  pidato  kenegaraan 
presiden  pada  bulan  Agustus  2006,  pe- 
merintah  mengumumkan  anggaran  untuk 
tahun  fiskal  2007.  Pemerintah  menargetkan 
defisit  sebesar  Rp33,l  triliun  (0,9%  dari 
GDP),  lebih  rendah  dari  defisit  APBN  revisi 
2006. 


Sementara  itu  dalam  APBN  2007, 
pemerintah  menargetkan  penerimaan  pajak 
sebesar  Rp490  triliun.  Berarti  terjadi 
peningkatan  hampir  sebesar  Rp80  triliun 
^20%)  d^n  tahun  2006.  Akibatnya,  muncul 
kekhawatiran  dari  pihak  swasta  bahwa 
usaha  pemerintah  dalam  meningkatkan 
penerimaan  pajak  dapat  memberikan 
dampak  negatif  bagi  sektor  usaha.  Dari  sisi 
pengeluaran,  perubahan  paling  signifikan 
terdapat  pada  sektor  belanja  pegawai  dan 
bantuan  sosial.  Tampaknya,  pemerintah 
ingin  mengkompensasi  tingginya  tingkat 
inflasi  dan  lonjakan  harga  BBM  dengan 
meningkatkan  gaji  pegawai  negeri  sipil 
(PNS)  dan  pengeluaran  sosial  lainnya. 

Secara  umum  relatif  tidak  ada  per- 
ubahan dalam  komposisi  pembiayaan 
defisit.  Pada  revisi  APBN  2006,  pemerintah 
telah  menggeser  pembiayaan  dari  pembia- 
yaan bank  menjadi  non-bank  setelah  diper- 
kenalkannya  obligasi  pemerintah  untuk 
publik,  Obligasi  Ritel  hidonesia  (ORl). 
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Tabel  5. 
REVISI  APBN 


Keterangan  (triliun  rupiah) 


"PENHRIMAAN 


Penerimaan  Total 

W  625,2, 

:  ,;_20,6; 

u..i5i,:9.,,;20^| 

Kiliffll 

HUH 

Penerimaan  Dalam  Neeeri 

o 

621,  6 

20,  4 

648,  0 

20,8 

710,  8  , 

20, 1 

I  Penerimaan  Pajak 

416,3 

13,  7 

,  .  423,  5 

Pajak  Dalam  Negeri 

399,  3 

13, 1 

408,  8 

■  13,'r'' 

490,  2 

13,9 

HpPajak  Perdagangan  Intemasional 

■  17,0' 

■i 

Penerimaan  Non-Paiak 

205,  3 

6,8 

224,5     ,7,2  , 

2049,,., 

..5,8 

■1 

}i     Penerimaan  dari  Basil  Alam 

£ 

151,^ 

lii 

iHii 

Keuntungan  J'erusahaan 
Milik  Negara 

23,  3 

0,8 

21,  7 

0,7 

|f||tjgi:in-lain  ■■Mijii^ 

40,  9 

'  1,3,. 

Hibah 

3,  6 

0,1 

3,9 

0,1 

2,7 

fJ^NlGT3LUARAN 

i 

i 

Pengeluaran  Total 

647,  7 

21,3 

689,5, 

22, 1 

746, 5^ 

Pengeluaran  ^^^^i^'i^^^^lHHHRHiill 

^^^^^^  ^^^^^^^^^  ^^^^^^  ^^^^^^^^^  ^^^^^ 

BlBiHfflilllim^i^ 

Belanja  Modal 

63,  0 

2,1 

67,0 

^'2,:i:''{: 

66,1 

:;^:;lS 

Belanja  ^^g^^^i|||f||j|f||f|^^ 

■1 

Belanja  Barang 

55,2 

1,8 

54,6 

1,  7 

72,5 

Pembayaran  Bunga  Utang  flHI 

1.  76/6^" 

HBI 

Subsidi              'v^^^r^r  y'./ 

.79,5 

2,6 

104,3 

■3, 3";. 

109,7: 

3,l5 

|^^W;2g 

mm 

■VBnHBnnBii 

Lam-iam              ■  : 

36,5 

1,2 

43,9 

1,4 

?'i5;i-  ^ 

H),4: 

:  ^^^^  Otonomi  l5aera^y|||||^^ 

Keseimbangan  Primer 

54,2 

1,8 

45,8 

1,5 

52,0 

1,5 

Surplus  /  Defisit-r|^g^^^|^^^HH^H 
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Anggaran 
2007. 


^p^V  Keteraiigan  (triliun  rupiah) 

  .  ;.dBnNnmB 

i/\Xlggdr<m 

dari 
GDP 

TOTAL  PEMBIAYAAN 

22,4 

0,7 

Pembia)'aan  Dalam  Negeri 

Bank 

23,0 

0,8 

Ift  ^''^ 

fin 

Pembiayaan  Luar  Negeri  (neto) 

-28,5 

-0,9 

IP  35.1 

1,2 

-63,6 

-2,1 

■HI 

MAKROEKONOMI^jMBBl 

HP! 

Pertumbuhan  GDP  (%) 

6,2- 

lingkat  Inflasi  (%,  ra  ta-rcita)  ||| 

IP  ^^^^ 

Iingkat  Bunga  SBI  3-bvilanan 

(%/ rata-rata)  , 

9,5 

9>900 

Harga  Minyak  (per  bbl) 

■  57 

1  "^'^50 

2006 


/o 

dari 


37,6      1,2  33,1  0,9 

52,4''::jLa,7.,it.v4M,!.:J^ 

14,5     '  0,5  '     16,1  /  :  :  ,;0,5,; 
37,9  "f 
-14,8 
39,9 

54  7     -1  8 


5,8 
8,0 


|:"6,3' 


Sumber:  Reuters 


Isu  Kemiskinan:  Berapakah  Jumlah 
Orang  Miskin? 

Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  pada 
September  2006,  melaporkan  kenaikan 
tingkat  kemiskinan.  Berdasarkan  Survei 
Sosial-ekonomi  Nasional  (Susenas)'bulan 
Maret  2006,  jumlah  orang  yang  hidup  di 
bawah  garis  kemiskinan  adalah  sebesar 
39,05  juta  atau  17,75%  dari  total  populasi. 
Angka  ini  lebih  tinggi  dari  pada  angka  yang 
tercatat  pada  bulan  Februari  2005,  yaitu  35,1 
juta  (15,97%).  Angka  tersebut  dapat  saja 
terus  naik  menjadi  50,8  juta  jika  program 
Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  tidak  di- 
implementasikan. 


Beberapa  minggu  sebelunmya,  pidato 
tahunan  Presiden  SBY  di  DPR  dikritik  ka- 
rena  mengutip  data  kemiskinan  lama.  Da- 
lam pidatonya,  presiden  menggimakan  data 
kemiskinan  bulan  Februari  2005  dan 
mengldaim  bahwa  tingkat  kemiskman  telali 
turun  dari  level  23,4%  pada  1999.  Data 
kemiskinan  tersebut  mengundang  kontro- 
versi  banyak  kalangan,  diantaranya  sejum- 
lah  akademisi  dan  politisi  menuding  pre- 
siden melakukan  manipulasi  terhadap 
publik  dengan  menggunakan  data  usang. 
Mereka  juga  berpendapat  bahwa  presiden 
tidak  sepatutnya  melaporkan  trend  ke- 
miskinan periode  1999-2005  karena  pre- 
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siden  baru  menjabat  sejak  akhir  2004. 
Namim,  tim  kepresidenan  menyanggah  dan 
menyatakan  bahwa  presiden  tidak  dapat 
menggunakan  data  kemiskinan  terbaru 
karena  BPS  baru  merilis  publikasi  terbaru. 

Kritik  yang  ditujukan  kepada  presiden 
dapat  dikategorikan  sebagai  bagian  dari 
dinamika  politik.  Akan  tetapi,  terlepas  dari 
itu,  terdapat  beberapa  pelajaran  penting  yang 
dapat  dipetik  dari  kontroversi  tersebut. 
Pertama,  BPS  perlu  merubah  jadwal  publikasi 


data  tahunarmya.  Jadwal  saat  ini,  yaitu  bulan 
September,  adalah  berdasarkan  tahun  fiskal 
yang  lama  (April-Maret),  dan  presiden 
menyampaikan  pidato  anggarannya  di 
bulan  Januari.  Kini  tahun  fiskal  telah  berubah 
menjadi  periode  Januari-Desember,  dan  pi- 
dato presiden  disampaikan  pada  bulan 
Agustus.  Mempublikasikan  data  lebih  awal 
dapat  memungkinkan  presiden  untuk  meng- 
gimakan  data  terbaru.  Kedua,  BPS  perlu  men- 
jelaskan  metode  penghitungan  kemiskinan 
yang  dilakukan  secara  lebih  transparan. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  REGIONAL  DAN  GLOBAL 

Konflik  Libanon,  Isu  Nuklir,  dan 
Kudeta  Militer  di  Thailand 


PENDAHULUAN 

SELAMA  kuartal  ketiga  tahun  2006 
berbagai  perkembartgan  global  dan 
regional  terjadi.  Konflik  Israel  dan 
Hizbullah  yang  telah  menelan  banyak 
korban  sipil  dan  berbagai  kerusakan  fasilitas 
sipil  di  Libanon  mengundang  kecaman 
masyarakat  dimia.  Berbagai  ormas  Islam  di 
Indonesia,  misakiya,  menekan  pemerintah 
Indonesia  imtuk  memberikan  bantuan  bagi 
penderitaan  rakyat  Libanon  dan  ikut  serta 
mengupayakan  siabilitas  dan  perdamaian 
di  antara  pihak-pihak  yang  bertikai. 

Beberapa  perkembangan  terakhir  juga 
terjadi  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan  Asia 
Timur,  yaitu  isu  percobaan  nuklir  Korea 
Utara,  kudeta  militer  di  Thailand  ,  dan  per- 
gantian  Perdana  Menteri  baru  di  Jepang. 

Kudeta  terhadap  Perdana  Menteri 
Thaksin  di  Thailand  tersebut  mengejutkan 
dan  mengkhawatirkan  berbagai  pihak 
berkaitan  dengan  dampak  yang  mungkin 
terjadi  tidak  hanya  bagi  domestik  Thailand 
tetapi  juga  bagi  kawasan.  Sementara  itu,  di 
Jepang,  Shinzo  Abe  terpilih  sebagai  Perdana 
Menteri  Jepang  yang  baru  menggantikan 
pendahulunya,  Junichiro  Koizumi.  Dalam 
kaitannya  dengan  perkembangan  terbaru 


Begi  Hersutanto 

tersebut,  pergantian  ini  diharapkan 
membawa  pengaruh  positif  terhadap 
prospek  hubungan  hubungan  Jepang 
dengan  negara-negara  tetangganya  di 
kawasan,  mengingat  pandangan  politik 
Shinzo  Abe  3'^ang  dikenal  konservatif . 

A.  KONFLIK  ISRAEL-HIZBULLAH 

Pada  tanggal  12  Juli  2006,  Israel  me- 
lancarkan  serangan  militer  terhadap 
Hizbullah  yang  berada  di  wilayah  tentorial 
Libanon.  Serangan  militer  Israel  tersebut 
merupakan  reaksi  keras  Israel  atas  diculik- 
nya  dua  personel  angkatan  bersenjata  Israel 
oleh  kelompok  Hizbullah,  yang  menimtut 
dibebaskannya  tahanan  Arab  sebagai  ganti 
dibebaskannya  2  tentara  Israel  tersebut.^ 
Pihak  Israel  dengan  tidak  mengindahkan 
himbauan  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa 
dan  Kelompok  Uni  Eropa  menyatakan  bah- 
wa  pihaknya  akan  terus  melakukan  serang- 
an ofensif  sampai  dengan  batas  waktu  yang 
tidak  ditentukan.  Sementara  itu  di  pihak 
lain,  Hizbullah  memperingatkan  Israel 
bahwa  pihaknya  mampu  melakukan  se- 
rangan balik  ke  Israel  dengan  menggunakan 
serangan-serangan  roket  selama  berbulan- 
bulan. 


Agence  France  Presse,  July  20"'  2006. 
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Serangan  militer  Israel  terhadap  ke- 
lompok  Hizbullah  yang  tinggal  di  wilayah 
Libanon  Selatan  tersebut,  banyak  menelan 
korban  sipil  tewas  dan  berbagai  fasilitas  sipil 
hancar.2  Jumlah  korban  akibat  serangan 
militer  Israel  tersebut  mencapai  330  orang 
tewas  dan  sekitar  1.000  orang  luka-luka. 
Serangan  militer  tersebut  juga  mengaki- 
batkan  setengah  juta  orang  penduduk  ter- 
usir  dari  tempat  tinggalnya  serta  melum- 
puhkan  kegiatan  perekonomian  yang 
mencapai  kerugian  jutaan  dolar. 

Jatuhnya  ratusan  korban  anak-anak 
dalam  serangan  Israel  merupakan  sinyal 
kemunduran  standar  hukum  humaniter 
dalam  perang  modern.  Masyarakat  inter- 
nasional  tergerak  untuk  segera  melakukan 
tindakan  humanitarian,  tidak  hanya  untuk' 
membantu  menyeiesaikan  konflik  secara 
damai,  tetapi  juga  untuk  membantu  rakyat 
sipil  di  Libanon.  Melihat  kenyataan  demi- 
kian,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  diharap- 
kan  mampu  mengambil  tindakan  terhadap 
masalah  serangan  militer  Israel  tersebut, 
seperti  yang  telah  disampaikan  oleh  Sekjen 
PBB  Kofi  Annan.3 

Dewan  Keamanan  Perserikatan 
Bangsa-Bangsa  meminta  Sekjen  PBB  Kofi 
Annan  untuk  membuat  laporan  tentang 
insiden  di  Qana,  Libanon  yang  menewas- 
kan  16  anak-anak  dan  12  orang  dewasa  yang 
bersembunyi  dalam  gedimg  tempat  tinggal. 
Dalam  masalah  tersebut  pihak  Israel  me- 
nyatakan  bahwa  berdasarkan  informasi 


yang  diperoleh  gedimg  tersebut  merupakan 
tempat  persembunyian  para  teroris.  Pihak 
militer  Israel  juga  menyatakan  bahwa  jika 
pihaknya  mengetahui  adanya  penduduk 
sipil  yang  tinggal  di  gedung  tersebut,  me- 
reka  tidak  akan  melakukan  serangan  militer 
terhadap  gedung  pemukiman  tersebut.  Ber- 
dasarkan perkiraan  Perserikatan  Bangsa- 
Bangsa,  setidaknya  sepertiga  dari  kese- 
luruhan  jumlah  korban  yang  tewas  adalah 
anak-anak. 

Kontroversi  yang  berkembang  pada 
minggu  pertama  ketika  serangan  militer 
Israel  dilakukan  adalah  berkaitan  dengan 
sikap  Amerika  Serikat  yang  tidak  jelas, 
seperti  yang  disampaikan  oleh  Presiden 
Bush  bahwa  Israel  berhak  imtuk  melakukan 
operasi  militer  tersebut  ujiituk  melindungi 
kepentingan  nasionalnya  dan  keamanan 
nasionalnya."*  Sikap  ambivalen  Amerika 
Serikat  itu  sempat  menghambat  langkah 
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  men- 
cegah  dan  menanggulangi  tindak  kekerasan 
terhadap  warga  sipil  selama  terjadi  konflik 
antara  Israel  dan  Hizbullah,  dan  meng- 
hindari  jatuhnya  lebih  banyak  korban  di 
pihak  sipil. 

Pada  tanggal  11  Agustus  2006,  akhimya 
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melalui 
Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  1701 
menyerukan  kepada  Israel  dan  Hizbullah 
imtuk  menghentikan  berbagai  aksi  kekeras- 
an. Adapun  isi  dari  Resolusi  Dewan  Ke- 
amanan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  antara 


Ibid. 


3   Agence  France  Presse,  August  6*  2006.  *   CNN.com.  August  15*  2006 
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lain  rules  of  engagement  bagi  UNIFIL  sebagai 
pasukan  perdamaian  PBB  yang  ditugaskan 
untuk  mencegah  tindak  kekerasan  yang 
dilakukan,  baik  oleh  militer  Israel  maupun 
oleh  kelompok  Hizbullah,  serta  berkom.it- 
men  untuk  menurunkan  15.000  personel 
pasukar  perdamaian  PBB  untuk  menjalan- 
kan  misi  tersebut.^ 

Sejak  hari  pertama  Israel  melancarkan 
serangan  militemya  ke  wilayah  Libanon, 
opini  publik  di  Indonesia,  yang  mayoritas 
Muslim  menghimbau  pemerintah  imtuk 
segera  melakukan  langkah-langkah  yang 
tidak  hanya  untuk  mengutuk  perbuatan 
Israel  tetapi  juga  imtuk  segera  melakukan 
tindakan  untuk  membantu  rakyat  Libanon. 
Salah  satu  ormas  Islam  terbesar  yaitu 
NahdlatulUlama  (NU)  menyerukankepada 
pemerintah  Indonesia  untuk  segera  mengi- 
rimkan  bantuan  untuk  Libanon  yang  se- 
dang  mengalami  gempuran  militer  Israel.^ 
Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut, 
Ketua  Umum  Nahdlatul  Ulama,  Hasyim 
Muzadi,  juga  menyerukan  kepada  Malaysia 
untuk  segera  bersama-sama  dengan  Indo- 
nesia membantu  mengirimkan  pasukan 
perdamaian  di  bawah  naungan  PBB. 
Hasyim  Muzadi  juga  menyatakan  bahwa 
pengiriman  pasukan  perdamaian  Indonesia 
ke  Libanon  merupakan  bentuk  ketulusan 
dan  sikap  solidaritas  Indonesia  yang  sejalan 
dengan  politik  luar  negeri  Indonesia. 


Sementara  itu,  pada  mulanya  Israel 
menyetujui  pemberlakuan  Resolusi  Dewan 
Keamanan  PBB  1701  untuk  mengakhiri 
kekerasan  yang  terjadi,  namun  kemudian 
Israel  menyatakan  keberatan  dan  penolak- 
armya  terhadap  pasukan  perdamaian  dari 
Indonesia  dan  Malaysia.  Alasan  utama  dari 
penolakan  tersebut  adalah  karena  kedua 
negara  tersebut  belum  pemah  menyatakan 
pengakuannya  terhadap  Israel  sebagai 
suatu  negara  dan  tidak  memiliki  hubungan 
diplomatik  dengan  Israel.  Dalam  kaitannya 
dengan  hal  tersebut,  Israel  menyatakan 
bahwa  pihaknya  berupaya  untuk  mencegah 
kemungkinan  pasukan  perdamaian  dari 
Indonesia  dan  Malaysia  tidak  dapat  ber- 
tugas  secara  obyektif  karena  Indonesia  dan 
Malaysia  lebih  pro  Libanon.  . 

Menteri  Pertahanan  Indonesia,  Juwono 
Sudarsono  menyatakan  bahwa  tidak  akan 
ada  masalah  dalam  pengiriman  pasukan 
perdamaian  Indonesia  di  bawah  payung 
PBB. 7  Sementara,  Ketua  DPR  Agung 
Laksono  menyatakan  bahwa  dalam  Kons- 
titusi  Indonesia  dinyatakan  bahwa  Indo- 
nesia hams  ikut  berperan  secara  aktif  dan 
netral  dalam  menjaga  perdamaian  dimia. 

Walaupun  masih  banyak  permasa- 
lahan  teknis  yang  dihadapi  Indonesia  dalam 
upaya  pengiriman  pasukan  perdamaian 
tersebut,  pemerintah  Indonesia  berkomit- 
men  imtuk  mengirimkan  1.000  personel  pa- 
sukan perdamaian  yang  rencana  akan  di- 
kirim  pada  akhir  September  2006.^ 


'  http://  www.un.org/News/Press/docs/ 
2006/sc8808.doc.htm 

*  Antara,  September  26*  2006. 


http://www.indonesia.go.id/index.php/ 
content/view/1980/705/ 

'   Kompas,  September  2"''  2006. 
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B.   PROGRAM  NUKLIR  IRAN 

Pada  tanggal  11  April  2006,  Presiden 
Iran,  Mahmoud  Ahmadinejad  mengumum- 
kan  secara  terbuka  bahwa  Iran  telah  berhasil 
melakukan  pengayaan  uranium  ke  tingkat 
yang  lebih  tinggi,  dan  sejak  itu  Iran  telah 
bergabung  dengan  kelompok  negara-ne- 
gara  yang  memiliki  teknologi  nuklir.^  Meski 
demikian,  pernyataan  tersebut  belum  dapat 
dibuktikan  secara  jelas. 

Sementara,  negara-negara  Eropa  dan 
Amerika  Serikat  khawatir  bahwa  Iran  me- 
miliki kemampuan  untuk  membuat  bom 
nuklir,  Presiden  Iran  Ahmadinejad  me- 
nyatakan  bahwa  program  nuklir  Iran 
ditujukan  untuk  pemenuhan  kebutuhan 
energi.  Dewan  Keamanan  Perserikatan 
Bangsa  Bangsa,  pada  Maret  2006  menye- 
rukan  kepada  Iran  untuk  segera  meng- 
hentikan  kegiatan  pengayaan  uraniumnya 
dengan  batas  waktu  28  April  2006.  Namun 
seruan  tersebut  belum  berhasil  meng- 
hentikan  program  nuklir  Iran.  Sementara, 
dua  anggota  dari  Dewan  Keamanan  PBB, 
yaitu  China  dan  Rusia  menyatakan  kebe- 
ratannya  jika  sanksi  diberikan  kepada  Iran. 

Bagi  Dewan  Keamanan  PBB,  Inter- 
national Atomic  Energy  Agency  (IAEA)  belum 
mampu  memberikan  jaminan  kepastian 
berkaitan  dengan  material  nuklir  dan 
berbagai  aktifitas  yang  dilakukan  oleh  Iran 
selama  tiga  tahun  terakhir.  Saat  ini  IAEA 
meminta  kepada  Iran  untuk  menghentikan 
berbagai  kegiatan  yang  terkait  dengan 
kegiatan  pengayaan  dan  pemrosesan  nuklir. 


termasuk  di  antaranya  research  and  develop- 
ment. Iran  diberi  waktu  satu  bulan  sebelum 
menghadapi  ancaman  sanksi  diplomatik 
dan  ekonomi.  Dewan  Keamanan  PBB  de- 
ngan mengacu  kepada  Resolusi  1696  tahun 
2006  menyatakan  melalui  voting  14  -  1, 
bahwa  penghentian  program  nuklir  akan 
sangat  membantu  proses  negosiasi  tentang 
pembangunan  program  nuklir  Iran  untuk 
tujuan  damai.^" 

Lima  belas  anggota  IAEA  dalam 
resolusinya  GOV/2006/14  menyerukan 
kepada  Iran  untuk  segera  menghentikan 
kegiatan  pengayaan  nuklir,  tanpa  adanya 
penundaan  lebih  jauh.  Resolusi  tersebut  juga 
menyatakan  bahwa  membangun  tingkat 
kepercayaan  tentang  kegiatan  program 
nuklir  merupakan  hal  yang  esensial.  Di 
samping  itu,  resolusi  tersebut  menggaris- 
bawahi  keinginan  masyarakat  intemasional 
untuk  mencari  solusi  secara  positif  dan 
membawa  Iran  untuk  kembali  ke  dalam  dia- 
log di  bawah  koordinasi  IAEA.  Dalam 
kaitannya  dengan  hal  tersebut,  Dewan  Ke- 
amanan PBB  juga  menyampaikan  proposal 
dari  China,  Perancis,  Jerman,  Rusia,  Inggris 
dan  Amerika  Serikat  dengan  dukungan  dari 
Uni  Eropa  untuk  melakukan  berbagai  ini- 
siatif  jangka  panjang  dan  menyeluruh,  yang 
memungkinkan  bagi  pemulihan  hubungan 
dengan  Iran  yang  didasarkan  atas  saling 
menghormati  dan  membangun  kepercayaan 
internasional  dalam  program  nuklir  Iran 
imtuk  tujuan  damai. 

Dalam  hal  ini,  Dewan  Keamanan  PBB 
juga  kembali  memberikan  batas  akhir  bagi 


'    World  News  Digest,  AprU  13*  2006. 


'0   S.  Fed  News,  July  31"  2006. 
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Iran  untuk  menghentikan  program  pe- 
ngayaan  uranium  sampai  dengan  31 
Agustus  2006.  Namun,  sampai  sekarang 
batas  akhir  tersebut  sudah  lewat  dan  pe- 
merintah  Iran  nampaknya  masih  enggan 
imtuk  menghentikan  program  nuklirnya. 
Namun  demikian,  saat  ini  berbagai  inisiatif 
terus  dikembangkan  oleh  Uni  Eropa  dan 
Amerika  Serikat. 

C   ISU  NUKLIR  KOREA  UTARA 

Pada  tanggal  5  Juli  2006,  Korea  Utara 
melakukan  percobaan  peluncuran  tujuh 
mdal.  KeseluTuhan  percobaan  tujuh  rudal 
tersebut  mengalami  kegagalan  dan  jatuh  di 
laut  Jepang,  namim  hasil  dari  percobaan 
yang  tidak  berbahaya  tersebut  mengundang 
kecaman  dari  masyarakat  intemasional  dan 
menghimbau  Jepang  untuk  melakukan 
sanksi  ekonomi  terhadap  rezim  komunis  di 
Korea  Utara.  Sementara,  pihak  Korea  Utara 
menyatakan  bahwa  Korea  Utara  memiliki 
hak  untuk  melakukan  tes  peluncuran  rudal 
tersebut.  Namun  demikian,  percobaan 
tersebut  telah  menimbulkan  kekhawatiran 
dan  ketakutan  tentang  adanya  kemimgkin- 
an  peningkatan  kemampuan  program  rudal 
jelajah  Korea  Utara. 

Dalam  isu  nuklir  Korea  Utara  ini,  pihak 
Jepang  menyerukan  agar  diberlakukan 
sanksi  terhadap  Korea  Utara  melalui  me- 
kanisme  Resolusi  PBB  dan  meminta  agar 
Korea  Utara  segera  kembali  ke  perundingan 
Six  Party  Talks.  Sedangkan  China  dan  Rusia 
menyarankan  adanya  pernyataan  Dewan 
Keamanan  yang  lebih  lunak,  tanpa  harus 
ada  ancaman  atau  pemberian  sanksi  bagi 
Korea  Utara.  Posisi  China  dan  Rusia  ter- 
sebut menyulitkan  bagi  Jepang  dan  negara- 


negara  lainnya,  terutama  Amerika  Serikat 
dan  Inggris  untuk  melakukan  tindakan 
yang  tegas."  Lima  belas  Duta  Besar  negara- 
negara  anggota  di  Dewan  Keamanan  PBB 
kemudian  membahas  tentang  tindakan  apa 
yang  perlu  dilakukan  terhadap  Korea  Utara, 
sehubungan  dengan  serangkaian  percobaan 
peluncuran  rudal.  Untuk  itu  Jepang  telah 
membuat  rancangan  draft  Resolusi  yang 
telah  disebarluaskan  guna  mengatur 
larangan  tentang  transfer  fund,  material,  dan 
teknologi  yang  memimgkinkan  Korea  Utara 
untuk  membangun  program  nuklir  dan 
senjata  pemusnah  massal. 

Melalui  proposal  yang  diajukan  oleh 
Jepang  tersebut,  Dewan  Keamanan  PBB 
diharapkan  dapat  mengecam  percobaan 
peluncuran  rudal  balistik  Korea  Utara  dan 
menetapkan  bahwa  Korea  Utara  harus  se- 
gera menghentikan  kegiatan,  percobaan, 
pengerahan  dan  proliferasi  rudal  nuklirnya. 
Dewan  Keamanan  PBB  juga  meminta  agar 
Korea  Utara  kembali  ke  Six  Party  Talks,  de- 
ngan tanpa  syarat  dan  menghentikan 
keseluruhan  kegiatan  program  nuklir,  ter- 
masuk  pemrosesan  plutonium  dan  penga- 
yaan  uraruum. 

Nampaknya  sampai  dengan  saat  ini 
Korea  Utara  masih  belum  juga  bergeming 
untuk  menghentikan  program  nuklirnya 
dan  tetap  akan  melanjutkannya.  Sementara 
itu,  kebijakan  untuk  mengisolasi  Korea 
Utara  nampaknya  tidak  menunjukkan  hasil 
yang  baik.  Proyek  pembangunan  rudal 
nuklir  menjadi  satu-satunya  cara  bagi  Korea 


Associated  Press  Worldstreain,  July  5*  2006. 
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Utara  untuk  menarik  perhatian  agar  ke- 
bijakan  pengisolasioan  Korea  Utara  dihenti- 
kan.  Untuk  itu,  Korea  Utara  berniat  untuk 
tetap  melanjutkan  program  nuklirnya, 
sampai  dengan  isolasi  terhadap  Korea  Utara 
dihentikan. 

Sikap  Korea  Utara  tersebut  makin  di- 
perkuat  dengan  dilakukannya  percobaan 
bom  nuklir  pada  tanggal  9  Oktober  2006 
yang  dilakukan  di  bawah  tanah.'^  Kepu- 
tusan  yang  dilakukan  oleh  Korut  itu  diambil 
dengan  tidak  mengindahkan  seruan  masya- 
rakat  internasional.  Tentunya  perkem- 
bangan  tersebut  bukan  merupakan  perkem- 
bangan  yang  baik  bagi  stabilitas  kawasan 
karena  hal  tersebut  berpotensi  memicu 
proliferasi  senjata  nuklir  di  kawasan.  Dalam 
pada  itu,  berbagai  pLhak  sangat  mengharap- 
kan  peran  aktif  China  dalam  mengupaya- 
kan  penyelesaian  krisis  nuklir  Korea  Utara. 

D.  KUDETA  MILITER  DI 
THAILAND 

Pada  tanggal  20  September  2006  terjadi 
insiden  kudeta  militer  di  Thailand  untuk 
menggulingkan  Perdana  Menteri  Thaksin 
Shinawatra  ketika  Perdana  Menteri  Thaksin 
sedang  menghadiri  General  Assembly 
Meeting  di  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, 
New  York.  Satu  hal  yang  menarik  perhatian 
banyak  orang  dari  insiden  itu  adalah  bahwa 
kudeta  militer  tersebut  dilakukan  dengan 
cara  damai  tanpa  adanya  pertumpahan 
darah.  Pasukan  tentara  yang  menduduki 
Bangkok  tersebut  malah  disambut  oleh 


masyarakat  dengan  pemberian  bunga  dan 
sekilas  nampak  adanya  perayaan  hari  besai 
di  kota  tersebut  tanpa  adanya  ketakutan.^- 
Pasukan  bersenjata  lengkap  yang  men- 
duduki ibukota  tersebut  menerima  karang- 
an  bunga  dari  masyarakat. 

Penguasa  militer  Thailand  saat  ini 
memberlakukan  pengawasan  ketat  ter- 
hadap media  dan  melarang  berbagai  ke- 
rumunan  masyarakat  sebagaimana  yang 
dikatakan  oleh  pihak  militer  sebagai  upaya 
pemulihan  keadaan.  Kudeta  tersebut  di- 
pimpin  oleh  Jenderal  Sonthi  yang  merupa- 
kan perwira  tinggi  pertama  yang  berasa] 
dari  golongan  minoritas  muslim  di  negara 
yang  didominasi  oleh  pemeluk  agama 
Budha.  Jenderal  Sonthi  memberikan  ke- 
terangan  yang  memberikan  keterangar 
tentang  kudeta  tersebut  di  televisi  dengan 
mengatakan  bahwa  Thaksin  telah  menye- 
babkan  pergeseran  sosial  dan  bersalah  atas 
berbagai  tindak  korupsi.'^ 

Sementara  masyarakat  sedang  dalam 
euphoria  menyambut  pasukan  tersebut, 
banyak  kecaman  ditujukan  terhadap  kudeta 
tersebut.  Editorial  media  di  Inggris  dan 
Amerika  Serikat  mengutuk  kudeta  yang 
menggulingkan  Perdana  Menteri  Thaksin 
dengan  menyatakan  bahwa  betapapun._ 
impotennya  pemerintahan  Thaksin,  kudeta 
militer  merupakan  tindakan  yang  tidak 
dapat  dibenarkan.  Beberapa  media  di  Asia 
juga  mengkritik  tindakan  militer  tersebul 
sebagai  suatu  kemunduran  institusi 


BBC  Monitoring  International  Report,  October 

17*  2006. 


"  The  Australia,  September  21"  2006. 
"  Ibid. 
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demokrasi,  namun  beberapa  pandangan 
juga  menyatakan  bahwa  kepemimpinan 
Thaksin  yang  tidak  bertanggung  jawab 
memang  hams  digulingkan. 

I  Dalam  kudeta  tidak  berdarah  yang 
sukses  tersebut,  Jenderal  Sonthi  menyata- 
kan bahwa  Council  for  PoUtical  Reform 
telah  dibentuk  imtuk  mengambil  langkah- 
langkah  untuk  normalisasi  keadaan  setelah 
berbagai  kekacauan  yang  disebabkan  oleh 
pemerintahan  Thaksin  dan  segera  melak- 
sanakan  pemilihan  umum  ulang.  Dalam 
menjelaskan  maksud  dan  tujuan  dari 
Council  for  political  reform  tersebut  Jenderal 
Sonthi  juga  menyatakan  bahwa  pihaknya 
tidak  berniat  untuk  mengambil  alih  ke- 
kuasaan  namim  kudeta  tersebut  ditujukan 
imtuk  mengembalikan  kekuasaan  kepada 
rakyat  melalui  penyelenggaraan  pemilu. 

Fenomena  tersebut  di  satu  sisi  mem- 
berikan  contoh  bahwa  kudeta  militer  juga 
dapat  dilakukan  tanpa  menimbulkan  jatuh- 
nya  korban  sipil.^^  Namim  di  sisi  lain,  hal 
tersebut  dapan  menjadi  peseden  buruk  jika 
militer  menganggap  bahwa  negara  tidak 
berjalan  dengan  semestinya,  maka  militer 
berwenang  untuk  melakukan  kudeta. 
Fenomena  ini  juga  merupakan  salah  satu 
tantangan  yang  serius  bagi  ASEAN  di  masa 
depan  menuju  demokratisasi. 

E.    PERDANA  MENTERI  BARU 
JEPANG 

Tokoh  nasionalis  Jepang,  Shinzo  Abe 
terpilih  sebagi  Perdana  Menteri  Jepang  yang 


baru,  menggantikan  pendahulunya  Per- 
dana Menteri  Junichiro  Koizumi.  Shinzo 
Abe,  52  tahun  yang  merupakan  Perdana 
Menteri  termuda  sejak  Perang  Dunia  kedua, 
menyatakan  komitmennya  untuk  melaku- 
kan reformasi  ekonomi  dan  membangun 
hubungan  yang  baik  dengan  China.^^ 

Banyak  kalangan  berpendapat  bahwa 
di  bawah  kepemimpinan  Shinzo  Abe  tidak 
akan  banyak  perubahan  kebijakan,  khu- 
susnya  dalam  kaitannya  dengan  perbaikan 
hubungan  Jepang  dengan  China  dan  Korea 
Selatan  di  masa  mendatang.  Masalah  kim- 
jungan  ke  kuil  Yasukuni  merupakan  salah 
satu  pengganjal  hubungan  Jepang  dengan 
negara  sekitamya.  Di  masa  kepemimpinan 
Koizumi,  hubungan  Jepang  dengan  China 
sempat  mengalami  ketegangan  setelah 
Koizumi  melakukan  kunjungan  ke  kuil 
Yasukuni,  tempat  bersemayamnya  para 
penjahat  perang  dimia  kedua  kelas  A.  Jika 
Shinzo  Abe  menjalankan  kebijakan  yang 
sama  seperti  Koizumi,  hubungan  Jepang 
dengan  China  dapat  dipastikan  menjadi 
buruk.  Di  masa  yang  lalu,  seusai  Koizumi 
melakukan  kimjungan  ke  kuil  Yasukimi, 
Beijing  menyatakan  membekukan  semua 
pertemuan  bilateral  tingkat  tinggi  antara 
-  pejabat  Tokyo  dengan  Beijing.  Presiden  Hu 
Jintao  waktu  itu,  sempat  menolak  bertemu 
dengan  Perdana  Menteri  Koizumi. 

Perdana  Menteri  Jepang,  Shirrzo  Abe, 
yang  berasal  dari  kalangan  nasionalis 
tersebut  juga  sempat  menyatakan  komit- 
mennya untuk  memperbaiki  hubungan 


'5   The  Jakarta  Post,  September  26'*"  2006. 
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dengan  China;  meningkatkan  hubungan 
dengan  Amerika  Serikat;  dan  merombak 
konstitusi  Jepang.^''  Sementara  itu,  penye- 
lesaian  secara  damai  untuk  meningkatkan 
penyelesaian  masalah  Korea  Utara  dan 
hubungannya  dengan  Cina^^  juga  menjadi 
perhatian  Abe. 

Dalam  bidang  ekonomi  dan  keuangan, 
Perdana  Menteri  Shinzo  Abe  mencanang- 
kan  pengetatan  budget  dan  peningkatan 
keuangan  pemerintah.^^  la  menandai  pem- 
berlakuan  kebijakan  tersebut  dengan  me- 
nerapkan  pengurangan  gajinya  sendiri, 
berikut  seluruh  anggota  kabinetnya.  Untuk 
ke  depan  Abe  juga  menargetkan  agar 

The  Associated  Press,  September  27"^  2006. 
'»  Ibid. 

"  Australia  Broadcasting  Corporation,  September 
27"'  2006. 


Jepang  memperoleh  kursi  keanggotaa 
tetap  dalam  Dewan  Keamanan  PBB,  sert 
harmonisasi  hubungan  Jepang  denga 
negara  tetangganya  di  Asia,  terutam 
China. 

F.  PENUTUP 

Perkembangan-perkembangan  bar 
tersebut  di  atas  mempunyai  dampak  si^ 
nifikan  terhadap  politik  luar  negeri  Indc 
nesia.  Hal  penting  yang  perlu  dicatat  adala 
bahwa  perkembangan  politik  intemasionc 
tidak  dapat  diabaikan.  Fenomena  globe 
maupun  fenomena  regional  membaw 
dampak,  baik  langsung  maupun  tidak  lan^ 
sung  terhadap  kepentingan  Indonesia.  De 
ngan  kata  lain,  ancaman  terhadap  stabilita 
dan  keamanan  internasional  akan  mem 
punyai  dampak  terhadap  kepentingan  da 
keamanan  Indonesia. 
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Fasilitasi  Perdagangan  dalam  WTO 
dan  Relevansinya  bagi  Indonesia^ 


Yose  Rizal  Damuri 


Fasilitasi  perdagangan  telah  disepakati  menjadi  salah  satu  aspek  penting  yang  dibicarakan  dalam 
negosiasi  perdagangan  multilateral  di  bawah  WTO,  yang  dianggap  akan  menguntungkan  seluruh 
negara  anggotanya,  terutama  bagi  negara  berkembang.  Pembicaraan  mengenai  aspek  fasilitasi 
perdagangan  juga  menyetujui  adanyan  bantuan  teknik  dan  pengembangan  kapasitas  untuk 
negara-negara  berkembang  dalam  rangka  memperbaikiprosedur  perdagangan.  Untuk  itu,  negara- 
negara  berkembang,  termasuk  Indonesia  melakukan  kajian  terhadap  kondisiprosedur  perdagangan 
yang  telah  ada,  usaha  perbaikannya,  dan  kebutuhan  bantuan  teknik  serta  pengembangan  kapasitas 
yang  diperlukan. 


PENDAHULUAN 

DALAM  berbagai  kebijakan  yang 
diambil  oleh  pemerintah  Re- 
publik  Indonesia,  terlihat  bahwa 
negara  ini  berusaha  menjadikan  per- 
dagangan intemasional  sebagai  salah  satu 
aspek  penting  dalam  orientasi  pemba- 
ngunan  ekonomi.  Maka  wajar  jika  diber- 
lakukan  berbagai  upaya  untuk  memper- 
lancar  akifitas  perdagangan  intemasional, 
atau  biasa  dikenal  dengan  sebutan  fasilitasi 
perdagangan.  Aktifitas  perdagangan  inter-  _ 
nasi  on  al  yang  lancar,  baik  untuk  keperluan 
ekspor  maupun  impor  akan  meningkatkan 
daya  saing  produk  Indonesia,  yang  pada 
gilirannya  akan  menjadi  salah  satu  faktor 
utama  pertumbuhan  ekonomi. 


Fasilitasi  perdagangan  telah  menjadi 
salah  satu  topik  pembahasan  negosiasi 
perdagangan  antara  negara-negara  anggota 
WTO  (World  Trade  Organization).  Tulisan  ini 
menjelaskan  beberapa  aspek  penting  dalam 
negosiasi  tersebut,  dan  kesiapan  Indonesia 
dalam  aspek  perundingan  yang  dibicara- 
kan. Pada  bagian  lain  dijelaskan  mengenai 
arti  dan  lingkup  fasilitasi  perdagangan, 
diikuti  dengan  pembahasan  mengenai 
beberapa  aspek  yang  didiskusikan  oleh 
negara  anggota  WTO.  Kemudian  akan 
ditinjau  seberapa  jauh  fasilitasi  perda- 
gangan yang  telah  dilakukan  oleh  Indo- 
nesia, serta  implikasi  dari  perundingan 
yang  berlangsung. 


'  Tulisan  ini  merupakan  makalah  pengantar 
untuk  workshop  "Menyusun  Posisi  Pembangunan 
Strategis  Pada  KTM  WTO  VI  di  Hong  Kong", 
7  September  2005. 
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FASILITASI  PERDAGANGAN:  BE- 
BERAPA  CATATAN 

Fasilitasi  Perdagangan  telah  lama 
menjadi  diskusi  menarik  dalam  bidang 
perdagangan  intemasional.  Dengan  adanya 
penurunan  tingkat  hambatan  perdagangan, 
baik  yang  berupa  bea  masuk  maupun 
hambatan  lainnya,  prosedur  perdagangan 
yang  lebih  sederhana  dan  menimjang  per- 
dagangan intemasional,  mempakan  bagian 
yang  tidak  terpisahkan  dari  upaya  pening- 
katan  perdagangan.  Berbagai  studi  menun- 
jukkan  bahwa  perbaikan  dalam  berbagai 
aspek  penunjang  dan  prosedur  perdagang- 
an membawa  dampak  positif  yang  cukup 
besar. 

Salah  satu  studi  dari  Wilson,  Mann  dan 
Otsuki  (2004)  memperlihatkan  bahwa 
perbaikan  pada  empat  faktor  utama  pe- 
nunjang perdagangan,  yaitu  pelabuhan, 
kepabeanan,  peraturan  dan  jasa  infra- 
struktur,  akan  meningkatkan  perdagangan 
dunia  sebesar  US$377  milyar.  Studi-studi  ini 
mengungkapkan  pula  bahwa  keuntungan 
yang  diperoleh  tergantung  dari  aspek  mana 
yang  disederhanakan,  dan  sejauh  mana 
fasilitasi  diberikan. 

Fasilitasi  perdagangan  sendiri  mung- 
kin  dapat  dijabarkan  sebagai  suatu  proses 
dalam  upaya  menyederhanakan  lingkung- 
an  dan  pengelolaan  perdagangan  inter- 
nasional.  Lingkimgan  dalam  pengelolaan 
perdagangan  internasional  dapat  dike- 
lompokkan  menjadi  empat  aspek  kegiatan. 
Pertama,  aspek  transportasi  dan  logistik, 
yang  memungkinkan  perpindahan  dan 
penyimpanan  barang  yang  diperdagang- 
kan.  Kedua,  aspek  yang  berkaitan  dengan 


prosedur  kepabeanan  dan  prosedur  per- 
dagangan yang  terkait.  Ketiga,  aspek  per- 
aturan dan  kebijakan  perdagangan.  Ke- 
empat,  aspek  pembiayaan  perdagangan 
(ESCAP  2004)2. 

Fasilitasi  perdagangan  berusaha  mem- 
buat  aspek-aspek  tersebut  dapat  terkoor- 
dinasi  antara  satu  dengan  lainnya  serta 
dapat  dilakukan  secara  terotomatisasi. 
Selain  itu  fasilitasi  perdagangan  berusaha 
menyederhanakan  berbagai  kegiatan  ter- 
sebut dengan  cara  mengharmonisasikan 
aspek-aspek  tersebut  dengan  praktek  yang 
secara  umum  berlaku  di  berbagai  negara, 
serta  dengan  menerapkan  berbagai  standar 
yang  telah  disetujui.  Dengan  berbagai  upa- 
ya tersebut,  diharapkan  adanya  efisiensi 
dalam  kegiatan  perdagangan  yang  pada 
akhirnya  akan  mengurangi  biaya  dan 
meningkatkan  daya  saing. 

FASILITASI  PERDAGANGAN  DA- 
LAM WTO 

Pada  tanggal  1  Agustus  2004,  negara- 
negara  anggota  WTO  mengeluarkan  sebuah 
paket  kerangka  kesepahaman  yang  me- 
rupakan  bagian  dari  Agenda  Pembangunan 
Doha  {Doha  Development  Agenda).  Dalam 
paket  kerangka  kesepahaman  atau  yang 
disebut  dengan  Paket  Juli  tersebut,  para 
anggota  sepakat  imtuk  memulai  pembica- 
raan  mengenai  isu  Fasilitasi  Perdagangan 
(Trade  Facilitation  -  TF).  Pembahasan  ini 


^  Ada  berbagai  definisi  lain  mengenai  fasilitasi 
perdagangan.  APEC,  misalnya,  memasukkan  aspek 
mobilitas  manusia  dalam  melakukan  bisnis  dan  aspek 
electronic  commerce  sebagai  bagian  dari  fasilitasi  per- 
dagangan. 
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merupakan  satu-satunya  dari  empat  isu 
yang  dikenal  sebagai  "Singapore  Issues"  yang 
dibicarakan  dalam  kerangka  kesepakatan 
multilateral  WTO.  Modalitas  perundingan 
mengenai  fasilitasi  perdagangan  tertuang 
dalam  Annex  D  dari  kesepakatan  tersebut 
yang  mengatur  beberapa  hal  dasar  dari 
pembicaraan  tersebut. 

Pembicaraan  mengenai  fasilitasi  per- 
dagangan dalam  WTO  lingkupnya  sangat 
terbatas.  Fasilitasi  perdagangan  biasanya 
didefinisikan  sebagai  berbagai  isu  yang 
terkait  dengan  penerapan  artikel  V,  VIU  dan 
X  dari  G  A.TT.  Artikel  V  membahas  menge- 
nai perlakuan  dan  prosedur  terhadap  ba- 
rang-barang  dalam  transit.  Artikel  VIII 
membahas  mengenai  formalitas  dan  biaya 
yang  berkaitan  dengan  prosedur  per- 
dagangan, sementara  artikel  X  menjelaskan 
aspek  publikasi  dan  administrasi  dari 
prosedur  perdagangan. 

Artikel-artikel  tersebut  tidak  men- 
jelaskan secara  lebih  lanjut  kriteria  apa  saja 
yang  harus  diadopsi  oleh  para  anggota. 
WTO  mendefinisikan  fasilitasi  perdagangan 
sebagai  proses  "simplifikasi  dan  harmo- 
nisasi  prosedur  yang  berkaitan  dengan 
perdagangan  intemasional"  yang  meliputi 
''aktifitas,  praktek  dan  formalitas  yang 
berkaitan  dengan  pengolahan  data  untuk 
perpindahan  barang".  Salah  satu  tujuan  dari 
pembicaraan  yang  berlangsung  saat  ini 
adalah  pengembangan  lebih  lanjut  dari 
ketiga  artikel  tersebut,  sebelum  berbagai 
kriteria  tersebut  dapat  diterima  dan  berlaku 
bagi  anggota  WTO. 


Pada  pertemuan  pertama  Kelompok 
Negosiasi  Fasilitasi  Perdagangan  (NGTF), 
para  anggota  WTO  menyepakati  rencana 
kerja  dan  agenda  pertemuan.  Ada  empat 
aspek  penting  yang  saat  ini  dinegosiasikan 
negara-negara  anggota  WTO,  meliputi: 

1.  Klarifikasi  dan  pengembangan  lebih 
lanjut  artikel  V,  Vm  dan  X  dari  GATT 
yang  berkaitan  dengan  fasilitasi 
perdagangan.  Ini  akan  menentukan 
sampai  sejauh  mana  fasilitasi  yang  harus 
diberikan  oleh  negara-negara  anggota 
WTO  untuk  aktifitas  ekspor  dan  impor. 

2.  Klarifikasi  mengenai  bantuan  teknis 
dan  pengembangan  kapasitas  yang 
dibutuhkan  dalam  fasilitasi  per- 
dagangan 

3.  Pembicaraan  mengenai  Special  and 
Diferential  treatment  (S&D)  untuk  ne- 
gara  berkembang 

4.  Identifikasi  mengenai  kebutuhan  dan 
prioritas  pengembangan  fasilitasi 
perdagangan,  termasuk  mengenai 
aspek  biaya  yang  timbul  akibat  di- 
sepakatinya  beberapa  aspek  fasilitasi 
perdagangan. 

LINGKUP  FASILITASI  PERDA- 
GANGAN 

Dalam  penjabaran  lebih  lanjut  me- 
ngenai ketiga  artikel  yang  terkait  dengan 
fasilitasi  perdagangan,  beberapa  negara 
anggota  WTO  saat  ini  telah  mempersiapkan 
dan  mengajukan  berbagai  proposal.  Hingga 
September  2006  telah  masuk  140  proposal 
dari  berbagai  negara  anggota.  Tiap  proposal 
memberikan  pandangan  dan  penekanan 
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yang  agak  berbeda  terhadap  ketiga  artikel 
tersebut.  Tetapi  secara  umum,  proposal- 
proposal  tersebut  menekankari  beberapa 
prinsip  mendasar  mengenai  proses  fasilitasi 
perdagarigan.  Prinsip-prinsip  tersebut 
mencakup  berbagai  aspek:  (1)  transparansi, 
(2)  non-diskriminasi,  (3)  komunikasi  dan 
korisultasi,  (4)  harmonisasi  dan  standarisasi, 
(5)  simplifikasi  dan  modernisasi,  serta  (6) 
komitmen  dalam  penerapan. 

Walaupun  hingga  saat  ini  pembicaraan 
mengenai  tingkat  pelaksanaan  dari  pem- 
berian  fasilitasi  perdagangan  belum  dise- 
pakati  oleh  berbagai  negara  anggota,  bebe- 
rapa tindakan  {measures)  dalam  pemberian 
fasilitasi  yang  berkaitan  dengan  prosedur 
perdagangan  internasional  dapat  disarikan 
dari  berbagai  proposal  yang  ada.  Fasilitasi 
perdagangan  yang  diusulkan  tercakup 
dalam  beberapa  aspek  di  bawah  ini: 

•  Publikasi  dan  ketersediaan  informasi 
mengenai  prosedur  dan  kebijakan  yang 
berlaku  dalam  perdagangan  interna- 
sional. Dalam  kategori  ini  juga  termasuk 
pemberlakuan  jeda  waktu  antara  pu- 
blikasi peraturan  dan  implementasi 

•  Mekanisme  konsultasi  terhadap  per- 
ubahan  peraturan  dan  prosedur  yang 
berlaku 

•  Penetapan  awal  (advance  rulings).  Pem- 
berlakuan fasilitasi  ini  memimgkinkan 
pelaku  perdagangan  internasional 
memperoleh  ketetapan  yang  pasti  me- 
ngenai klasifikasi,  asal  dan  bea  masuk 
yang  harus  dibayarkan  dari  barang 
yang  akan  diimpor,  sebelum  proses 
impor  berlangsung  dan  berlaku  untuk 


jangka  waktu  tertentu.  Pemberlakuan 
fasilitas  ini  akan  memberikan  jaminan 
yang  lebih  tinggi  bagi  para  pelaku 
perdagangan. 

•  Prosedur  banding  dalam  berbaga: 
aspek  kepabeanan. 

•  Aturan  yang  menjamin  adanya  non- 
diskriminasi  dan  transparansi,  sertc 
integritas  petugas  yang  terkait,  sepert 
penetapan  kode  etik  dan  sistem  penalti 

•  Pengenaan  pungutan  dan  biaya  yan^ 
wajar  dalam  penanganan  ekspor  dar 
impor. 

•  Prosedur  formal  dalam  penanganar 
ekspor  dan  impor  yang  sederhana  dar 
memberikan  kemudahan  bagi  par? 
pelaku  perdagangan.  Ini  termasuk,  mi 
salnya,  pemberlakuan  standar  inter 
nasional  yang  ada,  adanya  fasilita; 
sitigit  window,  dan  otomatisasi  pro 
sedur. 

•  Prosedur  konsularisasi. 

•  Peningkatan  koordinasi  antara  ber 
bagai  pihak  yang  terkait  dalam  bidan^ 
perdagangan  internasional. 

•  Berbagai  tindakan  dan  fasilitas  yan^ 
dapat  mempermudah  dan  memper 
lancar  prosedur  kliring  dan  pemberiai 
izin  keluar  dari  kepabeanan.  Dalan 
kategori  ini  termasuk  pemberlakuai 
sistem  post-audit  dan  manajemen  re 
siko,  serta  pemisahan  antara  prose: 
kliring  dan  pemberian  izin  keluar. 

•  Pemberlakuan  klasifikasi  yang  sesua 
standar  internasional  dan  berdasarkaj 
kriteria  yang  obyektif. 
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•  Berbagai  fasilitasi  untuk  barang-barang 
yang  dalam  transit,  termasuk  pem- 
bebasan  dari  pengenaan  bea  masuk 
dan  prosedur  yang  lebih  sederhana. 

S  &  D  DAN  BANTUAN  TEKNIS 

Diterimanya  pembahasan  mengenai 
fasilitasi  perdagangan  dalam  perundingan 
putaran  Doha  saat  ini  menandakan  bahwa 
negara-negara  anggota  WTO  menyadari 
akan  pentingnya  pemberian  fasilitasi  dalam 
aktifitas  perdagangan.  Tetapi  tidak  seperti 
penurunan  bea  masuk  dan  perubahan 
kebijakan  perdagangan,  yang  relatif  secara 
teknis  lebih  mudah  dilaksanakan,  pemberian 
fasilitasi  dan  perbaikan  dalam  prosedur 
perdagangan  secara  teknis  membutuhkan 
usaha  yang  tidak  sedikit.  Ini  berkaitan 
dengan  peningkatan  kemampuan  teknis  dari 
petugas  pelaksana,  penggunaan  teknologi 
dalam  pengurusan  prosedur  perdagangan, 
penyediaan  informasi  secara  luas,  serta 
penerapan  sistem  dan  manajemen  yang  rapi 
dan  terorganisir  dengan  baik. 

Berbagai  hal  tersebut  tidak  datang 
dengan  sendirinya,  tetapi  membutuhkan 
usaha  yang  cukup  memakan  waktu  serta 
membutuhkan  biaya  tersendiri.  Penerapan 
sistem  single  window  untuk  menyeder- 
hanakan  prosedur  formal  dalam  ekspor  dan 
impor,  misalnya,  membutuhkan  investasi 
teknologi  informasi  yang  tidak  sedikit,  serta 
membutuhkan  keterampilan  lebih  dari  para 
pelaksana.  Terkadang  penerapan  suatu 
fasilitasi  perdagangan  tidak  hanya  berarti 
peningkatan  kemampuan  dari  petugas  yang 
terkait,  tetapi  juga  membutuhkan  investasi 
dan  perbaikan  kemampuan  pihak  peng- 
usaha.  Penerapan  manajemen  resiko 


dengan  sistem  post-audit  misalnya,  meng- 
haruskan  pengusaha  mempunyai  admi- 
nistrasi  dokumen  yang  baik  dan  rapi. 

Dengan  adanya  pertimbangan  ter- 
sebut, negosiasi  dalam  bidang  fasilitasi 
perdagangan  juga  memasukan  pembi- 
caraan  mengenai  perlakuan  special  and 
differential  (S&D)  untuk  negara-negara 
berkembang  beserta  bantuan  teknis  dan 
pengembangan  kapasitas.  Pembicaraan 
mengenai  S&D  ini  didasarkan  atas  dua 
alasan  utama  (Tang  2004).  Pertama,  masalah 
kemampuan  dari  negara  berkembang,  baik 
secara  teknis  dan  manajemen  maupun  dari 
segi  finansial,  imtuk  menjalankan  berbagai 
ketentuan  yang  akan  diatur  oleh  WTO. 
Kedua,  terkait  dengan  perbedaan  kebutuhan 
dari  tiap-tiap  negara  anggota.  Bahkan  untuk 
negara  dengan  tingkat  ekonomi  dan  per- 
dagangan yang  serupa,  kebutuhan  akan 
fasilitasi  perdagangan  mungkin  akan 
berbeda.  Dengan  memperhatikan  kedua 
alasan  utama  tersebut,  S&D  dalam  fasilitasi 
perdagangan  ditujukan  untuk  memberikan 
keleluasaan  bagi  negara  berkembang  ber- 
dasar  kapasitas  mereka  dalam  menentukan 
lingkup  dan  waktu  implementasi  komitmen 
dalam  fasilitasi  perdagangan.'' 

Proposal  mengenai  S&D  yang  telah 
dijabarkan  hingga  saat  ini  memuat  beberapa 
hal,  selain  dari  pemberian  periode  transisi, 
yang  merupakan  aspek  umum  dalam 


3  Lihat  Annex  D  Paket  Juli  2004:  "In  particular, 
the  extent  and  the  timing  of  entering  into  commitments  shall 
be  related  to  tlie  implementation  capacities  of  developing  and 
least-developed  Members" 
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pemberian  S&D  pada  berbagai  perjanjian 
negara  anggota  WTO.  Aspek  lain  yang  di- 
usulkan  adalah  fleksibilitas  dalam  imple- 
mentasi  komitmen  dalam  bidang  fasilitasi 
perdagangan.  Negara-negara  Afrika,  misal- 
nya,  mengusulkan  penetapan  komitmen 
secara  non-binding,  sementara  pelaksana- 
annya  juga  tergantung  pada  apakah  aturan 
yang  disetujui  tersebut  sesuai  dengan  tujuan 
nasional  dari  negara  anggota  yang  ber- 
sangkutan. 

Fleksibilitas  juga  terlihat  dalam  usulan 
mengenai  penetapan  perjanjian.  Bentuk 
komitmen  yang  saat  ini  digunakan  dalam 
General  Agreement  on  Trade  in  Services 
(GATS)  diusulkan  untuk  diadopsi  dalam 
perjanjian  mengenai  fasilitasi  perdagangan"*, 
yang  menjamin  negara  anggota  hanya 
mempunyai  komitmen  sesuai  dengan  ke- 
mampuan  dan  kebutuhannya.  Lebih  jauh, 
terdapat  usulan  untuk  tidak  memasukkan 
komitmen  dalam  bidang  ini  ke  dalam  me- 
kanisme  dispute  settlement.  Negara-negara 
Amerika  Latin  mengusulkan  agar  S&D  ini 
juga  dikaitkan  dengan  upaya  dan  pem- 
bicaraan  mengenai  bantuan  tekrus  dan  pe- 
ngembangan  kapasitas  dari  negara  maju 
dalam  bidang  fasilitasi  perdagangan. 

Bantuan  teknis  dan  pengembangan 
kapasitas  yang  diminta  oleh  negara  ber- 
kembang  dapat  dibagi  dalam  dua  ke- 
lompok.  Pertama,  bantuan  teknis  yang  di- 


*  Komitmen  dalam  GATS  dinyatakan  dalam 
bentuk  yang  dikenal  sebagai  positive  approach,  dimana 
tiap  negara  memberikan  komitmen  sektor  jasa  apa  saja 
yang  akan  diliberalisasi  dan  sampai  sejauh  mana 
liberalisasi  dilakukan. 


perlukan  dalam  periode  negosiasi,  terutama 
dalam  rangka  mengkaji  kebutuhan  dan 
kemampuan  dalam  melaksanakan  berbagai 
aspek  fasilitasi  perdagangan  intemasional. 
Selain  itu  bantuan  teknis  juga  diperlukan 
untuk  mendukung  negara-negara  berkem- 
bang  dalam  melaksanakan  komitmen 
mereka  dalam  memfasilitasi  perdagangan. 
Beberapa  usulan,  misalnya  dari  negara- 
negara  Afrika  dan  juga  dari  Mauritius, 
meminta  dibentuknya  sebuah  mekarusme 
koordinasi  yang  mendukung  pengem- 
bangan kapasitas  berikut  pelaksanaan  dari 
fasilitasi  perdagangan. 

FASILITASI  PERDAGANGAN 
DI  INDONESIA 

Publikasi  dan  Ketersediaan  Informasi. 
Ini  adalah  aspek  fasilitasi  perdagangan  yang 
dianggap  sangat  penting.  Hampir  seluruh 
proposal  yang  masuk  dari  negara  anggota 
WTO  menyinggung  aspek  ketersediaan 
informasi  ini.  Termasuk  di  dalamnya  adalah 
publikasi  dan  notifikasi  awal  dari  berbagai 
peraturan  perdagangan,  pendirian  pusat 
informasi  peraturan  perdagangan  dan 
kepabeanan,  serta  pemberian  informasi 
melalui  internet. 

Beberapa  hal  dalam  ketersediaan  in- 
formasi ini  sebenarnya  sudah  lama  di- 
jalankan  dan  tersedia  di  Indonesia.  Di- 
rektorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC) 
misalnya,  secara  teratur  telah  menerbitkan 
segala  informasi  yang  berkaitan  dengan 
kepabeanan.  Direktorat  ini  juga  telah  meng- 
operasikan  situs  web  yang  memberikan 
informasi  mengenai  prosedur  perdagangan 
baik  untuk  ekspor  dan  impor  sejak  lama. 
Hanya  saja,  DJBC  saat  ini  belum  meng- 
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operasikan  pusat  informasi  di  mana  masya- 
rakat  uinum  dapat  mencari  informasi  me- 
ngenai  kepabeanan  dengan  mudah.  Untuk 
itu  DJBC  perlu  membuat  pusat  informasi 
yang  berfungsi  sebagai  customer  service  bagi 
masyarakat  yang  membutuhkan  guna  me- 
ningkatkan  fasilitasi  perdagangan  inter- 
nasional. 

Permasalahan  lain  yang  mencakup  in- 
formasi adalah  kenyataan  bahwa  informasi 
yang  tersedia,  terutama  di  kantor  Bea  Cukai, 
sebagai  ujung  tombak  pelayanan  per- 
dagangan internasional,  terbatas  pada 
informasi  dan  peraturan  kepabeanan. 
Peraturan  terkait  lainnya  ~  seperti  kebijakan 
perdagangan,  peraturan  yang  terkait 
dengan  kesehatan,  ataupun  peraturan 
transportasi  ~  tidak  mencukupi.  Berbagai 
informasi  tersebut  tidak  tersedia  secara  luas 
dan  harus  dicari  di  berbagai  tempat  yang 
berbeda. 

Selain  informasi  rnengenai  aturan  dan 
prosedur  yang  berlaku,  aspek  penting  lain 
dari  ketersediaan  informasi  adalah  ter- 
sedianya  informasi  mengenai  suatu  per- 
aturan sebelum  peraturan  itu  ditetapkan. 
Artinya  ada  waktu  yang  tersedia  bagi  pihak 
yang  terkait  untuk  memahami  dan  mem- 
persiapkan  diri  menghadapi  perubahan 
prosedur  dan  kebijakan.  Hal  ini  masih 
jarang  sekali  diterapkan  oleh  pemerintah 
Indonesia^.  Sering  terjadi  para  pedagang 


'  Secara  umum  sistem  hukum  Indonesia  tidak 
mengenai  adanya  tenggang  waktu  pelaksanaan 
peraturan.  Tetapi  dalam  pelaksanaan  biasanya  terdapat 
tenggang  waktu  30  hari  dari  mulai  terbitnya  peraturan 
hingga  berlaku  secara  efektif. 


(traders)  baru  mengetahui  adanya  per- 
ubahan peraturan  ketika  mereka  melakukan 
aktifitas  perdagangan.  Bahkan  terkadang 
para  petugas  yang  berwenang  tidak 
mengetahui  bahwa  suatu  aturan  baru  telah 
mulai  berlaku.  DJBC  telah  memulai  aktifitas 
pemberitahuan  awal  ini,  letapi  instansi 
terkait  lainnya  seperti  Departemen  Per- 
dagangan, Pertanian,  Kesehatan  dan  lain- 
nya, belum  melakukan  sosialisasi  yang 
mencukupi. 

Mekanisme  Konsultasi.  Aspek  lain 
yang  juga  sangat  diperhatikan  dalam  fa- 
silitasi perdagangan  adalah  tersedianya 
mekanisme  konsultasi  yang  baik.  Di  sini 
pihak  terkait,  terutama  masyarakat  yang 
melakukan  aktifitas  perdagangan  inter- 
nasional dapat  memberikan  masukan  ter- 
hadap  peraturan  yang  sedang  berlaku, 
maupun  rencana  perubahan  peraturan  yang 
akan  ditetapkan.  Hal  ini  terkait  erat  dengan 
pemberian  informasi  awal  terhadap  rencana 
perubahan  peraturan.  Dengan  adanya  pem- 
berian informasi  jauh  sebelum  waktu  pe- 
laksanaannya,  dimungkinkan  adanya 
perubahan  berdasarkan  masukan  dari 
masyarakat  yang  terlibat. 

Hingga  saat  ini  mekanisme  konsiiltasi 
tersebut  tidaklah  tersedia  secara  formal. 
Tidak  ada  keharusan  bagi  badan  pemerin- 
tah terkait  untuk  mengumpulkan  masukan 
dari  masyarakat  mengenai  suatu  peraturan 
baru.  Bahkan  tidak  terdapat  suatu  ke- 
harusan untuk  mensosialisasikan  peraturan 
tersebut  sebelum  dijalankan.  Masukan 
terhadap  peraturan  dan  prosedur  per- 
dagangan biasanya  lebih  banyak  diberikan 
melalui  jalur  informal  antara  para  pejabat 
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terkait  dengan  asosiasi  usaha  yang  ber- 
sangkutan. 

Prosedur  Banding.  Prosedur  banding 
memungkinkan  pihak  terkait  untuk  meng- 
ajukan  keberatan  terhadap  penetapan  yang 
dilakukan  oleh  pihak  pabean,  terutama 
dalam  penetapan  bea  masuk,  maupun 
pelarangan  perdagangan.  Prosedur  banding 
ini  juga  dilengkapi  dengan  prosedur  yang 
memungkinkan  pihak  pedagang  menge- 
luarkan  barang  (clearance)  mereka  dengan 
menyerahkan  jaminan.  Di  sini  juga  harus 
diberikan  kepastian  berapa  lama  keputusan 
dapat  diterima  oleh  pihak  yang  mengajukan 
banding. 

Prosedur  banding  dalam  bidang 
kepabeanan  yang  berlaku  di  Indonesia 
bersifat  bertahap.  Keberatan  atas  penetapan 
dari  pihak  kepabeanan  dapat  dilakukan  di 
tingkatan  internal  DJBC,  di  mana  keputusan 
akan  diberikan  oleh  pihak  direktorat  sen- 
diri,  paling  lambat  selama  60  hari  setelah 
keberatan  diajukan.  Jika  keputusan  tersebut 
belum  memuaskan  pihak  terkait,  banding 
dapat  dilakukan  melalui  Peradilan  Per- 
pajakan  yang  menangani  berbagai  per- 
masalahan  perpajakan  dan  kepabeanan. 
Keputusan  dari  pengadilan  ini  bersifat  final. 
Tetapi  sayangnya  tidak  terdapat  batas 
waktu  dalam  pengambilan  keputusan. 

Penetapan  awal  (advance  rulings). 
Aspek  ini  bertujuan  memberikan  kepastian 
bagi  pihak  yang  melakukan  ekspor  dan 
impor.  Bahkan  sebelum  barang  yang  di- 
impor  mencapai  pelabuhan  tujuan,  pihak 
importir  telah  mendapatkan  kepastian 
mengenai  status  dari  barang  yang  diimpor, 


serta  berapa  bea  masuk  yang  harus  di- 
bayarkan.  Ada  tiga  hal  yang  menjadi  subyek 
dari  fasilitas  penetapan  awal  tersebut,  yaitu 
penetapan  mengenai  klasifikasi  barang, 
penetapan  nilai  barang,  serta  penetapan  asal 
dan  tujuan  dari  barang  yang  diper- 
dagangkan. 

Para  importir  saat  ini  belum  dapat  me- 
nikmati  fasilitas  penetapan  awal  tersebut, 
walaupun  bantuan  mengenai  penetapan 
klasifikasi  dan  nilai  barang  yang  diimpor 
sudah  tersedia  secara  non-binding.  Per- 
masalahan  juga  sering  timbul  terutama  pada 
penetapan  nilai  barang  (valuation).  DJBC 
mempunyai  delapan  metode  yang  dapat 
digunakan  untuk  melakukan  penaksiran 
nilai  barang.  Berbagai  metode  tersebut 
sebenarnya  saling  melengkapi  satu  sama 
lain,  tetapi  DJBC  lebih  sering  menggimakan 
beberapa  metode  seperti  metode  yang 
didasarkan  atas  harga  pasar  dari  barang  yang 
bersangkutan  ataupun  harga  yang  telah 
ditetapkan  oleh  DJBC,  bukan  berdasarkan 
dokumen  pembelian  barang  tersebut.  Ma- 
salah  ini  merupakan  hal  yang  tidak  men- 
dukimg  pemberian  fasilitas  perdagangan. 

Penyederhanaan,  standarisasi  dan 
otomasi  prosedur  perdagangan.  Sejak  tahim 
1997,  DJBC  telah  memulai  usaha  untuk 
menyederhanakan  prosedur  perdagangan 
internasional,  termasuk  dengan  mem- 
bangun  sistem  otomatis  dan  terintegrasi. 
Salah  satu  usaha  yang  patut  dicatat  adalah 
pembangunan  sistem  Electronic  Data 
Interchange  (EDI)  yang  memungkinkan  para 
pedagang  untuk  memasukkan  dokumen 
yang  diperlukan  melalui  sistem  komputer 
online  dan  terintegrasi.  Dalam  perkem- 


FASILITASI  PERDAGANGAN  (Damuri) 


247 


bangannya  EDI  ini  juga  telah  tersambung 
dengan  beberapa  pihak  lain  yang  berkaitan 
dengan  perdagangan,  seperti  pihak  per- 
bankan  dan  perpajakan.  Sayangnya  sistem 
ini  baru  tersedia  pada  lima  pelabuhan 
utama  di  Indonesia,  sementara  berbagai  pe- 
labuhan lainnya,  termasuk  berbagai  bandar 
udara  intemasional  belum  dapat  terlayani 
oleh  sistem  ini^. 

Selain  itu  EDI  tersebut  juga  masih  ter- 
batas  pada  pengurusan  jasa  kepabeanan. 
Berbagai  dokumen  terkait  lainnya,  serta  jasa 
yang  diberikan  oleh  intansi  lain  masih  hams 
dilakukan  secara  manual.  Hal  ini  membuat 
prosedur  perdagangan  menjadi  lebih  rumit 
karena  berbagai  hal  yang  dibutuhkan  tidak 
dapat  dilakukan  secara  bersamaan.  Pem- 
bangiman  sistem  single-window  yang  me- 
mimgkinkan  penyerahan  dokumen  secara 
online  pada  saat  yang  bersamaan  me- 
rupakan  suatu  hal  yang  harus  dilakukan 
dalam  rangka  fasilitasi  perdagangan. 

Manajemen  resiko  dan  kontrol  audit. 
Manajemen  resiko  merupakan  kunci  dari 
pemberian  jasa  kepabeanan  yang  menun- 
jang  perkembangan  perdagangan  intema- 
sional. Dengan  manajemen  resiko  yang 
baik,  prosedur  yang  harus  dilewati  oleh 
para  pengusaha  dapat  disederhanakan 
dengan  tetap  menjaga  fimgsi  kepabeanan 
sebagai  pengawas  perdagangan  inter- 
nasional.  Manajemen  resiko  yang  baik  juga 
harus  diikuti  dengan  mekanisme  kontrol 
audit  yang  menunjang. 

*  Pelabuhan  yang  dilayani  sistem  EDI  adalah 
Tanjung  Priok,  Tanjung  Perak,  Tanjung  Emas  dan 
Belawan.  Sementara  bandar  udara  yang  memiliki 
fasilitas  ini  adalah  Bandara  Soekamo-Hatta. 


Manajemen  resiko  yang  diterapkan  di 
Indonesia  didasarkan  atas  berbagai  faktor. 
Faktor  utama  yang  ditinjau  adalah  jenis 
barang  yang  melalui  prosedur  kepabeanan 
serta  catatan  mengenai  importir  dari  barang 
tersebut.  Barang  yang  diimpor  dapat  digo- 
longkan  menjadi  barang  beresiko  tinggi  dan 
barang  beresiko  rendah.  Saat  ini  DJBC  juga 
dapat  menggolongkan  importir  yang  ber- 
sangkutan  berdasarkan  catatan  kegiatan  me- 
reka.  Barang  yang  tergolong  kategori  beresiko 
rendah  dari  importir  yang  dapat  dipercaya, 
ditambah  dengan  beberapa  kriteria  lainnya, 
bisa  mendapatkan  fasilitas  kepabeanan  yang 
lebih  mudah,  sementara  yang  lain  mungkin 
harus  menjalani  pemeriksaan  fisik. 

Penetapan  manajemen  resiko  seperti  ini 
sangat  menunjang  fasilitasi  perdagangan. 
Hanya  saja  kriteria  yang  digunakan  harus 
lebih  diperjelas.  Saat  ini  DJBC  dirasakan 
masih  kurang  transparan  atas  penggo- 
longan  dan  perlakuan  terhadap  barang 
yang  melalui  prosedur  kepabeanan.  Infor- 
masi  yang  lebih  tersedia  mengenai  dasar 
dari  manajemen  resiko  ini  merupakan  suatu 
hal  yang  membantu  fasilitasi  perdagangan 
di  Indonesia.  Selain  itu  perlu  diperhatikan 
manajemen  dokumentasi  perdagangan 
yang  sesuai  dengan  pemberlakuan  keten- 
tuan  -post-audit.  Ketentuan  ini  sering  di- 
rasakan memberi  beban  tambahan  kepada 
importir  dan  eksportir  karena  adanya  ke- 
wajiban  untuk  memegang  seluruh  doku- 
men yang  berkaitan  dengan  aktifitas 
perdagangan  selama  10  tahun  untuk 
kepentingan  pemeriksaan  (Damuri,  2006). 

Penyederhanaan  prosedur  pengeluaran 
barang.  Prosedur  pengeluaran  barang  yang 
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sederhana  juga  merupakan  suatu  kebutuhan 
imtuk  meningkatkan  fasilitasi  perdagangan. 
Termasuk  disini  adalah  pemberian  prosedur 
dan  fasilitas  khusus  untuk  barang-barang 
yang  membutuhkan  penanganan  secara 
lebih  cepat  {rush  handling),  seperti  barang- 
barang  yang  ccpat  busuk  ataupun  yang 
terpengaruh  oleh  waktu.  Selain  itu  juga 
tersedia  prosedur  khusus  untuk  barang- 
barang  dalam  jumlah  yang  terbatas,  misal- 
nya  untuk  barang  yang  dikirimkan  melalui 
jasa  kurir  dan  pos  {express  consignment). 
Penyederhanaan  juga  meliputi,  prosedur 
yang  memisahkan  antara  pemberian  izin 
keluar  barang  dengan  proses  kliring  ke- 
pabeanan.  Barang  yang  belum  menyelesai- 
kan  kliring,  karena  satu  dan  lain  hal,  dapat 
dikeluarkan  dengan  pemberian  jaminan  dari 
pihak  yang  berkepentingan. 

Beberapa  fasilitas  yang  disebutkan  tadi 
sudah  tersedia  di  Indonesia.  Selain  itu 
prosedur  pengeluaran  barang  yang  lebih 
sederhana  juga  dapat  dinikmati  oleh  para 
pedagang  yang  mendapatkan  fasilitas 
khusus  berdasarkan  beberapa  kriteria 
tertentu,  yang  dikenal  dengan  sebutan  jalur 
prioritas.  Tetapi  untuk  dapat  memenuhi 
kriteria  pemisahan  antara  izin  keluar  de- 
ngan kliring  kepabeanan  {separation  of  release 
and  clearance),  dibutuhkan  penetapan  waktu 
maksimum  di  mana  pihak  pedagang  dapat 
mengeluarkan  barangnya  jika  dalam  jangka 
waktu  tertentu  pihak  Bea  dan  Cukai  belum 
dapat  memberikan  kliring  kepabeanan. 
Walaupun  ada  ketentuan  mengenai  batasan 
waktu  tersebut,  pada  prakteknya  batas 
waktu  tersebut  sering  tidakberlaku,  sehing- 
ga  barang  masih  harus  menunggu  clearance 
sebelum  dapat  dikeluarkan. 


Koordinasi  antar  lembaga  terkait. 
Perdagangan  internasional  melibatkan 
berbagai  aktifitas  penunjang  yang  berada  di 
bawah  badan  pemerintah  yang  berbeda. 
Hal  ini  menyebabkan  harus  ada  koordinasi 
yang  cukup  baik  antara  berbagai  instansi 
tersebut.  Ada  beberapa  cara  yang  dapat 
dilakukan  imtuk  meningkatkan  koordinasi 
antara  lembaga  terkait.  Salah  satunya 
adalah  dengan  mengembangkan  sistem 
komputerisasi  online  yang  memungkinkan 
seluruh  aktifitas  penunjang  perdagangan 
dilakukan  melalui  komputer  dengan 
mensubmit  seluruh  dokumen  penunjang 
sekali  saja. 

Koordinasi  antara  berbagai  lembaga 
pemerintah  yang  terlibat  dalam  perda- 
gangan internasional  di  Indonesia  masih 
dirasakan  jauh  dari  cukup.  Masyarakat 
yang  melakukan  aktifitas  perdagangan 
harus  berhubungan  dengan  berbagai 
lembaga  yang  berbeda.  Meski  DJBC  me- 
rupakan lembaga  pemerintah  yang  lang- 
sung  menangani  prosedur  perdagangan, 
pada  prakteknya  berbagai  lembaga  lain  juga 
terlibat  penanganan.  Biasanya  kesimpang- 
siuran  tidak  hanya  terjadi  pada  tingkat 
pelaksanaan,  namun  berbagai  peraturan 
yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  terkait  se- 
ringkali  saling  bertentangan.  Seperti  di- 
jelaskan  di  atas,  sistem  EDI  yang  tersedia 
saat  ini  belum  mampu  menunjang  prosedur 
perdagangan  yang  terintegrasi.  Oleh  karena 
itu,  penerapan  sistem  single-window  dalam 
perdagangan  internasional  yang  didukimg 
oleh  jaringan  informasi  elektronik  diharap- 
kan  dapat  memperbaiki  koordinasi  antara 
berbagai  lembaga  terkait. 
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Prosedur  yang  terkait  dengan  barang 
dalam  transit.  Kriteria  ini  adalah  salah  satu 
upaya  dari  negara-negara  anggota  WTO 
untuk  tidak  hanya  memberikan  fasilitasi 
perdagangan  demi  kepentingan  masing- 
masing  negara,  tetapi  juga  memberikan 
fasilitasi  untuk  manfaat  bagi  negara  lain. 
Proposal  dalam  bidang  ini  mencakup 
pemberian  fasilitas  kepabeanan  tersendiri 
imtuk  barang  dalam  transit,  pembebasan 
bea  masuk  imtuk  barang  tersebut  dan  pe- 
ngenaan  biaya  yang  wajar  untuk  menge- 
luarkan  barang  tersebut.  Selain  itu,  pro- 
posal pengaturan  transportasi  barang  dalam 
transit,  yang  antara  lain  mengatur  untuk 
tidak  memaksakan  perpindahan  alat 
transportasi  kepada  jasa  transportasi  lokal. 

Saat  ini  Indonesia  memberlakukan 
aturan  yang  berbeda  imtuk  barang  dalam 
transit  dan  barang  transshipment,  dimana 
ada  aktifitas  pemindahan  dari  satu  alat 
transportasi  ke  alat  transportasi  lainnya 
dalam  suatu  area  kepabeanan.  Tetapi  kedua 
jenis  aktifitas  transit  tersebut  memperoleh 
berbagai  kemudahan  dan  dibebaskan  dari 
pengenaan  bea  masuk.  Indonesia  mungkin 
tidak  terlalu  memiliki  masalah  dalam  peng- 
aturan barang  dalam  transit,  hal  ini  di- 
sebabkan  karena  hampir  tidak  ada  negara 
tetangga  yang  merupakan  negara  landlock. 
Selain  itu  volume  barang  dalam  transit  di 
Indonesia  tidak  terlampau  banyak.  Tetapi 
pengaturan  barang  tersebut  harus  mulai 
dilakukan  dengan  baik,  terutama  jika 
Indonesia  ingin  menjadi  salah  satu  tempat 
transit  perdagangan. 


PERUNDINGAN  WTO  DAN 
INDONESIA 

Walaupun  isu  mengenai  fasilitasi 
perdagangan  masih  tergolong  baru  dalam 
perundingan  multilateral,  isu  yang  sama 
telah  lama  menjadi  pembahasan  di  dalam 
berbagai  perundingan  kerja  sama  inter- 
nasional  lainnya,  di  mana  Indonesia  sendiri 
telah  ikut  mengambil  peran.  Indonesia 
misalnya  telah  lama  mengikuti  dengan  aktif 
pembicaraan  mengenai  fasilitasi  per- 
dagangan di  APEC.  Dalam  forum  kerja  sa- 
ma ini,  modalitas  yang  digunakan  memang 
agak  berbeda  dengan  WTO.  Kerja  sama 
APEC  lebih  menekankan  pada  voluntary  basis 
dari  komitmen  negara  anggota  untuk 
mencapai  suatu  target  tertentu  yang  sesuai 
dengan  kemampuan  dan  kebutuhan  masing- 
masing,  serta  terkait  dengan  target  yang 
ditetapkan  dalam  Kesepakatan  Shanghai 
{Shanghai  Accord)  untuk  menurunkan  biaya 
transksi  sebesar  5%  pada  tahun  2006. 

Sebagai  salah  satu  negara  anggota 
WTO,  perundingan  mengenai  fasilitasi 
perdagangan  akan  memberikan  pengaruh 
kepada  Indonesia.  Berkaitan  dengan 
perundingan  tersebut  ada  beberapa  aspek 
yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dari 
pihak  Indonesia. 

Implementasi  fasilitasi  perdagangan. 
Seperti  telah  dijelaskan  di  atas,  banyak 
fasilitasi  perdagangan  yang  dijalankan  di 
Indonesia,  memperlancar  aktifitas  ekspor 
dan  impor.  Hanya  saja  masih  banyak  hal 
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yang  harus  diperbaiki  untuk  memberikan 
fasilitasi  secara  lebih  baik  dan  memeniihi 
berbagai  measures  yang  diusulkan  dalam 
perundingan.  Survei  yang  dilakukan  imtuk 
mengidentifikasi  kebutuhan  dan  prioritas 
fasilitasi  perdagangan  di  Indonesia,  me- 
nunjukkan  bahwa  kondisi  fasilitasi  per- 
dagangan di  Indonesia  masih  jauh  dari  yang 
diharapkan  (Damuri  2006). 

Salah  satu  kelemahan  utama  dalam 
pemberian  fasilitasi  perdagangan  di 
Indonesia  adalah  tingginya  ketidakpastian 
dan  rendahnya  keseragaman  dalam  pe- 
nerapan  aturan  dan  prosedur  yang  terkait 
dengan  perdagangan  internasional.  Pe- 
merintah  Indonesia  telah  melakukan  ber- 
bagai tindakan  untuk  memperbaiki  kondisi 
ini.  Pembahasan  aspek  ini  dalam  perjanjian 
mengenai  fasilitasi  perdagangan  di  WTO 
akan  melengkapi  berbagai  tindakan  yang 
telah  diambil  secara  unilateral,  dan  mem- 
berikan tekanan  lebih  kuat  untuk  mem- 
perbaiki kondisi  di  Indonesia.  Indonesia 
juga  masih  perlu  memperbaiki  kualitas 
penyebaran  informasi  yang  terkait  dengan 
prosedur  perdagangan.  Dengan  mekanisme 
penyebaran  informasi  dan  konsultasi  yang 
baik,  akan  meningkatkan  kepastian, 
meningkatkan  efisiensi  dan  menurunkan 
biaya  transaksi  dalam  perdagangan. 

Tabel  1  memberikan  gambaran  me- 
ngenai beberapa  jenis  fasilitasi  perdagangan 
yang  dirundingkan  dalam  WTO  beserta  isu- 
isu  yang  diangkat  oleh  negara-negara  ang- 
gota,  dan  permasalahan  dengan  penerap- 
annya  di  Indonesia.  Dari  tabel  1  bisa  diper- 
oleh  gambaran  bahwa  implementasi  dari 
fasilitasi  perdagangan  di  Indonesia  perlu 


dikembangkan  agar  sesuai  dengan  tingkat 
implementasi  yang  diusulkan  di  dalam 
perundingan  WTO.  Tentu  saja  ini  baru 
merupakan  usulan  yang  dibahas  dalam 
perundingan,  bukan  merupakan  aturan 
yang  disepakati.  Tetapi  ini  dapat  menjadi 
barometer  tingkat  implementasi  dari 
fasilitasi  perdagangan  secara  lebih  baik. 

Special  and  differential  treatment  dan 
bantuan  teknis.  Banyaknegaraberkembang 
yang  melihat  bahwa  pembahasan  mengenai 
fasilitasi  perdagangan  di  WTO  akan  me- 
nambah  beban  negara-negara  tersebut 
dalam  menjalankan  sistem  perdagangan 
multilateral.  Oleh  karena  itulah  perunding- 
an ini  juga  menekankan  pentingnya  special 
and  diferential  treatment  (S&D)  serta  bantuan 
teknis  dan  pengembangan  kapasitas.  Seba- 
gai  negara  berkembang  tentu  saja  Indonesia 
akan  menikmati  fasilitas  S&D  yang  akan 
disepakati  di  dalam  perundingan.  Perlaku- 
an  khusus  tersebut  mungkin  dapat  men- 
cakup  periode  transisional  yang  lebih  pan- 
jang  ataupun  fleksibilitas  dalam  penerapan 
berbagai  measures  yang  disepakati. 

Hanya  saja  perlu  diperhatikan  agar 
jangan  sampai  S&D  menjadi  alasan  untuk 
tidak  menerapkan  berbagai  fasilitasi 
perdagangan  yang  memang  dibutuhkan. 
Absennya  berbagai  fasilitasi  yang  dibutuh- 
kan akan  lebih  merugikan  negara  itu  sendiri 
dibandingkan  dengan  negara  mitra  dagang- 
nya.  Sesuai  dengan  tujuan  dari  pemerintah 
Indonesia  untuk  menjadikan  perdagangan 
internasional  sebagai  salah  satu  mesin 
utama  penggerak  perekonomian,  sudah 
selayaknya  fasilitasi  perdagangan  haruslah 
memadai. 
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Bantuan  teknis  dan  pengembangan 
kapasitas  juga  sangat  diperlukan  dalam 
rangka  perbaikan  fasilitasi.  Acapkali  per- 
baikan  prosedur  perdagangan  memerlukan 
keterampilan  dan  teknologi  baru  yang 
membawa  dampak  tidak  sedikit  dan  me- 
merlukan bantuan  teknis  dari  negara  yang 
lebih  maju.  Tetapi  temyata  tidak  semua  jenis 
fasilitasi  memerlukan  biaya  yang  tinggi. 
Banyak  dari  perbaikan  prosedur  lebih 
memerlukan  itikad  politik  dan  kesediaan 
dari  berbagai  instansi  yang  berbeda,  serta 
partisipasi  dari  pihak  swasta.  Selain  itu 
seringkali  pembiayaan  lebih  dibutuhkan 
pada  tahapan  awal  ketika  fasilitas  tersebut 
dibangun,  tetapi  setelah  itu  dapat  berjalan 
dengan  sendirinya  tanpa  memerlukan  biaya 
yang  lebih  mahal  (Duval  2006). 

Bantuan  teknis  dan  pengembangan 
kapasitas  tidak  hanya  dapat  mengambil 
bentuk  pemberian  bantuan  pembiayaan 
dan  pelatihan.  Pembentukan  single  enquiry 
point  sebagai  tempat  mencari  informasi 
untuk  segala  aktifitas  yang  terkait  dengan 
perdagangan,  misalnya,  lebih  memerlukan 
koordinasi  antar  lembaga  pemerintahan 
dibandingkan  dengan  pembangunan  dalam 
bentuk  fisik.  Bantuan  teknis  yang  bisa  ber- 
gerak  dengan  lebih  fleksibel,  bisa  ditujukan 
untuk  menjembatani  komunikasi  dan 
koordinasi  dari  berbagai  lembaga  terkait  di- 
bandingkan dengan  birokrasi  pemerintahan 
yang  sifatnya  lebih  rumit. 

Indonesia  harus  dapat  merumuskan 
dengan  tepat  di  mana  bantuan  teknis 
diperlukan.  Suatu  kajian  yang  mendalam 


mengenai  usaha  perbaikan  fasilitasi 
perdagangan,  berikut  segi  teknis  pene- 
rapannya  akan  membantu  dalam  me- 
rumuskan bantuan  tekrus  yang  diperlukan. 

PENUTUP 

Fasilitasi  perdagangan  telah  disepakati 
untuk  menjadi  salah  satu  aspek  yang  di- 
bicarakan  dalam  negosiasi  perdagangan 
multilateral  di  bawah  WTO.  Aspek  ini 
adalah  salah  satu  aspek  perdagangan  inter- 
nasional,  yang  dianggap  akan  meng- 
untungkan  bagi  seluruh  negara  anggota, 
terutama  bagi  negara  berkembang.  Saat  ini 
sedang  dilakukan  upaya  untuk  mengem- 
bangkan  dan  memperjelas  arti  dari  fasilitasi 
perdagangan  yang  tercakup  dalam  artikel 
V,  Vm  dan  X  dari  GATT. 

Selain  itu  juga  telah  disepakati  upaya 
bagi  pemerintah  negara-negara  anggota 
untuk  meninjau  sampai  sejauh  mana 
fasilitasi  perdagangan  yang  telah  diberikan 
selama  ini,  serta  apa  prioritas  perbaikan  pro- 
sedur perdagangan  untuk  meningkatkan 
pemberian  fasilitasi  tersebut.  Pembicaraan 
mengenai  aspek  ini  di  WTO  juga  menyetujui 
adanya  bantuan  teknik  dan  pengembangan 
kapasitas  untuk  negara-negara  berkembang 
dalam  rangka  memperbaiki  prosedur  per- 
dagangan yang  ada.  Untuk  itu  menjadi 
kewajiban  dari  tiap-tiap  negara  tersebut, 
termasuk  Indonesia,  untuk  melakukan 
kajian  terhadap  kondisi  prosedur  per- 
dagangan yang  ada,  usaha  untuk  per- 
baikannya,  dan  kebutuhan  bantuan  teknikal 
dan  pengembangan  kapasitas  yang  di- 
perlukan. 
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Tabel  1.  PRIORITAS  PERBAIKAN  FASILITASI  PERDAGANGAN 
BERKAITAN  DENGAN  PROPOSAL  DI  WTO 


Prioritas  Fasilitasi 
Perdagangan  dan 
Proposal  yang  dibahas 


Publikasi  dan  diseminasi  atur- 
an  perdagangan  yang  kom- 
prehensif  dan  tepat  waktu,  ter- 
masuk  mengenai  pengenaan 
sanksi  dan  penalti 

Proposal  dari: 

China  Taiwan,  Korea,  Peru, 
Jepang,  Mongolia,  Uni  Eropa, 
Cile,  Pakistan,  China,  AS, 
Hongkong,  Argentina,  Turki. 


Berbagai  measures  yang  ber- 
kaitan  dengan  peningkatan 
integritas  petugas  dan  pe- 
nerapan  aturan  yang  seragam 

Proposal  dari: 

Japan,  Mongolia,  China 
Taiwan,  Pakistan,  Peru, 
Republik  Dominika. 


Isu  yang  Diangkat 


Menyediakan  informasi 
mengenai  aturan  perda- 
gangan secara  non-diskri- 
minatif 

Publikasi  aturan  dalam 
salah  satu  bahasa  resmi 
WTO 

Menyediakan  informasi 
mengenai  perdagangan 
secara  luas  dan  mudah 
diakses,  seperti  melalui 
media  internetNotifikasi 
atas  rencana  perubahan 
aturan  utama  yang  diang- 
gap  sangat  berpengaruh 
terhadap  perdagangan 
negara  anggota  lainnya 
Penyediaan  single  enquiry 
points  dimana  pihak-pi- 
hak  yang  berkepentingan 
mendapatkan  penjelasan 
mengenai  aturan  dan  pro- 
sedur  yang  berlaku  dan 
dilayani  oleh  petugas 
yang  kompeten 
Perlunya  penunjukan 
suatu  badan  yang  dapat 
menginterpretasikan 
aturan  perdagangan  se- 
bagaimana  mestinya 
Penyediaan  manual  me- 
ngenai aturan  perdagang- 
an yang  berlaku 
Pembentukan  kode  etik 
dari  petugas  yangberkait- 
an  dengan  prosedur  per- 
dagangan, berikut  dengan 


Permasalahan  di  Indc 


Kebanyakan  info 
hanya  tersedia  dala 
hasa  Indonesia 
Walauptin  berbaga: 
an  telah  tersedia  rr 
internet,  sifatnya  te 
dan  tidak  diperbaru 
ra  terus  menerus 
Tidak  ada  sistem 
mengatur  notifikas 
cana  perubahan  a 
yang  berlaku.  Bahka 
ubahan  tersebut  s 
tidak  diinformasiki 
cara  tepat  waktu 
Tidak  terdapat  pus 
layanan  informasi 
dapat  melayani  perl 
an  mengenai  pro: 
dan  aturan  perdagc 


Interpretasi  pera 
menjadi  masalah 
penting  karena 
seragamnya  pengc 
yang  didapat 
Petunjuk  yang  tersec 
ring  memuat  aturan 
tidak  berlaku  lagi  dc 
batas  pada  prosedur 
Kode  etik  terbatas  ] 
pada  beberapa  ins 
seperti  bea  cukai 


FASILITASI  PERDAGANGAN  (Damuri) 


253 


sering  tidak  dilengkapi 
dengan  sistem  pengawas- 
an  dan  sanksi  yang  baik 
Sering  terjadi  penyalah- 
gunaan  wewenang  dalam 
berbagai  kasus  ekspor/ 
impor,  karena  lemahnya 
sistem  pengawasan  yang 
berlaku 


Penyederhanaan  dan  oto- 
matisasi  prosedur  perda- 
gangan 

Proposal  dari: 

Jepang,  Mongolia,  Peru,  China- 
Taiwan,  Korea,  Selandia  Bam, 
Hong  Kong,  China,  Norwegia, 
Swiss,  Turki,  Uni  Eropa,  Cile. 


Advance  Ruling  (Penetapan 
Awal) 

Proposal  dari: 

Jepang,  Mongolia,  China 
Taiwan,  Pakistan  and  Peru, 
Canada,  Australia,  AS 


sistem  pengawasan  dan 
penalti  yang  ketat 
Pembentukan  sistem 
yang  jelas  untuk  berbagai 
kasus  dengan  pencekalan 
barang,  kewajiban  meng- 
ikuti  testing  serta  kasus 
terkait  lainnya,  untuk 
menjamin  tidak  disalah- 
gunakannya  permasa- 
lahan  tersebut 
Pemberian  pelatihan  yang 
memadai  kepada  selunih 
petugas  yang  terkait. 
Pengurangan  jumlah  pro- 
sedur dan  dokumen  yang 
dibutuhkan  dalam  akti- 
fitas  perdagangan 
Penggunaan  dokumen 
yang  sesuai  dengan  stan- 
dar  intemasional 
Penerapan  single  window 
dan  one-time  documentary 
submission 

Otomatisasi  dan  peng- 
gunaan electronic  data 
interchange  dalam  pro- 
sedur perdagangan 
Penetapan  awal  diberikan 
atas  dasar  permintaan  da- 
ri eksportir  ataupun  im- 
portir  dan  berlaku  secara 
binding  untuk  periode 
waktu  tertentu. 
Penetapan  awal  berlaku 
unhik  klasifikasi,  asal  dan 
penaksiran  lulai  barang. 


Indonesia  telah  menye- 
derhanakan  dan  mem- 
perkenalkan  prosedur 
perdagangan  secara 
elektornik,  tetapi  hanya 
terbatas  pada  beberapa 
bagian  dan  hanya  tersedia 
imtuk  beberapa  lokasi 
Usaha  penerapan  single 
window  telah  dimulai 
tetapi  mendapatkan  ke- 
sulitan  akibat  rendahnya 
koordinasi  antara  ber- 
bagai instansi  yang  terkait 
Saat  ini  tidak  tersedia  fa- 
silitas  penetapan  awal  di 
Indonesia.  Bea  dan  Cukai 
hanya  memberikan  klari- 
fikasi  mengenai  klasifikasi 
dan  penaksiran  nilai  ba- 
rang, serta  tidak  mengikat 


Sumber:  Dikompilasi  dari  dokumen  WTO  TN/TF/W/43/Rev.lO  dan  Damuri  (2006). 
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Daya  Saing  Produk  Indonesia 

di  Pasar  Jepang 

Titik  Anas  dan  Moekti  P.  Soejachmoen 

Struktur  ekspor  Indonesia  ke  Jepang  mengalami  perubahan  yang  cukup  signifikan  dari  tahun 
1996  hingga  2005  di  mana  ekspor  Indonesia  didominasi  oleh  produk  pertanian  dan  hasil  kayu 
pada  tahun  1996  dan  kemudian  mengalami  perubahan  struktur  pada  tahun  2000,  yang  terus 
berlanjut  hingga  sekarang.  Salah  satu  penyebab  perubahan  struktur  ekspor  tersebut  adalah 
perubahan  daya  saing  produk  tersebut  di  pasar  Jepang,  selain  dinamika  yang  terjadi  di  pasar 
Jepang  itu  sendiri.  Beberapa  produk  yang  mengalami  perubahan  pangsa  ekspor  ke  Jepang  juga 
mengalami  peningkatan  pangsa  pasar  yang  cukup  signifikan,  di  antaranya  adalah  produk  mineral, 
metal  dasar  dan  olahan,  karet  dan  plastik,  pulp  kayu  dan  mesin  serta  alat  mekanik. 


PERKEMBANGAN  EKSPOR  INDO- 
NESIA KE  JEPANG  DAN  DUNIA 

H  EPANG  merupakan  salah  satu  pasar 

J I  ekspor  utama  Indonesia  dengan  nilai 
I  ekspor  yang  terus  meningkat  dari 
S$12,9  milyar  pada  tahun  1996  menjadi 
US$1S  milyar  pada  tahun  2005  dengan 
tingkat  pertumbiohan  tahunan  sebesar  4%. 
Ekspor  tertinggi  selama  sepuluh  tahun 
terakhir  terjadi  pada  tahun  2000  yaitu  sebesar 
US$14,2  milyar.  Sedangkan  persentase 
ekspor  Indonesia  ke  Jepang  dari  total  eskpor 
Indonesia  ke  dunia  rata-rata  sebesar  20% 
kecuali  pada  tahun  2004  mengalami  pe- 
nurunan  persentase  menjadi  hanya  sekitar 
15%  tetapi  kemudian  meningkat  kembali 
pada  tahun  2005  menjadi  21%.  Besarnya 
pangsa  pasar  ekspor  ke  Jepang  menjadi  salah 
satu  alasan  dilakukannya  kajian  mengenai 
daya  saing  produk  ekspor  Indonesia  di  pasar 
Jepang  yang  dapat  menjadi  acuan  dalam 
menentukan  strategi  ekspor  Indonesia. 


KOMODITAS  EKSPOR  INDONESIA 
KE  JEPANG 

Ekspor  Indonesia  ke  Jepang  didominasi 
oleh  sektor  mineral  khususnya  minyak 
bumi.  Dari  total  ekspor  Indonesia  tahun 
2005  sebesar  US$18  milyar,  produk  mineral 
memberi  kontribusi  sebesar  US$10  milyar 
(sekitar  59%)  sedangkan  produk  metal  dasar 
dan  mesin  masing-masing  memberikan 
kontribusi  sebesar  US$1,5  milyar  (8%). 
Selama  periode  1996-2005  terjadi  per- 
ubahan struktur  ekspor  non  migas  Indo- 
nesia ke  Jepang  seperti  terlihat  dalam  grafik 
2  di  bawah.  Produk  kayu  yang  merupakan 
primadona  ekspor  non  migas  Indonesia  ke 
Jepang  pada  tahun  1996  dengan  pangsa 
ekspor  sebesar  35%  terus  mengalami 
penurunan  hingga  12%  pada  tahun  2005. 
Sedangkan  metal  olahan  dan  mesin  yang 
pada  tahun  1996  hanya  menyumbang 
sebesar  8-9%  ekspor  non  migas  Indonesia 
ke  Jepang,  pada  tahun  2005  menjadi 
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Grafik  1.  Ekspor  Indonesia  ke  Jepang  dan  Dunia,  1996  -  2005  (juta  US$) 

Ekspor  Indonesia  ke  Jepang  dan  Dunia 


90,000 
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Sumber:  diolah  dari  Comtrade  Data,  UN.  • 

Tabel  1.  EKSPOR  INDONESIA  MENURUT  KOMODITI,  1996  -  2005  (JUTA  US$) 


HS 
Section 

DeskrIpsI 

Ekspor  Indonesia  ke  Jepang  (Juta  US$) 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

1 

Hewan  hidup  dan  produk 
dari  hewan 

978 

898 

809 

669 

761 

733 

703 

626 

555 

539 

2 

Produk  dari  tanaman 

147 

125 

121 

128 

102 

73 

73 

79 

95 

106 

3 

MInyak  dan  lemak 
hewan  dan  tanaman 

12 

7 

5 

5 

7 

4 

6 

3 

10 

7 

4 

Bahan  pangan  dahan 

81 

66 

68 

71 

70 

66 

71 

70 

77 

93 

5 

Produk  mineral 

6.900 

6.613 

4.632 

5.571 

8.034 

7.246 

6.698 

7.799 

3.203 

10.561 

6 

Produk  kimia 

141 

143 

136 

149 

180 

153 

166 

214 

232 

268 

7 

Plastik 

236 

188 

108 

204 

322 

319 

427 

526 

715 

868 

8 

Kulit  dan  turunannya 

33 

15 

8 

13 

19 

29 

17 

13 

13 

16 

9 

Produk  Kayu 

2.059 

1.698 

729 

1.192 

1.203 

1.088 

1.047 

955 

1.046 

891 

10 

Pulp  kayu 

79 

74 

120 

130 

305 

332 

340 

368 

382 

376 

11 

Tekstil  dan  tesklil  produk 

573 

425 

304 

462 

486 

457 

371 

426 

472 

475 

12 

Sepatu  dan  alas  kaki 

142 

97 

79 

69 

74 

69 

70 

71 

77 

92 

13 

Batu-batuan,  plester, 
semen  dan  asbes 

19 

10 

7 

30 

34 

33 

35 

49 

53 

77 

14 

Mutlara  alam  dan 
budldaya 

11 

17 

22 

16 

61 

55 

10 

Id 

10 

8 

15 

Melal  dasar  dan  olahan 

528 

506 

309 

521 

694 

571 

445 

646 

1.270 

1.574 

16 

Mesin  dan  alat  mekanik 

496 

575 

707 

698 

1.612 

1.358 

1.135 

1.310 

1.602 

1.573 

17 

Kendaraan,  pesawat 
terbang,  kapal  laut  dan 
sejenlsnya. 

23 

19 

45 

55 

76 

65 

93 

105 

140 

204 

18 

Barang  optlk.  fotograpi, 
sinematografi  dan  alat 
pengukur. 

68 

96 

67 

74 

93 

99 

92 

88 

87 

84 

19 

Senjata 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

Barang  manufaktur 
lainnya 

359 

187 

92 

225 

281 

260 

245 

234 

234 

238 

21 

Barang  sen!  dan  koleksi 

0 

0 

3 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

Total 

12.885 

11.760 

8.369 

10.284 

14.413 

13.010 

12.043 

13.602 

10.274 

18.049 

Sumber.  diolah  dari  Comtrade  Data,  UN. 
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puan  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan 
yang  terjadi  di  pasar  tujuan  (adaptation). 

Seperti  terlihat  pada  Tabel  2  di  bawah, 
produk  ekspor  Indonesia  yang  mengalami 
peningkatan  pangsa  pasar  pada  periode  1999 
-  2004  adalah  bahan  mineral,  karet  dan 
plastik,  metal  dasar  dan  olahan,  pulp  kayu 
dan  kendaraan,  pesawat  terbang,  kapal  laut 
dan  sejenisnya.  Sedangkan  produk  ekspor 
Indonesia  yang  mengalami  penurunan 
pangsa  pasar  di  Jepang  adalah  mesin  dan  alat 
mekanik,  barang  manufaktur  lairmya,  tekstil 
dan  tesktil  produk,  hewan  hidup  dan  pro- 
duk dari  hewan  dan  produk  kayu.  Hal  ini 
sesuai  dengan  perkembangan  ekspor  Indo- 
nesia ke  Jepang  imtuk  produk-produk  ter- 
sebut  seperti  terlihat  pada  tabel  sebelumnya. 

Grafik  2.  Ekspor  4  Komoditas  Utama  Non  Migas  Indonesia,  1996  -  2005 
(persentase  dari  total  ekspor  non  migas) 

40%  1  —   ' 


35% 


j  30% 
I 

'  25% 


komoditas  ekspor  yang  penting  dengan 
pangsa  ekspor  mencapai  sekitar  21%, 
Perubahan  pola  ekspor  Indonesia  ke  Jepang 
dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor 
antara  lain  karena  adanya  perubahan  pola 
industri  di  Indonesia,  perubahan  daya  saing 
produk  ekspor  Indonesia  dan  juga  karena 
adanya  perubahan  di  pasar  Jepang. 

Dalam  tulisan  ini,  mengulas  daya  saing 
produk  Indonesia  di  pasar  Jepang  dengan 
menggunakan  metode  perhitungan  Con- 
stant Market  Share  Analysis  (CMSA)  yang 
menghitung  perubahan  pangsa  pasar  pro- 
duk Indonesia  di  pasar  Jepang  yang  di- 
dekomposisi  menjadi  beberapa  faktor,  yaitu 
faktor  daya  saing  (competitive),  faktor  spe- 
sialisasi  (pemilihan  produk)  dan  faktor  pe- 
milihan  pasar  (initial)  dan  faktor  kemam- 
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Tabel  2.  Constant  Market  Share  Analysis,  1999  -  2004 


Section 
HS 

Deskripsi 

Daya  Saing 

Spesialisasi 
Awal 

Adaptasi 

Total 

1 

Hewan  hidup  dan 
produk  dari  hewan 

-0,00049217 

-0,00084037 

0,00016284 

 . — 

-0,00116971 

2 

Produk  dari  tanaman 

-0,00022127 

-0,00011013 

0,00004742 

-0,00028398 

3 

Minyak  dan  lemak 
hewan  dan  tanaman 

-0,00001200 

-0,00000203 

0,00000117 

-0,00001285 

4 

Bahan  pangan  olahan 

-0,00012554 

-0,-00012524 

0,00002143 

-0,00022935 

5 

Produk  mineral 

-0,00447240 

0,00882888 

-0,00194427 

0,00241222 

6 

Produk  kimia 

0,00012469 

-0,00000863 

-0,00000189 

0,00011417 

7 

Karet  dan  Plastik 

0,00074390 

0,00007411 

0,00006001 

0,00087802 

8 

Kulit  dan  turunannya 

-0,00002447 

-0,00000817 

0,00000275 

-0,00002989 

9 

Produk  Kayu 

-0,00044676 

-0,00138879 

0,00012620 

-0,00170935 

10 

Tallin  Wavii 

\J/\J\j\J/  TrOkJ/ 

\j  ,\j\J\JDOD\Jy 

11 

Tekstil  dan  tesktil 

U,UUUU/  x/U 

-U,UUUD007/ 

Dcpaiu  cian  aias  KaKi 

U,UUUUZ4:  ia 

-u,uuuuaooo 

-u,uuuuuD/y 

-U,UUUU0704 

DdlU-DdlUan,  picblcF, 

semen  dan  asbes 

0,00002045 

0,00000079 

0,00000017 

0,00002141 

14 

Mutiara  alam  dan 

-0  00006467 

-0  00004613 

\J  f\J\J\J\JjL,\J 

0  00001264 

-0  000098T^ 

15 

Metal  dasar  dan  olahan 

0,00071925 

0,00027757 

0,00011180 

0,00110862 

16 

Mesin  dan  alat  mekardk 

0,00023231 

0,00005581 

0,00000326 

0,00029139 

17 

Kendaraan,  pesawat 
terbang,  kapal  laut  dan 
sejenisnya 

0,00015738 

-0,00003388 

-0,00003133 

0,00009216 

18 

Barang  optik,  fotograpi, 
sinematografi  dan 
alat  pengukur 

-0,00009415 

-0,00000558 

0,00000133 

-0,00009841 

19 
20 

Senjata 

Barang  manufaktur 
lainnya 

0,00000000 
-0,00035343 

0,00000000 
-0,00008952 

0,00000000 
0,00003297 

0,00000000 
-0,00040998 

21 

Barang  seni  dan  koleksi 

-0,00002328 

-0,00001325 

0,00001302 

-0,00002351 

Total 

-0,00402553 

0,00613923 

-0,00143430 

0,00067939 
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Sebagian  besar  perubahan  pangsa 
pasar  di  Jepang  disebabkan  oleh  faktor  daya 
saing,  kecuali  untuk  produk  mineral  di 
mana  faktor  initial  yaitu  faktor  pemilihan 
produk  dan  pasar  lebih  dominan  diban- 
dingkan  kedua  faktor  lainnya.  Oleh  sebab 
itu,  dalam  analisis  membahas  salah  satu 
indeks  dalam  CMSA  yaitu  Competitiveness 
Index,  yang  mengukur  perubahan  pangsa 
pasar  produk  Indonesia  di  pasar  Jepang, 
yang  dihitimg  dengan  mengalikan  perubah- 
an pangsa  pasar  ekspor  Indonesia  terhadap 
total  impor  Jepang  dengan  pangsa  impor 
Jepang  terhadap  dunia. 

Selain  indeks  daya  saing,  juga  diguna- 
kan  dua  indikator  lainnya,  yaitu  market 
penetration  (penetrasi  pasar)  dan  market  size 
(besar  pasar).  Market  penetration  mengukur 
pangsa  impor  Jepang  dari  Indonesia  untuk 
produk  tertentu  terhadap  total  impor 
Jepang  imtuk  produk  itu,  sedangkan  market 
size  menghitung  pangsa  impor  Jepang 
untuk  produk  tersebut  terhadap  total  impor 
Jepang.  Data  yang  digunakan  COMTRADE, 
HS 1996  untuk  4  digit  dari  tahun  1999-  2004. 
Karena  data  impor  lebih  konsisten  diban- 
dingkan  dengan  data  ekspor,  maka  digima- 
kan  data  impor  sebagai  mirror  figure  untuk 
menghitung  indikator-indikator  di  atas. 
Alasan  tidak  menggunakan  data  impor 
tahun  2005,  karena  belum  semua  negara  me- 
laporkan  impor  mereka  sehingga  data  im- 
por dunia  menjadi  undervalued. 

DAYA  SAING  PRODUK  PERTANI- 
AN  (HS  Section  1-4,  atau  HS  1  -  24) 

Yang  termasuk  dalam  produk  per- 
tanian  adalah  produk-produk  dalam 
Section  1-4  atau  Chapter  1-23.  Kinerja 


ekspor  produk  pertanian  Indonesia  ke 
Jepang  sejak  tahun  1996-2005  menunjuk- 
kan  penurunan  ekspor  yang  cukup 
signifikan  terutama  untuk  produk-produk 
dalam  Section  1:  Hewan  Hidup  dan  Produk 
Hewan.  Produk  tersebut  mempunyai  pang- 
sa ekspor  yang  relatif  tinggi  pada  tahun  1996 
(16%)  tetapi  terus  mengalami  penurunan 
hingga  mencapai  7%  pada  tahun  2005. 
Sedangkan  produk-produk  dalam  Section 
2-3  relatif  tidak  mengalami  perubahan 
ekspor  yang  berarti  sejak  tahim  1996  hingga 
2005. 

Sementara  itu,  grafik  bubble  digimakan 
untuk  menggambarkan  pertumbuhan  pasar 
produk  10  produk  ekspor  utama  Indonesia 
tingkat  penetrasi  pasar  tertinggi  untuk 
setiap  Section.  Sumbu  X  pada  grafik  terse- 
but menunjukkan  daya  saing  produk  ekspor 
Indonesia  di  pasar  Jepang,  sedangkan 
sumbu  Y  menunjiikkan  daya  saing  produk 
ekspor  Indonesia  di  pasar  dunia.  Ukuran 
bubble  menimjukkan  pertumbuhan  di  pasar 
Jepang  di  mana  bubble  hitam  menunjukkan 
pertumbuhan  yang  positif,  sedangkan 
bubble  putih  menimjukkan  pertumbuhan 
yang  negatif.  Grafik  bubble  tersebut  dibagi 
menjadi  4  kuadran: 

•  Kuadran  1:  produk  yang  kompetitif  di 
pasar  dunia  dan  pasar  Jepang. 

•  Kuadran  2:  produk  yang  kompetitif  di 
pasar  Jepang  tetapi  tidak  kompetitif  di 
pasar  dunia. 

•  Kuadran  3:  produk  yang  tidak  kom- 
petitif di  kedua  pasar,  baik  pasar  dunia 
maupun  pasar  Jepang. 

•  Kuadran  4:  produk  yang  tidak  kom- 
petitif di  pasar  Jepang,  tetapi  kompetitif 
di  pasar  dunia. 
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Seperti  terlihat  pada  Grafik  3  di  bawah, 
hampir  semua  produk  ekspor  pertanian 
Indonesia  yang  mempunyai  tingkat  pe- 
netrasi  tertinggi  di  pasar  Jepang  telah  ke- 
hilangan  daya  saingnya  di  pasar  Jepang 
walaupun  ada  beberapa  produk  yang  tidak 
kompetitif  di  pasar  Jepang  tetapi  masih 
kompetitif  di  pasar  diinia.  Produk  pertanian 
yang  masih  mempunyai  daya  saing  yang 
positif  di  pasar  Jepang  adalah:  Pepper  (HS 
090411)  dan  Glycerol,  crude  (HS  152000). 
Sayangnya  pasar  untuk  kedua  produk 
tersebut  di  Jepang  mengalami  penuriman 
walaupun  relatif  kecil.  Sedangkan  produk 


yang  masih  mempunyai  pertumbuhan 
pasar  yang  positif  yaitu  Germ  of  cereals  (HS 
110439)  dan  Other  (140290)  tidak  mem- 
punyai daya  saing  lagi  di  Jepang. 

Dengan  kondisi  seperti  ini,  maka 
prospek  ekspor  produk  pertanian  Indonesia 
ke  Jepang  tidak  terlalu  cerah.  Produk-pro- 
duk  yang  selama  ini  dianggap  mempunyai 
prospek  ekspor  yang  bagus  ke  Jepang, 
seperti  ikan  txma  dan  ikan  segar  temyata 
tidak  lagi  mempunyai  daya  saing,  baik  di 
pasar  Jepang  maupun  di  pasar  dunia  dan 
juga  pertumbuhan  pasamya  telah  menurun. 


Grafik  3.  Pertumbuhan  Pasar  Jepang  untuk  10  Produk 
Pertanian  dengan  Tingkat  Penetrasi  Pasar  Tertinggi,  2004 
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DAYA  SAING  PRODUK  PLASTIK 
DAN  KARET  (HS  Section  7  atau 
Chapter  39  -  40) 

Produk  plastik  dan  karet  merupakan 
salah  satu  produk  ekspor  Indonesia  yang 
mengalami  peningkatan  pangsa  ekspor 
yang  cukup  besar  pada  periode  1996  -  2005. 
Pada  tahun  1996,  pangsa  ekspor  plastik  dan 
karet  ke  Jepang  hanya  sebesar  4%  dari  total 
ekspor  Indonesia  ke  Jepang  dan  pada  tahun 
2005  naik  tiga  kaH  lipat  menjadi  12%  de- 
ngan  tingkat  pertumbuhan  tahunan  sebesar 
30%. 

Berdasarkan  anaUsa  Constant  Market 
Share  seperti  yang  terlihat  pada  Tabel  2  di 
atas,  kenaikan  pangsa  pasar  tersebut 


disebabkan  oleh  kenaikari  ketiga  indeks 
dalam  CMSA  yaitu  competitive,  initial  dan 
adaption  index.  Produk  yang  merhptunyai 
daya  saing  tertinggi  baik  di  pasar  dunia 
maupun  di  pasar  Jepang  adalah  Natural 
rubber  in  other  forms  (HS  400122)  dan  pasar 
produk  ini  di  Jepang  masih  berkembang. 
Produk  karet  dan  plastik  lainnya  yang  ma- 
sih kompetitif  di  Jepang  dan  mempunyai 
pertunibuhan  pasar  yang  masih  positif 
adalah  Polyethylene  terephtalate  (HS  390760) 
dan  Polycabonates  aklyd.  resins  (HS  390261), 
Produk-produk  lainnya  seperti  Transmission 
belts  or  belting  (HS  401021),  Of  kind  used  on 
bicylcles  (HS  401150)  dan  Reservoirs,  tanks, 
vants  and  similar  (HS  392510)  masih  kom- 
petitif di  pasar  Jepang  tetapi  pertumbuhan 
pasamya  sudah  menunm. 


Grafik  4.  Pertumbuhan  Pasar  Jepang  untuk  10  Produk  Plastik  dan  Karet 
dengan  Tingkat  Penetrasi  Pasar  Tertinggi,  2004 
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DAYA  SAING  PRODUK  KAYU  (HS 
Section  9  atau  Chapter  44  -  46) 

Sama  dengan  produk  pertanian,  pro- 
duk  kayu  juga  mengalami  penurunan  nilai 
eskpor  dan  juga  pangsa  ekspor  yang  cukup 
signifikan  yaitu  dari  US$2  milyar  pada 
tahun  1996  menjadi  haiiya  US$900  juta  pada 
tahun  2005  atau  turun  lebih  dari  setengah- 
nya,  sedangkan  pangsa  ekspornya  turun 
dari  34%  pada  tahun  1996  menjadi  12%  di 
tahun  2005.  Penurunan  pangsa  ekspor 
tersebut  juga  dibarengi  dengan  penurunan 
pangsa  pasar  rmpor  di  Jepang  dan  merupa- 
kan  penurunan  pangsa  pasar  yang  terbesar 
di  antara  produk-produk  ekspor  Indonesia 
lainnya.  Penurunan  pangsa  ini  terutama 


disebabkan  karena  penurunan  daya  saing 
produk  kayu  Indonesia. 

Bila  dilihat  per  komoditi,  produk  kayu 
Indonesia  yang  masih  mempunyai  daya 
saing  positif  di  pasar  Jepang  adalah  produk 
Of  tropical  wood  (HS  440729),  dan  Pallets,  box 
pallets  and  others  loading  (HS  441520)  namun 
sayangnya  pertumbuhan  pasar  impor 
kedua  produk  tersebut  negatif.  Sedangkan 
produk  lain  yang  mempunyai  tingkat  per- 
tumbuhan pasar  positif  tetapi  daya  saing 
negatif  adalah  Other  containing  at  least  one 
layer  (HS  441293). 

Penurunan  daya  saing  produk  kayu 
Indonesia  di  Jepang  dan  masalah  yang 


Grafik  5.  Pertumbuhan  Pasar  Jepang  untuk  10  Produk  Kayu 
dengan  Tingkat  Penetrasi  Pasar  Tertinggi,  2004 
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dihadapi  dalam  ekspor  produk  kayu  terkait 
dengan  masalah  illegal  logging  dan  stan- 
darisasi.  Banyak  perusahaan  di  Jepang 
mempertanyakan  asal  kayu  dan  produk 
kayu  yang  masuk  ke  pasar  Jepang.  Mereka 
ingin  memastikan  bahwa  produk  yang  ma- 
suk ke  Jepang  adalah  benar-benar  berasal 
dari  kayu  yang  legal.  Selain  itu,  standarisasi 
yang  diwajibkan  oleh  Japan  Agricultural 
Standar  QAS)  yang  mengharuskan  produk 
kayu  Indonesia  mendapat  sertifikasi  dari 
JAS  sebelum  masuk  ke  pasar  Jepang,  dan 
ketentuan  ini  menambah  biaya  produksi 
sekitar  2  juta  yen  untuk  setiap  sertifikat  dan 
1,5  juta  yen  imtuk  pemeliharaan, 

DAYA  SAING  PRODUK  PULP  KAYU 
(HS  Section  10  atau  Chapter  47  -  49) 

Berbeda  dengan  produk  kayu  yang 
telah  kehilangan  daya  saingnya  di  pasar 
Jepang,  produk  pulp  kayu  masih  menikmati 


peningkatan  pangsa  pasar  impor  di  Jepang 
yang  terutama  disebabkan  karena  mening- 
katknya  daya  saing  produk  tersebut.  Ekspor 
pulp  kayu  meningkat  cukup  signifikan  dari 
hanya  sekitar  US$89  juta  pada  tahun  1996 
menjadi  US$376  juta  di  tahun  2005  atau 
meningkat  lebih  dari  empat  kali  lipat 
dengan  tingkat  pertumbuhan  sebesar  45% 
per  tahun.  Demikian  pula  dengan  pangsa 
ekspor  pulp  kayu  dibandingkan  dengan 
total  ekspor  non  migas  Indonesia  yang 
mengalami  perungkatan  dari  1,3%  di  tahun 
1996  menjadi  lebih  dari  5%  di  tahun  2005. 

Dari  sepuluh  produk  yang  mempimyai 
tingkat  penetrasi  tertiriggi  di  pasar  Jepang, 
lima  produk  memiliki  daya  saing  positif 
baik  di  pasar  Jepang  maupim  pasar  dimia 
dan  kelimanya  mempunyai  tingkat  per- 
tumbuhan pasar  yang  positif  dan  pasar 
imtuk  kesepuluh  produk  tersebut  menim- 


Grafik  6.  Pertumbuhan  Pasar  Jepang  untuk  10  Produk  Pulp  Kayu 
dengan  Tingkat  Penetrasi  Pasar  Tertinggi,  2004 
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jukkan  pertumbuhan  yang  positif.  Produk 
yang  mempunyai  daya  saing  tertinggi 
adalah  Other  paper  and  paperboard  (HS 
480252),  diikuti  oleh  Others  (HS  482390), 
Toilet  or  facial  tissue  stock  (HS  480300),  dan 
Gummed  or  adhesive  paper  (HS  482311  dan  HS 
481121). 

Walaupun  tidak  ada  hambatan  per- 
dagangan  berupa  bea  masuk  relatif  untnk 
produk  ini,  tetapi  impor  buku  dan  majalah 
ke  Jepang  menghadapi  hambatan  non  tarif 
yang  tidak  transparan.  Di  Jepang,  beberapa 
perusahaan  penerbitan  swasta  di  Jepang 
menggunakan  non-market  exchange  rate 
conversion  factor  untuk  mengimpor  buku  dan 
majalah  dari  luar  negeri  sehingga  menye- 
babkan  harga  buku  impor  di  Jepang  sangat 
tinggi. 

DAYA  SAING  TEKSTIL  DAN  PRO- 
DUK TEKSTIL  (HS  Section  ii  atau 
Chapter  50-63) 

Tekstil  dan  produk  tekstil  yang  me- 
rupakan  salah  satu  primadona  ekspor 
Indonesia  ke  Jepang  pada  tahun  1996 
dengan  nilai  ekspor  sebesar  US$573  juta 
mengalami  penurunan  kinerja  pada  tahun 
2005  dengan  nilai  ekspor  hanya  mencapai 
US$475  juta.  Pangsa  ekspor  tekstil  Indonesia 
juga  mengalami  penurunian  dari  sekitar  10% 
di  tahim  1996  menjadi  6%  pada  tahun  2006. 
Selain  penurunan  pangsa  ekspor,  tekstil 
dan  produk  tekstil  Indonesia  juga  meng- 
alami penurunan  pangsa  pasar  di  Jepang 
yang  terutama  disebabkan  oleh  penurunan 
daya  saing. 

Pasar  tekstil  di  Jepang  telah  mencapai 
Titik  jenuh  sehingga  sehingga  permintaan 


akan  tekstil  cenderung  tetap  dari  tahun  ke 
tahun.  Namun  demikian,  kesempatan  baru 
muncul  dengan  dihilangkarmya  kuota  teks- 
til di  beberapa  negara  maju  yang  akan 
mengakibatkan  berubahnya  tujuan  ekspor 
negara-negara  Asia  lainnya  dari  Jepang  ke 
negara-negara  maju  tersebut.  Demikian 
pula  dengan  China  yang  mungkin  akan  me- 
nurunkan  ekspor  ke  Jepang  dan  meng- 
alihkannya  ke  negara  lain.  Indonesia  harus 
mengambil  kesempatan  tersebut  dan  tidak 
membiarkan  Thailand  yang  mempunyai 
comparative  advantage  yang  hampir  sama 
dengan  Indonesia  mengambil  alih  pangsa 
pasar  China  di  pasar  Jepang. 

Bila  dilihat  pada  Grafik  7  di  bawah, 
hampir  semua  komoditi  tekstil  dan  produk 
tekstil  Indonesia  yang  mempunyai  daya 
saing  di  pasar  Jepang  temyata  menghadapi 
pasar  Jepang  yang  mengalami  pertum- 
buhan negatif.  Produk  yang  paling  kom- 
petitif  di  pasar  Jepang  adalah  Other  yam,  of 
polyester  staple  fibre  (HS  550951)  namun 
produk  tersebut  tidak  kompetitif  di  pasar 
dunia  dan  menghadapi  pasar  yang  telah 
menurun  di  Jepang.  Sedangkan  produk 
yang  mempimyai  daya  saing  di  pasar  Je- 
pang dan  pasar  dunia  tetapi  menghadapi 
pasar  Jepang  yang  menurun  adalah 
Containing  85%  or  more  by  weight  (HS  550931 
dan  551611),  Unbleached  or  bleached  -  3  thread 
(HS  551411).  Beberapa  produk  mempunyai 
daya  saing  dan  menghadapi  pasar  yang 
mempunyai  pertumbuhan  yang  positif,  yai- 
tu  Other  -  unbleached  and  bleached  (HS 
551691),  Of  polyester  staple  fibre  (HS  551512), 
Other  yarn,  of  acrylic  or  modacrylic  (HS 
550969)  dan  Unbleached  or  bleached  -  3  thread 
(HS  551412). 


DAYA  SAING  PRODUK  (Anas  &  Soejachmoen) 


265 


Grafik  7.  Pertumbuhan  Pasar  Jepang  untuk  10  Tekstil  dan  Produk  Tekstil 
dengan  Tingkat  Penetrasi  Pasar  Tertinggi,  2004 
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Dengan  kondisi  seperti  ini  di  mana 
beberapa  produk  mempunyai  daya  saing 
yang  tinggi  tetapi  menghadapi  pasar  yang 
menurun  atau  produk  dengan  daya  saing 
rendah  tetapi  menghadapi  pasar  yang 
meningkat,  maka  produsen  tekstil 
Indonesia  mempunyai  dua  pilihan  untuk 
meningkatkan  ekspor  tekstil  ke  Jepang  yaitu 
dengan  meningkatkan  pangsa  pasar  produk 
yang  mempunyai  penetrasi  pasar  yang 
besar  tetapi  menghadapi  pertumbuhan 
yang  negatif,  atau  berpindah  pada  produk 
yang  mempunyai  pertumbuhan  pasar  yang 
positif. 

Untuk  jangka  pendek  mempertahan- 
kan  dan  meningkatkan  ekspor  pada  produk 
yang  mempunyai  penetrasi  pasar  yang 
tinggi  akan  cukup  memadai  karena  ber- 


pindah pada  produk  yang  lain  membutuh- 
kan  investasi,  teknologi  dan  juga  inf  ormasi 
mengenai  pasar  tersebut.  Namun  demikian, 
eksporter  Indonesia  harus  mulai  memi- 
kirkan  untuk  mengalihkan  produksi  me- 
reka  untuk  mengantisipasi  keadaan  pasar 
tekstil  yang  makin  suram  di  Jepang. 

DAYA  SAING  PRODUK  METAL  D A- 
SAR  DAN  OLAHAN  (HS  Section  15 
atau  Chapter  72-83) 

Metal  dasar  dan  olahan  mengalami 
pertumbuhan  ekspor  yang  cukup  besar  dari 
tahun  1996  hingga  2005  (sebesar  22%  per 
tahun)  dari  US$530  juta  menjadi  US$1,6 
milyar  dan  pangsa  ekspor  juga  meningkat 
dari  9%  di  tahun  1996  menjadi  21%  di  tahun 
2005.  Produk  metal  dasar  dan  olahan  ini 
merupakan  produk  yang  mengalami 
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Grafik  8.  Pertumbuhan  Pasar  Jepang  untuk  10  Produk  Metal  Dasar  dan  Olahan 
dengan  Tingkat  Penetrasi  Pasar  Tertinggi,  2004 
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pertumbuhan  pangsa  pasar  tertinggi  di 
Jepang  untuk  periode  1996-2005  seperti 
tercermin  dalam  analisa  Constant  Market 
Share. 

Seperti  terlihat  pada  grafik  8  di  bawah 
ini,  hampir  semua  produk  metal  dasar  dan 
olahan  yang  mempunyai  daya  saing  positif 
di  Jepang  juga  mempimyai  pertumbuhan 
pasar  yang  positif.  Contohnya:  Nickel  mattes 
(HS  750110)  mempunyai  daya  saing  ter- 
tinggi baik  di  pasar  Jepang  maupun  di  pasar 
dunia  dan  juga  menghadapi  pasar  yang 
masih  berkembang  di  Jepang.  Demikian 
pula  dengan  Other,  in  coils  not  further  worked 
(HS  720836),  leaf-springs  and  leaves  thereof  {US 
732010)  dan  Woven  cloth  -  endless  hands  (HS 
731412). 


DAYA  SAING  PRODUK  MESIN 
DAN  ALAT  MEKANIK  (HS  Section  16 
atau  Chapter  84  -  85) 

Ekspor  produk  mesin  dan  alat 
mekanik  mengalami  peningkatan  yang 
cukup  pesat  sejak  tahun  1996  hingga  2005 
baik  dalam  nilai  ekspor  maupun  dalam 
pangsa  ekspor  ke  Jepang  dengan  tingkat 
pertumbuhan  tahiman  sebesar  24%.  Nilai 
ekspor  mesin  dan  alat  mekaiiik  pada  tahim 
1996  sekitar  US$500  juta  dan  pada  tahun 
2005  meningkat  menjadi  US$1,6  milyar  atau 
meningkat  lebih  tiga  kali  lipat.  Demikian 
pula  dengan  pangsa  ekspor  ke  Jepang,  dari 
8%  di  tahun  1996  menjadi  21%  di  tahun 
2005.  Ekspor  mesin  dan  alat  mekanik 
tertinggi  terjadi  pada  tahun  2000  mencapai 
US$1,6  milyar  dengan  pangsa  ekspor 
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mencapai  25%.  Pada  tahun  2000  tersebut 
mulai  terjadi  perubahan  komposisi  ekspor 
non  migas  Indonesia  ke  Jepang,  yang  se- 
belumnya  dikuasai  oleh  produk  pertanian 
dan  kayu  (50%)  sejak  tahun  2000  didominasi 
oleh  mesin  dan  alat  mekanik  serta  metal  dan 
metal  olahan  (40%).  ' 

Selain  peningkatan  pangsa  ekspor  ke 
Jepang,  produk  mesin  dan  alat  mekanik 
juga  mengalami  peningkatan  pangsa  pasar 
impor  keempat  setelah  Metal  dasar  dan 
olahan,  karet  dan  plastik  serta  pulo  kayu. 
Peningkatan  pasar  produk  ini  terutama  ka- 
rena  peningkatan  ketiga  komponen  dalam 
CMSA  yaitu  daya  saing,  pemilihan  produk 
dan  pasar  serta  kemampuan  adaptasi  untuk 
produk  baru. 

Walaupun  Jepang  tidak  mengenakan 
hambatan  tarif  pada  produk  mesin  dan  alat 
mekanik,  tetapi  hambatan  perdagangan 
non  tarif  yang  dikenakan  oleh  Jepang  dalam 
hal  standar  dan  pengawasan  mutu  cukup 
memberatkan  eksportir  hidonesia.  Ham- 
batan non-tarif  yang  dikenakan  untuk  pro- 
duk ini  antara  lain: 

-  Penerapan  standar  untuk  produk  semi 
konduktor  khususnya  oleh  JEDEC 
(Joint  Electron  Device  Engineering 
Council)  and  JEITA  (Japan  Electronics 
and  Information  Technology  Industries 
Association).  Label  "Made  in  XXX" 
pada  produk  semi  konduktor  yang 
diimpor  menunjukkan  asal  negara  di 
mana  produk  tersebut  dirakit  dan  di- 
kapalkan.  Misalnya,  produk  semikon- 
duktor  Korea  akan  diberi  label  "Made 
in  Malaysia"  jika  produk  tersebut 


dirakit  dan  diproduksi  secara  lengkap 
di  Malaysia. 

Beberapa  produk  elektronik  seperti  Air 
Cleaner  (HS.8421);  Computer  (HS.8470); 
Cash  Register  (HS.8470);  dan  Vending 
Machine  (HS.8476)  yang  akan  dipasok 
ke  pasar  Jepang  harus  menjalani  peng- 
ujian  secara  resmi  yang  dilakukan  oleh 
lembaga  pengujian/sertifikasi  atau 
disetujui  oleh  Departemen  Ekonomi, 
Perdagangan  dan  Industri  sebagaima- 
na  diatur  dalam  Electrical  Appliances 
and  Material  Safety  Law  yang  berlaku 
sejak  April  2001. 
-  Selain  itu,  berdasarkan  undang-un- 
dang  tersebut  juga  ditetapkan  sebanyak 
112  item  electrical  appliances  and  material 
sebagai  "Special  Electrical  Appliances" 
yang  berbahaya  atau  dapat  menim- 
bulkan  masalah  bagi  penggima  produk 
tersebut,  sehingga  produk  tersebut 
wajib  menjalani  pengujian  dua  stan- 
dard teknis  yang  ditetapkan  (article  8), 
prepare  and  store  testing  record  (article  8) 
dan  persyaratan  label  (article  10). 

Barang  mesin  dan  alat  mekanik  yang 
mempunyai  daya  saing  tertinggi  baik  di 
pasar  Jepang  dan  pasar  dunia  adalah  Other 
electronic  conductors  (HS  854459),  diikuti  oleh 
Discharge  lamps,  other  than  ultraviolet  (HS 
853931),  Other  machines  (HS  847689), 
Automatic  circuit  breakers  (HS  853521  dan 
853529).  Kelima  barang  tersebut  selain  kom- 
petitif  juga  menghadapi  pasar  impor  yang 
masih  berkembang  di  Jepang.  Sedangkan 
produk  kompetitif  lainnya  yaitu  Automatic 
circuit  breakers  (HS  853521),  Parts  and  acces- 
sories of  machines  (HS  844820),  dan  Lightning 
arresters,  voltage  limited  (HS  853540) 
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Grafik  9.  Pertumbuhan  Pasar  Jepang  untuk  10  Produk  Mesin 
dan  Alat  Mekanik  dengan  Tingkat  Penetrasi  Pasar  Tertinggi,  2004 
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menghadapi  pasar  dengan  pertumbuhan 
negatif. 

Dengan  adanya  persyaratan  standar 
yang  diterapkan  oleh  Jepang  untuk  produk 
impornya,  maka  Indonesia  harus  mulai 
meningkatkan  kemampuan  industri  untuk 
memenuhi  ketentuan  dan  standard  tersebut. 

DAYA  SAING  KENDARAAN,  PIE- 
SAWAT  TERBANG,  KAPAL  LAUT 
DAN  SEJENISNYA  (HS  Section  17 
atau  Chapter  86  -  89) 

Ekspor  produk  kendaraan,  pesawat 
terbang,  kapal  laut  dan  sejenisnya  meng- 
alami  pertumbuhan  ekspor  tertinggi  selama 
periode  1996  hingga  2005  yaitu  dengan  nilai 
ekspor  sebesar  US$23  juta  pada  tahun  1996 


menjadi  US$204  juta  pada  tahun  2005  atau 
bertumbuh  sebesar  85%  per  tahunnya. 
Peningkatan  ekspor  yang  signifikan  mulai 
terjadi  sejak  tahun  2000  dan  terns  mengalami 
peningkatan  hingga  tahun  2005.  Hal  ini 
terkait  dengan  makin  tingginya  tingkat  intra 
industry  trade  antara  Indonesia  dan  Jepang. 

Ekspor  produk  ini  juga  mengalami 
peningkatan  pangsa  ekspor  dan  juga  pangsa 
pasar  di  Jepang  yang  disebabkan  karena 
adanya  peningkatan  daya  saing  di  pasar 
Jepang  pada  tahun  2004.  Pasar  untuk  semua 
produk  yang  mempunyai  penetrasi  pasar 
tertinggi  di  Jepang  imtuk  Section  17  ini  juga 
mengalami  pertumbuhan  yang  positif. 
Produk  dengan  tingkat  daya  saing  tertinggi 
di  pasar  Jepang  adalah  Others  parts  and 
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accessories:  others  (HS  870899),  diikuti  oleh 
Others  parts  and  accessories:  Radiator  (HS 
870891),  Road  wheels  and  parts  and  accessories 
(HS  870870),  Other  parts  and  accessories  (HS 
870894).  Produk  Other:  pedals  and  crank-gear 
(HS  871496)  tidak  kompetitif  di  pasar  Jepang 
dan  dunia. 

Salah  satu  faktor  penting  yang  me- 
nentukan  diterima  produk  Indonesia  di 
pasar  Jepang  adalah  dalam  hal  pemenuhan 
ketentuan  standar  industri  terutama  untuk 
kendaraan  bermotor  dan  komponen. 


KESIMPULAN 

Struktur  ekspor  Indonesia  ke  Jepang 
mengalami  perubahan  yang  cukup 
signifikan  dari  tahun  1996  hingga  2005  di 
mana  ekspor  Indonesia  didominasi  oleh 
produk  pertanian  dan  hasil  kayu  pada 
tahun  1996  dan  kemudian  mulai  mengalami 
perubahan  struktur  pada  tahim  2000  yang 
terus  berlanjut  hingga  saat  ini. 

Salah  satu  faktor  penyebab  perubahan 
struktur  ekspor  tersebut  adalah  perubahan 
daya  saLng  produk  tersebut  di  pasar  Jepang, 


Grafik  10.  Pertumbuhan  Pasar  Jepang  untuk  10  Produk  Kendaraan,  Pesawat 
Terbang,  Kapal  Laut  dan  sejenisnya  dengan  Tingkat  Penetrasi  Pasar  Tertinggi,  2004 
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selain  dinamika  yang  terjadi  di  pasar  Jepang 
itu  sendiri.  Beberapa  produk  yang  meng- 
alami  perubahan  pangsa  ekspor  ke  Jepang 
juga  mengalami  peningkatan  pangsa  pasar 
yang  cukup  signifikan,  di  antaranya  adalah 
produk  mineral,  metal  dasar  dan  olahan, 
karet  dan  plastik,  pulp  kayu  dan  mesin  serta 
alat  mekanik.  Temyata  peningkatan  pangsa 
pasar  barang  ekspor  Indonesia  di  pasar 
Jepang  yang  dapat  dibedakan  menjadi  tiga 
komponen  yaitu  daya  saing  produk,  pe- 
milihan  produk  dan  pasar,  serta  kemam- 
puan  beradaptasi  dengan  perubahan  pasar 
lebih  didominasi  oleh  peningkatan  daya 
saing  produk  tersebut  di  pasar  durua. 

Sepuluh  produk  yang  memiliki  tingkat 
penetrasi  pasar  yang  tinggi  dan  juga  me- 
milki  daya  saing  tertinggi  di  pasar  Jepang 
adalah:  Nickel  mattes  (HS  750110),  Natural 
rubber  in  other  forms  (HS  400122),  Other 
electric  conductors,  (HS  854459),  Of  tropical 
wood  specified  (HS  440726),  Discharge  lamps, 
other  than  ultra-violet  (HS  853931),  Pepper  :— 
Neither  crushed  nor  grounded  (HS  090411), 
Other  yarn,  of  polyester  staple  fibres  (HS 
550951),  Other,  in  coils,  not  further  worked  (HS 
720836),  Polyethylene  terephthalate  (HS 
390760)  dan  Pallets,  box  pallets  and  other  load 
(HS  441520).  Sedangkan  lima  produk  yang 
kehilangan  daya  saing  di  pasar  Jepang 
adalah  Tunas  (of  the  genus  Thunnus)  skipja 
(HS  030232),  Tin,  not  alloyed  (HS  800110), 


Fish,  whole  or  in  pieces,  but  not  (HS  160416), 
Plywood  consisting  solely  of  sheets  (HS  441213), 
and  Plywood  consisting  solely  of  sheets  (HS 
441214). 

Dengan  mengetahui  daya  saing  produk 
ekspor  Indonesia  maka  dapat  disiapkan 
strategi  ekspor  nasional  untuk  pasar  Jepang 
sehingga  dapat  mempertahankan  bahkan 
meningkatkan  ekspor  Indonesia  ke  Jepang 
dan  juga  pangsa  pasar  produk  Indonesia  di 
pasar  Jepang.  Dalam  strategi  tersebut, 
produk  yang  mempimyai  daya  saing  yang 
tinggi  di  pasar  Jepang  dan  mempunyai 
pertumbuhan  pasar  yang  positif  merupakan 
produk  yang  bisa  dikembangkan  untuk 
meningkatkan  ekspor.  Sedangkan  produk 
yang  telah  kehilangan  daya  saing  di  Jepang 
maka  harus  disiapkan  produk  pengganti- 
nya,  apalagi  jika  produk  yang  tidak  kom- 
petitif  tersebut  menghadapi  pasar  yang 
menurun  pertumbuhannya. 
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Day  a  Saing  Industri  Tekstil  dan 

Produk  Tekstil  Pasca 
Penghapusan  Kuota 

Intelda  Maidir 

Penurunan  daya  saing  di  sejumlah  produk  mengindikasikan  adanya  kendala  pasokan  di  dalam 
negeri  yang  telah  menghambat,  dan  bahkan  menurunkan  kemampuan  industri  untuk  me- 
nyesuaikan  struktur  ekspomya  dengan  kenaikan  permintaan  pasar  dunia.  Faktor  seperti  rigiditas 
peraturan  ketenagakerjaan,  limitasi  kapabilitas  teknologi  dan  pemasaran,  serta  kendala  industri 
pendukung  terus  mempengaruhi  daya  saing  industri.  Kenaikan  biaya  dan  makin  meningkatnya 
intensitas  persaingan  berkonsekuensi  pada  keharusan  untuk  meningkatkan  kapabilitas  dan  nilai 
tambah  pada  tiap  segmen  industri.  Lebih  khusus,  peningkatan  kualitas  produk  serat  tekstil, 
benang  dan  kain  sintetis,  serta  pergeseran  dari  mass  production  products  ke  produk  dan 
aksesoris  pakaian  dengan  nilai  tambah  lebih  tinggi.  Secara  demikian,  restrukturisasi  dan  up 
grading  mensyaratkan  investasi  dalam  jumlah  besar  dan  kemauan  untuk  secara  berkelanjutan 
meningkatkan  kapabilitas  pengelolaan  dan  teknologi. 


PENDAHULUAN 

SETELAH  lebih  dari  satu  tahun  ke- 
bijakan  kuota  dihapuskan,  kekha- 
watiran  bahwa  pertumbuhan  in- 
dustri akan  melambat  tidak  terbukti.  Data 
terakhir  menunjukkan  bahwa  antara  Juni 
2005  -2006,  nilai  ekspor  pakaian  jadi  dari 
Indonesia  ke  Amerika  Serikat  meningkat 
sebesar  27,4  persen  dibandingkan  periode 
yang  sama  tahun  lalu.  Sementara  nilai 
ekspor  tekstil  meningkat  sebesar  24  persen. 
Namun  peningkatan  ini  tidak  dapat 
diartikan  bahwa  produk  dari  Indonesia 
lebih  kompetitif  dibandingkan  dari  negara 
pesaing,  bahkan  ketika  kebijakan  kuota 
telah  dihapuskan.  Selain  pasar  dunia  me- 
mang  tumbuh,  berbagai  safeguard  measures 


yang  diterapkan  oleh  negara  utama  tujuan 
ekspor  terhadap  berbagai  produk  dari 
pesaing  kita,  seperti  Cina,  mengakibatkan 
produk  mereka  tidak  lebih  kompetitif  dari 
produk  Indonesia. 

Data  impor  AS  pasca  penghapusan 
kuota,  Januari  2005,  menunjukkan  bahwa 
peningkatan  nilai  ekspor  tekstil  dan  pakaian 
jadi  Indonesia  ke  Amerika  Serikat  temyata 
lebih  disebabkan  oleh  peningkatan  produk 
dimana  China  dikenakan  safeguard  measure. 
Hal  ini  kemudian  meninggalkan  pertanya- 
an  besar,  apakah  produk  Indonesia  dapat 
tetap  mempertahankan  pangsanya  jika 
hambatan  terhadap  hampir  18  persen  pro- 
duk dari  China  yang  diekspor  ke  AS  ter- 
sebut  dihilangkan  pada  akhir  tahun  2008. 


Dengan  dihapuskankannya  penerapan 
kuota,  di  satu  sisi,  akses  pasar  tekstil  dan 
produk  tekstil  (TPT)  akan  semakin  terbuka. 
Akan  tetapi,  pada  saat  bersamaan,  restriksi 
lain  berupa  hambatan  tarif  yang  juga 
berkonsekuensi  terhadap  pangsa  ekspor 
sejumlah  produk  TPT  Indonesia  masih 
relatif  besar.  Bahkan  pada  pasar  non-tra- 
disional,  Amerika  Latin  dan  Eropa  Timur, 
bea  masuk  ekspor  TPT  ke  negara-negara  di 
kawasan  tersebut  mencapai  13,5-18  persen. 
Besaran  yang  sangat  tinggi  untuk  dapat 
memenuhi  pertumbuhan  permintaan  yang 
pesat  dari  tujuan  ekspor  potensial  TPT 
tersebut. 

Di  samping  standar-standar  teknis 
(technical  measures),  pemberlakuan  hambatan 
non-tarif  yang  sifatnya  membatasi  produk 
TPT  impor  pun,  seperti  investigasi  dan 
tindakan  anti  dumping,  larangan  impor  dan 
tarif  impor  minimum,  semakin  meningkat 
setelah  kebijakan  kuota  dihapuskan. 

DAMPAK  PENGHAPUSAN  KUOTA 

Berbagai  studi  telah  dilakukan  untuk 
melihat  dampak  dari  penghapusan  kuota 
terhadap  pasar  TPT  dunia.  Studi-studi 
tersebut  menunjukkan  adanya  manfaat 
secara  total  yang  cukup  signifikan  dari 
penghapusan  kebijakan  kuota,  yang  diper-  . 


kirakan  antara  lis$6,5  hingga  US$324  miliar 
{EU,  2003).  Mdnfaat  tersebut  antara  lain 
didapatkan  d^ri  efisiensi  alokasi  sumber 
daya  ekonoml.  Ekspor  negara-negara  pro- 
dusen  juga  akan  semakin  berkembang  dari 
segi  hijuan  pasar  karena  tidak  lagi  terkon- 
sentrasi  pada  pasar  tradisional  yang  me- 
nerapkan  kuota. 

Akan  tetapi  manfaat  tersebut  tidak 
mungkin  terdistribusi  secara  merata.  Ada 
beberapa  negara  yang  akan  menikmati 
manfaat  tersebut  secara  menyeluruh;  se- 
mentara  beberapa  negara  lain  akan  meng- 
alami  kerugian,  karena  hilangnya  pangsa 
pasar  mereka.  Tidak  meratanya  dampak 
dari  penghapusan  kuota,  datang  dari  bukti 
empiris  bahwa  tidak  seluruh  negara  dapat 
memanfaatkan  kuota  impor  mereka.  Se- 
bagian  besar  negara  pengekspor  hanya 
dapat  memenuhi  kurang  dari  80  persen 
kuota  impor  mereka. 

Tabel  1  memperlihatkan  pemanfaatan 
kuota  berbagai  negara  pengekspor  produk 
TPT  ke  Amerika  Serikat  dan  Uni  Eropa.  Cina 
merupakan  negara  pengeskpor  yang  paling 
banyak  memanfaatkan  kuota  impor  mereka, 
sementara  negara-negara  Afrika  dan  juga 
anggota  NAFTA  cenderung  hanya  sedikit 
saja  mampu  memenuhi  batas  impor  mereka. 


Tabel  1.  PEMENUHAN  KUOTA  2002  (%) 


Kuota 
Terpenuhi 

Di  bawah 
Kuota 

NAFTA 

0,5 

99,5 

Afrika 

41,1 

58,9 

Asia 

46,9 

53,1 

China 

86,6 

13,4 

Sumber:  Nathan  Associates  (2002) 
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Negara  yang  paling  diuntungkan  de- 
ngan  penghapusan  kuota  tersebut  tentunya 
adalah  negara  yang  selama  ini  telah  men- 
capai  kuota  impor  yang  ditetapkan  pada 
produk-produk  utamanya.  Sementara  ne- 
gara yang  akan  merasakan  kerugian  paling 
besar  adalah  negara  yang  selama  ini 
mengekspor  produk-produk  dimana  ne- 
gara lain  telah  mencapai  batas  kuotanya, 
sementara  negara  itu  sendiri  masih  jauh  dari 
kuota  impor  yang  ditetapkan.  Kerugian 
akan  semakin  dirasakan  bila  negara  tersebut 
sangat  tergantung  pada  produk  yang 
bersangkutan.  Tabel  2  memperlihatkan 
tingkat  resiko  produk  pakaian  ekspor  ne- 
gara-negara  bersangkutan  terhadap  peng- 
hapusan kebijakan  kuota. 

Suatu  produk  dari  negara  tertentu  di- 
katakan  mempunyai  resiko  rendah  jika 
tidak  ada  negara  lain  yang  telah  mencapai 
batas  impor  yang  diperbolehkan.  Artinya 
penghapusan  kuota  kemungkinan  tidak 
akan  merubah  komposisi  eksportir  utama 
produk  tersebut  secara  signifikan.  Se- 
mentara produk  dengan  resiko  rendah 
adalah  produk  dimana  negara  bersang- 
kutan telah  mencapai  kuota  impornya. 
Seharusnya  penghapusan  kuota  tidak  akan 
mempengaruhi  ekspor  produk  tadi  dari 


negara  tersebut,  malah  mungkin  akan 
membawa  keuntungan.  Produk  dengan 
resiko  yang  tinggi  adalah  berbagai  produk 
ekpor  dari  negara  tersebut,  yang  saat  ini 
tidak  dibatasi  kuota,  tetapi  ada  negara  lain 
yang  telah  mencapai  batas  kuota  impornya. 
Penghapusan  kuota  sangat  mungkin 
membuat  impor  dari  negara  lain  akan 
meningkat,  sementara  impor  dari  negara 
bersangkutan  akan  berkurang. 

Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa 
produk  TPT  dari  negara  anggota  NAFTA 
lebih  banyak  memiliki  resiko  yang  tinggi. 
Penghapusan  kuota  akan  berdampak  sa- 
ngat buruk  bagi  negara  anggota  NAFTA, 
setidaknya  untuk  pasar  mereka  di  AS.  Hal 
serupa  juga  dapat  dilihat  di  negara-negara 
Afrika.  Berbeda  dengan  kondisi  produk 
Cina.  Lebih  dari  51  persen  produk  Cina 
berada  pada  kategori  produk  dengan  resiko 
menengah.  Pangsa  pasar  produk-produk 
tersebut  di  AS  kemungkinan  akan  me- 
ningkat dengan  penghapusan  kuota.  Begitu 
pula  dengan  negara-negara  lain  di  Asia, 
walaupun  tingkat  produk  yang  masuk 
dalam  kategori  resiko  tinggi  dari  wilayah 
ini  lebih  banyak  dibandingkan  produk  dari 
Cina. 


Tabel  2.  IMPOR  PAKAIAN  AS  BERDASARKAN  TINGKAT  RESIKO  (%) 


Resiko 

rendah 

menengah 

tinggi 

NAFTA 

9,3 

0,5 

90,2 

Afrika 

2,2 

13,6 

84,2 

Asia 

16,4 

52,3 

31,4 

China 

44 

51,1 

4,9 

Sumber:  Nathan  Associates  (2002) 
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Seluruh  studi  tersebut  sepakat  bahwa 
Cina  merupakan  negara  yang  paling  di- 
untungkan  dari  adanya  penghapusan 
kuota.  Selain  itu,  India  dan  Pakistan  juga 
sangat  dimungkinkan  untuk  menjadi 
negara  lain  yang  dapat  diuntungkan  dari 
kebijakan  ini.  Salah  satu  studi  memper- 
lihatkan  bahwa  ekspor  dari  Cina  dapat 
meningkat  hingga  150  persen,  sehingga 
mampu  memperoleh  pangsa  pasar  ekspor 
produk  TPT  dunia  hingga  50  persen 
{Francois  and  Spinanger,  2001  dan 
lanchovichina  and  Martin,  2001).  Studi  lain 
memperlihatkan  bahwa  Cina  dapat  me- 
ningkatkan  ekspomya  ke  Uni  Eropa,  hingga 
memperoleh  pangsa  pasar  13  persen  pada 
produk  tekstil  dari  sebelumnya  10  persen, 
sementara  pangsa  pasar  produk  pakaian 
naik  menjadi  30  persen  dari  sebelumnya  18 
persen.  Begitu  pula  dengan  pasar  AS,  di- 
mana  pangsa  pasar  Cina  akan  naik  menjadi 
18  persen  dari  11  persen  untuk  tekstil  dan 
50  persen  dari  sebelumnya  16  persen  untuk 
pakaian  (Nordds,  2004). 

Produk  dari  Indonesia  juga  tidak  ter- 
lepas  dari  dampak  penghapusan  kuota. 


Indonesia  cenderung  tidak  mampu  me- 
menuhi  batasan  impor  yang  diperbolehkan, 
baik  ke  pasar  Amerika  Serikat  maupun  Uni 
Eropa.  Sementara  banyak  jenis  produk  di 
mana  Indonesia  mempunyai  pangsa  yang 
cukup  besar,  juga  merupakan  produk 
dimana  para  pesaing  telah  mencapai  batas 
kuotanya.  Tabel  3  memperlihatkan  nilai 
impor  berbagai  produk  dari  Indonesia  di 
pasar  AS,  yang  masuk  dalam  kategori 
produk  dengan  resiko  tinggi. 

Angka-angka  ini  dapat  menjadi  dasar 
untuk  melihat  dampak  dari  penghapusan 
kuota  atas  impor  AS  yang  berasal  dari 
Indonesia.  Jika  diasumsikan  tidak  terdapat 
perubahan  pada  pola  perdagangan  produk 
TPT  ke  Amerika  Serikat,  serta  asumsi  bahwa 
negara  pesaing  lainnya  akan  dapat  mening- 
katkan  ekspor  mereka  ke  AS  dalam  produk- 
produk  tersebut,  maka  Indonesia  dapat 
kehilangan  pangsa  pasar  impor  hingga 
mencapai  50  persen.  Sementara  itu  hanya 
sedikit  produk  Indonesia  yang  mencapai 
batas  kuota,  dan  hanya  memberikan  porsi 
kecil  atas  seluruh  ekspor  produk  TPT 
Indonesia  ke  AS. 


Tabel  3.  PRODUK  INDONESIA  YANG  TERANCAM  PENGHAPUSAN  KUOTA 


Komoditas 

Nilai  Pangsa 
QutaUSS)  Pasar  di  AS 

Negara  yang  telah  Memenuhi  Kuota 

Benang 
Kain 

Pakaian  Jadi 
Produk  TPT  lainnya 

18,38  51,23 
16,9  21,96 
1.213,88  56,28 
23,92  23,52 

China,  Thailand 

China,  Thailand,  Pakistan,  Vietnam 
Vietnam,  Pakistan,  China,  Philippines 
China,  Pakistan 

Total 

1.273,07  53,59 

Sumber.  Diolah  dari  data  US  Customs  dan  OTEXA 
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Dampak  penghapusan  kuota  tersebut 
kemungkinan  akan  cukup  berarti  terhadap 
ekspor  produk  TPT  Indonesia.  Amerika  Se- 
rikat  merupakan  salah  satu  pasar  terbesar 
dari  ekspor  TPT  Indonesia.  Lebih  dari  24 
persen  ekspor  produk  TPT  Indonesia  di- 
tujukan  untuk  pasar  AS,  sementara  27  per- 
sen lainnya  diserap  oleh  pasar  UE.  Turun- 
nya  impor  dari  Indonesia  di  kedua  pasar 
tersebut,  akan  membawa  dampak  yang 
signifikan  terhadap  perkembangan  ekspor 
produk  TPT  Indonesia. 

Tetapi  berbagai  analisis  di  atas,  belum 
memasukkan  berbagai  manf aat  dari  kondisi 
yang  lebih  dinamis  akibat  adanya  peng- 
hapusan kuota.  Kompetisi  yang  lebih  intens 
biasanya  akan  memaksa  produsen  untuk 
mencari  berbagai  cara  yang  lebih  efisien, 
baik  dalam  proses  produksi,  maupun 
pemasaran.  Berbagai  studi  menunjukkan 
adanya  bermacam  kesempatan  untuk 
meningkatkan  daya  saing  produk  tekstil  di 
banyak  negara  berkembang,  contohnya 
dengan  memperbaiki  jalur  pemasaran  dan 
proses  produksi  yang  terintegrasi  {Gereffi 
and  Memedovic,  2003).  Meningkatnya  kom- 
petisi akibat  dihapuskannya  kuota  akan 
membuat  berbagai  perbaikan  tersebut  dapat 
dilaksanakan. 

ANALISA  DAYA  SAING  DAN  PER- 
UBAHAN  PANGSA  PASAR 

Salah  cara  untuk  menganalisis  faktor 
yang  menjelaskan  perkembangan  nilai  dan 
volume  ekspor  adalah  suatu  metode  yang 
dikenal  dengan  nama  constant  market  share 
analysis.  Dengan  metode  ini,  perkembangan 
ekspor  suatu  negara  dapat  didekomposisi 
menjadi  bagian  yang  berasal  dari  per- 


tumbuhan  pasar  dunia,  bagian  yang  berasal 
dari  pertumbuhan  pasar  utama  ekspor, 
pertumbuhan  pasar  komoditas  utama  dan 
daya  saing  dari  produk-produk  negara 
tersebut. 

Metode  ini  digunakan  imtuk  melihat 
daya  saing  dari  produk-produk  TPT 
Indonesia  berikut  beberapa  faktor  lain  yang 
mempengaruhi  perkembangan  ekspor. 
Analisis  ini  dilakukan  dengan  meiihat  pasar 
produk  TPT  dunia  sebagai  dua  bagian. 
Pertama,  pasar  tradisional  produk  TPT  yang 
menerapkan  kuota  impor  terhadap  produk- 
produk  tersebut,  negara-negara  pasar 
produk  TPT  yang  tidak  menerapkan  kuota. 
Kedua,  dianalisis  daya  saing  produk-produk 
TPT  Indonesia  untuk  masing-masing  pasar 
tersebut. 

Gambar  1  memperlihatkan  daya  saing 
produk-produk  TPT  Indonesia  di  pasar 
negara-negara  yang  menerapkan  kuota. 
Gambar  ini  juga  memperlihatkan  pertum- 
buhan impor  masing-masing  produk  ter- 
sebut di  pasar  yang  bersangkutan,  serta 
pangsa  pasar  produk  Indonesia  yang  di- 
gambarkan  melalui  besar  dari  bulatan  di 
dalam  gambar  ini.  Terlihat  di  sini  pasar  dari 
produk  TPT  di  negara-negara  yang  me- 
nerapkan kuota  ini  masih  mengalami  per- 
tumbuhan yang  positif,  baik  untuk  produk 
bahan  baku  tekstil  dan  juga  produk  pakaian 
jadi. 

Terlihat  pula  bahwa  banyak  produk 
TPT  Indonesia  masih  mempunyai  pangsa 
pasar  yang  cukup  tinggi,  berkisar  antara  4- 
5  persen.  Sayangnya  produk-produk  TPT 
dari  Indonesia  cenderung  mengalami  pe- 
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nurunan  daya  saing,  yang  ditandai  dengan 
nilai  negatif  untuk  indeks  perubahan  daya 
saing.  Penurunan  daya  saing  ini  tidak  hanya 
terjadi  untuk  produk-produk  bahan  baku 
tekstil,  seperti  benang  dan  kain,  tetapi  juga 
untuk  produk-produk  pakaian  jadi.  Hanya 
beberapa  produk  yang  masih  memiliki 
indeks  perubahan  daya  saing  positif, 
menandakan  daya  saing  yang  membaik,  di 
antaranya  adalah  produk  pakaian  luar,  baik 
yang  terbuat  dari  kain  (844)  maupun  rajutan 
(845).  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat 
dikatakan  bahwa  produk  TPT  Indonesia 
dapat  kehilangan  pangsa  pasar  di  masa 
mendatang  akibat  dari  turunnya  daya  saing. 
Apalagi  bila  diingat  bahwa  untuk  pasar  ini, 
produk  TPT  dari  Indonesia  masih  di- 


Hndungi  oleh  kebijakan  kuota.  Sehingga 
tingkat  persaingan  yang  harus  dihadapi 
oleh  produk  Indonesia  dapat  dikurangi. 
Penghapusan  kebijakan  kuota  yang  akan 
terjadi,  tentu  saja  akan  mengancam  ke- 
beradaan  produk  Indonesia  di  pasar  tra- 
disional  tersebut,  jika  daya  saing  tidak 
segera  ditingkatkan. 

Sementara  itu  daya  saing  produk  TPT 
Indonesia,  serta  kondisi  pasar  di  berbagai 
negara  yang  tidak  menerapkan  kuota  dapat 
dilihat  pada  Gambar  2.  Seperti  pada 
Gambar  1,  sumbu  horizontal  menunjukkan 
indeks  perubahan  daya  saing  sebagai 
indikator  daya  saing  produk-produk  TPT 
Indonesia,  sementara  sumbu  vertikal 


Gambar  1.  Daya  Saing  Produk  Indonesia  dan  Pertumbuhan  Pasar 

di  Negara-Negara  Kuota 
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Sumber:  Diolah  dari  data  Comtrade  1990-2003. 
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menggambarkan  pertumbuhan  pasar  di 
negara-negara  yang  tidak  menerapkan 
kuota,  sementara  pangsa  pasar  produk 
Indonesia  digambarkan  dengan  besar  dari 
bubbles  yang  bersangkutan.  Di  sini  terlihat 
bahwa  hampir  seluruh  produk  TPT  mem- 
punyai  pertumbuhan  pasar  yang  sangat 
tinggi  di  negara-negara  tersebut.  Sayangnya 
hanya  beberapa  produk  TPT  dari  Indonesia 
yang  dapat  mengambil  pangsa  pasar  yang 
berarti.  Kebanyakan  produk  TPT  dari 
Indonesia  hanya  memiliki  pangsa  pasar  di 
bawah  2  persen,  kecuali  untuk  beberapa 
jenis  produk  bahan  baku  tekstil,  seperti  serat 
buatan  (267)  danbenang  untuk  tekstil  (651). 

Kemungkinan  untuk  meningkatkan 
pangsa  pasar  di  negara-negara  yang  tidak 


menerapkan  kuota  ini  juga  terUhat  tidak 
begitu  tinggi,  jika  daya  saing  produk  dari 
Indonesia  tidak  ditingkatkan.  Seperti 
terlihat  di  Gambar  2,  hanya  sedikit  produk 
TPT  Indonesia  yang  memiliki  daya  saing 
cukup  bagus  di  pasar  negara-negara  ter- 
sebut, seperti  produk  pakaian  luar  dari 
bahan  kain  (847)  dan  produk-produk  rajut- 
an  (656).  Sebagian  besar  produk  dari 
Indonesia  terlihat  mengalami  penurunan 
daya  saing  di  pasar  tersebut.  Berbeda  de- 
ngan pasar  yang  menerapkan  kebijakan 
kuota,  pasar  non-kuota  ini  lebih  mencer- 
minkan  daya  saing  produk  Indonesia  yang 
sesungguhnya.  Jika  pada  pasar  yang  me- 
nerapkan kuota,  persaingan  yang  dihadapi 
oleh  produk-produk  TPT  Indonesia  masih 
dibatasi  oleh  kebijakan  tersebut,  maka  di 


Gambar  2.  Daya  Saing  Produk  Indonesia  dan  Pertumbuhan  Pasar 
di  Negara-Negara  Non-Kuota 
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pasar  non-kuota  persaingan  yang  dihadapi 
jauh  lebih  tinggi.  Kondisi  daya  saing  di 
pasar  non-kuota  juga  dapat  menjadi  acuan 
terhadap  kondisi  daya  saing  produk 
Indonesia  di  pasar  yang  menerapkan  kuota, 
setelah  kebijakan  tersebut  dihapuskan. 

DAYA  SAING  DAN  PERUBAHAN 
STRUKTURAL 

Penurunan  daya  saing  di  sejumlah 
produk  mengindikasikan  adanya  kendala 
pasokan  di  dalam  negeri  yang  telah 
menghambat,  dan  bahkan  menurunkan 
kemampuan  industri  untuk  menyesuaikan 
struktur  ekspornya  dengan  kenaikan  per- 
mintaan  pasar  dunia.  Faktor  seperti  rigiditas 
peraturan  ketenagakerjaan,  limitasi  ka- 
pabilitas  teknologi  dan  pemasaran,  serta 
kendala  industri  pendukung  terus  mem-, 
pengaruhi  daya  saing  industri. 

Kenaikan  biaya  dan  makin  mening- 
katnya  intensitas  persaingan  berkonse- 
kuensi  pada  keharusan  untuk  mening- 
katkan  kapabilitas  dan  nilai  tambah  pada 
tiap  segmen  industri.  Lebih  spesifik,  pe- 
ningkatan  kualitas  produk  serat  tekstil, 
benang  dan  kain  sintetis,  serta  pergeseran 
dari  mass  production  products  ke  produk  dan 
aksesoris  pakaian  dengan  nilai  tambah  lebih 
tinggi.  Implikasinya  jelas,  restrukturisasi 
dan  upgrading  mensyaratkan  investasi 
dalam  jumlah  besar  serta  kemauan  untiik 
secara  berkelanjutan  meningkatkan  kapa- 
bilitas pengelolaan  dan  teknologi.  Diakui, 
sumber  utama  bagi  percepatan  alih  tek- 
nologi umumnya  adalah  pihak  asing,  di- 
mana  perusahaan  domestik  masihmemiliki 
hubungan  pemasaran  dan  pasokan  input, 
melalui  bentuk  impor  barang  modal; 


penyediaan  jasa  layanan  dukungan,  seperti 
asistensi  teknis  bagi  proses  dan  pengelolaan 
produksi.  Oleh  karena  itu,  peran  investasi 
asing  serta  partisipasi  dalam  jaringan 
produksi  global  akan  sangat  menentukan. 
Sebaliknya,  kebutuhan  akan  informasi  serta 
pelatihan  bagi  perusahaan  kecil  dan  me- 
nengah  menuntut  peran  aktif  pemerintah. 

Secara  simultan,  meningkatkan  kapa- 
bilitas pemasaran  merupakan  agenda  utama, 
terutama  bagi  perusahaan  domestik  ber- 
orientasi  ekspor.  Oleh  karena  ketergantung- 
an  terhadap  pembeli  tertentu  dapat  mem- 
buat  produsen  rentan  terhadap  pengalihan 
order.  Selama  ini,  selain  fungsi  desain  dan 
pembelian  bahan  baku,  pemasaran  pun  ma- 
sih  dipegang  perusahaan  induk  atau  pem- 
beli. Melalui  jalur  pemasaran  langsung  ke 
pembeli  akhir,  dan  bUa  mungkin  dengan  me- 
ngembangkan  merek  dagang  sendiri,  serta 
diversifikasi  pasar,  produsen  TPT  nasional 
diharapkan  dapat  meningkatkan  pangsa 
ekspor.  Akan  tetapi,  kapabilitas  pemasaran 
sendiri  pun  tidak  memiliki  arti  tanpa  disertai 
identifikasi  segmen  pasar  di  mana  produk 
TPT  Indonesia  memiliki  daya  saing. 

Di  luar  restrukturisasi  dan  peningkatan 
kapabilitas  industri,  berbagai  langkah  perlu 
dilakukan  guna  memperkuat  daya  saing 
melalui  perbaikan  sinergi  hulu-hilir.  Me- 
ningkatnya  pasokan  input  domestik  dari 
industri  hulu  akan  mengatasi  kesenjangan 
pasokan  bahan  baku,  dan  pada  akhirnya 
meningkatkan  daya  saing  industri  hilir. 
Ketepatan  waktu  pengiriman,  fleksibilitas 
dalam  pengiriman  barang  (just  in  time 
inventory)  serta  kendali  mutu,  faktor-faktor 
non-konvensional  penentu  daya  saing. 
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merupakan  beberapa  keunggulan  atas 
kelangsungan  sinergi.  Oleh  karena  itu, 
pendekatan  yang  inovatif  dalam  mem- 
bangun  keterkaitan  dan  kemitraan  yang 
strategis  dituntut  dari  industri  TPT.  Di  lain 
•  pihak,  peran  pemerintah  penting  untuk 
menghilangkan  kebijakan  ad  hoc,  seperti 
proteksi  terhadap  industri  petrokimia,  yang 
menghambat  aliran  barang  dan  jasa  antar 
segmen  industri  TPT,  termasuk  prosedur 
administratif  dan  disinsentif  pajak.  Demi- 
kian  pula  halnya  peran  dalam  menghilang- 
kan hambatan  infrastriiktur  yang  ada. 

Perlimya  melakukan  diversifikasi  ba- 
hanbaku,  mengembangkan  segmen  produk 
di  mana  suplai  lokal  serat  buatan,  seperti 
polyester  dan  rayon  memiliki  harga  yang 
kompetitif  di  pasar  dunia,  penting  untuk 
menghindari  ketergantungan  terhadap 
bahan  baku  tertentu.  Selama  ini,  hampir 
'  seluruh  permintaan  akan  serat  kapas  di- 
penuhi  melalui  impor,  sehingga  industri 
TPT  nasional  amat  rentan  terhadap  fluk- 
tuasi  harga.  Pengembangan  skema  volume 
order  discounts  dan  forward  contracts  pun 
dapat  dijadikan  salah  satu  cara  mem- 
fasilitasi  penggtinaan  bahan  baku  TPT  do- 
mestik  yang  kerap  dikeluhkan  tidak 
kompetitif  dibandingkan  impor. 

Terakhir,  tantangan  untuk  mening- 
katkan  sumber  daya  manusia.  Rendahnya 
tingkat  keahlian  tenaga  kerja,  keterbatasan 
suplai  tenaga  ahli  manajerial  dan  pelatihan 
menjadi  daftar  panjang  penyebab  menurun- 
nya  produktifitas  industri  TPT  nasional.  Di 
luar  pengembangan  institusi  pendidikan 
formal,  perhatian  khusus  perlu  diberikan 
oleh  industri  dan  pemerintah  untuk  mem- 


bentuk  pusat-pusat  keahlian,  pelatihan 
teknis  dan  pemasaran.  Perbedaan  skema 
upah,  berdasarkan  kompensasi  produk- 
tifitas, sub-kontrak  dan  buruh  musiman 
dinilai  tepat  mengatasi  persoalan  inefisiensi 
kenaikan  upah  dan  rigiditas  peraturan 
ketenagakerjaan.  Industri  TPT  pun  perlu 
memperhatikan  faktor-faktor  di  luar  faktor 
harga  yang  didominasi  oleh  upah  buruh; 
seperti  kualitas,  desain,  ketepatan  pengi- 
riman  dan  bahkan  standar  keamanan  dan 
kesehatan  untuk  dapat  bersaing. 

HAMBATAN  TARIF  DAN  KESEPA- 
KATAN  PERDAGANGAN  PREFE- 
RENSIAL 

Patut  pula  dicatatbahwa  penghapusan 
kuota  tidaklah  secara  otomatis  membuat 
pasar  TPT  menjadi  kompetitif.  Ada  berbagai 
aturan  lain  yang  masih  membatasi  kom- 
petisi  di  pasar  TPT  dimia.  Salah  satu  faktor 
yang  cukup  berperan  dalam  pasar  produk 
TPT  adalah  tingkat  bea  masuk  .yang 
dikenakan  untuk  berbagai  produk  tersebut. 

Bea  masuk  untuk  berbagai  produk 
tekstil  relatif  masih  cukup  tinggi  dan  masih 
cukup  berperan  sebagai  hambatan  untuk 
memasuki  berbagai  pasar  potensial.  Bea 
masuk  rata-rata  di  negara  pasar  utama 
produk  TPT  relatif  cukup  rendah,  dan  cen- 
derung  terus  mengalami  penurunan.  Tetapi 
banyak  pula  negara  maju  yang  selain 
mengenakan  bea  masuk  ad-valorem,  juga 
mengenakan  bea  masuk  sepesifik  untuk 
berbagai  produk  TPT.  Sementara  juga  ter- 
lihat  bahwa  bea  masuk  yang  diterapkan 
negara-negara  berkembang  relatif  masih 
tinggi.  Bea  masuk  maksimum  dari  berbagai 
negara  tersebut  bahkan  masih  banyak  yang 
lebih  tinggi  dari  100  persen. 
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Selain  itu  perdagangan  internasional 
akan  cenderung  semakin  diwarnai  oleh 
perdagangan  regional  sebagai  akibat  dari 
berbagai  kesepakatan  perdagangan  antar 
negara  dan  wilayah,  yang  memberikan 
preferensi  akses  pasar  kepada  mitra  dagang 
tertentu.  Penghapusan  kuota  di  beberapa 
negara  pasar  utama  produk  TPT  akan  me- 
ningkatkan  peranan  perdagangan  di  dalam 
wilayah  yang  berdekatan.  Kompetisi  yang 
semakin  ketat  di  negara  pasar  utama,  akan 
mendorong  peningkatan  perdagangan  ke 
negara  berkembang  lainnya,  apalagi  yang 
berdekatan  secara  geografis  dan  mem- 
berikan akses  pasar  preferensial.  Pasar 
ASEAN,  yang  dekat  secara  geografis  dan 
memberikan  akses  pasar  lebih  besar  kepada 
negara  anggota  lainnya,  dapat  menjadi 
pasar  potensial  bagi  negara  anggot^ 
ASEAN,  begitu  pula  bagi  Indonesia. 

Pasar  dunia  produk  TPT  juga  akan 
banyak  dipengaruhi  oleh  berbagai  tindakan 
anti  dumping.  Lobi  dari  industri  TPT 
domestik  di  AS  dan  UE  akan  semakin  sering 
menggunakan  isu  tersebut  dalam  usahanya 
membatasi  produk  TPT  impor  yang  akan 
semakin  membanjiri  pasar  kedua  negara 
tersebut  setelah  kebijakan  kuota  dihapuskan. 
Penurunan  harga  produk  TPT  yang  akan 
terjadi  dapat  memicu  dilakukannya  inves- 
tigasi  anti  dumping  di  negara-negara  ter- 
sebut. Tercatat  produk  TPT  impor  dari 


berbagai  negara,  termasuk  Indonesia,  telah 
terkena  tindakan  anti  dumping  dari  Uni 
Eropa  dan  menurunkan  pangsa  pasar  secara 
cukup  sigiufikan. 
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Daya  Saing 
Industri  Elektronik  Indonesia 
Pasca  Krisis  Ekonomi  1997-1998 

Carlos  Mangunsong  dan  Dionisius  A.  Narjoko 

Analisis  Constant  Market  Share  (CMS)  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  perubahan  yang 
menonjol  peranan  subsektor-subsektor  dari  industri  elektronik  terhadap  perubahan  industri 
elektronik  secara  keseluruhan,  selama  masa  sebelum  krisis  menuju  setelah  krisis.  Bahkan  analisis 
CMS  secara  mendalam  menghasilkan  bahwa  ada  industri-industri  elektronik  yang  tetap  memiliki 
efek  daya  saing  yang  tinggi  terhadap  perubahan  ekspor  elektronik  secara  keseluruhan,  dan  ada 
pula  yang  relatif  bertahan,  namun  ada  pula  yang  mengalami  penurunan  secara  drastis. 


PENDAHULUAN 

INDUSTRI  elektronik  memiliki  kesem- 
patan  untuk  menjadi  bagian  penting 
dalam  indiistri  mamif aktur  Indonesia  di 
era  1990-an,  ketika  pemerintah  giat  men- 
dorong  pertumbuhan  sektor  manufaktur. 
Namim,  krisis  ekonomi  di  tahim  1997/98 
mengganggu  momentum  yang  dimiliki 
sektor  elektronik.  Berkaitan  dengan  situasi 
tersebut,  artikel  ini  menguraikan  tentang  ke- 
adaan  industri  elektronik  Indonesia  setelah 
krisis,  khususnya  daya  saing  industri 
elektronik  penjelasan  awal  tentang  faktor- 
faktor  yang  menentukan  daya  saing  pada 
masa  itu.  Kemudian  sub-bab  berikutnya 
menguraikan  secara  singkat  tentang  per- 
kembangan  industri  elektronik  Indonesia  di 
masa  sebelum  krisis,  dilanjutkan  dengan  sub- 
bab  tentang  analisis  CMS  [Constant  Market 
Share)  yang  mengulas  daya  saing  industri 
elektronik  di  tiga  periode:  sebelum  krisis, 
semasa  krisis,  dan  setelah  krisis.  Sub-bab 


berikutnya  menguraikan  faktor-faktor 
penentu  daya  saing  setelah  krisis.  Artikel  ini 
ditutup  dengan  ringkasan  dari  hasil  studi 
dan  uraian  atas  beberapa  kesimpulan  utama. 

Industri  Elektronik  di  Indonesia  sebe- 
lum Krisis  Ekonomi  1997-98:  Sebuah 
Tinjauan  Ringkas^ 

Perkembangan  industri  elektronik 
Indonesia  secara  konsisten  mengikuti 
perkembangan,  dan  dipengaruhi  oleh 
kebijakan  industri  dan  perdagangan  di 
Indonesia.  Pada  awal  era  industrialisasi,- 
pemerintah  memfokuskan  perkembangan 
industri  elektronik  di  Indonesia  pada 
produksi  barang-barang  konsumen  elek- 
tronik, seperti  televisi  dan  radio.  Kebijakan 
ini  terkait  dengan  strategi  industrialisasi 
substitusi  impor  yang  memang  diterapkan 


'    Sub-bab  ini  sebagian  besar  mengambil  dari 
Aswicahyono,  Atje,  Tliee,  dan  Maidir  (2005). 
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oleh  pemerintah  pada  masa  itu.^  Secara  khu- 
sus,  pemerintah  melarang  impor  langsung 
(yaitu  Completely  Built  Up  -  CBU)  untuk 
barang-barang  konsumen  elektronik.  Tarif 
yang  dikenakan  untuk  barang-barang  ini 
sangat  besar,  berkisar  antara  20  -  50  persen.^ 

Selain  tarif,  pemerintah  juga  mengena- 
kan  berbagai  hambatan  non-tarif,  disekitar 
aldiir  1970-an  dan  awal  1980-an  (Soesastro 
1996).  Termasuk  didalam  hambatan  non- 
tarif  ini  adalah  kebijakan  'kandungan  lokal' 
dan  peraturan  bahwa  impor  hanya  bisa 
dilakukan  oleh  importir  yang  diberi  lisensi. 
Sebagai  akibat  dari  kebijakan  ini,  dan 
didukung  oleh  liberalisasi  undang-undang 
penanaman  modal  di  akhir  tahun  1970-an, 
beberapa  investor  asing  mulai  menanamkan 
modalnya  (yaitu  membangun  pabrik) 
elektronik  di  Indonesia,  dengan  beberapd 
merek  dagang  seperti  Sanyo,  Matsushita, 
Sharp,  Grundig  dan  Philips. 

Seiring  dengan  berubahnya  pen- 
dekatan  strategi  industri  dari  substitusi 
impor  ke  promosi  ekspor  di  pertengahan 
1980-an,  industri  elektronik  termasuk  salah 
satu  industri  yang  ikut  merespon  kebijakan 
ini  dengan  mengalihkan  orientasi  pemasar- 
annya  (dari  domestik  ke  internasional). 
Namun,  tidak  seperti  industri  lainnya  - 
seperti  tekstil  dan  garmen  -,  industri  elek- 


^  Lihat,  misalnya  Hill  (1996)  untuk  uraian  lebih 
detail  tentang  Episode  Kebijakan  Industri  dan 
Perdagangan  di  Indonesia  antara  tahun  1970-an  dan 
1990-an. 

^  Konsisten  dengan  tujuan  kebijakan  substitusi 
impor  -  yang  pada  dasarnya  juga  ingin  medorong 
perkembangan  industri  domestik  -,  tarif  dan  pajak 
impor  untuk  barang-barang  konsumen  elektronik  yang 
dirakit  di  dalam  negeri  (yaitu  Completely  Knocked  Down 
-CKD)  ditentukan  pada  kisaran  yangjauh  lebih  rendah 
daripada  barang-barang  CBU. 


tronik  termasuk  industri  yang  sangat  ter- 
lambat  dalam  responnya  ini.  Pertumbuhan 
industri  elektronik  yang  tinggi,  yang  di- 
sebabkan  oleh  ekspor,  baru  mulai  terlihat 
di  tahun  1991  dan  1992.  Ini  berbeda  dengan 
pertumbuhan  tinggi  industri  manufaktur 
lain  yang  sudah  mulai  terlihat  di  per- 
tengahan 1980-an.  Menurut  Soesastro 
(1996),  ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan 
terlambatnya  respon  industri  elektronik. 
Diantaranya  adalah  Indonesia  tidak  terlalu 
populer  di  dunia  internasional  sebagai  salah 
satu  tujuan  investasi  di  bidang  elektronik, 
dibandingkan  dengan  Malaysia,  misahiya. 

Selain  itu,  deregulasi  yang  mempe- 
ngaruhi  industri  elektronik  hanya  terjadi  di 
tahun  1990.  Deregulasi  ini  terlambat 
dibandingkan  dengan  deregulasi-deregulasi 
yang  mempengaruhi  sektor  lain.  Sebagai 
akibat  dari  keterlambatan  ini,  Indonesia 
kehilangan  kesempatan  untuk  menjadi 
produsen  utama  barang-barang  elektronik  di 
kawasan  Asia,  terutama  dibandingkan 
dengan  negara-negara  ASEAN  lainnya. 

Namun  demikian,  perkembangan  po- 
sitif  di  industri  elektronik  tetap  terjadi.  In- 
vestasi asing  langsung  (foreign  direct  in- 
vestment) di  industri  ini  berkembang  pesat 
pada  pertengahan  1990-an.  Sebagai  ilustrasi, 
di  tahun  1996,  sekitar  20  perusahaan  elek- 
tronik komponen  dari  Jepang  menanda- 
tangani  perjanjian  untuk  merelokasikan 
pabrik  mereka  ke  Indonesia  (Bisnis  Indonesia, 
29  Mei  1996).  Besarnya  investasi  asing  ini 
terbukti  berakibat  sangat  positif.  Seperti 
yang  ditemukan  dari  hasil  penelitian 
Feridhanusetyawan  et  al.  (2000),  tingkat  efi- 
siensi  industri  elektronik  meningkat  sangat 
pesat  di  era  1990-an. 
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Analisis  Constant  Market  Share  (CMS) 

Metodologi 

Analisis  CMS  bermaksud  imtuk  meng- 
ukur  kinerja  ekspor  produk  i  dari  negara  j 
melalui  perubahan  pangsa  pasar  produk 
tersebut  dibandingkan  suatu  standar 
pertumbuhan  tertentu,  dalam  hal  ini  akan 
dibandingkan  dengan  perubahan  tingkat 
konsumsi  dunia  atas  produk  i.  Analisis  CMS 
dapat  diuraikan  menjadi  3  bagian:  (1)  kom- 
posisi  ekspor  produk  i;  (2)  dinamika  per- 
mintaan  dunia  akan  produk  i;  (3)  Pola  per- 
tiunbuhan  produk  ekspor  utama. 

Spesialisasi  awal  merupakan  per- 
ubahan pangsa  pasar  ekspor  barang  i  dari 
negara  j  di  negara  tujuan  ekspor  akibat  dari 
pertumbuhan  permintaan  impor  negara 
tujuan  akan  produk  i  atau  dapat  pula  di- 
scbabkdn  oleh  kenaikan  harga  produk  i  di 
dunia.  Bila  efek  ini  bemilai  positif  maka 
menandakan  permintaan  impor  produk  i 
yang  berasal  dari  negara  j  di  dunia  me- 
ningkaf  atau  harganya  yang  meningkat. 
Ada  dua  hal  yang  dapat  menyebabkan 
spesialisasi  awal  bernilai  positif,  yaitu: 
peningkatan  nilai  ekspor  dunia  akan 
produk  i  yang  secara  relatif  lebih  besar  dari 
pada  peningkatan  produk  lain  atau 
penurunan  ekspor  dunia  akan  produk  lain. 
Sebaliknya  bila  spesialisasi  awal  bernilai 
negatif  maka  dapat  disebabkan  oleh  pe- 
nurtman  ekspor  dunia  akan  produk  i  secara 
relatif  lebih  besar  dari  pada  penurunan 
produk  lain  secara  keseluruhan. 


Spesialisasi  Awal  =^  A 

jk 


X 


jk 


X 


J/M 


X 


ijk 


Efek  daya  saing  adalah  perubahan 
pangsa  pasar  oleh  karena  konsentrasi 
ekspor  negara  j  akan  produk  i  di  pasar  dunia 
yang  berubah-ubah  atau  perubahan  pangsa 
pasar  ekspor  produk  i  dari  negara  j  sebagai 
akibat  dari  perubahan  level  daya  saing 
produk  i  dari  negara  j  di  negara  tujuan 
ekspor.  Sebuah  negara  dikatakan  memiliki 
daya  saing  ekspor  bila  ekspor  negara  j  secara 
relatif  terhadap  negara-negara  lain  me- 
ningkat di  negara  tujuan  ekspor  dari  suatu 
periode  ke  periode  berikutnya.  Nilai  positif 
pada  efek  daya  saing  menimjukkan  bahwa 
telah  terjadi  peningkatan  rasio  ekspor 
produk  i  dari  negara  j  terhadap  negara 
lainnya  di  negara  tujuan  ekspor.  Dua  hal 
yang  dapat  menaikkan  rasio  ekspor  tersebut 
adalah  penurunan  ekspor  dunia  akan 
produk  tersebut  atau  peningkatan  ekspor 
produk  i  dari  negara  j  ke  negara  tujuan  eks- 
por ketika  ekspor  dunia  akan  produk 
tersebut  ke  negara  tujuan  ekspor  tidak 
berubah. 


Efek  Daya  Saing 
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* 

^jk 

lA 

Adaptasi  adalah  kemampuan  ekspor 
negara  j  untuk  menyesuaikan  diri  terhadap 
perubahan  permintaan  dunia  akan  produk 
yang  diperdagangkan.  Selain  itu  dapat  pula 
diartikan  sebagai  tingkat  perubahan  ekspor 
akibat  dari  perubahan  permintaan  akan 
produk  i  di  dimia. 


Adaptasi  =  ^  A 
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j''  Mil  A 

Adaptasi  merupakan  perubahan  pang- 
sa pasar  yang  disebabkan  oleh  efek  campur- 
an  dari  spesialisasi  awal  dan  efek  daya 
saing.  Sehingga  jumlah  antara  spesialisasi 
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awal,  efek  daya  saing  dan  adaptasi  adalah 
perubahan  pangsa  ekspor  dari  produk 
tersebut.  Nilai  negatif  pada  adaptasi  bisa 
disebabkan  oleh  spesialisasi  awal  atau  efek 
daya  saing  yang  bersif at  negatif.  Akan  tetapi 
bila  keduanya  bemilai  negatif  maka  adap- 
tasi menjadi  positif .  Nilai  positif  pada  adap- 
tasi berarti  konsentrasi  ekspor  negara  j  di 
negara  tujuan  ekspor  turun,  seiring  dengan 
penurunan  ekspor  dunia  ke  negara  tersebut 
atau  sebaliknya  negara  j  mengalami  pening- 
katan  ekspor,  seiring  dengan  peningkatan 
ekspor  dunia  ke  negara  tujuan  ekspor. 

Bila  adaptasi  bemilai  negatif  maka 
dapat  berupa  peningkatan  konsentrasi 
ekspor  produk  i  dari  negara  j  di  negara 
tujuan  ekspor,  disaat  ekspor  dunia  sedang 
menurun,  atau  sebaliknya  yaitu  ketika 
ekspor  dunia  sedang  meningkat,  ekspor  ne- 
gara j  akan  produk  i  ke  negara  tujuan  ekspor 
menurun  dengan  nilai  yang  signifikan. 


Akan  tetapi  perlu  diperhatikan  bahwa  per- 
mintaan  dunia  yang  meningkat  atau  me- 
nurun adalah  berupa  rasio  antara  produk  i 
dan  produk  lain,  sehingga  perubahannya 
bisa  disebabkan  oleh  perubahan  nilai  ekspor 
i  atau  perubahan  pada  seluruh  produk.  Pola 
yang  serupa  juga  terjadi  pada  konsentrasi 
ekspor,  perubahan  konsentrasi  ekspor  dapat 
disebabkan  oleh  perubahan  ekspor  produk 
i  dari  negara  j  atau  perubahan  ekspor 
produk  i  dari  negara-negara  lain  ke  negara 
tujuan  ekspor. 

Hasil  Hitungan  dan  Diskusi 

Analisa  CMS  yang  dilakukan  di  dalam 
tulisan  ini  dibagi  atas  tiga  periode  yaitu 
masa  sebelum  krisis  (1993-1996),  masa  krisis 
(1997-2000)  dan  masa  setelah  krisis  (2002- 
2005),  sedangkan  pada  bagian  ini  industri 
elektronik  didefinisikan  berdasarkan  defi- 
nisi  SITC  sampai  level  3  digit  dengan  tujuan 
ekspor  dunia  secara  keseluruhan. 


Tabel  1 


Kelompok 

SITC  3D 

Deskripsi 

Komputer 

751 

Mesin  Kantor 

752 

Mesin  pengolah  data  otomatis 

759 

konponen  dan  perlengkapan  untuk  SfTC  751  atau  752 

Barang  Konsumsi 
Bektrir 

761 

Penerima  Gelombang  Televisi 

762 

Penerirha  Gelombang  Radio 

763 

Gramopon,  Mesin  Dikte,  PerekamSuara 

Komponen 
Bektronik 

771 

Mesin  pembangkit  listrik  dan  komponennya 

772 

Perlengkapan  listrik  seperti  stop-kontak,  dll. 

773 

Aiat  Distribusi  Listrik 

774 

A  lat  Listrik  untuk  Medis 

775 

Aiat  Listrik  dan  Non-Bektrik  bagi  Rumah  Tangga 

776 

Komponen-komponen  Termionis,  Bohlam,  Katup  dingin  &  Katode  foto. 

778 

Mesin  listrik  dan  perlengkapannya, 

Telekomunikasi 

764 

Peralatan  telekomunikasi  dan  komponennya 
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Selama  masa  krisis  sektor  elektronik 
Indonesia  mengalami  sedikit  penurunan 
dalam  efek  daya  saing  ekspor  ke  dunia  dari 
level  2073,90  (pada  Tabel  2)  menjadi  1597,65 
(pada  Tabel  3).  Akan  tetapi  kembali  me- 
ningkat  menjadi  1743,31  (pada  Tabel  4) 


setelah  krisis.  Level  daya  saing  elektronik 
Indonesia  setelah  krisis  dibanding  dengan 
sebelum  krisis  ternyata  masih  lebih  rendah, 
meski  mengalami  peningkatan  sebesar  9,1% 
dibanding  masa  krisis. 


Tabel  2 


Analisa  CMS  1993-1996 

Kelompok 

Efek 

Daya  Saing 

Spesialisasi 
Awal 

Adaptasi 

Perubahan 
Pangsa  Ekspor 

Komputer 

639,59 

-13,03 

3,59 

630,15 

Barang  Konsumsi  Elektrik 

666,52 

-263,39 

-160,50 

242,63 

Komponen  Elektronik 

465,48  H[| 

^9,41  MM 

29,37 

504,27 

Telekomunikasi 

302,31 

-7,51 

-6,44 

288,35 

Total 

2073,90 

-274,52 

-133,98 

1665,40 

% 

125 

-16 

-8 

100 

Tabel  3 


Analisa  CIVIS  1997-1999 

Kelompok 

Efef 

Spesialisasi 

Adaptasi 

Perubahan 

Daya 

Awal 

Saing 

Pangsa  Ekspor 

Komputer 

904,76 

-67,96 

-47,21 

789,59 

Barang  Konsumsi  Elektrik 

78,56 

-130,39 

-36,54 

-88,37 

Komponen  Elektronik 

789,68 

-20,09 

-29,39 

740,19 

Telekomunikasi 

-175,34 

124,73 

-31,65 

-82,26 

Total  ~ 

1597,65 

-93,71 

-144,79 

1359,15 

% 

118 

-7 

-11 

100 
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Tabel  4 


Analisa  CMS  2002-2005 

Kelompok 

Efek 

Dava  S;)inn 

Spesialisasi 

MWal 

Adaptasi 

Perubahan 
Pangsa  Ekspor 

Komputer 

956,18 

-131,80 

-60,61 

763,77 

Barang  Konsumsi  Elektrik 

-557,39 

221,04 

-119,32 

-455,66 

Komponen  Elektronik 

1128,46 

-69,35 

-34,82 

1024,29 

Telekomunikasi 

216,04 

95,94 

35,22 

347,20 

Total 

1743,31 

115,83 

-179,53 

1679,61 

% 

104 

7 

-11 

100 

Pada  nilai  spesialisasi  awal  produk 
elektronik  secara  keseluruhan,  Indonesia 
mengalami  pertumbuhan  yang  sangat 
signifikan  sennenjak  sebelum  krisis  hingga 
setelah  krisis.  Dari  yang  bemilai  -274,52  di 
masa  sebelum  krisis  lalu  meningkat  menjadi 
-93,71  di  masa  krisis  dan  akhimya  menjadi 
115,83  setelah  krisis.  Hal  ini  disebabkan  oleh 
peningkatan  yang  berkesinambungan  dari 
rasio  ekspor  produk  elektronik  Indonesia  ke 
dunia  dibanding  negara-negara  lain  khusus- 
nya  di  awal-awal  masa  periode  analisa  (1993, 
1997  dan  2002).  Meskipun  demikian,  perlu 
diperhatikan  bahwa  analisa  ini  masih  belum 
bisa  memisahkan  antara  peningkatan  per- 
mintaan  dengan  pengaruh  kenaikan  harga. 

Efek  daya  saing  selalu  mendominasi 
analisa  CMS  pada  produk  elektronik 
Indonesia,  hal  ini  ditandai  oleh  persentase 
efek  daya  saing  yang  selalu  melebihi  100%. 
Akan  tetapi  dengan  berjalannya  waktu,  efek 
daya  saing  mengalami  rasio  analisis  yang 
semakin  mengecil  hingga  menjadi  104%  di 
masa  setelah  krisis. 


Nilai  adaptasi  dari  semenjak  sebelimi 
krisis  hingga  kini  setelah  krisis  selalu  berada 
pada  level  negatif  dengan  nilai  semakin 
lama  semakin  bertambah  negatif  dari  level 
-133,98  pada  sebelum  krisis  menjadi  -179,93 
setelah  krisis.  Penyebab  utama  kenegatifan 
nilai  adaptasi  adalah  karena  spesialisasi 
awal  yang  secara  umum  bersifat  negatif.  Hal 
ini  dapat  diartikan  bahwa  secara  umum 
sedang  terjadi  penurunan  permintaan 
produk  elektronik,  akan  tetapi  bukan  berarti 
seluruh  produk  elektronik  sedang  meng- 
alami penurunan  permintaan.  Sebab  mung- 
kin  saja  penurunan  secara  umum  ini  di- 
dominasi  oleh  penunman  yang  tajam  pada 
salah  satu  atau  lebih  prod^^  elektronik. 
Khusus  imtuk  masa  setelah  krisis,  nilai  total 
efek  daya  saing  dan  spesiaUsasi  awal  yang 
positif  ternyata  menghasilkan  nilai  total 
adaptasi  yang  bersifat  negatif.  Hal  ini 
disebabkan  oleh  peningkatan  nilai  spe- 
sialisasi awal  salah  satu  produk  yang  sangat 
tajam.  Kejadian  ini  pada  dasarnya  tidak 
bertentangan  dengan  teori  adaptasi  yang 
dijelaskan  pada  beberapa  paragraf  sebelum 


DAYA  SAING  INDUSTRI  (Mangunsone  &  Narjoko) 


295 


ini  sebab  nilai  total  merupakan  penjum- 
lahan  dari  masing-masing  kelompok  pro- 
duk  bukan  berupa  analisa  secara  gabungan 
dari  kelompok-kelompok  yang  ada. 

Meneliti  lebih  jauh  ke  dalam  klasifikasi 
kelompok,  temyata  efek  daya  saing  kom- 
ponen  elektronik  meningkat  terns  dari  masa 
sebelum  krisis  sebesar  465,48  menjadi 
1128,46  setelah  krisis.  Sedangkan  barang 
konsumsi  elektrik  terus  mengalami  pe- 
nurunan  dari  666,52  di  masa  sebelum  krisis 
menjadi  -557,39  setelah  krisis.  Produk 
telekomimikasi  yang  limiayan  stabil  meski 
ada  sedikit  penuriman  menjadi  216,04  se- 
telah krisis  yang  tadinya  302,31  di  masa 
sebelum  krisis.  Tetapi  bila  kita  memban- 
dingkan  masa  krisis  dengan  sebelum  krisis, 
efek  daya  saing  produk  telekomunikasi 
mengalami  penurunan  yang  sangat  tajam 
yaitu  sebesar  158%  menjadi  -175,34.  Produk 
komputer  mengalami  peningkatan  kecil  pa- 
da  efek  daya  saing  antara  masa  krisis  dan 
setelah  krisis  yaitu  meningkat  sedikit  dari 
904,76  menjadi  956,18. 

Spesialisasi  awal  dari  kelompok- 
kelompok  produk  elektronik  memiliki  pola 
yang  cukup  beragam.  Komputer  dan 
komponen  elektronik  terus  mengalami 
penurunan  dari  sebelum  krisis  hingga 
setelah  krisis,  menyebabkan  nilainya  kian 
semakin  negatif  dari  level  -13,03  dan  9,41 
sebelum  krisis  menjadi  -131,80  dan  -69,35 
di  masa  setelah  krisis.  Sedangkan  barang 
konsumsi  elektrik  menunjukkan  tanda- 
tanda  membaik  dengan  nilainya  yang  kian 
meningkat  dari  level  -263,39  menjadi  221,04. 
Khusus  untuk  produk  telekomunikasi  me- 
nunjukkan pola  yang  labil,  dari  pola 


awalnya  yang  meningkat  dari  masa  se- 
belum krisis  menuju  masa  krisis,  kemudian 
berubah  menjadi  menurun  pada  masa 
setelah  krisis.  Meskipun  demikian  nilai 
spesialisasi  awal  produk  telekomunikasi 
masih  berada  di  level  positif  95,94  di  masa 
setelah  krisis. 

Adaptasi  dari  produk  elektronik  pada 
masa  sebelum  krisis  menuju  masa  setelah 
krisis  memiliki  pola  yang  hampir  sama 
dengan  spesialisasi  awal.  Produk  komputer 
dan  komponen  elektronik  mengalami 
adaptasi  yang  kian  menurun  dari  nilai  yang 
positif  ke  nilai  yang  negatif.  Adaptasi 
komputer  menurun  dari  3,59  sebelum  krisis 
menjadi  -60,61  setelah  krisis,  sedangkan 
komponen  elektronik  menurun  dari  29,37 
sebelum  krisis  menjadi  -34,82.  Selain  itu 
barang  konsumsi  elektrik  mengalami  naik 
turun,  namim  tetap  pada  kisaran  nilai  yang 
negatif,  dari  -160,50  sebelum  krisis  lalu 
menjadi  -36,54  di  masa  krisis  dan  akhirnya 
turun  kembali  ke  level  -119,32  setelah  krisis. 
Produk  telekomunikasi  mengalami  pola 
yang  berkebalikan  dengan  pola  spesialisasi 
awalnya,  yaitu  menurun  dari  masa  sebelum 
krisis  yang  pada  level  -6,44  menjadi  -31,65 
di  masa  krisis  kemudian  meningkat  ke  level 
positif  35,22  pada  masa  setelah  krisis. 

Dari  ketiga  dekomposisi  perubahan 
pangsa  ekspor  ternyata  menghasilkan 
perubahan  pangsa  ekspor  yang  positif  ke 
seluruh  kelompok  produk  elektronik 
Indonesia  di  masa  sebelum  krisis.  Sedang- 
kan pada  saat  krisis,  ada  dua  kelompok 
yang  mengalami  perubahan  negatif  pada 
pangsa  ekspor  yaitu  barang  konsumsi 
elektrik  dan  telekomunikasi,  yaitu  sebesar 


-88,37  dan  -82,26.  Beranjak  menuju  masa 
setelah  krisis,  ternyata  produk  telekomu- 
nikasi  mengalami  perbaikan  pada  per- 
ubahan  pangsa  ekspor  menjadi  347,20  dan 
meninggalkan  barang  konsumsi  elektrik 
yang  masih  bernilai  negatif  di  level  -455,66. 
Secara  umum  perubahan  pangsa  ekspor 
meningkat  di  masa  setelah  krisis  bila  di- 
bandingkan  masa  sebelum  krisis  maupun 
pada  masa  krisis.  Meskipun  peningkatan 
yang  terjadi  tidak  terlalu  besar  bila  diban- 
dingkan  dengan  masa  sebelum  krisis. 


Setelah  merinci  kelompok-kelompok 
produk  elektronik  Indonesia  berdasarkan 
SITC  3D  di  masa  sebelum  krisis  (lihat  label 
5).  Tampak  bahwa  ternyata  tidak  seluruh 
produk  elektronik  Indonesia  mengalami 
efek  daya  saing  yang  positif.  Dua  produk 
yang  mengalami  daya  saing  negatif  adalah 
alat  listrik  untuk  medis  (SITC  774)  dan  alat 
listrik  dan  non-elektrik  bagi  rumah  tangga 
(SITC  775)  yaitu  sebesar  -0,18  dan  -24,69. 
Akan  tetapi  karena  nilai  negatifnya  yang 
tidak  besar  sehingga  tidak  menyebabkan 


Tabel  5 


Analisa  CMS  1993-1996 

Kelompok 

SITC  3D 

Efek 

Daya  Saing 

Spesialisasi 
Awal 

Adaptasi 

Perubahan  Pangsa 
Ekspor 

Komputer 

751 

4,34 

-13,10 

-0,97 

-9,73 

752 

478,57 

-1,36 

-5,71 

471,50 

759 

156,68 

1,43 

10,27 

168,37 

Barang 

Konsumsi 

Elektrik 

761 

7,57 

-25.24 

-1,64 

-19.31 

762 

369,00 

-108,60 

-97,01 

163,39 

763 

289,96 

-129,56 

-61,86 

98,55 

Komponen 
Elektronik 

771 

108,93 

2,37 

13,72 

125,03 

772 

79,30 

-3,95 

-5,20 

70,15 

773 

56,50 

-0,83 

-0,53 

55,14 

"774 

-0,18 

-0,13 

0,02 

-0,28 

775 

-24,69 

-13,52 

4,40 

-33,81 

776 

106,89 

38,67 

24,47 

170,03 

778 

138,72 

-13,21 

-7,51 

118,01 

Telekomunikasi 

764 

302,31 

-7,51 

-6,44 

288,35 

Total 

2073,90 

-274,52 

-133,98 

1665,40 

% 

125 

-16 

-8 

100 

DAYA  SAING  INPUSTRI  (Mangimsone  &  Narjoko) 
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bohlam,  katup  dingin  dan  katode  foto  (SITC 
776).  Spesialisasi  awal  yang  paling  besar 
memberikan  pengaruh  negatif  terjadi  pada 
produk  barang  konsumsi  elektrik  yaitu 
penerima  gelombang  radio  (SITC  762)  dan 
gramopon,  mesin  dikte,  perekam  suara 
(SITC  763)  yang  berada  pada  level  -108,60 
dan  -129,56. 

Pada  dekomposisi  adaptasi  di  periode 
sebelum  krisis,  sebenarnya  pengaruh 
negatif  dan  positif  agak  merata  dengan  5 
produk  yang  bersifat  positif  dan  9  yang 


Tabel  6 


Analisa  CMS  1997-2000 

Kelompok 

SITC  3D 

Efek 

Daya  Saing 

Spesialisasi 
Awal 

Adaptasi 

Perubahan  Pangsa 
Ekspor 

Komputer 

751 

-4,02 

-18,01 

1,55 

-20,48 

752 

719,19 

-49,71 

-48,56 

620,92 

759 

189,59 

-0,25 

-0,20 

189,15 

Barang 

Konsumsi 

Elektrik 

761 

89,76 

-4,24 

-2,16 

83,36 

762 

179,30 

-117,74 

-.36,32 

25,24 

763 

-190,50 

-8,40 

1,94 

-196,96 

Komponen 
Elektronik 

771 

204,75 

-9,16 

-14,07 

181,52 

772 

185,44 

-6,49 

-6,86 

172,10 

773 

95,25 

-22,32 

-14,13 

58,80 

774 

5,29 

-0,29 

-0,73 

4,27 

775 

25,34 

-9,75 

-4,62 

10,97 

776 

172,67 

50,43 

16,50 

239,60 

778 

100,94 

-22,52 

-5,48 

72,95 

TelekonnunikasI 

764 

-175,34 

124,73 

-31,65 

-82,26 

Total 

1597,65 

-93,71 

-144,79 

1359,15 

% 

118 

-7 

-11 

100 

efek  daya  saing  kelompok  komponen  listrik 
menjadi  negatif  apalagi  untuk  menyebab- 
kan  produk  elektroruk  secara  keseluruhan 
menjadi  negatif. 

Sebaliknya  spesialisasi  awal  tidak  pula 
mengalami  nilai  negatif  di  setiap  produk 
SITC  3  digit.  Tampak  bahwa  ada  3  produk 
yang  mengalami  spesialisasi  awal  yang 
positif  yaitu  komponen  dan  perlengkapan 
untuk  SITC  751  atau  752  (SITC  759),  mesin 
pembangkit  listrik  dan  komponennya  (SITC 
771)  dan  komponen-komponen  termiorus. 
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bersifat  negatif.  Akan  tetapi  ada  beberapa 
produk  yang  memiliki  pengaruh  negatif 
cukup  besar,  dua  diantaranya  adalah  SITC 
762  dan  SITC  763.  Hal  ini  berkorelasi  dengan 
spesialisasi  awal  dari  kedua  produk  tersebut 
yang  memang  bemilai  negatif  besar. 

Efek  daya  saing  produk-produk  elek- 
tronik  Indonesia  semasa  krisis  (lihat  Tabel 
6)  memang  menunjukkan  tanda-tanda  yang 
menurun  secara  agregat  dibanding  sebelum 
krisis,  namun  bila  kita  analisa  lebih  men- 
dalam  perproduk  menggunakan  klasifikasi 
SITC  3  digit  temyata  dari  14  produk  elek- 
tronik,  9  diantaranya  mengalami  pening- 
katan  daya  saing.  Mereka  yang  meningkat 
adalah  SITC  752, 759, 761, 771, 772, 773, 774, 
775  dan  776.  Produk-produk  ini  adalah  2 
produk  dari  kelompok  komputer,  1  produk 
dari  barang  konsumsi  elektrik  dan  6  produk 
dari  kelompok  komponen  elektronik.  Se- 
baliknya  penurunan  yang  sangat  tajam 
terjadi  pada  gramopon,  mesin  dikte, 
perekam  suara  (SITC  763)  dari  level  289,96 
sebelum  krisis  menjadi  -190,50  semasa  krisis 
dan  peralatan  telekomunikasi  dan  kompo- 
nennya  (SITC  764)  dari  302,31  sebelum  krisis 
menjadi  -175,34  semasa  krisis.  Sedangkan 
produk  yang  konsisten  memiliki  daya  saing 
yang  tinggi  adalah  mesin  pengolah  data 
otomatis  (SITC  752)  yaitu  meningkat  dari 
452,57  sebelum  krisis  menjadi  719,19  di 
masa  krisis. 

Nilai  spesialisasi  awal  semasa  krisis 
dibanding  sebelum  krisis  relatif  tidak 
berubah.  Produk  yang  bersifat  negatif  rata- 
rata  tetap  bersifat  negatif.  Akan  tetapi  ada 
dua  produk  yang  berubah  dari  bersifat 
positif  menjadi  negatif  yaitu  komponen  dan 


perlengkapan  untuk  SITC  751  atau  752 
(SITC  759)  dan  mesin  pembangkit  listrik  dan 
komponennya  (SITC  771).  Hanya  ada  satu 
produk  yang  bertahan  pada  level  yang 
positif  semenjak  masa  sebelum  krisis  me- 
nuju  masa  krisis  yaitu  komponen  termiorus, 
bohlam,  katup  dingin  dan  katode  foto  (SITC 
776).  Perubahan  yang  menakjubkan  terjadi 
pada  peralatan  telekomunikasi  dan  kom- 
ponennya (SITC  764)  sebab  pada  masa 
sebelum  krisis  menunjukkan  nilai  negatif, 
kemudian  menjadi  nilai  positif  besar  di 
masa  krisis.  Nilai  negatif  terbesar  terjadi 
pada  produk  penerima  gelombang  radio 
(SITC  762). 

Nilai  adaptasi  semasa  krisis  yang  tetap 
negatif  sama  seperti  masa  sebelum  krisis 
terutama  diakibatkan  oleh  SITC  752,  761, 
773  dan  764  yang  semakin  negatif.  Sedang- 
kan kontribusi  lainnya  lahir  dari  perubahan 
drastis  SITC  759,  771,  774  dan  775  yang 
sebelum  krisis  bemilai  positif  menjadi  ne- 
gatif semasa  krisis.  Terutama  mesin  pem- 
bangkit listrik  dan  komponermya  (SITC  771) 
yang  menurun  dua  kali  lipat  (202%)  dari 
masa  sebelum  krisis. 

Pada  masa  setelah  krisis  bila  diban- 
dingkan  sebelimi  krisis  secara  agregat  me- 
nvang  menunjukkan  sedikit  penurunan 
daya  saing.  Akan  tetapi  analisa  perproduk 
berdasar  SITC  3  digit  menunjukkan  bahwa 
sebagian  produk  mengalami  peningkatan 
daya  saing,  yaitu  9  dari  14  produk  meng- 
alami peningkatan  efek  daya  saing.  Produk- 
produk  yang  mengalami  peningkatan 
adalah  SITC  751, 759, 771, 772, 773, 774, 775, 
776  dan  778.  Kesembilan  produk  ini  adalah 
2  produk  dari  kelompok  komputer  dan 


DAYA  SAING  INDUSTRI  (Mangunsong  &  Narjoko) 
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Tabel  7 


Analisa  CMS  2002-2005 

Kelompok 

SITC  3D 

Efek 

Lldyd  Oaliiy 

Spesialisasi 

Aw;)l 

Adaptasi 

Perubahan  Pangsa 
Ekspor 

Komputer 

751 

51,30 

-2,95 

-5,99 

42,36 

752 

302,49 

-103,73 

-20,81 

177,95 

759 

602,39 

-25,11 

-33,81 

543,46 

Barang 

Konsumsi 

Elektrik 

761 

-135,81 

53,78 

-23,79 

-105,83 

762 

-43,07 

-214,57 

14,21 

-243,43 

763 

-378,50 

381,83 

-109,74 

-106,40 

Komponen 
Elektronik 

771 

144,08 

-24,25 

-12,60 

107,23 

772 

286,37 

-7,15 

-5,71 

273,50 

773 

79,48 

-21,93Mi 

i  -7,55 

50,00 

774 

2,06 

-0,30 

-0,18 

1,58 

775 

65,54 

-4,13 

-3,84 

57,57 

776 

294,24 

-11,66 

-4,98 

277,60 

778 

256,69   

0,07 

0,03 

256,80 

Telekonnunikasi 

764 

216,04*^^ 

^  95,94 

35,22 

347,20 

Total  Jg[ 

p  1743,31 

115,83 

-179,53 

1679,61 

104 

4Hk7 

-11 

100 

seluruh  produk  (7  produk)  komponen 
elektronik.  Perubahan  efek  daya  saing  dari 
yang  bemilai  positif  menjadi  negatif  terjadi 
pada  2  produk  yaitu  penerima  gelombang 
televisi  (SITC  761)  dan  gramopon,  mesin 
dikte,  perekam  suara  (SITC  763).  Keduanya 
mengalami  perubahan  yang  sangat  besar 
hingga  mencapai  level  -135,81  dan  -378,50. 

Bila  kita  bandingkan  antara  masa  krisis 
dengan  masa  setelah  krisis,  kita  akan  me- 
nemukan  7  dari  14  produk  elektronik  meng- 
alami peningkatan  daya  saing.  Ketujuh 


produk  tersebut  adalah  SITC  751,  759,  772, 
775,  776,  778  dan  764.  Efek  daya  saing 
terbesar  di  masa  setelah  krisis  dimiUki  oleh 
komponen  dan  perlengkapan  untuk  SITC 
751  atau"'752  (SITC  759).  Sedangkan  SITC 
763  menjadi  tampak  tidak  terlalu  besar  lagi 
perubahannya  sebab  dari  masa  sebelum 
krisis  menuju  masa  krisis  produk  ini  me- 
mang  telah  mengalami  penurunan  daya 
saing  dan  terus  menurun  lagi  masa  setelah 
krisis.  Perubahan  terbesar  menuju  level 
positif  terjadi  pada  peralatan  telekomu- 
nikasi  dan  komponennya  (SITC  764)  me- 
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lebihi  mesin  kantor  (SITC  751)  yang  meng- 
alami  perubahan  yang  serupa. 

Spesialisasi  awal  di  masa  setelah  krisis 
memang  banyak  berubah  dibanding  masa 
sebelum  krisis.  Hal  ini  terutama  disebabkan 
oleh  perubahan  menjadi  positif  dari  4 
produk  di  masa  setelah  krisis,  yaitu  SITC 
761,  763,  778  dan  764.  Mereka  adalah  2 
produk  dari  kelompok  barang  konsumsi 
elektrik,  1  produk  dari  komponen  elektroruk 
dan  1  produk  telekomunikasi.  Pengaruh 
terbesar  datang  dari  gramopon,  mesin  dikte 
dan  perekam  suara  (SITC  763). 


Kasus  yang  hampir  sama  juga  terjadi 
pada  spesiaUsasi  awal  antara  masa  krisis 
dan  setelah  krisis.  SITC  761,  763  dan  778 
berubah  menjadi  positif  dari  yang  sebelum- 
nya  negatif  di  masa  krisis.  Sedangkan  SITC 
764  mengalami  penurun'an  dari  masa  krisis 
menuju  masa  setelah  krisis,  meski  tetap 
bersifat  positif  sebesar  216,04. 

Secara  berurut  dari  yang  terbesar  hing- 
ga  yang  terkecil,  berikut  adalah  rangkuman 
efek  daya  saing  produk  elektronik  menurut 
SITC  3  digit  pada  masing-masing  periode 
analisis. 


Tabel  8 


Periode  1993-1996 

SITC 

Deskripsi 

Efek  Daya 

3D 

Saing 

752 

Mesin  pengolah  data  otomatis 

478,57 

762 

Penerima  Gelombang  Radio 

369,00 

764 

Peralatan  telekomunikasi  dan  komponennya 

302,31 

763 

Gramopon,  Mesin  Dikte,  Perekam  Suara 

289,96 

759 

komponen  dan  perlengkapan  untuk  SITC  751  atau  752 

156,68 

778 

Mesin  listrik  dan  perlengkapannya. 

138,72 

771 

Mesin  pembangkit  listrik  dan  komponennya 

108,93 

776 

Komponen-komponen  Termionis,  Bohlam,  Katup  dingin  & 

Katode  foto. 

106,89 

772 

Perlengkapan  listrik  seperti  stop-kontak,  dll. 

79,30 

773 

Alat  Distribusi  Listrik 

56,50 

761 

Penerima  Gelombang  Televisi 

7,57 

751 

Mesin  Kantor 

4,34 

774 

Alat  Listrik  imtuk  Medis 

-0,18 

775 

Alat  Listrik  dan  Non-Elektrik  bagi  Rumah  Tangga 

-24,69 

DAYA  SAING  INDUSTRI  (Manexmsone  &  Narioko) 
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Tabel  9 


Periode  1997-2000 

SITC 

Deskripsi 

Efek  Daya 

3D 

Saing 

752 

Mesin  pengolah  data  otomatis 

719,19 

771 

Mesin  pembangkit  listrik  dan  komponennya 

204,75 

759 

komponen  dan  perlengkapan  untuk  SITC  751  atau  752 

189,59 

772 

Perlengkapaii  listrik  seperti  stop-kontak,  dll. 

185,44 

762 

Penerima  Gelombang  Radio 

179,30 

776 

Komponen-komponen  Termionis,  Bohlam,  Katup  dingin  & 

Katode  foto. 

172,67 

778 

Mesin  Ustrik  dan  perlengkapannya, 

100,94 

77?) 

Alat  Distribusi  Listrik 

761 

Penerima  Gelombang  Televisi 

89,76 

775 

Alat  Listrik  dan  Non-Elektrik  bagi  Rumah  Tangga 

25,34 

774 

Alat  Listrik  untuk  Medis 

5,29 

751 

Mesin  Kantor 

-4,02 

764 

Peralatan  telekomurukasi  dan  komponennya 

-175,34 

763 

Gramopon,  Mesin  Dikte,  Perekam  Suara 

-190,50 

Tabel  10 

^glllllllllllllll^^          Periode  MMMHHHii 

SITC 

Deskripsi  UjUl 

Efek  Daya 

3D 

Saing 

759 

komponen  dan  perlengkapan  untuk  SITC  751  atau  752 

602,39 

752 

Mesin  pengolah  data  otomatis 

302,49 

776 

Komponen-komponen  Termionis,  Bohlam,  Katup  dingin  & 

Katode  foto. 

294,24 

772 

Perlengkapan  listrik  seperti  stop-kontak,  dll. 

286,37 

778 

Mesin  listrik  dan  perlengkaparmya. 

256,69 

764 

Peralatan  telekomunikasi  dan  komponennya 

216,04 

771 

Mesin  pembangkit  listrik  dan  komponennya 

144,08 

773 

Alat  Distribusi  Listrik 

79,48 

775 

Alat  Listrik  dan  Non-Elektrik  bagi  Rumah  Tangga 

65,54 

751 

Mesin  Kantor 

51,30 

774 

Alat  Listrik  untuk  Medis 

2,06 

762 

Penerima  Gelombang  Radio 

-43,07 

761 

Penerima  Gelombang  Televisi 

-135,81 

763 

Gramopon,  Mesin  Dikte,  Perekam  Suara 

-378,50 
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Faktor  Penyebab  Perbedaan  Daya 
Saing  Pasca  Krisis 

Sub-bab  ini  mengembangkan  sedikit 
lebih  jauh  hasil  temuan  dari  sub-bab  se- 
belumnya.  Secara  khusus,  sub-bab  ini 
mencoba  menjawab  pertanyaan  mengapa 
terdapat  perbedaan  daya  saing  yang  cukup 
besar  antara  industri  konsumen  elektronik 
dan  komponen  elektronik. 

Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  kami 
mengajukan  hipotesa  umum  bahwa  ter- 
dapat beberapa  karakteristik  pada  level 
mikro,  yaitu  perusahaan,  yang  menye- 
babkan  perbedaan  ketahanan  (survival) 
perusahaan  dalam  menghadapi  krisis,  yang 
kemudian  mengakibatkan  terjadinya 
perbedaan  daya  saing  di  sub-sektor  industri 
elektronik.  Berdasarkan  literatur  ekonomi; 
kami  mengajukan  beberapa  karakteristik 
dibawah  ini  sebagai  karr.kteristik  perusa- 
haan yang  dapat  mengakibatkan  perbedaan 
tingkat  ketahanan  perusahaan  elektronik 
selama  krisis: 

Ukuran  (Besar  atau  Kecilnya  Perusa- 
haan) 

Ukuran  perusahaan  diprediksi  me- 
miliki  hubungan  positif  dengan  ketahanan 
perusahaan  selama  krisis.  Teori  ekonomi 
mengatakan  bahwa  perusahaan  besar 
memiliki  keimggulan  dari  sisi  biaya  yang 
disebabkan  karena  perusahaan  tersebut 
dapat  beroperasi  dalam  skala  ekonominya. 

Kepemilikan 

Literatur  ekonomi  menyarankan  bah- 
wa dalam  situasi  resesi,  di  mana  penjualan 
-  dan  dengan  demikian  pendapatan  - 


perusahaan  sangat  kecil,  perusahaan  induk 
(parent  company)  dapat  memberikan  bantu- 
an  likuiditas  untuk  menyelamatkan  ke- 
rugian  yang  dialami  oleh  perusahaan  mitra- 
nya  (subsidiary).  Beberapa  studi,  seperti 
misalnya  Fukao  (2001)  dan  Urata  (2002)  te- 
lah  memberikan  bukti  empiris  yang  men- 
dukung  argumen  ini.  Dengan  demikian,  ke- 
pemilikan asing  diprediksi  untuk  memper- 
besar  kemungkinan  perusahaan  untuk  ber- 
tahan  selama  krisis,  sedangkan  kepemilikan 
domestik  dan  pemerintah  tidak  akan  mem- 
perbesar  kemungkinan  keberlangsungan 
hidup  perusahaan  selama  krisis. 

Orientasi  Penjualan 

Orientasi  penjualan  diprediksi  untuk 
dapat  memperbesar  kemungkinan  keber- 
langsungan hidup  perusahaan  di  masa 
krisis.  Hipotesa  ini  didasarkan  pada  dua 
alasan  utama.  Pertama,  krisis  ekonomi  tahun 
1997/ 98  meliputi  depresiasi  mata  uang  yang 
sangat  signifikan.  Oleh  karena  itu,  perusa- 
haan yang  mengekspor  sebagian  besar  dari 
hasil  produksinya  juga  akan  menerima 
keuntungan  penjualan  yang  sangat  sig- 
nifikan.'* Kedua,  literatur  ekonomi  menye- 
butkan  bahwa  perusahaan  yang  berorien- 
tasi  ekspor  biasanya  lebih  efisien  daripada 
perusahaan  yang  berorientasi  pasar  do- 
mestik. Ini  disebabkan  karena  perusahaan 
yang  berorientasi  ekspor  harus  dapat  ber- 
saing  dengan  perusahaan  lain  di  pasar 
intemasional;  atau  dengan  kata  lain,  peru- 
sahaan yang  berorientasi  ekspor  sudah  'ter- 
disiplin'  oleh  mekanisme  pasar  intemasio- 
nal yang  sangat  keras. 


Lihat  Forbes  (2002a)  dan  Desai  et  al.  (2004) 
untuk  uraian  lebih  dalam  tentang  argumen  ini. 
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Untuk  membuktikan  hipotesa  ini,  kami 
!  membandingkan  rata-rata  aritmatik  dari 
Ibeberapa  variabel  yang  mencerminkan 
Ibeberapa  karakteristik  diatas.  Rata-rata 
tersebut  ditampilkan  dalam  Tabel  11  untuk 
industri  elektronik  secara  keseluruhan  dan 
Tabel  12  untuk  sub-sektor  industri  elektro- 
nik. Sebagai  sumber  data,  kami  mengguna- 
kan  data  dari  Statistik  Industri  Manufaktur 
Besar  dan  Sedang  Indonesia  (SI)  dari  tahun 
1996  sampai  tahun  2000,  yang  secara  berkala 
diterbitkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS). 
Kami  menggunakan  versi  data  mentah  dari 
SI,  dan  dengan  demikian,  unit  individu 
yang  kita  gunakan  adalah  pabiik  {esta- 
blishment). Data  yang  kami  gimakan  tersebut 
telah  kami  periksa  dan  sesuaikan  dari 
beberapa  kesalahan  yang  kemungkinan 
besar  terjadi  dalam  proses  pencatatan  {data 
entry).  Uraian  tentang  koreksi,  dan  juga 
dcskripsi  data  dan  definisi  variabel  karak- 
teristik yang  digunakan,  tidak  kami  lakukan 
disini  untuk  mempersingkat  pembahasan.^ 

Table  11  memberikan  dukungan  atas 
hipotesa  umum  yang  diajukan  diawal  sub- 
bab  ini.  Untuk  keseluruhan  industri  elek- 
tronik, perusahaan  yang  bertahan  selama 
krisis  memiliki  ukuran  yang  kira-kira  dua 
kali  lebih  besar  dari  pada  perusahaan  yang 
tidak  bertahan.-  Demikian  pula,  pangsa 
kepemilikan  asing  dan  pangsa  output  yang 
diekspor  jauh  lebih  besar  untuk  kelompok 
perusahaan  yang  bertahan  selama  krisis. 
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bah- 
wa  perusahaan  elektronik  yang  bertahan 


'  Uraian  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Narjoko 
(2006). 


selama  krisis  adalah  perusahaan  yang  besar, 
memiliki  pangsa  kepemilikan  asing  yang 
besar  dan  berorientasi  ekspor.^  Perlu  juga 
dikemukakan,  bahwa  tingginya  pangsa 
kepemilikan  swasta  domestik  dan  peme- 
rintah  pada  kelompok  perusahaan  yang 
tidak  bertahan  selama  krisis  secara  tidak 
langsimg  mendukung  kesimpulan  penting- 
nya  kepemilikan  asing  dalam  menentukan 
keberlangsungan  hidup  perusahaan. 

Selain  menceritakan  apa  yang  terjadi 
dengan  perusahaan  elektronik  di  Indonesia, 
hasil  pada  Tabel  11  juga  mendukung  argu- 
men  teoii  ekonomi  yang  telah  dikemukakan 
sebelumnya,  serta  konsisten  dengan  temuan 
dari  banyak  studi-studi  lainnya  yang 
mencakup  industri  lain  selain  elektronik. 

Hasil  yang  dilaporkan  dalam  Tabel  11, 
Vv  alaupvui  mendukung  hipotesa  dan  teori, 
ternyata  menyembunyikan  variasi  yang 
cukup  besar.  Iru  diperUhatkan  oleh  Tabel  12, 
yang  melaporkan  hasil  perhitimgan  untuk 
tiga  sub-sektor  industri  elektronik.  Mem- 
bandingkan Tabel  11  dan  12,  terKhat  bahwa 
hasil  atau  kesimpulan  yang  didapat  se- 
belumnya hanya  murni  berlaku  imtuk  sub- 
sektor  industri  komponen  elektronik.  Dua 
sub-sektor  lainnya,  yaitu  industri  korisumen 
elektroruk  dan  barang  industri-'elektronik, 
cenderung  memiliki  karakteristik  yang 
sama  untuk  kedua  kelompok  perusahaan 
(yang  bertahan  dan  tidak  bertahan  selama 
krisis).  Pengecualian  hanya  terlihat  untuk 


^  Hasil  ini  juga  konsisten  dengan  hasil  studi  lain 
tentang  performance  perusahaan  di  negara-negara 
yang  terkena  dampak  krisis,  seperti  misalnya  Dwor- 
Frecaut  et  al.  (2000),  Forbes  (2002b),  dan  Claessens  et 
al.  (2000). 
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Tabel  11 

Rata-rata  Aritmatik  Beberapa  Variabel  Karakteristik  Perusahaan: 
Perbandingan  antara  Kelompok  Pabrik  yang  Bertahan 
dan  Tidak  Bertahan  Selama  Krisis 


Bertahan 
selama  krisis 

Tidak  bertahan 
selama  krisis 

Ukuran^  (tenaga  kerja) 

Kepemilikan^ 
Swasta  asing  (%) 
Swasta  domestik  (%) 
Pemerintah  (%) 

Orientasi  penjualan^  (%) 

623,6 

45 
53,4 
1,6 
43,3 

366 

23,5 
70,8 
5,5 
25,5 

1.  Didekati  oleh  jumlah  tenaga  kerja. 

2.  Didekati  oleh  besamya  porsi  kepemiHkan  (ownership  share),  dalam  %. 

3.  Didekati  oleh  proporsi  nilai  produksi  (output)  yang  diekspor,  dalam  %. 


Sumber:  Hihingan  penulis  berdasarkan  data  statistik  industri  1996- 


2000. 


industri  konsumen  elektronik  dari  sisi 
ukuran,  di  mana  perusahaan  yang  kemung- 
kinan  besar  bertahan  di  sub-sektor  industri 
ini  adalah  perusahaan  yang  jauh  lebih  besar 
ukurannya. 

Walaupun  demikian,  variasi  yang  besar 
ini  sebenamya  dapat  memberikan  kemimg- 
kinan  penjelasan  -  dan  juga  konsisten  de- 
ngan  -  temuan  di  sub-bab  sebelumnya, 
yang  juga  menemukan  variasi  yang  besar 
di  antara  ketiga  sub-sektor  ini  dalam  hal 
daya  saing  setelah  krisis.  Penurunan  daya 
saing  di  industri  konsimien  elektronik  dapat 
dijelaskan  terutama  karena  orientasi  pasar 
di  sub-sektor  ini  adalah  pasar  domestik. 
Kurangnya  tekanan  persaingan  di  pasar 


domestik  kemimgkinan  besar  merupakan 
faktor  penentu  yang  mengakibatkan  turun- 
nya  daya  saing.  Namim  demikian,  perlu 
juga  dicermati  bahwa  turunnya  competi- 
tiveness juga  dapat  disebabkan  oleh  situasi 
umum  setelah  krisis  tentang  sangat 
rendahnya  nilai  investasi  asing  di  Indonesia. 

Sedangkan  peningkatan  daya  saing  di 
industri  komponen  elektronik  setelah  krisis 
konsisten  dengan  temuan  bahwa  perusa- 
haan-perusahaan  di  industri  ini  yang  ber- 
orientasi  ekspor  dan  memiliki  pangsa  ke- 
pemilikan  asing  yang  besar.  Seperti  yang 
telah  dikemukakan  sebelumnya,  perusa- 
haan yang  berorientasi  ekspor  cenderung 
lebih  efisien  karena  tekanan  persaingan  di 
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Tabel  12 

Rata-rata  Aritmatik  Beberapa  Variable  Karakteristik  Perusahaan: 
Perbandingan  antara  Kelompok  Pabrik  yang  Bertahan  dan  Tidak  Bertahan 
Selama  Krisis,  Menumt  Sub-industri  Elektronik 


Bertahan 
selama  krisis 

Tidak  bertahan 
selama  krisis 

Indiistri  konsumen  elektronik 
Ukuran^  (tenaga  kerja) 
Kepemilikan^ 
Swasta  asing  (%) 
Swasta  domestik  (%) 
Pemerintah  (%) 
Orientasi  penjualan^  (%) 

725,8 
0 

22,4 

418,5 

21,3 
72,7 
5,8 
22,6 

Industri  elektronik  untuk  barang  industri 
Ukuran^  (tenaga  kerja) 
Kepemilikan^ 

Swasta  asing  (%)  jHMj 

Swasta  domestik  (%) 

Pemenntah  (%)  H 
Orientasi  penjualarf  (%) 

516,6 

IHMM^  31 

49 
35 

597 

45 
40 

 j( 

Industri  komponen  elektronik 
Ukuran^  (tenaga  kerja) 
Kepemilikan^ 
Swasta  asing  (%) 
Swasta  domes dk  (%) 
Pemerintah  (%) 
Orientasi  penjualan^  (%) 

580,25 

58,8 
41,1 
0 

56,4 

22,1 
77,8 
0 

23,9 

Catatan:  Lihat  Tabel  11 
Sumber:  Lihat  Tabel  11 


pasar  iniernasional.  Namun  demikian, 
konsistensi  ini  saja  tidaklah  cukup  untuk 
menjelaskan  mengapa  terjadi  peningkatan 
competitiveness.  Salah  satu  kemungkinan 
penjelasan  adalah,  semakin  efisiennya 
perekonomian  Indonesia  setelah  krisis, 
sebagai  akibat  dari  berbagai  reformasi 
ekonomi  pada  masa  krisis,  memberikan 
ruang  lebih  kepada  perusahaan-perusaha- 
an  di  sub-sektor  industri  ini  untuk  lebih 


dapat  meningkatkan  tingkat'efisiensi  pro- 
duksinya. 

KESIMPULAN 

Analisis  Constant  Market  Share  (CMS) 
menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  per- 
ubahan  yang  menonjol  pada  peranan  sub- 
sektor-subsektor  dari  industri  elektronik 
terhadap  perubahan  industri  elektronik 
secara  keseluruhan,  selama  masa  sebelum 
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krisis  menuju  setelah  krisis.  Bahkan  analisis 
CMS  secara  mendalam  menghasilkan 
bahwa  ada  industri-industri  elektronik  yang 
tetap  memiliki  efek  daya  saing  yang  tinggi 
terhadap  perubahan  ekspor  elektronik 
secara  keseluruhan,  dan  ada  pula  yang 
relatif  bertahan,  namun  ada  pula  yang 
mengalami  penurunan  secara  drastis. 

Hasil  analisis  CMS  kemudian  dikem- 
bangkan  untuk  mendapatkan  gambaran 
awal  tentang  faktor-faktor  yang  menentu- 
kan  daya  saing  industri  elektronik  setelah 
krisis.  Analisis  dilakukan  dengan  pen- 
dekatan  untuk  mencari  faktor-faktor  apa 
saja  yang  menentukan  keberlangsungan 
hidup  perusahaan  industri  elektronik  di- 
masa  krisis.  Hasil  perhitungan  statistik  me- 
nunjukkan  bahwa  keberlangsungan  hidup 
tersebut  disebabkan  terutama  oleh  orientasi 
pcnjualan,  yaitu  orientasi  ekspor,  dan  ke  - 
pemilikan,  yaitu  kepemilikan  asing.  Hasil 
perhitungan  statistik  untuk  tiga  subsektor 
industri  elektronik  menunjukkan  variasi 
yang  besar  dalam  hal  perbedaan  karak- 
teristik  antara  kelompok  perusahaan  yang 
bertahan  dan  tidak  bertahan  selama  krisis. 

Dari  hasil  perhitungan  ini,  didapat 
beberapa  kemungkinan  penjelasan  tentang 
^'perbedaan  daya  saing  antara  industri 
konsumen  elektronik  dan  industri  kom- 
ponen  elektronik.  Secara  singkat,  dapat  di- 
simpulkan  bahwa  turunnya  daya  saing 
pada  industri  konsumen  elektronik  dapat 
disebabkan  karena  di  satu  sisi  industri  ini 
berorientasi  pada  pasar  domestik,  dan  di 
sisi  lain  karena  rendahnya  nilai  investasi 
asing  pasca  krisis.  Sedangkan  untuk  naik- 
nya  daya  saing  industri  komponen  elek- 


tronik, penjelasan  ditawarkan  adalah  refor- 
masi  ekonomi  yang  terjadi  di  masa  krisis, 
yang  cenderung  lebih  membuka  pereko- 
nomian  Indonesia,  memberikan  kesem- 
patan  kepada  produsen  di  sektor  ini  untuk 
mengembangkan  efisiensi. 
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Pengembangan  Industri  Obat  Generik: 

Peluang  dan  Tantangan  bagi 
Industri  Farmasi  Indonesia 

Raymond  Atje  dan  Indira  Hapsari 


Industri  farmasi  Indonesia  dalam  beberapa  tahun  yang  akan  datang  diperkirakan  akan 
menghadapi  persaingan  berat.  Di  samping  pasar farmasi  Indonesia  menjadi  incaran  perusahaan- 
perusahaan  asing  di  pasar  domestik,  seperti  perusahaan-perusahaan  asal  India  dan  China,  juga 
industri  farmasi  Indonesia  menghadapi  berbagai  kendala,  berupa  peraturan-peraturan  pemerintah 
yang  cenderung  ingin  menjadikan  sektor  tersebut  sebagai  alat  kebijakan  sosial  pemerintah 
sehingga  menjadi  beban  bagi  produsen-produsen  obat  domestik.  Di  samping  itu,  pemerintah 
tampaknya  mengabaikan  pemberian  insentif  bagi  perusahaan-perusahaan  untuk  menjadi  lebih 
efisien  dan  mampu  bersaing,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri. 


PENDAHULUAN 

MESKIPUN  sumbangan  sektor 
farmasi  terhadap  pendapatan 
domestik  bruto  (PDB)  nasional 
tergolong  kecil  namun  industri  ini 
menduduki  posisi  yang  spesial  jika  di- 
bandingkan  dengan  industri-industri  lain  di 
Indonesia.  Ada  dua  faktor  yang  menjadi  pe- 
nyebabnya.  Pertama,  sama  halnya  dengan 
industri  farmasi  di  negara-negara  lain, 
kegiatan  industri  ini  diawasi  dengan  ketat 
oleh  pemerintah.  Obat  yang  dihasilkan  oleh 
industri  farmasi  pada  hakekatnya  adalah 
'racun'  yang  dalam  penggunaannya  di- 
masukkan  ke  dalam  tubuh  manusia.  Oleh 
karena  itu  obat  yang  beredar  di  masyarakat 
perlu  dijamin  agar  baik  mutu,  khasiat,  mau- 


pun keamananan  pemakaiannya  benar- 
benar  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada. 

Kedua,  dari  berbagai  kebijakan  pe- 
merintah di  sektor  farmasi  tampak  adanya 
keinginan  pemerintah  untuk  menjadikan 
industri  tersebut  sebagai  alat  kebijakan 
sosialnya.  Keinginan. tersebut  bisa  menim- 
bulkan  konflik  kepentingan  di  pihak  pe- 
merintah dan  menempatkan  industri  far- 
masi di  pihak  yang  tidak  diuntungkan, 
bahkan  mungkin  dirugikan.  Berbeda  de- 
ngan industri-industri  lain,  industri  farmasi 
di  Indonesia  berada  di  bawah  pengawasan 
Departemen  Kesehatan.  Di  satu  sisi,  pe- 
merintah ingin  agar  harga  berbagai  obat 
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murah.  Salah  satu  tujuannya  adalah  agar 
harga  obat  bisa  dijangkau  oleh  masyarakat, 
terutama  masyarakat  yang  berpenghasilan 
rendah.  Tujuan  yang  lain  adalah  untuk 
menekan  pengeluaran  pemerintah  di 
bidang  kesehatan.  Pemerintah  adalah  pem- 
beli  tunggal  yang  besar,  bahkan  mungkin 
terbesar  irntuk  berbagai  jenis  obat.  Keingin- 
an  ini  wajar  seandainya  pemerintah  tidak 
ikut  secara  langsung  menentukan  harga 
obat.  Namun,  seperti  diketahui,  Depar- 
temen  Kesehatan  ikut  menentukan  harga 
obat-obat  tertentu.  Di  samping  itu  peme- 
rintah juga  yang  menetapkan  marjin  ke- 
untimgan  apotik. 

Di  sisi  lain,  industri  farmasi  ingin  di- 
perlakukan  sama  dengan  industri-industri 
lain.  Salah  satu  bentuk  insentif  yang  bisa 
mendorong  penanaman  modal  dalam 
industri  farmasi  adalah  jika  tingkat  pe- 
ngembalian  atas  penanaman  modal  di 
sektor  tersebut  sekurang-kurangnya  sama 
dengan  di  sektor-sektor  lain.  Untuk  sektor 
farmasi,  insentif  ini  tampaknya  masih  di- 
abaikan  oleh  pemerintah.  Pemerintah  se- 
yogianya  mendorong  industri  ini  agar  bisa 
tumbuh  dan  berkembang  menjadi  industri 
modem  yang  mampu  bersaing  baik  di  da- 
lam negeri  maupun  di  manca  negara.  Se- 
perti disebutkan  di  atas,  yang  menjadi  . 
masalah  bukanlah  keinginan  pemerintah 
agar  harga  obat-obatan  murah  tetapi  ke- 
bijakan  yang  dipergunakan  untuk  mencapai 
tujuan  tersebut.  Sebagai  pembeli  tunggal 
obat-obatan  yang  besar  sebenamya  peme- 
rintah memiliki  posisi  tawar-menawar  yang 
kuat  untuk  menentukan  harga  obat  melalui 
mekanisme  pasar. 


Sebenamya  jika  dilihat  dari  jumlah 
perusahaan  yang  ada  di  dalamnya,  industri 
farmasi  tersebut  tergolong  besar.  Meskipim 
demikian,  ada  kekhawatiran  bahwa  di 
tahun-tahun  yang  akan  datang  perusaha- 
an-perusahaan  farmasi  Indonesia  akan 
mengalami  kesulitan  untuk  menghadapi 
persamgan  yang  datang  dari  perusahaan- 
perusahaan  asing,  di  pasar  domestik 
Indonesia  sendiri.  Salah  satu  kelemahan 
industri  farmasi  Indonesia  yang  sering 
disebutkan  orang  adalah  ketergantung- 
annya  pada  bahan  baku  obat  impor.  Se- 
bagian  besar  bahan  baku  obat  masih  di- 
impor  antara  lain  dari  China  dan  India. ^ 
Oleh  karena  itu  yang  dibutuhkan  adalah 
kebijakan  yang  bisa  mendorong  industri 
bersangkutan  bukan  hanya  menjadi  se- 
makin  efisien  tetapi  juga  untuk  mencari 
segmen  pasar  (market  niche)  yang  memiliki 
peluang  yang  besar. 

Seperti  yang  akan  diuraikan  lebih  lanjut 
di  bawah,  industri  farmasi  memiliki  be- 
berapa  karakteristik  khusus  yang  membe- 
dakannya  dari  industri-industri  lain.  Salah 
satu  di  antaranya  adalah  kebutuhan  biaya 
penelitian  dan  pengembangan  [research  and 
development,  R&D)  yang  sangat  besar. 
Tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa 
industri  farmasi  dunia  dikuasai  oleh  peru- 
sahaan-perusahaan  multinasional  [multina- 
tional corporations,  MNC)  yang  besar.  Ini 
adalah  karena  hanya  perusahaan-peru- 
sahaan  mutinasional  besarlah  yang  mampu 


'  Meskipun  demikian  perlu  disebutkan  bahwa 
akhir-akhir  ini  ada  kecenderungan  harga  bahan  baku 
obat  di  pasar  durua  menurun. 
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mengeluarkan  biaya  R&D  yang  besar. 
Namun  jika  sudah  ditemukan,  obat-obat 
tersebut  relatif  mudah  untuk  ditiru  dan  bisa 
diproduksi  dengan  biaya  murah. 

Oleh  karena  itu  obat-obat  baru  dilin- 
dungi  dengan  hak  paten  yang  memung- 
kinkan  perusahaan-perusahaan  tersebut 
mengapropriasi  hasil  R&D  mereka  serta 
mendapatkan  kembali  biaya  yang  telah 
dikeluarkan  untuk  kepentingan  tersebut. 
Biaya  R&D  yang  dikeluarkan  oleh  industri 
farmasi  Indonesia  masLh  sangat  kecil  untuk 
bisa  bersaing  dengan  perusahaan-perus- 
ahaan multinasional.  Tetapi  ini  tidak  me- 
nutup  peluang  perusahaan-perusahaan 
Indonesia  untuk  bisa  bersaing  menghasil- 
kan  obat-obat  generik.  Seperti  diketahui, 
suatu  obat  yang  telah  habis  masa  patennya 
bisa  diproduksi  oleh  siapa  saja  dengan 
merafnu  ulang  obat  tersebut.  Biaya  peneli- 
tian  untuk  memproduksi  obat  generik  jauh 
lebih  kecil  daripada  untuk  menghasilkan 
obat  paten. 

Tulisan  ini  membahas  tentang  karak- 
terisitik  industri  farmasi  secara  umum. 
Tujuannya  adalah  untuk  memberi  gambar- 
an  umum  tentang  industri  farmasi  dengan 
menitik  beratkan  pada  beberapa  karak- 
teristik  yang  membedakan  industri  farmasi 
dari  industri-industri  lain.  Selanjutnya 
dibahas  tentang  struktur  dan  persaingan  di 
industri  farmasi  Indonesia.  Pada  bagian 
akhir  membahas  tentang  peluang  dan 
tantangan  yang  dihadapi  industri  farmasi 
Indonesia,  jika  perusahaan-perusahaan  di 
sektor  tersebut  memusatkan  perhatian 
mereka  pada  produksi  obat  generik. 


KARAKTERISTIK  INDUSTRI  FAR- 
MASI 

Sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang 
keadaan  industri  farmasi  Indonesia  ada 
baiknya  jika  kita  terlebih  dahulu  menelaah 
sifat-sifat  industri  farmasi  pada  umumnya. 
Ada  beberapa  karakteristik  khusus  industri 
farmasi  yang  membedakannya  dari  in- 
dustri-industri lain.  Karakteristik  pertama, 
industri  farmasi  adalah  salah  satu  industri 
yang  paling  padat  penelitian  dan  pengem- 
bangan  (R&D)  di  antara  semua  industri 
yang  ada.  Matraves  (1999)  melaporkan 
bahwa  pada  tahun  1993  perusahaan- 
perusahaan  dalam  industri  farmasi  Amerika 
Serikat  (AS)  mengeluarkan  biaya  sekitar 
US$10,5  milyar  atau  sekitar  14,8  %  dari  hasil 
penjualan  mereka  untuk  R&D.  Ini  me- 
rupakan  peningkatan  yang  besar  jika  di- 
bandingkan  dengan  pengeluaran  untuk 
keperluan  yang  sama  di  tahun  1985  yang 
berkisar  sekitar  US$3,8  milyar  atau  10,7% 
dari  hasil  penjualan. 

Sejak  akhir  Perang  Dunia  II  (PD  II), 
industri  farmasi  telah  mengalami  transfor- 
masi,  yang  membuat  proses  R&D  menjadi 
bagian  penting  dari  kegiatan  industri 
tersebut.  Ada  beberapa  faktor  yang  bisa 
menjelaskan  gejala  ini.  Pertama,  pemberian 
hak  paten  atas  produk-produk  farmasi  yakni 
obat-obatan.  Berbeda  dengan  berbagai 
industri  lain  yang  pertumbuhannya  antara 
lain  didorong  oleh  perkembangan  teknologi 
produksi,  pertumbuhan  industri  farmasi 
justru  ditunjang  oleh  proses  penelitian. 
Proses  penelitian  itu  sendiri  merupakan 
barang  publik  yang  bisa  ditiru  oleh  siapa  saja 
tanpa  bisa  diproteksi.  Paten  hanya  dapat 
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memproduksi  hasil  proses  penelitian 
tersebut  atau  cikal  bakal  obat  atau  yang  juga 
dikenal  sebagai  nezv  chemical  entity  (NCE). 
Antara  tahun  1963  dan  tahun  1999,  terdapat 
rata-rata  19  cikal  bakal  obat  per  tahun  yang 
disetujui  oleh  badan  pengawas  makanan  dan 
minnman  Amerika  Serikat,  Food  and  Drug 
Administration  (FDA).  Penelitian  yang. 
dilakiikan  Lichtenberg  mengemukakan  bah- 
wa  pada  abad  ke-20,  inovasi  atas  kemun- 
culan  cikal  bakal  obat  yang  dikategorikan 
'prioritas  utama'  oleh  FDA  terbukti  mening- 
katkan  harapan  hidup  manusia^.  Pada  dasar- 
nya  paten  atas  produk  adalah  hak  monopoli 
yang  diberikan  kepada  perusahaan  penemu 
sehingga  dapat  mei  ijadi  insentif  untuk  mem- 
produksi obat  bersangkutan. 

Perlu  pula  dicatat  bahwa  banyak  ne- 
gara,  termasiik  negara-negara  maju,  yang 
pada  awalnya  menolak  memberi  paten  atas 
produk-produk  farmasi.  Swiss,  misalnya, 
baru  memberi  paten  atas  formula  produk 
pada  tahim  1977,  disusul  oleh  Italia  pada 
tahun  1978.  India  bahkan  sampai  tahim  2002 
diketahui  masih  menolak  memberikan  hak 
paten  atas  obat-obatan  dan  banyak  me- 
lakukan  rekayasa  terbalik  {reverse  engi- 
neering) di  bidang  farmasi  (Kremer,  2002) 
Salah  satu  penjelasan  atas  keengganan 
negara-negara  berkembang  mengakui  hak 


^  Lihat  F.  M  Scherer.  2004.  "The  Pharmaceutical 
Industry  -  Price  and  Progress."  The  New  England  Journal 
of  Medicine  Vol.  351  (9)  di  akses  melalui  http:// 
proquest.umi.com  /pqdweb. 

^  Majalah  the  Economist  dalam  sebuah  artikel 
berjudul  'The  next  big  thing'  (16  Juni  2005)  melaporkan 
bahwa  pada  awal  tahun  2005  India  telah  mengakui 
penuh  hak  paten  atas  produk-produk  farmasi. 


paten  atas  obat  adalah  keinginan  mereka 
imtuk  bisa  memproduksi  obat-obat  yang 
masih  dipatenkan  dengan  harga  muurah. 

Kedua,  yang  ikut  mendorong  naik  pe- 
ngeluaran  imtuk  keperluan  R&D  di  industri 
farmasi  terutama  di  negara-negara  maju 
adalah  persyaratan  yang  semakin  ketat 
yang  harus  dipenuhi  oleh  obat-obat  baru 
sebelum  bisa  diedarkan.  Seperti  yang  telah 
disinggung  di  atas,  hak  paten  yang  di- 
berikan untuk  sebuah  produk  farmasi  baru 
belum  menjadi  jaminan  bahwa  produk 
tersebut  bisa  dipergimakan  sebagai  obat.  Di 
Amerika  Serikat  misalnya,  Kongres  AS 
mengeluarkan  peraturan  pada  tahun  1962 
yang  memperketat  persyaratan  yang  harus 
dipenuhi  oleh  obat-obat  baru  sebelum  boleh 
dipasarkah.  Peraturan  tersebut  antara  lain 
menuntut  bahwa  untuk  setiap  obat  baru 
harus  ditunjukkan  terlebih  dahulu  keman- 
juran  atau  daya  penyembuhannya  (efficacy) 
untuk  mengobati  penyakit  yang  dimaksud 
sebelum  boleh  dipasarkan.  Dilaporkan 
bahwa  pada  tahim  1980-an  hanya  sekitar 
23%  dari  produk-produk  yang  diujicobakan 
pada  manusia  di  AS  mendapat  persetujuan 
FDA  imtuk  dipasarkan  (DiMasi  et  al.,  1991)^ 

Ketiga,  meningkatnya  kecenderungan, 
terutama  di  negara-negara  maju,  untuk 
menuntut  ganti  rugi  dari  produsen  suatu 
produk  jika  barang  tersebut  ternyata  cacat 
atau  bisa  merugikan  atau  mencelakakan 


Dikutip  dalam  Scherer  (1993)  halaman  99. 
Angka  ini  akan  jauh  lebih  rendah  jika  semua  ramuan 
kimia  yang  telah  dicoba  in  vitro  dan  pada  binatang  yang 
jumlalmya  bisa  mencapai  ribuan  ikut  diperhihangkan. 
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mereka  yang  memakainya  (product  liability). 
Obat  yang  pada  dasarnya  adalah  'racun' 
yang  dimasukkan  ke  dalam  tubuh  memiliki 
kemungkinan  yang  tinggi  untuk  mem- 
punyai  efek  samping  dan  sebuah  pemsa- 
haan  farmasi  bisa  dituntut  jika  obat  yang 
dihasilkannya  mempunyai  efek  samping 
yang  berbahaya.^ 

Karakteristik  kedua,  selain  padat  R&D 
industri  farmasi  juga  padat  iklan.  Peru- 
sahaan-perusahaan  farmasi  mengeluarkan 
biaya  yang  besar  untuk  iklan  dan  pema- 
saran.  Berbeda  dengan  di  industri-industri 
lain,  perusahaan-perusahaan  farmasi  selain 
memasang  iklan  di  media  massa  dan  media 
lainnya  juga  memperkerjakan  banyak 
detailers  yang  mengunjungi  dokter-dokter 
untuk  mempromosikan  obat-obat  mereka. 
Sesuai  dengan  namanya  seorang  detailer 
bertugas  memberi  rincian  tentang  obat-obat 
yang  dipromosikannya  kepada  dokter-dok- 
ter yang  dikunjunginya.  Padatnya  promosi 
dan  iklan  pada  dasarnya  disebabkan  oleh 
kekuatan  monopoli  perusahaan  perintis 
yang  pertama  kali  menghasilkan  suatu  jenis 
obat  baru.  Obat  dikatakan  sebagai  suatu 
produk  yang  tidak  mempunyai  substitusi 
karena  setiap  molekul  kimia  yang  ditarget- 
kan  untuk  penyakit  tertentu  mempunyai 


^  Salah  satu  contoh  yang  sering  disebut-sebut 
adalah  kasus  thalidomide.  Thalidonide  adalah  obat 
penenang  yang  ditarik  dari  peredaran  di  awal  tahun 
1960-an  karena  temyata  bisa  mengakibatkan  cacat  lahir 
pada  bayi  jika  ibunya  mengkonsumsi  obat  tersebut 
ketika  sedang  mengandung.  Efek  samping  tersebut 
pada  awalnya  tidak  diketahui.  Akibatnya  selama 
bertahun-tahun  produsen  obat  tersebut  menghadapi 
banyak  tuntutari  ganti  rugi. 


efek  penyembuhan  yang  berbeda.  Oleh 
karena  itu,  industri  obat  yang  terdiferensiasi 
produknya  menyebabkan  iklan  merupakan 
komponen  penting  dalam  memperoleh 
pangsa  pasar. 

Di  Inggris,  pengeluaran  total  perusa- 
haan-perusahaan yang  tergabung  dalam 
industri  farmasi  mengeluarkan  sekitar 
US$65,5  juta  atau  sekitar  1,3%  dari  hasil 
penjualan  mereka  untuk  reklame  di  tahun 
1985.  Pada  tahun  1993  aiigka  ini  naik  men- 
jadi  US$166,7  juta  atau  sekitar  1,4%  dari 
hasil  penjualan  mereka  (Matraves,  1999). 
Iklan  dilihat  sebagai  salah  satu  cara  untuk 
mendapatkan  kembali  atau  mengapropriasi 
pengeluaran  untuk  inovasi  yang  oleh  be- 
berapa  peneliti  dianggap  lebih  ampuh 
daripada  pemberian  hak  paten.  Hal  ini  bisa 
dilihat  dari  keberhasilan  obat-obat  paten 
memasuki  pasar  obat  di  negara-negara  yang 
tidak  mengakui  hak  paten  atas  obat  (Lall, 
1985). 

Pengeluaran  perusahaan-perusahaan 
farmasi  yang  besar  untuk  mempromosikaii 
obat-obat  banyak  dikritik  karena  dianggap 
memberikan  keunggulan  perusahaan- 
perusahaan  besar,  khususnya  MNC,  atas 
perusahaan-perusahaan  kecil.  Iklan  sering 
disebut  sebagai  'cheap  talk'  atau  omongan 
yang  tidak  berharga.  Namun  dengan  me- 
ngeluarkan biaya  yang  besar  untuk  meng- 
iklankan  produknya  perusahaan  bersang- 
kutan  secara  tidak  langsung  juga  menyam- 
paikan  pesan  bahwa  dia  telah  melakukan 
investasi  untuk  menjamin  mutu  barang 
tersebut  demi  untuk  kelangsungan  hubung- 
annya  dengan  para  pelanggannya. 
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Karakteristik  ketiga,  berbeda  dengan 
1  biaya  untuk  penelitian  ataupun  iklan,  biaya 
produksi  marjinal  obat-obatan  yakni  tam- 
bahan  biaya  yang  dibutuhkan  untuk 
menghasilkan  satu  unit  lebih  banyak  pada 
umumnya  rendah.  Meski  demikian,  me- 
nurut  Kremer  (2002)  harga  obat-obat  paten 
pada  umumnya  tetap  tinggi  dan  tidak 
bervariasi  dari  satu  negara  ke  negara  lain. 
Ini  menjadi  teka-teki  karena  seharusnya 
perusahaan-perusahaan  farmasi  menjual 
obat-obat  paten  mereka  dengan  harga  lebih 
murah  di  negara-negara  berkembang 
dimana  daya  beli  masyarakat  masih  rendah. 
Salah  satu  penjelasan  yang  mungkin  di- 
berikan  adalah  karena  perusahaan-peru- 
sahaan farmasi  tidak  ingin  bahwa  peme- 
rintah,  terutama  pemerintah  negara-negara 
maju,  mengetahui  biaya  produksi  marjinal 
mereka.  Jika  mereka  menjual  dengan  harga 
lebih  murah  di  negara-negara  berkembang 
maka  harga  yang  mereka  kenakan  di  sana 
bisa  dilihat  sebagai  batas  atas  dari  biaya 
produksi  marjinal  mereka.  Kalau  ini  terjadi 
maka  negara-negara  maju  pun  ingin  agar 
mereka  mengenakan  harga  yang  sama  di 
sana. 

Masih  mengenai  harga  obat,  beberapa 
penelitian  empirik  menunjukkan  adanya 
suatu  sifat  yang  menarik  dari  harga  obat-  „ 
obat  yang  telah  berakhir  masa  patennya. 
Penelitian-penelitian  tersebut  mentmjukkan 
bahwa  harga  obat  paten  (untuk  selanjutnya 
akan  disebut  pula  obat  original)  cenderung 
bertahan  atau  bahkan  naik  ketika  mulai 
menghadapi  persaingan  dari  obat-obat 
generik  setelah  masa  patennya  habis. 
Grabowski  dan  Vernon  (1992)  yang  meneliti 
18  jenis  obat  yang  habis  masa  patennya  di 


AS  antara  tahun  1983-1987  menemukan 
bahwa  tndeks  harga  obat  original  justru  naik 
11%  dua  tahun  setelah  masa  paten  mereka 
berakhir  sementara  indeks  harga  obat 
generik  mengalami  penurunan  sebesar  35% 
dalam  waktu  yang  sama.  Di  samping  itu 
obat  original  masih  tetap  menguasai  sekitar 
50%  dari  pangsa  pada  akhir  periode  yang 
dimaksud.  Mereka  juga  menemukan  bahwa 
walaupun  harga  memang  merupakan 
faktor  penting  untuk  menjelaskan  besamya 
pangsa  pasar  obat  generik,  namim  dalam 
hal-hal  tertentu  presepsi  tentang  kualitas 
juga  ikut  berpengaruh. 

Dari  pembahasan  di  atas  tampak  bah- 
wa permintaan  akan  obat,  terutama  untuk 
obat-obat  original  cenderung  tidak  elastis 
atau  tidak  sensitif  terhadap  harga.  Ada  be- 
berapa faktor  yang  bisa  menjelaskan  gejala 
ini.  Salah  faktor  adalah  adanya  pemisahan 
antara  pengambil  keputusan  tentang  obat 
yang  akan  dibeli  (dalam  hal  ini  adalah 
dokter)  dan  yang  membeli  atau  mengkon- 
sumsi  obat  tersebut  (pasien  itu  sendiri). 
Besar  kemungkinan  bahwa  harga  obat  yang 
dipesan  tidak  masuk  dalam  pertimbangan 
dokter  yang  mengeluarkan  resep.  Jumlah 
dan  jenis  obat  yang  ada  di  pasar  banyak  se- 
kaU  serta  kompleks  dan  kiranya  tidak  terlalu 
keliru  jika  dikatakan  bahwa  jarang  dokter 
yang  mungkin  mengetahui  tentang  ber- 
bagai  altematif  obat  yang  tersedia  apalagi 
mengetahui  harga  mereka.  Pada  gilirannya 
banyak  dokter  mengeluarkan  resep  untuk 
obat-obat  yang  mereka  ketahui  manjur  dan 
aman.  Di  sisi  lain  konsumen  obat  pim  ingin 
menghindari  risiko.  Pada  umumnya  kon- 
sumen obat  tidak  memiliki  pengetahuan 
yang  memadai  untuk  bisa  memilih  dari 
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berbagai  alternatif  obat  sehingga  mereka 
biasanya  membeli  obat  sesuai  dengan  resep 
dokter. 

Faktor  yang  lain  adalah  segmentasi 
pasar.  Menurut  Grabowski  dan  Vernon 
(1992)  dan  Scherer  (1993)  konsumen  obat- 
obatan  bisa  dibagi  dua  kelompok  yakni 
mereka  yang  sensitif  dan  mereka  yang  tidak 
sensitif  terhadap  harga.  Mereka  yang 
sensitif  terhadap  harga  akan  mengkonsumsi 
obat  generik  yang  murah  sedang  mereka 
yang  tidak  sensitif  terhadap  harga  akan 
tetap  mengkonsumsi  obat-obat  original  atau 
obat-obat  paten  yang  dikeluarkan  oleh 
perusahaan-perusahaan  obat  terkenal 
walaupun  harganya  lebih  mahal.  Seperti 
yang  telah  disinggung  di  atas,  perusahaan- 
perusahaan  farmasi  biasanya  memfor- 
mulasi  ulang  obat-obat  yang  masa  patennya 
telah  habis  menjadi  obat-obat  generik  dan 
menjualnya  dengan  berbagai  nama  dan 
beragam  harga.  Di  samping  itu  sesuai 
dengan  ketentuan  otoritas  terkait  mereka 
juga  harus  memenuhi  syarat  bioequivalent} 
Meskipun  demikian,  obat-obatan,  terutama 
yang  memiliki  banyak  jenis  obat  generik, 
dipandang  sebagai  produk  yang  terdi- 
ferensiasi  {differentiated  product).  Artinya, 
walaupun  mereka  merupakan  tiruan  dari 
suatu  obat  yang  sama  namun  mereka 
bukanlah  obat  yang  identik  melainkan  ha- 
nya  menjadi  pengganti  yang  tidak  sem- 


*  Bioavailability  adalah  ukuran  yang 
menyatakan  fraksi  dari  obat  yang  dipakai  yang 
mencapai  sirkulasi  sistemik.  Bioequivalent  berarti  obat 
bersangkutan  bekerja  dengan  kekuatan  dan 
bioavailability  yang  sama  dengan  obat  pembanding, 
dalam  hal  ini  obat  paten,  dengan  dosis  yang  sama. 


purna  (imperfect  substitutes)  satu  dengan 
yang  lain. 

STRUKTUR  DAN  PERSAINGAN 
DALAM  INDUSTRI  FARMASI 
INDONESIA 

Di  atas  telah  disebutkan  bahwa  jumlah 
perusahaan  di  dalam  industri  farmasi 
Indonesia  cukup  besar.  Pada  tahun  2000 
terdapat  180  perusahaan  di  feektor  tersebut 
dan  meningkat  menjadi  205  di  tahun  2005. 
Industri  farmasi  Indonesia  bisa  dikatakan 
terfragmentasi.  Dari  205  perusahaan  ter- 
sebut, ada  4  perusahaan  milik  negara  dan 
sekitar  40  perusahaan  multinasional. 
Sebelum  tahun  1993,  pemerintah  Indonesia 
melarang  adanya  impor  obat  siap  konsimisi 
dari  luar  negeri.  Sebagai  akibatnya,  peru- 
sahaan asing  yang  ingin  mengimpor 
obatnya  ke  Indonesia,  harus  mendirikan 
pabriknya  di  Indonesia  melalui  joint-venture 
dengan  perusahaan  domestik.  Tetapi 
setelah  tahun  1993,  peraturan  tersebut 
diubah  dan  mengakibatkan  perusahaan 
asing  tersebut  mendirikan  pabriknya 
sendiri.^  Selain  terfragmentasi,  jumlah 
distributor  atau  pedagang  besar  farmasi 
(PBF)  juga  sangat  banyak  menimbulkan 
ketidakefisienan  pendistribusian  obat 
dalam  negeri.  Pada  tahun  2003  ada  sekitar 
2.470  PBF.  Itu  berarti  setiap  produsen 
dilayani  oleh  lebih  dari  10  distributor. 


Sebenarnya  keberadaan  perusahaan- 
perusahaan  asing  dapat  membawa  keuntungan  bagi 
perkembangan  industri  farmasi  di  negara  ini 
seandainya  mereka  mau  melakukan  kegiatan  R&D 
mereka  di  sini.  Namun  salah  satu  kritikan  yang  sering 
dilontarkan  terhadap  mereka  adalah  keengganan 
mereka  untuk  melakukan  penelitian  di  negara-negara 
berkembang. 
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Perusahaan-perusahaan  farmasi  di 
1  Indonesia  sebenarnya  telah  diwajibkan 
,  untuk  memiliki  sertifikat  cara  pembuatan 
obat  yang  baik  (CPOB).  Meskipiin  demikian 
[inasih  ada  di  antara  perusahaan-peru- 
:  sahaan  yang  sedang  berproduksi  yang 
I  belum  memiliki  sertifikat  dimaksud  dengan 
,  alasan  biaya  untuk  memperolehnya  mahal. 
:  Sementara  itu  pemerintah  terus  memper- 
ketat  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi 
untuk  mendapatkan  sertifikat  tersebut.  De- 
ngan demikian  kelihatannya  yang  menjadi 
kendala  di  sini  adalah  komitmen  instansi- 
instansi  terkait  imtuk  menegakkan  keten- 
tuan-ketentuan  yang  berlaku  secara  tegas. 
Tampaknya  ada  kekhawatiran  bahwa  jika 
CPOB  diberlakukan  secara  ketat  maka  akan 
ada  perusahaan-perusahaan  yang  harus 
ditutup.  Tetapi  pemerintah  sebenarnya  bisa 
mencoba  untuk  menegakkannya  secara 
bertahap  tetapi  dengan  batas  waktu  yang 
jelas  bagi  setiap  perusahaan  imtuk  memiliki 
sertifikat  CPOB. 

Untuk  bisa  mengetahui  kemungkinan 
adanya  perusahaan  yang  dominan  di  dalam 
industri  farmasi  maka  yang  dibutuhkan 
adalah  data  pangsa  pasar  masing-masing 
perusahaan  yang  ada.  Tabel  1  di  bawah 


menampilkan  data  rasio  konsentrasi  dari 
empat  perusahaan  terbesar,  juga  yang 
sering  disebut  CR4,  dalam  pasar  obat  bebas 
atau  over  the  counter  (OTC)  untuk  tahun 
2001, 2003  dan  2005.  Rasio  ini  tidak  lain  dari 
pada  pangsa  pasar  gabungan  dari  empat 
perusahaan  dengan  pangsa  terbesar  untuk 
tahim-tahun  bersangkutan.  Selain  daripada 
itu,  Tabel  1  juga  menampilkan  rasio  konsen- 
trasi dari  delapan  perusahaan  terbesar,  CR8. 

Ada  dua  hal  yang  bisa  dilihat  dari  tabel 
ini.  Yang  pertama  adalah  bahwa  rasio  kon- 
sentrasi, baik  CR4  maupun  CR8,  relatif  kecil 
yang  berarti  bahwa  tidak  ada  perusahaan 
yang  mendominasi  pasar  obat  bebas  di 
Indonesia.  Empat  perusahaan  terbesar, 
misakiya,  hanya  menguasai  sekitar  24%  dari 
pasar  tersebut.  Artinya  keempat  perusahaan 
tersebut  secara  bersama-sama  pun  tidak 
memiliki  pangsa  pasar  yang  cukup  besar 
untuk  bisa  mempengaruhi  harga  dalam 
pasar  bersangkutan  seandainya  mereka 
melakukan  kolusi.  Perlu  pula  dicatat  bahwa 
yang  disebut  pasar  obat  itu  sebenarnya  agak 
berbeda  dengan  pasar-pasar  lain  seperti 
pasar  untuk  pakaian  atau  makanan.  Di- 
laporkan  bahwa  ada  7.847  jenis  obat  yang 
beredar  di  Indonesia  yang  bisa  dibagi  dalam 


Tabel  1.  Rasio  Konsentrasi  CR4  dan  CR8  dalam  Pasar  Obat  Hebas: 

2001,  2003,  dan  2005 


Rasio  Konsentrasi 

2001 

2003 

2005 

CR4 

24,3 

23,5 

23,5 

CR8 

38,1 

37,0 

36,9 

Sumber:  Euromonitor  International 
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21  kelompok  dan  128  sub-kelompok.^  Jenis 
obat-obat  ini  belum  tentu  bisa  dipertu- 
karkan  penggunaannya  satu  sama  lain.  Hal 
kedua  yang  tampak  dari  Tabel  1  di  atas 
adalah  bahwa  rasio  konsentrasi,  baik  CR4 
maupiin  CR8,  boleh  dikatakan  sangat  stabil 
dan  tidak  mengalami  perubahan  yang 
berarti  antara  dua  tahun  pengamatan. 

Persaingan  memang  sangat  kuat  di 
dalam  pasar  obat-obatan  di  Indonesia, 
khususnya  antara  perusahaan  multi- 
nasional  dengan  para  pemain  domestik, 
dimana  pemain  domestik  seperti  BUMN, 
lebih  memfokuskan  pada  produksi  bebas 
dibandingkan  dengan  produksi  obat  paten. 
Pada  tahun  2005,  dua  perusahaan  domestik 
yaitu  Kalbe  Parma  dan  Tempo  Scan  Pacific 
masih  tetap  menguasai  pasar  dengan 
jumlah  pangsa  pasar  kedua  perusahaan 
tersebut  mencapai  14%.  Tempo  Scan  Pacific 
menguasai  pasar  dengan  pangsa  pasar 
sekitar  9%  dan  Kalbe  Parma  sebesar  kurang 
lebih  5%.  Sementara  itu  Konimcx  Pharma- 
ceutical Laboratories  atau  lebih  dikenal 
nama  Konimex  berada  di  urutan  ketiga 
dengan  pangsa  pasar  juga  sekitar  5%. 
Konimex  memiliki  karakteristik  tersendiri 
yakni  variasi  produknya  yang  sangat  besar. 
Sementara  itu,  PT.  Bayer  Indonesia  berada 
di  urutan  keempat  dengan  pangsa  pasar 
sebesar  4,8%  dan  menempatkannya  sebagai 
perusahaan  multinasional  terbesar  di 
Indonesia  dengan  pangsa  pasar  yang 
cenderung  meningkat. 


«  Ibid 


Di  tahun  2004  perusahaan  tersebul 
hanya  mempunyai  pangsa  pasar  kurang 
dari  3%.  Perusahaan  lain  yang  memiliki 
karakteristik  berbeda  ialah  PT.  Citra  Nusa 
Intan  Cemerlang  (CNI)  yang  berada  di 
urutan  keUma  dengan  pangsa  pasar  sebesai 
3,6%  dan  yang  sangaf  popular  karena  cara 
penjualannya  yang  menggunakan  sistem 
MLM  {Multi  Level  Marketing)  dan  terfokus 
pada  konsimisi  suplemen  makanan.  Untuk 
produsen  suplemen  makanan  sendiri,  PT, 
CNI  mengungguli  pesaing  beratnya  yaitu 
PT.  Roche  Indonesia  yang  memproduksi 
suplemen  makanan  Calcium  D  Redoxon. 
Setiap  perusahaan  laiimya,  baik  domestik 
maupun  asing,  mempunyai  pangsa  pasai 
kurang  dari  3%  selama  tahun  2005. 

Dengan  adanya  persaingan  yang  ketat 
di  antara  para  pemairmya,  tiap  perusahaan 
menyadari  pentingnya  inovasi-inovasi 
produk  yang  dapat  menarik  konsumen  dan 
mempromosikannya  melalui  media  masa. 
Beberapa  perusahaan  lain  bahkan  tidak  se- 
gan  vmtuk  memfokuskan  promosinya  de- 
ngan menggunakan  detailer-detailer  de- 
ngan tujuan  penetrasi  pasar  yang  lebih  baik. 
Di  Indonesia  obat  yang  labelnya  memiliki 
tanda  bulatan  biru  maupun  hijau  (obat  yang 
dapat  bebas  dibeli  di  apotik/toko  obat) 
dapat  diiklankan  dengan  bebas.  Aturan 
dalam  mengiklankan  produk  obat,  jamu 
dan  suplemen  makanan  tertuang  dalam  SK 
Menkes  No.  38/MenKes/SK/IV/1994. 
Terdapat  3  aturan  dasar  dalam  meng- 
iklankan suatu  produk  obat,  yaitu: 

1.  Iklan  tersebut  harus  bersifat  objektif 
dan  jujur. 

2.  Iklan  tersebut  harus  bersifat  menye- 
luruh.  Artinya,  seluruh  ir\formasi  yang 
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harus  diketahui  masyarakat  harus 
disampaikan  dan  bersifat  transparan. 
3.  Iklan  tersebut  tidak  boleh  menyimpang 
dari  aturan  yang  ada.  Misalnya,  ter- 
dapat  batas  pemakaian  produk  dengan 
dosis  maksimum  yang  tidak  boleh 
dilanggar. 

Pengawasan  iklan  produk  obat  ini 
dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan 
Makanan  (BPOM).  Seluruh  iklan  yang  akan 
dimuat  di  media  hams  melalui  evaluasi  dari 
BPOM  sendiri  sebelum  akhirnya  lolos  uji 
kelayakan.  Tetapi,  hingga  saat  ini  masih 
banyak  perusahaan  obat  yang  mengiklan- 
kan  produknya  tanpa  persetujuan  dari 
BPOM.  Pada  tahim  2003,  menurut  BPOM, 
sekitar  60%  iklan  dari  produsen  jamu 
temyata  tidak  memenuhi  kriteria  kelayakan 
iklan  produk  obat.  Selain  produk  jamu, 
sekitar  30%  produk  suplemen  makanan  pa- 
da  tahun  2003  yang  juga  dianggap  tidak 
memenuhi  kriteria  kelayakan  yang  disya- 
ratkan  oleh  BPOM.  Iklan-iklan  tersebut 
antara  lain  memberi  kesan  seakan-akan 
produk-produk  tersebut  berfungsi  sebagai 
obat  penyembuh.  Dengan  demikian  iklan- 
iklan  tersebut  memberi  informasi  yang  me- 
nyesatkan. 

Meskipun  seperti  disebutkan  di  atas, 
perusahaan-perusahaan  swasta  nasiojial 
memiliki  pangsa  pasar  yang  lebih  besar 
daripada  perusahaan  multinasional  namun 
kemampuan  mereka  untuk  melakukan 
R&D  masih  sangat  terbatas.  Hal  ini  bisa 
dilihat  dari  besarnya  pengeluaran  untuk 
R&D  di  sektor  farmasi.  Pengurus  Gabungan 
Perusahaan  (GP)  Farmasi  memperkirakan 
bahwa  pada  tahun  2004  industri  farmasi 
Indonesia  hanya  menyediakan  sekitar  1-2 


persen  dari  hasil  penjualan  mereka  untuk 
keperluan  penelitian.^  Ini  berarti  bahwa 
pada  tahun  itu  seluruh  perusahaan  farmasi 
Indonesia  secara  bersama-sama  hanya 
mengeluarkan  antara  US$25  -  US$50  juta 
imtuk  penelitian  dan  pengembangan. 

Pada  umumnya  penelitian  yang  di- 
lakukan oleh  perusahaan-perusahaan 
farmasi  Indonesia  masih  sebatas  memfor- 
mulasi  ulang  obat-obat  yang  telah  berakhir 
masa  patennya.  Meskipun  demikian, 
strategi  yang  diambil  oleh  industri  farmasi 
Indonesia  yakni  merutikberatkan  perhatian 
mereka  pada  pasar  obat-obat  generik  mung- 
kin  merupakan  strategi  yang  paling  tepat 
mengingat  pasar  obat  generik  memiliki 
potensi  yang  besar  baik  di  dalam  negeri 
maupun  di  negara-ncgara  lain. 

Di  Bagian  II  telah  dijelaskan  bahwa 
segmentasi  pasar  merupakan  gejala  yang 
umum  dijumpai  dalam  pasar  produk- 
produk  farmasi.  Gejala  ini  pun  dijumpai  di 
dalam  industri  farmasi  Indonesia.  Sebagai 
contoh  data  tahun  1993  meniinjukkan  bah- 
wa obat  penghilang  rasa  sakit  Allogon  yang 
lebih  dikenal  dengan  nama  Ponstan  pro- 
duksi  Pfizer  telah  diramu  dan  dikemas 
ulang  serta  diedarkan  di  Indonesia  dengan 
36  nama  dan  harga  yang  berbeda  oleh  36 
perusahaan  farmasi  termasuk  Pfizer  sendiri. 
Seperti  telah  dijelaskan,  kenyataan  bahwa 
harga  obat-obat  tersebut  bisa  bervariasi  dan 
tidak  mengalami  konvergensi  menunjuk- 


'  Lihat  Kompas,  24  Februari  2004,  "Industri 
Farmasi  Minim  Anggaran  Riset."  Lihat  pula  Jakarta 
Post,  20  Marel  2006,  "Pharmacy  industry  needs  to 
increase  R&D  spending." 
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Tabel  2.  Pengeluaran  nasional  untuk  kesehatan  di  Indonesia:  2000  -  2004 


Jenis  Pengeluaran 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Pengeluaran  total  untuk  kesehatan  (%  GDP) 

2,5' 

3,1 

3,2 

3,1 

3,0 

Pengeluaran  pemerintah  (%  pengeluaran  total) 

28,1 

35,6 

34,5 

35,9 

36,9 

Pengeluaran  swasta  (%  pengeluaran  total) 

71,9 

64,4 

65,5 

64,1 

63,1 

Pengeluaran  tunai  (%  pengeluaran  swasta) 

72,2 

75,1 

75,3 

74,3 

73,0 

Pengeluaran  untuk  asuransi  (%  pengeluaran  swasta) 

4,7 

4,1 

5,1 

5,4 

5,7 

Pengeluaran  Iain-lain  (%  pengeluaran  swasta) 

23,1 

20,8 

19,6 

20,3 

21,3 

Sumber:  diolah  dari  data  WHO,  http://www.who.int/nha/country/idn/en/ 


kan  bahwa  harga  tersebut  tidak  elastis.  Ini 
berarti  bahwa  sampai  batas  tertentu  para 
produsen  obat-obat  tersebut  memiliki  ke- 
kuatan  monopoli  di  dalam  segmen  pasar 
mereka  masing-masing.  Kekuatan  mono- 
poli tersebut  dipengaruhi  oleh  jumlah  atau 
variasi  obat  sejenis  yang  ada  di  pasar. 
Semakin  besar  variasinya  semakin  terbatas 
kekuatan  monopoli  yang  dimiliki  oleh 
perusahaan-perusahaan  tersebut. 

Data  tentang  besarnya  pengeluaran 
untuk  obat  tidak  tersedia.  Meskipun  demi- 
kian  data  tentang  pengeluaran  untuk 
kesehatan  bisa  memberikan  gambaran  tidak 
langsung  mengenai  pengeluaran  tersebut 
seperti  yang  terlihat  dalam  Tabel  2.  Dari 
data  yang  ditampilkan  dalam  tabel  itu 
tampak  dengan-jelas  bahwa  pengeluaran 
untuk  kesehatan  masih  didominasi  oleh 
pengeluaran  swasta  yang  mimgkin  tidak 
terlalu  keliru  jika  ditafsirkan  sebagai  penge- 
luaran perorangan.  Ini  karena  dari  penge- 
luaran tersebut  sebagian  besar  masih  berupa 
pengeluaran  tunai  {out-of-pocket  expenses).  Di 
atas  50%  dari  seluruh  pengeluaran  untuk 


kesehatan  masih  dalam  bentuk  pengeluarar 
tunai  perorangan.  Sementara  itu  peranar 
asuransi  kesehatan  masih  sangat  terbatas. 

Sementara  itu,  Program  Indonesif 
Sehat  2010  yang  ditujukan  untuk  mening 
katkan  kesadaran  publik  akan  pentingnyf 
kesehatan  diharapkan  dapat  meningkatkar 
angka  harapan  hidup  bagi  masyarakat.  Se 
benamya  angka  harapan  hidup  di  Indone 
sia  sejak  tahun  2000  terus  meningkat.  In 
bisa  dilihat  pada  grafik  di  bawah  di  man£ 
rata-rata  usia  harapan  hidup  pendudul 
Indonesia  meningkat  dari  tahun  ke  tahun 
Pada  tahun  2000,  rata-rata  usia  harapar 
hidup  penduduk  Indonesia  berada  pare 
usia  65,4  tahun.  Sedangkan  pada  tahur 
2004,  rata-rata  ini  meningkat  menjadi  67,;; 
tahun.  Peningkatan  ini  seiring  dengan  me 
ningkatnya  pengeluaran  pemerintah  dar 
2,5%  dari  total  PDB  di  tahun  2000  menjad 
3%  dari  PDB  di  tahun  2004.  Di  sisi  lain 
dengan  meningkatnya  angka  harapan  hi 
dup  maka  pengeluaran  untuk  kesehatan  di 
perkirakan  akan  meningkat  pula,  baik  se 
cara  relatif  maupun  secara  absolut. 
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Grafik  1.  Usia  Harapan  Hidup  Penduduk  Indonesia  2000-2005 


I  70  I 

2  68  i 

'55  66  I 

:  =>  64  ! 

!  62  L 


Sumber:  BPS 


Usia  Harapan  Hidup  Penduduk  Indonesia 
2000-2005 


2000  2001  2002  2003  2004  2005 

♦    Rata- rata  pria  &  w  anita 


Dari  gambaran  di  atas  maka  maka 
wajar  jika  pemerintah  prihatin  jika  harga 
obat  terlalu  tinggi.  Hampir  bisa  dipastikan 
bahwa  yang  memiliki  asuransi  adalah 
mereka  yang  berasal  dari  kelompok  me- 
nengah  atas  ke  atas.  Sementara  itu  mereka 
yang  berasal  dari  kelompok  menengah  ke 
bawah  membayar  pelayanan  kesehatan 
yang  mereka  terima  dengan  tunai.  Lagi 
pula,  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas 
pemerintah  merupakan  pembeli  obat- 
obatan  yang  besar. 

Namun,  seperti  yang  telah  disinggimg 
sebelumnya,  keprihatinan  ini  tidak  bisa 
dijadikan  alasan  untuk  menjadikan  industri 
farmasi  sebagai  instrumen  kebijakan  sosial 
pemerintah  atau  diperlakukan  berbeda 
dengan  indusri-industri  lain.  Di  bagian 
berikut  akan  diuraikan  bagaimana  pemerin- 
tah bisa  mengupayakan  agar  harga  obat 
murah  tanpa  harus  ikut  menetapkan  harga 
obat. 


OBAT  GENERIK:  PELUANG  BAGI 
INDUSTRI  FARMASI  INDONESIA? 

Penggalakan  pemakaian  obat  generik 
merupakan  salah  satu  cara  untuk  merung- 
katkan  akses  masyarakat,  khususnya 
masyarakat  berpendapatan  rendah,  untuk 
mendapatkan  obat-obatan.  Di  Amerika 
harga  obat  generik  berkisar  antara  30%  dan 
80%  dari  harga  obat  originalnya.  Sebagai 
contoh,  menurut  Asosiasi  Nasional  Pe- 
nyalur  Obat  {National  Association  of  Chain 
Drug  Store),  pada  tahun  2004,  harga  rata-rata 
resep  obat  yang  menggunakan  obat  generik 
adalah  US$?-8,74  sedangkan  resep  obat  yang 
menggunakan  obat  paten  adalah  sebesar 
US$96,01.  Ini  artinya,  dengan  menggimakan 
obat  generik,  masyarakat  dapat  menghemat 
sampai  US$67,27.  Sampai  tahun  2005,  56% 
dari  total  resep  yang  diberikan  dokter- 
dokter  di  Amerika  telah  menggunakan  obat 
generik.  Sedangkan  dari  seluruh  resep  yang 
dibuat  tahun  2005,  pengeluaran  obat  ge- 
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Grafik  2.  Total  Penjualan  Obat  Generik  di  Amerika  1988-2004  ($  milyar) 


Sumber:  Laporan  Tahunan  Asosiasi  Farmasi  Generik,  didownload  dari  situs 
ww7v.gphaonline.org 


nerik  tersebut  hanya  memakan  biaya  ku- 
rang  dari  13  persen.  ^° 

Di  Amerika  sendiri,  penjualari  obat 
generik  tumbuh  semakin  pesat  dari  tahun 
ke  tahun.  Pada  tahun  2005,  pasar  obat 
generik  di  Amerika  tumbuh  sebesar  20% 
dari  US$18  milyar  menjadi  US$22  milyar 
walaupun  dengan  pangsa  pasar  yang  masih 
jauh  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan 
pangsa  pasar  obat  paten.  Pertumbuhan  ini 
jauh  lebih  cepat  daripada  pertumbuhan 
obat  paten  yang  hanya  sekitar  4%,  yang 
penjualannya  meningkat  dari  US$221 
milyar  di  tahun  2004  menjadi  US$229,5 
milyar  di  tahun  2005". 


Di  Indonesia  sendiri  pemerintah  sangai 
gencar  menghimbau  masyarakat  untuk 
menggunakan  obat  generik.  Melalui  obat 
generik  yang  murah  akses  masyarakat 
untuk  membeli  obat  bisa  ditingkatkan. 
Kampanye  penggunaan  obat  generik  ini 
dimulai  pada  tahun  1990-an  dengan  iklan 
serta  poster  yang  mendukung  pemakaian 
obat  generik.  Namun,  karena  harganya 
yang  lebih  murah  daripada  obat  original 
{originator  drug),  obat  generik  masih  di- 
anggap  sebagai  obat  kelas  dua  dibanding- 
kan dengan  obat  original.  Akibatnya  masya- 
rakat masih  cenderung  imtuk  memilih  obat 
original  dibandingkan  obat  generik.  Misal- 
nya,  panadol  yang  lebih  sering  digimakan 
daripada  obat  generik  yang  mengandtmg 
parasetamol. 


Data  diambil  dari  laporan  statistik  Asosiasi 
Farmasi  Gerierik  Amerika  derigari  akses  melalui 
www.gphaonline.org. 

"  Berdasarkan  laporan  pers  IMS  Health  pada 
bulan  Februari  2006,  diakses  melalui  www.imshealth. 
com 


Sebenarnya  sampai  tahun  2005,  obat 
generik  di  Indonesia  masih  lebih  banyak 
dalam  bentuk  obat-obat  keras  yang  mem- 
butuhkan  resep  dokter  dibandingkan  de- 
ngan obat-obat  yang  dijual  bebas.  Oleh 


Tabel  3.  Perkembangan  Penjualan  Obat  Berdasarkan  Jenis  Produk:  1999  -  2003 


Tahun 

Obat  Bermerek  (Branded  Drug) 

Obat  Generik 

Total 
(Rp  triliun) 

(Rp  triliun) 

(%) 

(Rp  triliun) 

(%) 

1999 

6,5 

87,8 

0,9 

12,2 

7,4 

2000 

8,6 

88,3 

1,1 

11,7 

9,7 

2001 

11,0 

87,5 

1,6 

12,3 

12,6 

2002 

13,5 

88,6 

1,7 

11,4 

15,2 

2003 

15,3 

88,0 

2,1 

12,0 

17,3 

Sumber:  GP  Farmasi 


karena  itu  para  dokter  bisa  dimanfaatkan 
oleh  pemerintah  untuk  menggalakkan 
penggiinaan  obat  generik.  Namun  patut 
dipertanyakan  tentang  kesediaan  para 
dokter  untuk  melakukan  hal  itu.  Mereka 
tidak  memiliki  insentif  untuk  mempromosi- 
kan  pemakaian  obat  generik.  Demikian  pula 
dengan  apotik-apotik.  Kebijakan  peme- 
rintah yang  menetapkan  marjin  apotik 
sebesar  25%  sebenamya  memberi  insentif 
bagi  apotik-apotik  untuk  menawarkan  obat- 
obat  yang  lebih  mahal  terlebih  dahulu. 

Tabel  3  di  atas  menampilkan  data  yang 
menunjukkan  bahwa  meskipun  penjualan 
obat  tumbuh  dengan  pesat  sejak  tahun  1999, 
namun  pasar  produk  farmasi  di  Indonesia 
tetap  masih  sangat  kecil.  Pada  tahun  2003 
jumlah  penjualan  obat  total  hanya  mencapai 
Rpl7,3  triliun.  Angka  ini  naik  menjadi 
sekitar  Rp22,5  triliun  di  tahun  2004.^2  yang 
menarik  dari  data  ini  ialah  meskipun  pangsa 
obat  generik  masih  kecil  namun  pasar 
tersebut  tumbuh  dengan  pesat.  Antara 
tahun  1999  dan  2003,  rata-rata  pertumbuhan 
pasar  tersebut  adalah  sekitar  16%  per  tahun. 
Yang  masih  belum  jelas  dari  data  ini  adalah 


definisi  branded  drug  (obat  bermerek)  yang 
dipakai.  Sebab  dalam  literatur  dikenal  juga 
branded  generics  (obat  generik  bermerek) 
yaitu  obat-obat  generik  yang  dihasilkan 
oleh  perusahaan  besar  yang  memiliki  merek 
sendiri.  Jika  yang  dimaksud  dengan  obat 
bermerek  itu  mencakup  obat  generik  ber- 
merek maka  pangsa  pasar  obat  generik  se- 
benamya lebih  besar. 

Obat  generik  sendiri  pada  dasarnya 
adalah  obat  paten  yang  diformulasikan 
ulang  dengan  bahan-bahan  aktif  yang  sama, 
yang  akhirnya  diproduksi  menjadi  obat 
dengan  harga  yang  lebih  murah.  Karena 
kemanjurannya  sudah  terbukti  melalui 
bahan-bahan  pada  obat  patennya,  maka 
produksi  obat  generik  tidak  memerlukan 
biaya  R&D  yang  besarlagi.  Oleh  karena  itu, 
biaya  produksi  obat  generik  dapat  menjadi 
jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan 


Lihat  Indonesian  Commercial  Nerosletter,  26  Juli 
2005.  "Condition  of  Indonesian  Pharmaceutical 
Industry  and  Prospects." 
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Grafik  3.  Pertumbuhan  Obat  Generik  menurut  kawasan  tahun  2005 


Sumber:  Laporan  Tahunan  Asosiasi  Farmasi  Generik,  didownload  dari 
situs  www.gphaonline.org 


obat-obat  paten.  Harga  obat  generik  sendiri 
tergantung  pada  harga  bahan  baku  yang 
mencapai  sekitar  80-85%  dari  biaya  pro- 
duksinya.  Oleh  karena  itu,  harga  impor 
bahan  baku  sangat  mempengaruhi  harga 
obat  generik  tersebut. 

Seperti  telah  disebutkan,  sebagian  besar 
bahan  baku  obat  masih  diimpor.  Pada  tahun 
2004  harga  bahan  baku  di  pasaran  dunia 
turun  sampai  sekitar  70%  yang  mendorong 
pemerintah  menurunkan  harga  obat  ge- 
nerik sebesar  50%.  Sebagai  akibatnya,  diper- 
kirakan  bahwa  banyak  konsumen  yang  ber- 
alih  dari  obat  paten  ke  obat  generik  selama 
tahun  2005,  walaupun  pada  tahun  tersebut 
ada  kenaikan  harga  obat-obatan  pada 
umumnya.  Selama  2005,  diperkirakan  pen- 
jualan  obat  generik  meningkat  sebanyak 
20%  dan  mencapai  lebih  dari  Rp2,3  triliun 
dan  iru  terutama  disebabkan  oleh  pening- 
katan  volume  permintaan  dibandrngkan  pe- 
ningkatan  harganya. 


Dalam  lingkup  yang  lebih  besar,  se- 
benarnya  pasar  obat  generik  Asia,  Afrika 
serta  Australia  dapat  dikatakan  tumbuh 
cukup  pesat.  Berdasarkan  laporan  tahunan 
Asosiasi  Obat  Generik  Amerika,  pertum- 
buhan obat  generik  di  Asia,  Afrika  serta 
Australia  yang  mencapai  sekitar  11,9%  pada 
tahun  2005  menduduki  peringkat  kedua 
tertinggi  setelah  Amerika  Latin  yang  tumbuli 
sebesar  14,1%  pada  tahun  yang  sama.  Ini 
menunjukkan  besamya  potensi  kebutuhan 
akan  obat  generik,  khususnya  di  negara- 
negara  sedang  berkembang  yang  memiliki 
akses  terbatas  pada  sektor  kesehatan. 

Pada  bagian  Pendahuluan  telah  di- 
singgung  tentang  adanya  kecenderungan 
pemerintah  untuk  menjadikan  industri 
farmasi  sebagai  salah  satu  instrumen 
kebijakan  sosial.  Kecenderungan  ini  bisa 
dilihat  antara  lain  dari  berbagai  regulasi 
yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  ter- 
masuk  untuk  mengatur  harga  obat  tertentu. 


PENGEMBANGAN  INDUSTRI  (Atje  &  Hapsari) 


323 


Telah  disebutkan  pula  bahwa  kebijakan 
seperti  ini  bisa  menimbulkan  konflik  ke- 
pentingan  di  pihak  pemerintah  sebab  harga 
obat  yang  murah  menguntungkan  peme- 
rintah meskipun  ada  kemungkinan  bisa 
merugikan  kepentingan  industri  farmasi.  Di 
samping  itu,  industri  farmasi  juga  ingin 
diperlakukan  sama  seperti  industri-industri 
lain,  termasuk  dalam  mengejar  keuntimgan. 
Jika  pemerintah  merasa  bahwa  harga  obat- 
obatan  yang  paling  dibutuhkan  masyarakat 
hams  disubsidi  maka  subsidi  tersebut  harus 
sepenuhnya  menjadi  tanggungan  peme- 
rintah. Perlu  disebutkan  bahwa  sebenamya 
pemerintah  bisa  mempengaruhi  harga  obat 
tanpa  harus  menetapkarmya  secara  lang- 
stmg.  Sebagai  pembeli  yang  besar  peme- 
rintah bisa  mempengaruhi  harga  obat- 
obatan  melalui  tawar-inenawar  dan  bukan 
melalui  peraturan. 

Mengenai  produksi  obat  generik,  se- 
lama  ini  pemerintah  mengandalkan  BUMN 
farmasi  untuk  menghasilkan  obat  generik 
murah.  Tetapi  kini  telah  muncul  pesaing 
yang  potensial  yaitu  FT.  Dexa  Medica  yang 
akhir-akhir  ini  mulai  memfokuskan  pro- 
duksinya  pada  obat  generik.  Ada  empat 
BUMN  farmasi  dan  dua  di  antaranya  yakni 
PT.  Kimia  Farma  dan  FT.  Indofarma  telah 
menjadi  perusahaan  terbuka  dan  raenurut 
rencana  pemerintah  akan  melepas  lebih 
banyak  lagi  sahamnya  di  sana  meskipun 
ditentang  oleh  Departemen  Kesehatan  yang 
khawatir  akan  kehilangan  pemasok  obat- 
obat  generik  murah. 

Sebenamya  pemerintah  bisa  menem- 
puh  pendekatan  lain  untuk  menggalakkan 
produksi  obat  generik.  Yang  harus  diingat 


adalah  bahwa  perusahaan  membutuhkan 
insentif  agar  mau  menghasilkan  obat  ge- 
nerik dan  bagi  suatu  perusahaan  tidak  ada 
insentif  yang  lebih  kuat  daripada  ke- 
mungkinan memperoleh  untung.  Jika  peru- 
sahaan-perusahaan  farmasi  melihat  pe- 
luang  imtuk  mendapatkan  untung  di  pasar 
obat  generik  maka  dengan  sendirinya 
mereka  akan  berupaya  untuk  masuk  ke 
pasar  tersebut.  Keputusan  untuk  masuk  ke 
dalam  pasar  farmasi,  khususnya  pasar 
generik,  tergantung  pada  beberapa  hal 
tertentu.  Fasar  dengan  tingkat  permintaan 
yang  tinggi  yaitu  pasar  produk  obat  yang 
banyak  digunakan  di  rumah  sakit  atau  yang 
ditujukan  untuk  penyakit  kronis  (seperti 
kanker,  jantimg  dan  sebagainya)  akan  lebih 
menarik  bagi  perusahaan  obat  generik 
(Morton,  1999).  Sementara  itu  perusahaan 
yang  memiliki  pengalaman  dalam  impor 
bahan  bakn  akan  memiliki  keinginan  tmtuk 
memasuki  pasar  daripada  perusahaan  yang 
kurang  berpengalaman. 

Lalu,  apa  yang  bisa  dilakukan  peme- 
rintah imtuk  mendorong  produksi  obat  ge- 
nerik? Tentu  saja  pemerintah  bisa  meng- 
andalkan semua  BUMN  farmasi  untuk 
menghasilkan  obat-obat  generik  murah.  Di 
atas  telah  disebutkan  bahwa  biaya  produksi 
marjinal  sebuah  obat  sebenamya  rendah. 
Yang  membuat  harga  obat  paten  tinggi 
adalah  karena  produsen  obat  tersebut  ingin 
mendapatkan  kembali  biaya  R&D  yang 
telah  dikeluarkan  untuk  mengembangkan 
obat  tersebut.  Obat  generik  tidak  perlu  lagi 
mengeluarkan  biaya  yang  besar  untuk  R&D 
sehingga  harga  obat  generik  jauh  lebih 
murah.  Sebagai  pemiUk  BUMN  farmasi 
pemerintah  bisa  ikut  menentukan  harga 
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obat-obat  yang  mereka  hasilkan.  Jika  pe- 
merintah  mengeluarkan  subsidi  untuk 
menghasilkan  obat-obat  tersebut  maka  pe- 
ngeluaran  tersebut  harus  dibuat  transparan. 

Cara  lain  yang  sebenarnya  telah  di- 
tempuh  pemerintah  selama  ini  adalah 
dengan  membuka  tender  bagi  perusahaan- 
perusahaan  yang  ingin  memasok  obat-obat 
generik  untuk  pemerintah.  Jika  pemerintah 
merasa  bahwa  obat-obat  tersebut  masih 
perlu  disubsidi,  maka  perusahaan-peru- 
sahaan  tersebut  mengajukan  penawaran 
yang  berupa  besarnya  subsidi  yang  mereka 
minta  untuk  bisa  memasok  obat-obat  sesuai 
dengan  ketentuan  pemerintah  tersebut. 
Perusahaan  yang  memenangkan  tender 
diperkenankan  untuk  mempergunakan 
formula  dan  merek  mereka  sendiri. 

Akhirnya,  pemerintah  bisa  meminta 
agar  perusahaan-perusahaan  yang  ingin 
memasok  obat  ke  semua  rumah  sakit  pe- 
merintah serta  puskesm.as  untuk  terlebih 
dahulu  mendaftarkan  obat-obat  tersebut. 
Rumah  sakit  pemerintah  dan  puskemas 
hanya  boleh  membeli  obat-obat  yang  ada 
dalam  daftar  yang  telah  disetujui  peme- 
rintah. Daftar  tersebut  harus  diperbaharui 
setiap  kurun  waktu  tertentu  dan  proses  pen- 
daftaran  obat  harus  transparan.  Iiu  mirip 
dengan  yang  dilakukan  di  negara-negara 
maju  yang  memiliki  sistem  asuransi  xmi- 
versal  di  mana  perusahaan-perusahaan 
asuransilah  yang  akan  memaksa  perusa- 
haan-perusahaan obat  untuk  menururikan 
harga  obat  karena  mereka  akan  menen- 
tukan  daftar  obat-obat  yang  biaya  pem- 
beliannya  bisa  mereka  ganti.  Bahkan  di 
Amerika  Serikat  yang  tidak  menjalankan 


sistem  asuransi  universal  pengeluaran 
untuk  kesehatan  yang  juga  mencakup 
pengeluaran  imtuk  obat-obatan  telah  di- 
dorong  turun  oleh  persaingan  dalam  pasar 
asuransi  (Gaynor  et  al,  2000). 

Dengan  melakukan  proses  seperti  di 
atas  diharapkan  bahwa  akan  semakin 
banyak  perusahaan  yang  tertarik  untuk 
menghasilkan  obat  generik.  Pada  gilirannya 
perusahaan-perusahaan  tersebut  akan 
berusaha  untuk  memasok  obat  generik  ke 
negara-negara  lain. 

KESIMPULAN 

Industri  farmasi  Indonesia  dalam  be- 
berapa  tahun  mendatang  diperkirakan  akan 
menghadapi  persaingan  dari  perusahaan- 
perusahaan  asing  di  pasar  domestik  seperti 
perusahaan-perusahaan  asal  India.  Dari 
uraian  di  atas  tampak  bahwa  pada  saat  iru 
tingkat  persaingan  di  dalam  negeri  cukup 
tinggi  dalam  arti  tidak  ada  perusahaan  yang 
memiliki  pangsa  pasar  yang  terlalu  besar 
sehingga  mendominasi  pasar  domestik. 
Namun  ada  beberapa  faktor  yang  membuat 
persaingan  dalam  beberapa  tahun  men- 
datang menjadi  lebih  berat  bagi  perusa- 
haan-perusahaan farmasi  Indonesia. 
Pertama,  pasar  farmasi  Indonesia  telah 
menjadi  incaran  perusahaan-perusahaan 
farmasi  asal  India  dan  China.  Kedua,  ber- 
beda  dengan  industri-industri  lain,  industri 
farmasi  di  Indonesia  masih  menghadapi 
berbagai  kendala  berupa  peraturan-per- 
aturan  pemerintah  yang  cenderung  ingin 
menjadikan  sektor  tersebut  sebagai  alat 
kebijakan  sosial  pemerintah  sehingga 
memberi  tambahan  beban  bagi  produsen- 
produsen  obat  domestik.  Sebaliknya,  peme- 
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irintah  tampaknya  mengabaikan  perlunya 
imemberikan  insentif  bagi  perusahaan- 
I  perusahaan  agar  bisa  menjadi  lebih  efisien 
•  dan  mampu  bersaing  baik  di  dalam 
:  maupun  di  luar  negeri.  Salah  satu  bentuk 
insentif  yang  paling  kuat  adalah  jika  tingkat 
pengembalian  atas  penanaman  modal  di 
,  sektor  tersebut  sekurang-kurangnya  sama 
■  dengan  di  sektor-sektor  lain. 

Walaupnn  R&D  merupakan  kegiatan 
yang  sangat  penting  di  dalam  industri 
farmasi  namun  tingkat  penelitian  dan 
pengembangan  di  sektor  tersebut  masih 
sangat  rendah.  Oleh  karena  itu  perusahaan- 
perusahaan  Indonesia  harus  bisa  meng- 
identifikasi  segmen  pasar  {market  niche)  di 
mana  mereka  memiliki  peluang  yang  besar 
untuk  merebut  pangsa  pasar.  Untuk  waktu 
beberapa  tahim  mendatang  peluang  bagi 
industri  farmasi  Indonesia  adalah  meng- 
hasilkan  obat-obat  generik.  Namim  perlu 
dicatat  bahwa  bukan  hanya  perusahaan- 
perusahaan  Indonesia  yang  mengincar 
pasar  tersebut.  Perusahaan-perusahaan  dari 
negara  lain  pun,  seperti  India,  mengincar 
pasar  yang  sama. 

Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah 
di  sektor  farmasi  harus  lebih  menunjang 
agar  industri  farmasi  Indonesia  bergerak  ke 
arah  itu.  Agar  bisa  bersaing  baik  di  pasar 
domestik  maupun  di  mancanegara,  industri 
farmasi  hendaknya  diperlakukan  sama 
dengan  industri-industri  lain.  Misalnya,  jika 
pemerintah  ingin  agar  harga  obat-obat  ter- 
tentu  turun  di  bawah  harga  pasar  maka 
salah  satu  jalan  yang  bisa  ditempuh  adalah 
pemerintah  mensubsidi  produksi  obat-obat 
tersebut.  Sementara  itu,  untuk  hal-hal  yang 


berkaitan  dengan  mutu,  keamanan  dan 
kemanjuran  obat  sudah  ada  badan  yang 
mengaturnya  yakni  Badan  Pengawas  Obat 
dan  Makanan  (BPOM). 

Di  luar  daripada  itu,  industri  farmasi 
hendaknya  dilihat  dan  diperlakukan  seperti 
industri-industri  lain.  Sama  halnya  dengan 
industri-industri  lain,  perusahaan-perusa- 
haan dalam  industri  ini  pun  harus  dibo- 
lehkan  untuk  mencari  untung.  Jika  misalnya 
dianggap  bahwa  ada  perusahaan  dalam 
industri  tersebut  yang  melanggar  undang- 
undang  persaingan  usaha  maka  ada  Komisi 
Pengawas  Persaingan  Usaha  yang  me- 
nanganinya. 
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